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WALIKOTA BATAM

PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR Ul TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2018

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

L

WALIKOTA BATAM,

bahwa untuk mewujudkan program Rencana
Pembangunan Kota Batam berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam
Tahun Anggaran 2016-2021, perlu dilakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan APBD Kota Batam per semester
untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam
upaya pencapaian target kinerja Pemerintah Kota
Batam;

bahwa mengacu pada hasil evaluasi triwulan Kedua
atau semester pertama pelaksanaan APBD Tahun
2018, dipandang perlu melakukan penyesuaian target
capaian kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun
Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2017
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam Tahun 2018;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten



Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018;

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2018.

“Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun
2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Batam
tahun 2017 Nomor 540) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :



Pasal 2

Untuk memperoleh hubungan yang penuh dan
menyeluruh antara Tujuan Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021, maka
Penjabaran RKPD Kota Batam Tahun 2018 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a BAB 1. PENDAHULUAN.
. BABII. GAMBARAN UMUM KONDISI.

c. BABIII. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.

d. BABIV. SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGNAN DAERAH.

e. BABYV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH.

T, BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN DAERAH.

g. BAB VIL PENUTUP.

Pasal II”

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Walikota ini  dengan

penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 3l Juli 2018

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal %t Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR (28
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sas 1| PENDAHULUAN
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BAB 1| PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Pemerintah Daerah
selalu berupaya mencapai tujuan tersebut dengan tidak meninggalkan tujuan
yang akan dicapai dimasa datang. Upaya tersebut semata-mata ditujukan
untuk mewujudkan kondisi daerah dan rakyatnya dalam kondisi lebih baik
dibandingkan masa lalu dan sekarang. Upaya tersebut dilaksanakan dalam
proses yang disebut pembangunan. Secara umum, Pembangunan daerah
adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan
kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan pembangunan manusia.
Secara khusus dalam konteks Kota Batam pembangunan yang dilaksanakan
setiap tahunnya ditujukan untuk mencapai visi Kota Batam yang telah
dituangkan dalam dokumen resmi perencanaan pembangunan yaitu
“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Berdaya Saing,
Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, ©prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang dilakukan dengan bantuan dari pemerintah provinsi dan
pemerintah pusat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perubahan RKPD
Kota Batam Tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun 2018, dalam rangka penyusunan perubahan APBD
Kota Batam Tahun 2018 yang penetapannya dilakukan bersama dengan
DPRD Kota Batam.

Menjalankan amanat perundang-undangan tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur dengan Undang-
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undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, dimana setiap daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen

perencanaan pembangunan daerah baik dokumen rencana tahunan RKPD

maupun dokumen rencana jangka menengah lima tahunan (RPJMD) dan
jangka panjang dua puluh tahunan (RPJPD).

Perencanaan yang dilaksanakan untuk dasar pembangunan tahunan
dituangkan dalam dokumen yang telah diamanatkan oleh tata aturan yang
berlaku secara nasional yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP).

Secara umum dalam proses pembangunan, RKPD merupakan acuan
bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam
menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan
Pagu Anggaran. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan
sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Lebih lanjut, RKPD (termasuk dokumen perubahan RKPD) mempunyai
kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan
penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah
yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan
pembangunan tahunan daerah;

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja-SKPD);

3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan
Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran
sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini

dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai
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wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun

berkenaan;

Dokumen perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2018 disusun dengan
skala prioritas pembangunan, dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Perubahan
RKPD Kota Batam Tahun 2018 perlu dilakukan setelah dilakukan evaluasi
semester I, maka perlu dilakukan perubahan target capaian yang ingin
diperoleh pada tahun 2018.

Penyusunan RKPD harus selaras dan konsisten dengan prioritas,
sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2018 di dalam
RPJMD. RKPD juga harus mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas
bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan nasional
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan
pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pemerintah Kota
Batam memberikan perhatian dan daya upaya optimal sejak awal tahapan
penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD agar dapat menghasilkan
dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini berarti dapat
memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan serta memenuhi kriteria
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Karakter RKPD yang
berkualitas dimaknai dengan RKPD yang memenuhi kriteria antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;

2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan;

3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan
program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku
kepentingan dalam forum Musrenbang;

4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan
indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja
keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur;

5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan

yang menunjukkan prakiraan maju.
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Sementara itu perubahan RKPD disusun melalui proses dengan
tahapan sebagai berikut:
1. Penyusunan rancangan RKPD.
Penyusunan rancangan perubahan RKPD merupakan proses
penyesuaian RKPD Kota Batam di tahun berkenaan menjadi rancangan
perubahan RKPD berdasarkan hasil evaluasi capaian triwulan kedua
atau semester I. Penetapan RKPD.
RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kota Batam atau

yang disebut dengan Peraturan Walikota Batam.

RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN.
Penyusunan RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ketiga dari
RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021. RKPD yang telah ditetapkan
digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sedangkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan
pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional.
RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan
sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna
memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Secara normatif penyusunan perubahan RKPD Kota Batam tahun 2018
mempunyai tiga fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi alokasi yaitu pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang tidak
mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat pelayanan
publik seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;

2. Fungsi distribusi yaitu pembiayaan diarahkan untuk pemerataan,
keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi
penanganan masalah kemiskinan, pengembangan wilayah tertinggal dan
lainnya.

3. Fungsi stabilisasi yaitu pembiayaan diarahkan wuntuk mendorong
pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan

pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.
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Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD

Kota Batam

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2018
adalah:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4237);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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10.

11.

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67 );

17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);

19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam
Nomor 108).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses
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penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan
sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi
pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan
program OPD, lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat
dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran
lainnya.

RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen
perencanaan lainnya. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan

penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

7
L4

RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam

RKP nasional melalui mekanisme musrenbang;

7
L4

RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang di dalamnya

memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;

7
L4

RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap OPD;

7
L4

RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga
kepada Renja OPD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana
dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2018
ini harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun
2018, RKPD Pemerintah Propinsi Kepri Tahun 2018, dan RPJPD Kota
Batam Tahun 2005-2025. Selain itu kedudukan RKPD dapat tidak

terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah.

Secara diagram hubungan antara dokumen RKPD Kota Batam dengan

dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 1.2. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan
dalamsistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu
kesatuanproses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka
yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah
meliputitahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, Rencana Strategis
(Renstra) SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah
juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan

daerah.

-1.10-




PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

20 TAHUN § TAHUN 1TAHUN
RPIPN PEDONN RPIM DUIABARKAN RKP
—RTRWN Pl NASIONAL >
DIACY DIPERHATIKAN DIACU/DISERESIKAN T
y y
RPIPD PEDOMAN RPIPM DLIABARKAN RKPD
RTRWD »  DAERAH >
\_/_ \/
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RENSTRA RENJA
SKPD 7| skeD
\-_/——' \/——‘

Gambar 1.3. Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan

Perangkat Daerah

RKPD Kota Batam Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan
teknis tahunan. Sedangkan dokumen perubahan RKPD Kota Batam Tahun
2018 merupakan upaya penyempurnaan rencana kerja yang menyesuaikan
dengan perubahan-perubahan yang terjadi dengan mengacu kepada data
evaluasi semester I. Penyusunan dokumen RKPD dimaksudkan sebagai upaya
untuk mewujudkan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, substansi
penyusunan RKPD harus selaras dengan dokumen perencanaan lain.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam
Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dari
kepala daerah terpilih yang penyusunannya antara lain berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun
2005-2025.

1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu)tahun ke depan.
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,

Tujuan penyusunan perubahan RKPD adalah untuk acuan bagi

seluruh Instansi/ Kantor Wilayah/ Lembaga Teknis Daerah/Dinas
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Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Kota Batam dalam
menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui perubahan APBD
maupun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada

Tahun Anggaran 2018.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2018 ini secara
hierarki berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen

RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi
RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan
dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Bagian ini sangat
penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis,
gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi

serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang
diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan

daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
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pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan

kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili

aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan
untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)

pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP
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GAMBARAN UMUM

BAB 2 KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Secara umum kondisi daerah Kota Batam akan dijelaskan melalui
empat aspek yang meliputi aspek geografis dan demografi, aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing
daerah.

Aspek Geografis dan Demografi
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.
2.1.1.

Kota Batam merupakan daerah yang terletak berbatasan langsung
dengan negara Malaysia dan Singapura. Letaknya yang sangat strategis
menjadikan daerah ini selanjutnya ditetapkan sebagai daerah khusus yang
dikembangkan sebagai daerah industri dan perdagangan. Kota Batam juga
merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah

kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas.

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas Wilayah Kota Batam adalah 4.580 km?2, terdiri dari luas wilayah
darat 1.034 km? (25%) dan luas wilayah perairan/laut 3.545 km?2 (75%).
Wilayah Kota Batam meliputi 370 (tiga ratus tujuh) pulau, 329 (tiga ratus dua
puluh sembilan) pulau diantaranya telah mempunyai nama termasuk di

dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan Negara yang berbatasan

dengan:

Sebelah Utara : Singapura dan Malaysia

Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga

Sebelah Barat : Kabupaten Karimun dan Laut Internasional
Sebelah Timur :  Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang

-11.2-




PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

WU BOK) UBLET (OYSIY BiBg G
£002 'YL 000001 | MW
RN K{O) MRINUILIPY ¥Ry §
8002 UL 000 92+ LOIeY ueboaD
1008 0D weindiau| ey ¢
000 N4 D00'0R' L M10%
Sunpoang LIl JeRBPY RNNEAD Wiy 2
UO0Z UL D00 0%} wIvng
AIVNVAMNEOMYE Uy ednd wing
*J90Ung

AU VA

HWNNYTHYO OYAHY 'H SHO

WYLVE VLOH T

LEOX- LLOZ WYLV YLOM
HYAY IV DONYY YAYL YNYONIY

IVDONYL
© HONON
WVLVE VLO® HVH3VO NYSNLVY I NYNIdWYT

ey uekepa [
UBYRIN|GY SBI8g
UR|RP -
[Of URIE[" RUEDLDMN we—
aufjodTuBjewesey| seey
BloY 188Nd g )

103 Esng G

YaN3oal

BEY O L weng

ONVNY YNLMNYULS Vidd

NO0FD

€102-1102 NVLVE VLOM HVAVTIM ONVNY VLVL VNVONIY

3,008, v0L

3,002,404

m.g,-.qo—

w.o.m.vo'

w.o_o_w..oo—

F00p.E0L

N.Dl‘:u

KOO

Vo9

NI

NVLNIE ‘8YA

R

_——

g

L VHNAYONIS

T
NIDa

Eur0l

T
A.006.501

T
A00F.CO0

Gambar 2.1. Peta Tata Ruang Wilayah Kota Batam

1
™
-



PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

Secara administratif Kota Batam terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan
dengan 9 (sembilan) kecamatan berada di daerah perkotaan (Pulau Batam)
sedangkan 3 (tiga) kecamatan berada di daerah pesisir. Jumlah kelurahan di

seluruh kecamatan mencapai 64 (enam puluh empat) kelurahan.

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administratif Kota Batam

Luas Wilayah (Km?2)
No Kecamatan Kelurahan
Darat Laut Total

1 Belakang Padang 6 70.05 687.9 757.95
2. | Bulang 6 159.12 301.01 460.13
3. | Galang 3 357.84 1851.49 2209.33
4. | Sungai Beduk 4 106.12 14.96 121.08
5 Nongsa 4 118.07 207.18 325.25
6. | Sekupang 7 75.84 31.38 107.22
7. | Lubuk Baja S 17.14 22.45 39.59
8 Batu Ampar 4 14.25 31.19 45.44
9. | Batam Kota 6 44.56 2.29 46.85
10. | Sagulung 6 63.42 6.43 69.85
11. | Batu Aji 4 45.68 16.69 62.37
12. | Bengkong 4 15.70 3.72 19.42

Jumlah 64 1087.78 3176.69 4264.47

Dari data tersebut di atas, maka diketahui bahwa Kecamatan Galang
memiliki luasan wilayah yang paling luas dibandingkan wilayah kecamatan
lainnya. Sedangkan Kecamatan Bengkong merupakan kecamatan yang

memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan daerah lainnya.
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3,959.56 4,684.74
32,525.31 12,107.66
10,721.69
6,237.09
6,985.06
220,932.18
B Kec. Batu Ampar B Kec. Bengkong B Kec. Lubuk Baja
m Kec. Batam Kota m Kec. Nongsa m Kec. Sei Beduk
B Kec. Sekupang m Kec. Batu Aji m Kec. Sagulung
Kec. Galang m Kec. Bulang m Kec. Belakang Padang

Sumber : RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021

Gambar 2.2. Luas Wilayah Administratif Kecamatan di Kota Batam

2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis,
yaitu berada di jalur pelayaran dunia internasional dengan garis lintang dan
bujur terletak antara 0° 25’29 7-1° 15' 00” Lintang Utara dan 103° 34'35” -
104° 26' 04” Bujur Timur.

Singapura dan Malaysia yang berada di sebelah utara Kota Batam,
secara ekonomi makro memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam
perekonomian Batam. Letak strategis Batam telah menjadi daya tarik bagi
Singapura untuk merelokasikan aktivitas industri mereka ke Batam karena
ketersediaan lahan yang cukup dan kemudahan investasi yang diberikan.

Sebelah selatan Kota Batam berbatasan dengan wilayah Kabupaten
Lingga dan sebelah barat dengan Kabupaten Karimun serta laut
internasional, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan terletak di sebelah
timur Kota Batam. Kedua daerah ini memiliki keterkaitan emosional dan
kultural dengan Kota Batam. Kota Tanjung Pinang sekaligus merupakan
ibukota Provinsi Kepulauan Riau sehingga menjadi pusat pemerintahan
Provinsi. Kota ini juga memiliki potensi wisata yang cukup besar baik wisata

bahari dan terutama wisata sejarah.
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Letak Kota Batam berbatasan langsung dengan dua negara tetangga
dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, hal
ini tentu berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam. Dalam
perspektif ekonomi, Wilayah Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga
untuk merelokasikan aktivitas ekonomi mereka ke Batam, mulai dari aktivitas
industri, perdagangan maupun jasa. Hal ini dikarenakan ketersediaan lahan
dan tenaga kerja yang cukup serta adanya kemudahan investasi yang
diberikan.

Bentuk Wilayah Batam yang terdiri atas gugusan kepulauan sangat
berpotensi untuk membangun industri maritim. Sebagaimana tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 bahwa
pengembangan sektor kemaritiman dilaksanakan melalui pendekatan
kewilayahan terpadu. Pendekatan ini memandang wilayah laut Indonesia atas
dua fungsi: (i) sebagai perekat integrasi kegiatan perekonomian antarwilayah,
dan (ii) sebagai pendukung pengembangan potensi setiap wilayah. Dari laut,
tersedia beragam potensi untuk membangun industri maritim yang sangat
beragam, misalnya untuk bidang pangan, kosmetik, farmasi, energi,
transportasi, turisme, riset ilmiah dan jasa. Kondisi ini menjadi magnet Kota
Batam untuk menarik investasi dalam bidang-bidang tersebut. Dalam
perspektif keamanan dan pertahanan Nasional, Batam sebagai wilayah
kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga, sekaligus sebagai pintu
masuk kunjungan wisman terbesar setelah Jakarta dan Bali memiliki peran
strategis dalam menjaga kedaulatan Negara. Konsekuensi logis dari hal
tersebut, segala aspek yang berpotensi mengganggu keamanan dan
pertahanan di Wilayah Batam menjadi prioritas di tingkat nasional. Hal ini
semakin memantapkan Kota Batam sebagai kota yang kondusif, aman dan

nyaman.

2.1.1.1.3. Topografi

Wilayah Kota Batam memiliki kontur permukaan relatif datar dengan
variasi berbukit-bukit di tengah pulau, ketinggian antara 7 mdpl hingga 160
mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi O hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara
dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta
sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil
lainnya sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang
memiliki ketinggian sampai 100 mdpl dengan topografi berbukit-bukit yang

sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk cadangan air baku,
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umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta

Galang Baru. Berdasarkan hasil interpretasi peta topografi skala 1:50.000,

informasi kemiringan lereng di Kota Batam diklasifikasikan dalam Tabel 2.2.
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Tabel 2.2. Luas Kawasan Batam pada Tiap Kelas Kemiringan Lereng

% Kemiringan

Luas Kemiringan lereng (Ha)

0-2% 55.481,405
2-5% 13.631,615
5-15% 18.062,410
15-40 % 6.414,213

>40 % 980,721

Sumber : Kajian Daya Dukung Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2011

a. Kemiringan Lahan

Kemiringan Lereng 0-2%,

merupakan kelas kemiringan yang

mendominasi sebagian besar kawasan sebesar 60,60% dari luas total

wilayah. Kemiringan lereng ini ditandai dengan morfologi wilayah yang

datar sehingga cocok dikembangkan untuk semua jenis kegiatan. Adapun
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sebarannya terutama di kawasan pesisir.

Kemiringan Lereng 2-5%, merupakan kelas kemiringan dari landai
sampai dengan berombak yang tersebar di seluruh kawasan secara
terpencar-terpencar dalam bentuk kawasan-kawasan kecil. Kawasan
dengan kelas kemiringan lereng ini relatif dapat dikembangkan untuk
semua jenis kegiatan.

Kemiringan Lereng 5-15%, merupakan kelas kemiringan yang
ditunjukkan dengan morfologi agak miring atau bergelombang. Kawasan
dengan kelas kemiringan ini masih dapat dikembangkan untuk semua
jenis kegiatan, namun masih harus dilakukan dengan rekayasa
konstruksi. Kawasan dengan kelas kemiringan ini terdapat di Pulau Batam
dan Pulau Rempang.

Kemiringan Lereng 15-40%, merupakan kelas kemiringan dengan
morfologi berbukit sampai dengan agak curam. Kawasan dengan kelas
kemiringan ini dapat digunakan untuk kegiatan konstruksi terbatas
dengan berbagai persyaratan teknis, antara lain seperti KDB yang rendah
dan KDH yang tinggi, itupun hanya pada morfologi berbukit. Kawasan
dengan kelas kemiringan ini tersebar di daerah perbukitan Sekupang dan
Pulau Rempang.

Kemiringan Lereng > 40%, merupakan kelas kemiringan dengan
morfologi sangat curam yang hanya dapat digunakan untuk kawasan
konservasi (hutan lindung). Kawasan dengan kelas kemiringan ini terdapat

di tengah pulau Batam.

b. Ketinggian Lahan
Beberapa puncak bukit di Pulau Batam antara lain Bukit Dangas Pancur
169 m, Bukit Temiang 179 m, Bukit Senimba 140 m dan Bukit Tiban 110

m.

2.1.1.1.4. Geologi

Wilayah Kota Batam merupakan bagian dari daerah Paparan Sunda
yang secara stratigrafi merupakan daerah yang berpotensi endapan plases
bawah laut. Berdasarkan interpretasi rekaman seismic, dinyatakan bahwa
struktur bentang geologi yang terdapat di dasar laut perairan Kepulauan Riau
merupakan patahan dengan pola Barat Laut-Tenggara di bagian Barat
perairan dan pola Barat-Timur di bagian Timur perairan hingga semuanya

berkembang mengikuti tingkat kesuburan perairan yang tinggi, sehingga
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menjadikan perairan Kota Batam sebagai wilayah yang memiliki potensi
sumberdaya perikanan besar (baik jumlah maupun keragaman). Di samping
itu, perairan Kota Batam juga kaya akan kelimpahan tutupan atau spesies
terumbu karang (coral reef) dan berbagai jenis ikan karang (demersal)
maupun ikan hias (ornamental fish).

Pembentukan struktur geologi di Pulau Batam terdiri dari kelurusan-
kelurusan berarah timur laut- barat daya yang oleh Katili (1977) dimasukkan
ke dalam Laut Karimata yang berada di sebelah timur lajur timur. Selain itu
terbentuk sesar normal (Kusnama, dkk., 1994). Seperti pulau-pulau kecil
yang berada di garis khatulistiwa, kepulauan Kota Batam dan sekitar
mempunyai kekhasan/ karakteristik hidrogeologi dengan air permukaan
melimpah dan air tanah dangkal. Adapun informasi mengenai luas dan

persentase jenis geologi di Kawasan Batam disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Luas dan Persentase Jenis Geologi di Kawasan Batam

No. Jenis Geologi I(;:)s Persentase
1. |Aluvium 87.406 0,09
2. |Andesit 0 0
3. |Endapan Permukaan 0 0
4. |Endapan Permukaan Tua 0 0
S. |Formasi Duriangkang 536.36 0,55
6. |Formasi Goungon 387.80 39,48
7. |Formasi Pulau Panjang 555.42 0,57
8. |Formasi Tanjung Kerontang 161.95 16,49
9. |Granit 944.93 9,62
10. |Lainnya 326.33 33,22

Sumber : Kajian Daya Dukung Lingkungan Hidup Kota Batam 2011

Oleh karena merupakan gugusan kepulauan yang secara geografis
keberadaannya di perairan laut dangkal, maka wilayah Kota Batam yang
sangat potensial untuk tumbuh kembang terumbu karang. Namun karena
aktivitas antropogenik yang intensif, menjadikan kehidupan terumbu karang
di wilayah Indonesia Barat hanya 5% luasan yang baik. Dalam perspektif ke
depan, kiranya perlu dilakukan upaya pelestarian terhadap sumber daya

alam bawah laut di wilayah Batam.
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2.1.1.1.5. Hidrologi

Kota Batam memiliki 2 (dua) wilayah jenis air tanah yaitu:
(1) Perbukitan lipatan yang terdapat hampir di sebagian wilayah.
Wilayah air tanah ini terdapat pada kawasan dengan batuan penyusun
berupa batu pasir, batu lempung, fillit, dan kuarsit yang bersifat padu.
Umumnya, air tanah tersimpan dalam aquafir berupa rekahan atau
secah serta pada material rombakan hasil lapukan batuan padu

tersebut dan terdapat pada kedudukan dangkal.

(2) Air tanah yang terdapat di daerah batuan beku.
Jenis air tanah ini terdapat dibagian timur Pulau Batam yang tersusun
oleh granit dan hasil erupsi lainnya. Daerah batuan beku di wilayah
Kota Batam terdapat di Pulau Buluh, Pulau Bulan Lintang, Pulau
Lengkana, Pulau Sekanak, Pulau Melawa, Pulau Dendang, dan Pulau
Air Asam. Batuan penyusun ini terdapat pada daerah batuan beku
berupa batu pasir dan batu lempung keras dan bersifat kedap air.
Sedangkan untuk jenis air permukaan di Kota Batam terdapat pada
Waduk Sei Baloi, Waduk Sei Ladi, Waduk Sei Harapan, Waduk Nongsa,
Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Waduk Sungai Rempang, Waduk
Sekanak I, Waduk Sekanak II, Waduk Pulau Pemping, Waduk Pulau Bulan
Lintang, Waduk Pulau Bulan, serta air permukaan lainnya yang bersumber
dari Daerah Aliran Sungai (DAS)/waduk/mata air Bengkong Mahkota,
Bengkong Laut, Jodoh, Sagulung, Batu Aji, Sei Panas, Tiban dan Pulau
Galang. Masing-masing waduk dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air
(IPA) sehingga waduk tersebut berfungsi sebagai penampung air baku untuk
penyediaan air bersih di Kota Batam. Adapun informasi mengenai DAS
beserta luasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.4. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Batam

No. Nama DAS Luas (Ha) | No. Nama DAS Luas (Ha)
1. |DAS Abang Besar 2.920,34| 9. |DAS Ladi 4.840,67
2. |DAS Balo 3.270,92| 10. | DAS Nongsa 6.751,71
3. |DAS Bukit Jodoh 4.700,14 | 11. DAS Penatu 7.190,77
4. |DAS Gading 10.800,46 | 12. DAS Pesung 4.941,22
5. |DAS Galang 8.828,91| 13. | DAS Sembulang 4.175,20
6. |DAS Galang Baru 3.502,98 | 14. |DAS Seraya Cundung 1.523,63
7. |DAS Gata 6.577,15| 15. |DAS Terong 2.636,03
8. |DAS Kangka 4.810,91| 16. | DAS Tiban Lama 7.165,71

Sumber: Peta Ranperda RTRW Kota Batam 2011-2031
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2.1.1.1.6. Klimatologi

Kota Batam beriklim tropis dengan suhu minimum pada tahun 2015
berkisar antara 22°C hingga 25°C dan suhu maksimum antara 32°C hingga
34°C. Suhu rata-rata minimum sepanjang tahun 2015 adalah 22°C dan suhu
rata-rata maksimum adalah 34°C. Tekanan udara minimum per bulan
berkisar antara 1.005 sampai 1.009 mb (milibar) dan tekanan maksimun per
bulan berkisar antara 1.015 sampai dengan 1.017 mb. Rata-rata tekanan
udara minimum pada tahun 2015 sebesar 1.005 mb dan rata-rata tekanan
maksimum sebesar 1017 mb.

Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 77 persen hingga 84
persen. Kecepatan angin maksimum berkisar antara 16 sampai 29 knot
dengan rata-rata kecepatan maksimum 29 knot sedangkan rata-rata
kecepatan minimum sebesar 6 knot. Banyaknya hari hujan di Kota Batam
pada tahun 2015 112 hari dengan curah hujan sebanyak 1.344,5 mm. Jika
dibandingkan dengan keadaan tahun 2014 bayaknya hari hujan berkurang
sebanyak 59 hari atau 52,68 persen sedangkan curah hujan berkurang
sebanyak 681,40 mm atau 50,68 persen. Adapun banyaknya hari hujan pada
tahun 2014 adalah 171 hari dengan curah hujan sebanyak 2.025,9 mm.

2.1.1.1.7. Penggunaan dan Peruntukan Lahan

Rencana penggunaan lahan di Kota Batam dilihat dari rencana pola
ruang Kota Batam, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.5. Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola Ruang Kota Batam

Peruntukan Luas (Ha) Peruntukan Luas (Ha)
Fasilitas Pelabuhan 2.622 | Perumahan 15.731
Fasilitas Umum 834 | Pusat Pemerintahan 60
Industri 10.103 | RTH 9.665
Jasa 3.745 | Waduk/ Tubuh Air 3.229
Perikanan 37 | Wisata 7.709
Pertahanan 334
Pertanian/ Peternakan 10.822

Total 64.891
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Kawasan Hutan Luas (Ha)
Hutan Produksi yang dapat dikonversi 3.799
Hutan Produksi Terbatas 4.515
Hutan Bakau 331
Hutan Lindung 20.152
Hutan Produksi 3.341
Kawasan Lindung 1.186
Kawasan Suaka Alam 8.070
Kawasan Suaka Alam/ Taman Buru 2.493
Total 43.887
Peruntukan + Kawasan Hutan 108.778

Sumber : Peta Pola Ruang Ranperda RTRW Kota Batam 2011 — 2031

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
2.1.1.2.1. Struktur Ruang Wilayah

Sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan di Kota Batam
sebagai komponen pembentuk struktur ruang wilayah kota dikembangkan
dengan Sistem Pusat Kota, Sub Pusat Kota dan Pusat Lingkungan, yang
melayani tidak hanya internal Kota Batam dan kawasan perbatasan, namun
juga lingkup regional, nasional, dan internasional, sesuai arahan RTRWN dan
penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas.

Sistem pusat-pusat pelayanan Kota di Kota Batam yang dilandaskan
pada layanan langsung kebutuhan masyarakat dan layanan pendukung
pengembangan kegiatan-kegiatan usaha produktif, berdasarkan hirarki dan
skala pelayanannya dibedakan atas:

a) Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 1 (satu) untuk
pelayanan lokal seluruh kota, regional, nasional, dan internasional;

b) Sub Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 2 (dua)
untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kecamatan; dan

c) Pusat Lingkungan (Neighbourhood Services Center), yang merupakan
pusat pelayanan hirarki ke 3 (tiga) untuk pelayanan lokal setingkat
wilayah kelurahan atau setingkat satuan lingkungan permukiman
(neighbourhood unit).

Dalam jangka waktu Tahun 2011-2031, Batam Center merupakan
pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat

pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota
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tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di P. Rempang dan P. Galang, P.
Belakang Padang dan P. Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai
sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata.

Pada Pusat Kota dialokasikan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan
untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam
(pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, alih muat angkutan laut,
pariwisata, dan lain-lain) serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu terkait
dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang
didukung dengan infrastruktur yang memadai.

Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di
era persaingan global, struktur ruang wilayah kota dimantapkan melalui
peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (outlet)
transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyeberangan
untuk menciptakan akses regional, nasional, dan internasional yang lebih
berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

Arahan RTRWN untuk pengembangan Pelabuhan Internasional Batam
sesuai kondisi realistik setempat diterjemahkan sebagai sebuah sistem
pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan
dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil, yang telah
ditetapkan untuk ditingkatkan hirarkinya menjadi “pelabuhan internasional
hub” (hub international port).

Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang
nasional serta internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan
internasional yang ada di P. Batam, namun untuk selanjutnya akan
dikembangkan pelabuhan baru pada lokasi yang strategis di Pulau Rempang
dan/atau Galang.

Untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan
dengan Sub Pusat Kota, dan ke/dari simpul-simpul (outlet) utama
transportasi (Kawasan Primer), serta ke/dari Kawasan-kawasan Sekunder
(Kawasan Industri, Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Perdagangan dan
Jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas (flyover),
simpang susun (interchange), jalan lintas bawah (underpass), dan jaringan
transportasi massal (MRT/LRT) yang dapat berada di atas dan/atau di bawah
permukaan tanah/air.

Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota,
selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem

jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan
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telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan penyehatan lingkungan

permukiman.
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Gambar 2.4. Peta Struktur Ruang Kota Batam

2.1.1.2.2. Pola Ruang Wilayah

Pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras
dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-
kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung
kegiatan sosial-ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat
dan laut;

Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung,
hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, taman kota, taman lingkungan,
bumi perkemahan, dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal
30% dari luas wilayah darat kota, untuk meningkatkan fungsi lindung
wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota;

Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi,
serta karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi
kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan
perundang-undangan;

Mengalokasikan pemanfaatan ruang untuk pengembangan Kawasan
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Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Pusat-pusat Pelayanan
Primer sesuai prioritas sektoral PP Nomor 5 Tahun 2011, tahap pertama pada
kawasan-kawasan pemanfaatan yang tersedia di Pulau Batam, selanjutnya ke
pulau-pulau yang lain dari delapan pulau yang telah ditetapkan;

Menciptakan  keseimbangan  perkembangan dan  pemerataan
pembangunan antara delapan pulau yang ditetapkan sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan pulau-pulau sekitar melalui
pengembangan Kawasan Strategis, Kawasan Khusus, dan Kawasan-kawasan
Prioritas atau melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia
(KEKI);

Memanfaatkan secara optimal areal lahan yang diserahkan
pengembang kepada Pemerintah Kota untuk peningkatan fasilitas pelayanan
umum dan bangunan pemerintah, secara serasi dan selaras dengan
pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan ruang terbuka
hijau kota;

Mengintensifkan pemanfatan ruang pada kawasan-kawasan budidaya
yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Pulau Batam, Pulau Rempang dan
pulau-pulau yang lain dengan mengarahkan pembangunan secara vertikal,;

Mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan
pengembangan pantai untuk mengurangi tekanan dan tingkat kerusakan
kawasan bukit dan perbukitan di Pulau Batam, dan melakukan subtitusi
bahan timbun dengan pasir darat dan/atau pasir laut; dan

Mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu
dengan wilayah darat dan pesisir untuk meningkatkan keserasian,
keselarasan, dan untuk menghindarkan dampak negatif tak diinginkan

terhadap lingkungan laut.
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Gambar 2.5. Peta Pola Ruang Kota Batam

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kota Batam beriklim tropis dengan Suhu rata-rata minimum sepanjang
tahun 2015 adalah 22,3°C dan suhu rata-rata maksimum adalah 34,1°C.
Kecepatan angin maksimum berkisar antara 18 sampai 25 knot disamping itu
curah hujan di Kota Batam relatif tinggi dengan karateristik wilayah yang
berlembah dan berbukit serta memiliki besarnya luasan wilayah laut serta
wilayah pantai, dimana hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kejadian
rawan bencana di Kota Batam. Kondisi rawan bencana yang sering terjadi di
Kota Batam adalah bencana kebakaran, banjir, tanah lonsor, angin puting
beliung, bencana gelombang pasang, abrasi pantai dan rawan terhadap
pencemaran tumpahan minyak kotor yang terbawa air laut sehingga
membawa kerugian khususnya terhadap masyarakat pesisir yang berprofesi
sebagai nelayan.

Namun kejadian rawan bencana di Kota Batam masih dikategorikan ke

dalam bencana lokal dan dapat cepat ditanggulangi dan jarang sampai
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menimbulkan korban jiwa. Penanggulangan pasca bencana biasanya
dilakukan langsung melalui pendirian posko darurat penanggulangan
bencana, penyelenggaraan dapur umum, pemberian bantuan pangan, tenda
dan bahan bangunan untuk para korban di bawah koordinasi dinas sosial
dengan melibatkan pihak terkait antara lain badan pengusahaan kawasan,
pihak keamanan, kecamatan, kelurahan serta elemen masyarakat. Langkah-
langkah penanggulangan bencana dalam RPJMD Kota Batam diakomodir
melalui kegiatan penanggulangan dan penanganan bencana Pemerintah Kota
Batam yang dituangkan dalam program pengendalian banjir dan pengamanan
tebing/pantai serta program penanggulangan bencana serta jaminan sosial.
Kawasan rawan bencana Kota Batam terdiri dari:

a) Kawasan Rawan Banjir, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan
berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam
maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di
bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasan-kawasan cekungan di
sepanjang bantaran sungai;

b) Kawasan Rawan Longsor, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan
berpotensi tinggi mengalami bencana tanah longsor yang disebabkan oleh
alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada
kawasan-kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan
lapisan tanah yang rentan;

c) Kawasan Rawan Abrasi, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan
berpotensi tinggi mengalami bencana abrasi yang disebabkan oleh alam
maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-
kawasan pesisir berombak besar dengan struktur geologi pantai cenderung
curam dan rentan, terutama pada kawasan-kawasan pesisir yang
menghadap secara langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan; dan

d) Kawasan Rawan Gerakan Tanah, yaitu kawasan pada jalur-jalur sesar
geologi yang berpotensi mengalami bencana gerakan dan atau gempa
bumi, yaitu diPulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, di
Kecamatan Galang, yang bagi perlindungannya diberlakukan sempadan
sesar selebar 100 meter (seratus meter) di kiri-kanan garis sesar.

e) Kawasan Rawan Gelombang Pasang, yaitu kawasan yang berada pesisir
pantai yang terutama yang menghadap langsung ke Selat Malaka dan Laut

Cina Selatan pada musim-musim tertentu rawan gelombang pasang.
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2.1.1.4. Demografi

Dalam perencanaan pembangunan, kondisi, dan perkembangan
demografi berperan sangat penting. Penduduk Kota Batam bersifat heterogen
terdiri dari multi suku yang ada di Indonesia, dengan penduduk aslinya
adalah suku Melayu. Penduduk Kota Batam Tahun 2011 tercatat sebanyak
1.137.894 jiwa, Tahun 2012 tercatat sebanyak 1.235.651 jiwa terdiri dari
638.404 jiwa atau 51,67% laki-laki dan 597.247 jiwa atau 48,33%
perempuan. Pada tahun 2013 berjumlah 1.135.412 jiwa, Tahun 2014
berjumlah 1.030.528 jiwa, dan pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota
Batam berjumlah 1.037.187 jiwa, terdiri dari 535.147 jiwa atau 51,60 persen
penduduk laki-laki dan 502.040 jiwa atau 48,40 persen penduduk
perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014
berjumlah 1.030.528 jiwa, maka terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar
0,65 persen atau sebanyak 6.659 jiwa. Pada tahun 2016 jumlah penduduk di
Kota Batam berjumlah 1.055.040 yang terdiri dari 541.282 jiwa atau 51,30%
laki-laki dan 513.758 jiwa atau 48,70% perempuan.

Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu
wilayah. Besaran, komposisi, distribusi serta kompetensi penduduk akan
mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat.
Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi
kependudukan yang ada, sehingga informasi demografi memiliki kedudukan
strategis dalam perumusan kebijakan.
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Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Kota Batam Yang Terdaftar Menurut Kecamatan
Tahun 2011-2016

K t Tahun
ecamatan 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7
Belakang Padang 24.469 25.184 24.137 21.608 21.836 21.024
Bulang 12.223 12.687 11.299 11.484 11.625 11.233
Galang 15.842 17.468 16.419 16.955 16.585 16.364
Sei Beduk 123.189 126.697 | 107.928 | 88.858 89.648 83.514
Nongsa 61.737 66.150 62.140 57.601 59.844 63.710
128.613
Sekupang 136.579 | 148.927 | 137.472 | 123.972| 127.288
Lubuk Baja 109.438 | 114.093 | 105.114 | 94.249 |  93.868 92.068
Batu Ampar 97.465 101.035 | 86.986 73.443 76.212 64.410
Bengkong 120.639 127.744 | 115912 | 104.398 | 105.301 105.666
Batam Kota 152976 | 175515 | 165271 | 152.737| 155.077 | 102:97%
Sagulung 170.238 188.317 | 176.491 | 165.517| 163.750 | 177-896
Batu Aji 113.099 131.834 | 126.243 | 119.706 | 116.153 | 127-568
Jumlah 1.137.894 |1.235.651 |1.135.412 |1.030.528 1.037.187 | 1.055.040

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

Jumlah penduduk Kota Batam sejak diberlakukannya perekaman data
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara nasional terjadi perubahan,
hal tersebut dikarenakan sejak tahun 2013 telah diadakan pembersihan data
ganda nasional oleh Tim Pengolah Data Administrasi Kependudukan
Kementerian Dalam Negeri. Secara teknis data ganda dan perekaman KTP-el
Batam yang terekam ganda akan dibersihkan atau dihapus dari data base
kependudukan Kota Batam, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk.

Jika dilihat dari penyebaran penduduk pada tahun 2016, penduduk
Kota Batam terpadat masih berada di wilayah kecamatan mainland yaitu
Kecamatan Sagulung dan Batam Kota sedangkan yang terendah berada pada
wilayah kecamatan hinterland, yaitu Kecamatan Bulang dan Galang. Jika
dilihat dari komposisi penduduk Kota Batam pada tahun 2016 berdasarkan
rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah 105,36 yang berarti setiap 106 orang
penduduk laki-laki terdapat 100 orang penduduk perempuan. Dengan
perkataan lain, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk

perempuan.
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Penduduk Kota Batam pada tahun 2017 (Semester I) berjumlah
1.062.250 jiwa, jika dilihat menurut wilayah kecamatan, yang terbanyak
jumlah penduduknya adalah di
penduduk pada bulan Juni 2017 sebanyak 181.654 jiwa. Di tempat kedua

Kecamatan Sagulung dengan jumlah

sampai dengan kelima terbanyak diikuti kecamatan Batam Kota, Sekupang,
Batu Aji dan Bengkong masing-masing 164.708 jiwa, 130.404 jiwa, 128.459
jiwa dan 106.353 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang terendah terdapat
di Kecamatan Bulang dan Galang masing-masing sebanyak 11.015 jiwa dan
15.930 jiwa.

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Batam Semester I
Tahun 2017

Belakang Padang 20.364
Bulang 11.015
Galang 15.930
Sungai Beduk 83.372
Nongsa 64.720
Sekupang 130.404
Lubuk Baja 91.333
Batu Ampar 63.938
Bengkong 106.353
Batam Kota 164.708
Sagulung 181.654
Batu Aji 128.459
Jumlah 1.062.850

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kelompok Umur Tahun

2011-2017
Tahun
Kelompok Umur 5513 2014 | 2015 2016 2017
1 4 5 6 7 8
0-4 63.629 68.361 81.190 92.564 93.263
5-9 118.799|  111.985 111.027, _ 116.069| 118.651
10-14 89.734 91.980 96.123 96.134 99.574
15-19 63.669 64.340 66.674 63.996 62.978
20-24 108.415 85.370 82.549 90.469 90.335
25-29 166.550  126.608|  115.286  109.010|  107.717
30-34 170.423|  142.899|  134.506|  129.005  125.605
35-39 132.544  123.806|  124.220  122.036|  123.597
40-44 92.604 88.363 90.181 94.487 95.938
45-49 53.403 54.244 58.023 61.127 64.084
50-54 31.003 30.602 32.711 34.746 35.476
55-59 19.583 18.701 20.087 20.301 20.759

-11.20-




PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

Tahun
Kelompok Umur ;5 2014 2015 2016 2017
1 4 5 6 7 8

60-64 11.930 11.359 11.680 12.315 12.134
65-69 6.254 5.865 6.408 6.499 6.486
70-74 3.825 3.290 3.430 3.365 3.115

>75 3.047 2.755 3.092 2.917 2.538
Jumlah 1.135.412| 1.030.528| 1.037.187| 1.055.040 1.062.250

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

Penduduk Kota Batam jika dianalisis menurut agama sebagian besar
atau rata-rata sebesar 71 persen beragama Islam, 18 persen beragama
Kristen Protestan, sebanyak 7 persen beragama Budha dan 3 persen
beragama Kristen Khatolik, sisanya beragama Hindu, Khonghucu dan aliran
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Persentase penduduk menurut
agama tahun 2011-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9. Persentase Penduduk Menurut Agama Tahun 2011-2017

Tahun Penduduk Menurut Agama

Islam |Protestan |Khatolik | Hindu | Budha Khonghucu| AK

2011 |Jumlah|820.583 | 205.054 | 36.717 | 1.355 |72.881 1.143 161
% 72,11 18,02 3,23 0,12 6,40 0,10 0,01

2012 |Jumlah|890.450 | 223.785 | 40.438 | 1.419 | 78.149 1.200 210
% 72,06 18,11 3,27 0,11 6,32 0,10 0,02

2013 |Jumlah|803.532 | 215.556 | 38.962 | 1.190 |74.849 1.131 192
% 70,77 18,98 3,43 0,10 6,59 0,10 0,02

2014 |Jumlah|732.166 | 190.983 | 35.649 925 |69.548 1.099 158
% 71,05 18,53 3,46 0,09 6,75 0,11 0,02

2015 |Jumlah|737.902 | 191.941 | 34.476 854 |70.700 1.123 191
% 71,14 18,51 3,32 0,08 6,82 0,11 0,02

2016 |Jumlah|752.268 | 193.952 | 35.248 755 |71.525 1.104 188
% 71,30 18.38 3,34 0,07 6.78 0,10 0,02

2017 |Jumlah|757.332 | 196.102 | 35.218 749 | 71.537 1.112 200
% 71,30 18,46 3,32 0,07 6,73 0,10 0,02

Ket : AK : Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

Penduduk Kota Batam jika dilihat menurut jenis kelamin rata-rata
sejak tahun 2011-2017 sebesar 63 persen adalah berjenis kelamin laki-laki
dan sebesar 59 persen berjenis kelamin perempuan, secara rinci penduduk

menurut jenis kelamin per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.10. Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2014-2017

Tahun
Kecamatan 2014 2015 2016 2017
LK LK LK PR LK PR LK PR
1 2 3 4 5 6 7 8 )
BELAKANG
PADANG 10.933 | 10.675 | 11.111 | 10.725 | 10.672 | 10.352 | 10.318 10.046
BATU
AMPAR 38.580 | 34.863 | 40.522 | 35.690 | 33.527 | 30.883 | 33.261 30.677

SEKUPANG | 64.019 | 59.953 | 65.881 | 61.407 | 65.922 | 62.691 | 66.711 | 63.693

NONGSA 30.372 | 27.229 | 31.686 | 28.158 | 33.592 | 30.118 | 34.067 | 30.653

BULANG 5.931 5.553 6.045 5.580 5.836 5.397 5.686 5.329

LgfiK 47.565 | 46.684 | 47.695 | 46.173 | 46.278 | 45.790 | 45.797 | 45.536
SUNGAI
SUNOAl | 43.875 | 44.983 | 45.102 | 44.546 | 42.122 | 41.392 | 42.314 | 41.058

GALANG 9.053 7.902 8.857 7.728 8.742 7.622 8.485 7.445

BENGKONG | 53.455 | 50.943 | 54.196 | 51.105 | 54.099 | 51.567 | 54.423 | 51.930

BATAM

KOTA 77.753 | 74.984 | 78.753 | 76.324 | 82.146 | 80.828 | 82.890 | 81.818

SAGULUNG | 86.612 | 78.905 | 85.580 | 78.170 | 92.726 | 85.170 | 94.474 | 87.180

BATU AJI | 61.597 | 58.109 | 59.719 | 56.434 | 65.620 | 61.948 | 65.901 | 62.558

Sub Total [529.745)|500.783|535.147|502.040(541.282|513.758|544.327| 517.923

Grand Total 1.030.528 1.037.187 1.055.040 1.062.250

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

Selanjutnya struktur penduduk juga dapat dilihat dari aspek kualitas
tingkat pendidikan 12 tahun, selama periode 2011-2017 tingkat pendidikan di
Kota Batam sebenarnya cenderung mengalami tren penurunan, hal ini lebih
disebabkan karena berkaitan dengan adanya pembersihan data ganda
nasional oleh tim pengolah data administrasi Kependudukan Kementerian

Dalam Negeri.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan
tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus
juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek
pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan
pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang

menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Batam.
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Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi
diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita.
Jumlah Penduduk Miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki
penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu Pendekatan Per Kapita
merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai
pendekatan per kapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah
tersebut. Namun demikian indikator-indikator tersebut perlu dikonfirmasi
dengan penilaian sejauh mana kegiatan perekonomian daerah dinikmati
secara merata oleh seluruh penduduk. Untuk melihat perkembangan
pemerataan pembangunan digunakan indikator ketimpangan pendapatan

antar penduduk dan ketimpangan antar wilayah.

a. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang
akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selain pemerataan.
Pertumbuhan ekonomi menggambarkan bertambahnya barang dan jasa yang
bisa dihasilkan, yang berarti akan lebih banyak orang yang dapat ikut
menikmati barang dan jasa yang dihasilkan. Namun, jika barang dan jasa
yang dihasilkan bertambah tanpa disertai dengan pemerataan akan
menambah kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pemerataan yang baik akan
semakin meningkatkan kesenjangan ekonomi yang pada akhirnya akan
mengganggu kestabilan makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak
berkualitas = berdampak  langsung terhadap  tingkat kemiskinan,
pengangguran, kesenjangan antar kelompok dan kesenjangan antar daerah.

Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:

8.00 -
7.00 A
6.00 4
5.00 o
4.00 A
3.00 A
2.00 A [*)
1.00 4

2013 2014 2015 2016 2017*

O~ Kepri =@=Nasional ==@=BATAM

Gambar 2.6 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Tahun 2013-2017
berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010
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Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam berdasarkan
perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2013
mengalami pertumbuhan sebesar 7,0%, pada tahun 2014 sebesar 7,38%,
pada tahun 2015 sebesar 6,75%, pada tahun 2016 sebesar 5,4%, dan pada
tahun 2017 diprediksi sebesar 3,08%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Menurut Lapangan Usaha
Berdasarkan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2013-2017

Kategori Lapangan Usaha 2013 |2014 | 2015 | 2016 | 2017*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A Perjcaman, Kehutanan, dan 2,55 | 525 | 3.35 3,51 (1,31)

Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian | 0,94 | 0,94 | 0,45 0,56 | (6,74)
C Industri Pengolahan 7,07 | 7,04 | 6,43 4,98 1,56
D Pengadaan Listrik dan Gas 5,23 (11,82 ] 3,05 8,67 6,33
Pengadaan Air, Pengelolaan
E Sampah, Limbah dan Daur 6,45 | 5,65 | 3,46 5,32 9,84
Ulang
F Konstruksi 8,10 | 8,80 | 8,46 6,70 3,44
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil dan 5,92 | 8,73 7,60 6,93 6,27
Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan | 8,30 | 3,11 | 6,26 6,11 5,46
I Penyed1aa}n Akomodasi dan 8.02 | 898 1038 | 2,32 | 11,75
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 6,49 | 8,56 | 9,37 3,22 7,52
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,87 | 590 | 2,48 6,99 3,20
L Real Estate 7,07 | 6,59 | 5,29 4,67 3,68
M,N |Jasa Perusahaan 6,24 | 5,16 | 4,21 5,18 7,23
IAdministrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan 512 | 6,15 | 7,32 8,10 4.59
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 6,08 | 5,28 | 4,65 5,15 10,26
0 Jasg Kesehatan dan Kegiatan 229 | 6,90 | 4,51 4,71 10,29
Sosial
R,S,T,U |Jasa lainnya 1,05 | 3,85 | 3,78 3,50 6,42
;:::(::k Domestik Regional 7,00 | 7,38 | 6,83 | 5,45 | 3,08

Sumber: BPS Kota Batam (2013-2016) dan Olahan Tim (2017)
Keterangan: * Angka prediksi

Tumbuhnya perekonomian suatu daerah disebabkan karena
bertambahnya nilai tambah tahun itu dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Semakin tinggi nilai tambah di daerah tersebut, semakin besar
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upaya yang harus dicurahkan untuk membuat perekonomian di daerah
tersebut, sehingga daerah yang nilai tambahnya (PDRB) sudah tinggi memiliki
kecenderungan perekonomiannya tumbuh melambat. Demikian pula yang
terjadi di Kota Batam, selain karena lesunya perekonomian di beberapa
sektor, pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2017 diprediksi melambat
pada tingkat pertumbuhan sebesar 3,08%. Kelesuan ekonomi di Kota Batam
ini terlihat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi di sektor industri dari
4,98% menjadi 1,56%. Demikian pula pada dua sektor penopang lainnya,
sektor konstruksi dan sektor perdagangan, yang juga melambat masing-
masing dari 6,70% menjadi 3,44% dan dari 6,93% menjadi 6,27%.

b. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi
Pertumbuhan ekonomi Kota Batam memiliki kecenderungan menurun

sejak tahun 2013, yaitu yang semula 7,00 persen pada tahun 2013 melambat
menjadi 3,08 persen pada tahun 2017.

8%
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7% el ;
75%
. D
o TN5.48%
(i}

4% \\ Laju Pertumhuhan PDRB
3% 3.08% ADHK 2010

2%

1%
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Gambar 2.7. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Batam
Sumber : BPS Kota Batam (2013 sd 2016) dan Olahan Tim LKPJ (2017)

Inflasi tahun kalender tahun 2017 (Januari - Desember) Kota Batam
adalah sebesar 4,13% mengalami kenaikan sebesar 0,52% bila dibandingkan
dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2016 yang sebesar 3,61%. Jika dilihat
menurut komoditasnya, selama 2017 inflasi tertinggi terjadi pada perumahan,
air, listrik, gas dan bahan bakar yaitu sebesar 7,59%, yang diikuti oleh
pendidikan, rekreasi dan olahraga 5,98%. Secara rinci dapat dilihat pada
grafik berikut:
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Gambar 2.8. Grafik Inflasi Kota Batam Tahun 2013-2017

Laju inflasi yang bersifat fluktuatif menunjukkan bahwa laju inflasi di
Kota Batam tidak stabil sehingga menyebabkan ekspektasi pasar cenderung
pesimis. Adanya pesimisme pasar diduga menjadi penyebab menurunnya
pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Selain itu, laju inflasi Kota Batam pada
tahun 2011 dan 2015 berada dibawah laju inflasi nasional. Meski demikian,
laju inflasi Kota Batam pada tahun 2015 lebih tinggi daripada laju inflasi yang
terjadi di Kota Tanjung Pinang.

12 - -
—e— Tanjungpinan
10 - —e— Nasional
8 1 61
6 - 7,49 \.
4,73
4 13,79 &= -
2 A 3,32 392 02
2,46
0 T T T T 1
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Gambar 2.9. Laju Inflasi Kota Batam, Tanjung Pinang, dan Target Inflasi
Nasional (Sumber : BPS Kota Batam)

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Batam dan fluktuasi laju
inflasi Kota Batam diduga menjadi penyebab menurunnya PDRB Kota Batam.
Laju inflasi yang fluktuatif dapat menyebabkan lesunya aktivitas ekonomi
masyarakat Kota Batam sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi

yang juga berpengaruh terhadap PDRB Kota Batam.
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c. PDRB per Kapita

PDRB per kapita Kota Batam cenderung meningkat (Gambar 2.10). Hal
ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.
Pada tahun 2011, PDRB per kapita Kota Batam atas dasar harga konstan
sebesar Rp 68,57 juta meningkat menjadi Rp 76,03 juta pada tahun 2015.
Adanya peningkatan PDRB per kapita ini diiringi juga dengan peningkatan
jumlah penduduk Kota Batam. Hal ini berarti pertumbuhan pendapatan per
kapita juga terjadi secara kualitas. Namun demikian, PDRB per kapita belum
menggambarkan pendapatan masyarakat secara riil, karena PDRB per kapita
belum memperhitungkan pendapatan yang masuk dan keluar wilayah Kota
Batam (Net Factor Income from Abroad) sehingga PDRB per kapita ini hanya

merupakan indikator untuk mengukur rata-rata pendapatan per kapita

penduduk.
200.00
om0 O
150.00 + T3 79.96 -
= PDRB Per Kapita ADHB

100.00 (Juta Rupiah)

— R F-SE S o] TATE 76.03 PDRB Per Kapita ADHK

50.00 2010 (Juta Rupiah)
000 T T T T 1
2011 2012 2013 2014 2015

Gambar 2.10. PDRB per Kapita Kota Batam (Sumber : BPS Kota Batam)

d. Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan
untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
Indeks Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran
kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu
(misalnya pendapatan) dengan distribusi wuniform (seragam) yang mewakili
persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran O (nol) dan 1
(satu). Nilai O (nol) pada Indeks Gini menunjukkan tingkat pemerataan yang
sempurna, dan semakin besar nilai gini maka semakin tidak sempurna

tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat
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ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan
pengeluaran. Dengan demikian, Indeks Gini bernilai O (nol) berarti terjadinya
pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti

terjadinya ketimpangan sempurna.

0.50
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0.30 M indeks Gini Batam

0.20 M indeks Gini Kepri

0.10 W indeks Gini Nasional

0.00

2011 2012 2013 2014 2015

Gambar 2.11. Indeks Gini Kota Batam, Kepri, dan Nasional
Sumber : BPS Kota Batam

Gambar 2.11 memperlihatkan perbandingan Indeks Gini Kota Batam,
Provinsi Kep. Riau, dan Nasional. Dari gambar tersebut terlihat bahwa Indeks
Gini Kota Batam pada tahun 2011 dan tahun 2012 berada di atas Indeks Gini
Provinsi Kep. Riau. Sementara itu pada tahun 2013 dan 2014 Indeks Gini
Kota Batam berada di bawah Indeks Gini Provinsi Kep. Riau dan Nasional,
kemudian memasuki tahun 2015 Indeks Gini Kota Batam kembali berada di
atas Indeks Gini Provinsi Kep. Riau namun di bawah Nasional. Tren
perkembangan angka Indeks Gini Kota Batam tersebut menunjukkan bahwa
distribusi kesejahteraan di Kota Batam masih lebih baik daripada pemerataan
kesejahteraan di tingkat Provinsi maupun Nasional. Lebih lanjut, uraian

Indeks Gini Kota Batam secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12. Indeks Gini dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Kota Batam
Tahun 2011-2016

S Indeks Tingkat Kelompok Penduduk
Gini Ketimpangan | 409% Terendah |40% Menengah | 20% Teratas

2011 0,351 Sedang 19,39 37,11 43,50
2012 0,381 Sedang 18,05 36,09 45,85
2013 0,339 Sedang 19,08 38,92 42,00
2014 0,396 Sedang 16,20 36,41 47,39
2015 0,390 Sedang 16,04 37,32 46,64
2016 0,327 Sedang 19,92 38,64 41,44

Sumber: BPS Kota Batam. Kota Batam Dalam Angka 2017
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e. Penduduk Miskin

Persoalan kemiskinan menjadi salah satu target kebijakan
pembangunan di setiap Negara agar kesenjangan pendapatan menjadi
semakin kecil. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang
bersifat multidimensi karena dalam menanggulanginya masalah yang
dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab
akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga preferensi, nilai dan
politik

Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara
berkembang, bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan
walaupun tidak sebesar Negara berkembang. Persoalannya sama namun
dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan di negara maju merupakan bagian
terkecil dalam komponen masyarakat mereka tetapi bagi negara berkembang
persoalan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir
mencapai setengah dari jumlah penduduk. Bahkan ada negara-negara sangat
miskin mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi dua pertiga dari
penduduknya (Booth dan Sundrum, 1987). Kemiskinan merupakan masalah
dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan ditandai oleh
keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi
pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk.
Kesenjangan dan pelebaran jurang kaya miskin tidak mungkin untuk terus
dibiarkan karena akan menimbulkan berbagai persoalan baik persoalan sosial
maupun politik di masa yang akan datang.

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah
minimumyang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum
makanan dankebutuhan pokok bukan makanan. Seperti yang ditunjukan
dalam tabel berikut, terdapat peningkatan garis kemiskinan Kota Batam
dalam kurun waktu tahun 2010-2016. Kenaikan garis kemiskinan didorong
oleh peningkatan harga-harga.

Pada tahun 2015, garis kemiskinan di Kota Batam sebesar
Rp. 525.452,00 per kapita per bulan. Pada periode survei terakhir yaitu tahun
2016 mencapai Rp. 565.385,00 per kapita per bulan.
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Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
Tahun 2012-2016

Tahun Garis Kemiskinan Penduduk Miskin Gini Rasio
(Rp/ Kapita/ Bln) (jiwa)
2012 461.850 62.434 0.3811
2013 482.567 57.519 0.3386
2014 497.415 61.399 0.3959
2015 525.452 59.940 0.3331
2016 565.380 57.290 0.3269
Sumber : Batam Dalam Angka Tahun 2017
Batam Kota, 14,533,
Nongsa, 8,044, 5% Sekupang,

9%

Sagulung, 32,163,
21%

15,021, 10%

Batu Aji,
11,085,
7%

ja, 12,372
Sei Beduk,
12,196, 8%
Galang,
10,046, 7% Batu Ampar,
11,505, 7%

Bulang, 7,950, 5%

Belakang Pdang,

Bengkong, 10,009,

10,830, 7% 6%
H Belakang Pdang H Bulang B Galang m Sei Beduk
M Sagulung H Nongsa M Batam Kota m Sekupang
1 Batu Aji Lubuk Baja m Batu Ampar m Bengkong

Gambar 2.12 Sebaran Penduduk Miskin Tahun 2015 (BDT 2015)
Sumber : TNP2K

Dari gambar di atas, data jumlah penduduk pra sejahtera berdasarkan
Basis Data Terpadu Tahun 2015. Di Kota Batam, kecamatan Sagulung
merupakan kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan
dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Batam yakni sebesar 21%
(32.163 jiwa) dari jumlah keseluruhan penduduk miskin Kota Batam yang

berjumlah 155.754 jiwa (tingkat kesejahteraan dibawah 40% sejahtera).
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Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Kota Batam Tahun 2012 - 2016
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Gambar 2.13. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan P1 dan P2
Kota Batam Tahun 2012-2016

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan
(P2) dari Tahun 2012 - 2016 mengalami fluktuatif. pada Tahun 2016 Indeks

Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Batam

mengalami penurunan dibanding tahun 2015.

Pasisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks)
Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau 2016

—IKab/Kota ——Nasional(1.74%) ——Provinsi Kepulauan Riau (0.71%)
Sumber: BPS, diclah

1.43

0.92

0.71

0.56
0.49

Kab. Karimun Kab. Bintan Kab. Natuna Kab. Lingga Kab. Kepulauan Kota Batam Kota Tanjung
Anambas Pinang

Gambar 2.14. Posisi Relatif kedalaman kemiskinan (P1)pada Tahun 2016

Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) jika dilihat dari posisi
relatif diantara kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016,
maka kondisi Kedalaman Kemiskinan di Kota Batam (0.49) relatif masih lebih

baik, berada diurutan ke-dua setelah Kab.Natuna dan P1 Kota Batam masih
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berada di bawah angka Provinsi Kepulauan Riau (0,71) dan Nasional (1.74).

Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks)
Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau 2016

[Kab/Kota ~——Nasional (0.44%) ——Provinsi Kepulauan Riau (0.15%)
Sumber: BPS, diolah

0.44

0.29

0.22

T T 7
Kab. Karimun Kab. Bintan Kab. Natuna Kab. Lingga  Kab. Kepulauan  Kota Batam Kota Tanjung
Anambas Pinang

Gambar 2.15. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2016

Sama halnya dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Batam pada Tahun 2016 sebesar (0.10)
nilainya cukup baik, dan masih berada dibawah capaian Provinsi Kepulauan
Riau (0.15) dan capaian Nasional (0.44).

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%)
Kota Batam, Tahun 2012 - 2016

‘ Sumber. BPS, diolah
-e-Kab/Kota

7.00
5.0_05'
5.00
4.00
3.00
2.00

1.00

0.00
2012 2013 2014 2015 2016

Gambar 2.16. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Batam (%)
Periode Tahun 2012 s.d. 2016
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Jika dilihat dari perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Batam dari
tahun 2012 hingga 2016 kondisinya membaik / mengalami penurunan,
dimana pada tahun 2012 tingkat kemiskinan Kota Batam sebesar 5.90%
menjadi 4.68% di tahun 2016.

Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Batam
Tahun 2012 - 2016

e Persentase Penduduk Miskin (%) Trendline ——— Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah

5.90

2012 2013 2014 2015 2016

Gambar 2.17 Grafik Analisis Efektifitas Tingkat Kemiskinan Kota Batam
Periode Tahun 2012 s.d.2016

Indikator tingkat kemiskinan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun

2016 menunjukan perbaikan dan capaian antar tahun mengalami

percepatan.
Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%)
Kota Batam Terhadap Nasional Tahun 2012 - 2016
s ional —a—Proyinsi Xepulauan Riau —— Koda Batam Sumber. BPS, Dictah
1166 - S e ——3-1d ==
10.70
e —— il — G 5.84
5.90 ————ate—— 530 i 468
2012 2013 2014 2015 2016

Gambar 2.18 Relevansi Tingkat Kemiskinan Kota Batam terhadap Nasional
Periode Tahun 2012 s.d. 2016

Relevansi Tingkat Kemiskinan Kota Batam pada Tahun 2012-2016
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terhadap capaian Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional terlihat relevan.
Kecendrungan perubahan tingkat kemiskinan selama 2 (dua) tahun terakhir,
Kemiskinan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional

mengalami penurunan

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.2.1. Pendidikan

Aspek yang dilihat dari fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang
pendidikan adalah angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka

partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni.
2.1.2.2.1.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke
atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Dari
Tabel 2.14 terlihat bahwa angka melek huruf di Kota Batam merupakan yang
tertinggi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Riau. Meski demikian,
angka tersebut masih belum ideal yaitu 100%. Hal ini dikarenakan adanya
penduduk lanjut usia yang masih buta huruf (0,39%) dan tidak dapat belajar
baca tulis. Angka ini sulit untuk diturunkan dan akan menurun secara

alamiah jika penduduk yang buta huruf tersebut meninggal dunia.

Tabel 2.14. Angka Melek Huruf Kota Batam Tahun 2011-2015

Tahun
No Kab/ Kota
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 |Karimun 96,36 | 96,83 | 97,35 | 98,65 | 97,36
2 |Bintan 96,14 | 96,92 | 97,32 | 98,50 | 98,22
3 |Natuna 96,63 | 96,82 | 97,22 | 98,78 | 98,97
4 |Lingga 91,79 | 91,79 | 91,86 | 89,03 | 94,04
5 |Kepulauan 91,87 | 91,87 | 92,14 | 92,98 | 96,06
Anambas
6 |Kota Batam 98,97 | 99,29 | 99,30 | 99,65 | 99,61
7 |Kota Tanjung 98,70 | 98,70 | 98,74 | 98,71 | 98,79
Pinang

Sumber : BPS Kota Batam

Mulai tahun 2014 indikator Angka Melek Huruf (AMH) diganti dengan
Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS). Adapun penyebab penggantian
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indikator AMH karena indikator tersebut sudah tidak relevan lagi dalam
mengukur pendidikan secara utuh dan tidak dapat menggambarkan kualitas
pendidikan. Adapun jika AMH Kota Batam dibandingkan dengan

kota/kabupaten lainnya di Provinsi Kepri maka angkanya sudah cukup tinggi.

Tabel 2.15. Harapan Lama Sekolah Kota Batam Tahun 2011-2016

Harapan Lama Sekolah

No Kab/Kota
2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
1 |Karimun N/A 11,74 | 11,80 | 11,86 | 11,87 | 12,14
2 |Bintan N/A N/A N/A 11,80 | 11,98 | 12,27
3 |Natuna N/A N/A N/A 13,84 | 13,85 | 13,86
4 |Lingga N/A N/A N/A | 11,59 | 11,78 | 12,06
5 |Kepulauan Anambas | 11,75 12,12 | 12,23 | 11,62 | 11,63 | 11,87
6 |Kota Batam 11,37 11,75 | 12,23 | 12,62 | 12,65 | 12,67
7 |Kota Tanjung Pinang | N/A N/A N/A 14,03 | 14,05 | 14,06
8 |Provinsi Kepri 11,61 11,90 | 12,26 | 12,51 | 12,60 | 12,66

Sumber : BPS Kota Batam
2.1.2.2.1.2. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Batam masih berada di bawah
angka yang diharapkan yaitu dikisaran 10 tahun, sedangkan angka ideal
menurut Kemendikbud yaitu 12,35 tahun (Tabel 2.16).

Dari Tabel 2.16 di bawah ini terlihat bahwa rata-rata lama sekolah di
Kota Batam lebih tinggi daripada kota/kabupaten lainnya di Provinsi
Kepulauan Riau. Meski demikian, data tersebut menunjukkan bahwa rata-
rata penduduk Kota Batam menempuh pendidikan hanya sampai tingkat
SMA kelas 1.

Tabel 2.16. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Batam

No Kabupaten/Kota |2011 (2012 (2013|2014 2015|2016
1 | Karimun 8,14 | 8,16 | 8,22 | 7,73 | 7,74 | 7,75
2 | Bintan 8,91 | 8,95]9,01 | 8,30 | 8,32 | 833
3 | Natuna 7,64 | 7,78 | 7,94 | 8,07 | 8,45 | 8,46
4 | Lingga 7,24 | 7,27 | 7,31 | 5,53 | 5,54 | 5,85
S5 | Kepulauan Anambas | 6,38 | 6,67 | 6,68 | 6,16 | 6,62 | 6,63
6 | Kota Batam 10,78110,84]10,90(10,80(10,8111,10
7 | Kota Tanjung Pinang | 9,68 |10,18(10,18( 9,94 | 9,95 | 9,96
8 | Provinsi Kepri 9,46 | 9,58 | 9,63 | 9,64 | 9,65 | 9,67

Sumber : BPS Kota Batam
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2.1.2.2.1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK SD di Kota Batam melebihi 100% menunjukkan jumlah murid
yang menempuh pendidikan SD melebihi jumlah penduduk pada usia 7-12
tahun (Gambar 2.19.). Hal ini dapat terjadi karena adanya pengulangan kelas,
penambahan murid dari daerah lain, atau adanya paket penyetaraan.

Adapun APK SMA jauh di bawah 100% menunjukkan partisipasi
penduduk untuk menempuh pendidikan SMA rendah (Gambar 2.-14). Ini bisa
juga berarti pendidikan SMA di Kota Batam kurang diminati oleh warga Kota
Batam, karena permintaan tenaga kerja pendidikan SMA sedikit. Hal ini dapat
dilihat dari angka pengangguran SMA yang lebih besar dibandingkan dengan
pengangguran SD dan SMP dalam dokumen Rencana Tenaga Kerja Batam
2015-2019.

120.00 -
107.56 107.89 108.32
110.00 - TET
100.00 - 9% —e—APK SD
10Z:33 —
90.00 | 97.96 — ]
) 95.33 93.43 93.29 w=@== APK SMP
80.00 -
— — . e —o— APK SMIA
70.00 75.88
72.20 72.11 73.54 74.76
60.00
2011 2012 2013 2014 2015

Gambar 2.19. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan di Kota Batam
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam

2.1.2.2.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM SD/sederajat dan SMP/sederajat di Kota Batam mendekati 100%
menunjukkan hampir seluruh penduduk pada usia sekolah bersangkutan
berpartisipasi dalam menempuh pendidikan sesuai usia sekolah (Gambar
2.20). APM SMA/sederajat berada jauh di bawah nilai ideal 100%
menunjukkan rendahnya partisipasi penduduk pada usia sekolah SMA untuk

menempuh pendidikan SMA/sederajat.
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Gambar 2.20. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di Kota Batam
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam

2.1.2.2.2. Kesehatan

Kinerja fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang kesehatan

ditunjukkan oleh indikator angka usia harapan hidup, persentase balita gizi

buruk, angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian ibu (AKI).

2.1.2.2.2.1. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup penduduk kota Batam berada pada kisaran

70 tahun (Tabel 2.17.), namun belum mencapai standar nasional. Angka usia

harapan hidup standar nasional adalah 71 Tahun (WHO, 2014). Hal ini

berarti kesehatan penduduk Kota Batam hampir memenuhi standar nasional.

Tabel 2.17. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota

di Provinsi Ke

ulauan Riau

No Kabupaten/Kota |2011 2012|2013 |2014 2015|2016
1 Karimun 69,93|69,94|70,11(69,01|69,71|70,02
2 | Bintan 69,76|69,80(69,91(69,91|69,92|70,02
3 | Natuna 68,37 68,43 68,57 63,24 63,64 | 63,99
4 | Lingga 70,26 |70,37|70,84|59,47|59,77 |60,44
5 Kepulauan Anambas |67,53|67,66|67,80|66,23|66,33 |66,54
6 | Kota Batam 70,86|70,91|70,96|72,80|73,00|73,09
7 Kota Tanjung Pinang (69,67 |69,72|69,75|71,55|71,65|71,74
8 | Provinsi Kepri 68,63|68,85|69,05|69,15|69,41 |69,45
Sumber : BPS Kota Batam
2.1.2.2.2.2. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk mengalami tren menurun. Hal ini dapat

dilihat pada gambar 2.16. Persentase balita gizi buruk tertinggi hanya terjadi

pada tahun 2010 sebesar 3,07%. Persentase gizi buruk pada tahun 2010
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tergolong tinggi, hal ini antara lain disebabkan oleh kurang memadai dana
pengentasan kemiskinan untuk pemberian makanan tambahan pada balita
sehingga sasarannya tidak tercapai. Namun pada tahun-tahun selanjutnya
penyuluhan dilakukan dengan gencar oleh Dinas Kesehatan untuk
meningkatkan status gizi balita serta mencapai target MDG’s. Target MDG’s
tahun 2015 adalah sebesar 3,60%. Dengan adanya dukungan dari semua
stakeholder di luar Dinas Kesehatan, maka pada tahun 2015 persentase
balita gizi buruk di Kota Batam dapat ditekan. Upaya ini terbukti berhasil,
yakni pada tahun 2011 persentase balita gizi buruk di Kota Batam sebesar

0,55 % dan pada tahun 2015 turun menjadi sebesar 0,28%.
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Gambar 2.21. Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Batam
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

2.1.2.2.2.3. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi di Kota Batam mengalami fluktuasi, yaitu yang
semula sebesar 6,29/1000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2010 menjadi
3,2/1000 KH pada tahun 2012, kemudian meningkat lagi menjadi 8,7/1000
KH pada tahun 2014 (Gambar 2.22) dan menurun pada tahun 2015 menjadi
8,1/1000 KH. Angka kematian bayi pada tahun 2013 mengalami lonjakan
yang tinggi, terjadinya peningkatan ini antara lain disebabkan oleh
keterbatasan alat di rumah sakit (ruang Neonatal Intensive Care Unit/NICU)
serta faktor kesehatan ibu hamil seperti menderita anemia, gizi kurang dan
komplikasi pada kehamilan. Namun, secara keseluruhan pencapaian
indikator ini melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas
Kesehatan Kota Batam yaitu sebesar 13/1000 KH dan juga target MDGs
sebesar 32/1000 KH. Dari Gambar 2.22 terlihat bahwa AKB Kota Batam
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berfluktuasi dan menunjukkan tren meningkat sehingga perlu diwaspadai

serta diantisipasi agar tidak terus terjadi peningkatan.
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Gambar 2.22. Angka Kematian Bayi di Kota Batam
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

2.1.2.2.2.4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu di Kota Batam mengalami fluktuasi namun
menunjukkan tren yang meningkat (Gambar 2.18). Hal ini perlu diantisipasi
agar angka kematian ibu tidak terus meningkat. Pada tahun 2014, angka
kematian ibu mengalami lonjakan dua kali lipat dibandingkan dengan tahun
2013. Peningkatan AKI ini antara lain disebabkan oleh:

1. Penapisan kehamilan resiko tinggi kehamilan trimester 1, 2, 3 belum
berjalan baik;

2. Adanya faktor 3T (tiga terlambat), yaitu: terlambat mengambil keputusan
dalam menyetujui tindakan dari pihak keluarga; terlambat merujuk dari
Proporsi Pertolongan Kelahiran (PPK) I ke rumah sakit; terlambat
penanganan adekuat di tempat rujukan;

3. Adanya perubahan sistem jaminan kesehatan dari Jaminan Persalinan
(Jampersal) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);

4. Pengetahuan masyarakat terhadap tanda bahaya pada kehamilan belum
optimal.

Meski demikian, secara umum pencapaian AKI di Kota Batam
melampaui Target MDG’s yaitu 112/100.000 KH. Pencapaian AKI di bawah
target MDG’s di Kota Batam untuk periode tahun 2011-2015 terjadi selama
tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Namun
pada tahun 2014 dan 2015, AKI Kota Batam sudah berada di atas target
MDG’s.

-11.39-




PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

160.00 -+
140.00 -
120.00 +
100.00 4
80.00 +
60.00 ~
40.00 -~

20.00 +

0.00 T T T T 1
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

—— Angka Kematian Ibu/1000.000 KH Linear (Angka Kematian Ibu/1000.000 KH)

Gambar 2.23. Angka Kematian Ibu di Kota Batam
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

2.1.2.2.2.5. Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap
orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat. Berdasarkan Tabel 2.18, rasio penduduk yang bekerja di Kota
Batam pada tahun 2011 sebesar 96%, tahun 2012 sebesar 95%, tahun 2013
sebesar 94% dan pada tahun 2015 sebesar 94%, sementara tahun 2016 dan
2017 menurun menjadi berturut-turut 92,40% dan 92,18%. Rasio penduduk
yang bekerja persentasenya berfluktuasi. Berdasarkan Tabel 2.18, dapat
dianalisis bahwa jumlah penduduk yang tidak bekerja atau menganggur pada
periode 2011 - 2017 berkisar antara 4 sampai 8 persen, angka ini tergolong
tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang ideal adalah berkisar
antara 2 sampai 3 persen. Untuk bisa berada dalam TPT yang ideal perlu
ditopang dengan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 8-10 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kota Batam selama 5 tahun terakhir cenderung
mengalami perlambatan sehingga mempengaruhi rasio penduduk yang

bekerja di Kota Batam.
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Tabel 2.18. Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Batam

Tahun Penduduk yang Angkatan Rasio Penduduk yang bekerja

bekerja kerja (%)

2011 457.150 477.011 96

2012 493.252 518.643 95

2013 493.539 525.570 94

2014 502.179 537.914 93

2015 524.046 558.038 94

2016 532.440 576.206 92,40

2017 558.154 605.518 92.18

Sumber : BPS Kota Batam

2.1.2.2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indeks komposit yang memadukan ukuran usia harapan
hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan suatu daerah dalam satu angka
tunggal. Dengan kata lain, IPM merupakan indeks yang mengukur
pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang
direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat,
pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak.

Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah angka harapan
hidup. Angka tersebut menggambarkan seberapa lama peluang seseorang
untuk bertahan hidup. Semakin tinggi indikator harapan hidup
mencerminkan semakin tingginya derajat kesehatan di suatu daerah karena
seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi
kesehatan yang baik. Perkembangan angka harapan hidup Kota Batam dalam
delapan tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang pelan, tapi pasti.
Dari angka 72,53 tahun pada tahun 2010, meningkat menjadi 80,26 pada
tahun 2017. Lambatnya kenaikan angka harapan hidup ini menggambarkan
bahwa tidak mudah meningkatkan angka harapan hidup dalam jangka waktu
satu tahun, karena harapan hidup seseorang dipengaruhi oleh berbagai hal
yang kompleks, antara lain terkait dengan sarana dan prasarana kesehatan
yang tersedia, jumlah tenaga media dan paramedis yang tersedia,
sertakebiasaan seseorang dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.
Sehingga, perlu upaya keras di bidang pelayanan kesehatan, dan pelayanan
lainnya yang terkait untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

dari semua kalangan umur mulai dari seseorang masih dalam kandungan,
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balita, remaja sampai menjadi lansia.

Sementara itu, dimensi pengetahuan diukur dengan indikator harapan
lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah
menunjukkan berapa tahun penduduk usia 7 tahun ke atas diharapkan
dapat mengenyam pendidikan di sekolah, sedangkan rata-rata lama sekolah
menunjukkan berapa tahun penduduk yang berusia 25 tahun ke atas rata-
rata menduduki bangku sekolah. Harapan lama sekolah berkembang lebih
cepat dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah. Dalam kurun waktu
delapan tahun, harapan lama sekolah di Kota Batam berkembang dari 11,37
tahun pada tahun 2010 menjadi 12,94 tahun pada tahun 2017, sedangkan
rata-rata lama sekolah perubahannya hanya dari 10,53 tahun pada tahun
2010 menjadi 11,11 tahun pada tahun 2017. Dengan kata lain, pada tahun
2017 penduduk berusia 7 tahun ke atas di Kota Batam secara rata-rata
diharapkan dapat bersekolah hingga kelas 3 SLTA. Adapun rata-rata lama
sekolah yang dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas pada tahun
2017 adalah hingga kelas 2 SLTA. Sulitnya menggeser angka rata-rata lama
sekolah ini disebabkan karena penduduk yang tidak bersekolah lagi
cenderung akan tetap seperti itu dan akan terus diperhitungkan selama
penduduk itu masih ada.

Indikator komponen IPM lainnya yaitu konsumsi rill per kapita yang
disesuaikan. Indikator ini memberikan gambaran mengenai keadaan
perekonomian penduduk. Dalam konteks ini, satu rupiah di Kota Batam akan
memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Pada tahun
2017, konsumsi rill per kapita Kota Batam mencapai 17,131 juta rupiah per
tahun. Jika dibandingkan dengan keadaan lima tahun yang lalu (2013),
terdapat peningkatan sekitar 242 ribu rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa
perekonomian penduduk semakin membaik yang ditandai dengan
meningkatnya daya beli. Secara rinci uraian perkembangan indikator

komponen IPM Kota Batam Tahun 2010-2017 disajikan pada Tabel 2.19.
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Tabel 2.19. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam
Tahun 2010-2017

Komponen Tahun Nilai | Nilai
IPM 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017+ | Maks | Min

Angka Harapan
Hidup (tahun)
Harapan Lama
Sekolah 11,37 | 11,75 | 12,12 | 12,23 | 12,62 | 12,65 | 12,67 | 12,94 18 0
(tahun)
Rata-rata Lama
Sekolah 10,53 | 10,74 | 10,77 | 10,79 | 10,80 | 10,81 | 11,10 | 11,11 15 0
(tahun)
Konsumsi Rill
per Kapita
disesuaikan
(ribu Rp)

72,53 | 72,63 | 72,71 | 72,77 | 72,80 | 73,00 | 73,09 | 73,19 | 85 20

16.078116.290|16.479(16.639(16.735(16.825|16.889(17.131 1 27

IPM | 76,98 | 77,82 | 78,39 | 78,65 | 79,13 | 79,34 | 79,79 | 80,26 | |

Sumber : BPS Kota Batam (2010 sd 2017). Olahan Tim LKPJ (2017)
Keterangan : * Angka Prediksi

Sebelum menjadi angka IPM, indikator-indikator komponen IPM di atas
dikonversi terlebih dahulu menjadi indeks komponen IPM, yang
perkembangannya disajikan dalam tabel 2.20. Dengan diterjemahkan ke
dalam indeks, posisi setiap dimensi komponen IPM lebih jelas terlihat karena
skalanya sama, yakni dari O hingga 100.

Tabel 2.20. Perkembangan Indeks Komponen IPM Kota Batam
Tahun 2010-2015

Taua, P00k Horspan| | Indcke | PR | oem
2010 80,82 66,68 84,65 76,98
2011 80,97 68,44 85,05 77,82
2012 81,09 69,57 85,40 78,39
2013 81,18 69,94 85,70 78,65
2014 81,23 71,06 85,87 79,13
2015 81,54 71,19 86,04 79,34
2016 79,79
2017 80,26

Sumber : BPS Kota Batam

Selama lima tahun terakhir, indeks pengeluaran merupakan yang
tertinggi nilainya, sedangkan indeks pengetahuan merupakan indeks yang
paling rendah di antara ketiga indeks tersebut. Kondisi terakhir (tahun 2015)
menunjukkan bahwa indeks pengetahuan sebesar 71,19%, indeks kesehatan

sebesar 81,54%, dan indeks pengeluaran sebesar 86,04%. Untuk
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meningkatkan IPM, bisa ditinjau dari ketiga indeks tersebut. Indeks yang
masih tergolong rendah berarti lebih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Namun demikian, meskipun indeks pengetahuan lebih memiliki potensi
untuk meningkat dari segi pencapaian nilai indeks, indeks pengetahuan ini
ternyata paling sulit ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata
kenaikan indeks per tahun selama 5 tahun terakhir, indeks ini memiliki rata-
rata peningkatan paling kecil, yaitu sebesar 0,10 per tahun. Sebaliknya,
indeks pengeluaran yang menjadi indeks dengan nilai tertinggi justru
mempunyai rata-rata kenaikan nilai indeks terbesar, yaitu sebesar 1,09.

Dinamika penghitungan IPM di Indonesia mengalami perubahan
metode pada tahun 2014, perhitungan tersebut dilakukan dari tahun 2010.
sejak dihitungnya IPM pada tahun 2004 (metode lama), Kota Batam memiliki
IPM sebesar 75,80 dan terakhir di tahun 2013 angka IPM mencapai 78,68.
Ketika IPM dihitung ulang dengan menggunakan metode baru, maka IPM
Kota Batam pada tahun 2010 sebesar 76,98 dan pada tahun 2014 menjadi
sebesar 79,13, sedangkan pada tahun 2015 (angka sementara) sebesar 79,34.
Capaian IPM pada kedua metode sama-sama menunjukkan tren IPM yang
selalu meningkat. Namun, capaian IPM dengan metode baru menunjukkan
peningkatan yang lebih signifikan. Artinya, perubahan beberapa indikator dan
metode agregasi ternyata lebih bisa menunjukkan upaya yang telah dilakukan
dalam pembangunan manusia di daerah. Terlepas dari perubahan metode,
capaian IPM Kota Batam pada tahun 2015 tergolong tinggi dan mendekati
pada kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan upaya yang serius dari
Pemerintah Kota Batam dalam pembangunan manusia. Adapun
perkembangan IPM Kota Batam dari tahun ke tahun disajikan pada Gambar
2.23. berikut ini.
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Gambar 2.24. Perkembangan IPM Kota Batam (Metode Lama dan Metode Baru)
Sumber : BPS Kota Batam

Kemajuan pencapaian IPM suatu daerah juga dapat dilihat dari
perkembangan peringkat IPM secara nasional. Perubahan peringkat dapat
diartikan bahwa terdapat daerah lain yang upaya pembangunan manusianya
lebih cepat atau lebih lambat. Sejak tahun 2004, dengan IPM sebesar 75,80
Kota Batam menempati peringkat ke-8 secara nasional. Setelah itu, peringkat
IPM KotaBatam semakin menurun, hingga keluar dari 20 besar nasional. IPM
Kota Batam tergolong dalam kategori sangat tinggi (> 80). Secara rinci

diuraikan dalam Gambar 2.25. berikut ini.
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Gambar 2.25. Perkembangan Peringkat IPM Kota Batam Tahun 2009-2015
Sumber : BPS Kota Batam

Ketika terjadi perubahan metode penghitungan IPM dan dilakukan
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penghitungan mundur mulai dari tahun 2010, terjadi pula perubahan
peringkat IPM karena indikator yang digunakan berubah dan setiap daerah
berbeda-beda pula kondisinya. Dengan menggunakan metode baru tersebut,
peringkat IPM Kota Batam pada tahun 2010 berada pada posisi 18, kemudian
meningkat ke peringkat 15 dan 13 pada dua tahun berikutnya, lalu turun lagi
ke peringkat 16, dan akhirnya pada tahun 2014, IPM Kota Batam menempati
peringkat ke-15 dan tahun 2015 menempati peringkat 22 di antara seluruh
kabupaten/kota secara nasional. Penurunan peringkat IPM dari tahun ke
tahun bukan berarti nilai IPM-nya menurun, melainkan peningkatan IPM
daerah lainnya yang lebih cepat. Adapun perkembangan peringkat IPM secara
rinci disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21. Perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2011-2016

IPM Peringkat | Peringkat
Kab/Kota 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | IPM 2g°16 IPM 2g°17
Karimun 67,67 | 68,52 | 68,72 | 69,21 |69,84|70,26 182 170
Bintan 71,01 |71,31|71,65| 71,92 | 72,38 |72,91 104 103
Natuna 68,8 |69,39|70,06| 70,87 | 71,23 (71,52 126 127
Lingga 59,38 | 60,13 60,75 | 61,28 | 64,44 |63,45| 473 434
Kep. Anambas | 64,32 | 64,86 65,12 | 65,86 | 66,3 |67,06| 331 301
Batam 78,39 | 78,65 79,14 | 79,34 |79,79 80,26 22 21
Tanjung Pinang | 75,91 | 76,7 |77,29 | 77,57 | 77,77 | 78,00 41 42
Kepulauan Riau| 72,36 |73,02| 73,4 | 73,75 |73,99 |74,45 4 4
Indonesia | 67,70 |69,31| 68,9 | 69,55 |70,18|70,81

Sumber : BPS Kota Batam

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi
Kepulauan Riau, IPM Kota Batam selalu menduduki peringkat pertama.
Peringkat IPM kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau yang paling
mendekati peringkat IPM Kota Batam yaitu Kota Tanjungpinang, dan yang
paling jauh adalah peringkat 473 yakni Kabupaten Lingga. Apabila dilihat dari
angkanya, nilainya selalu berada diatas 75 dan semakin mendekati 80 dalam
kurun waktu empat tahun terakhir, seperti yang diuraikan dalam Tabel2.21.

Hal ini menggambarkan pembangunan manusia di Kota Batam selama

-11.46-




PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

periode 2011-2016 cukup berhasil di Kepulauan Riau.

Pada tahun 2013, di tingkat Pulau Sumatera, Kota Batam merupakan
salah satu dari sedikit yang memiliki IPM di angka 78,65. Hal ini
menggambarkan bahwa status pembangunan manusia di Kota Batam
termasuk salah satu yang terbaik di antara kabupaten/kota di Pulau
Sumatera. Pada tahun 2017, kondisi pembangunan manusia di Kota Batam
semakin membaik, capaian IPM Kota Batam saat itu telah berhasil mencapai
angka 80,26. Meskipun peringkatnya turun dari peringkat kelS menjadi
peringkat ke-22. Daerah yang merupakan ibukota provinsi di Pulau Sumatera
dengan pencapaian IPM sebesar 79 atau di atasnya hanya Kota Banda Aceh
(87,73) dan Kota Padang (81,06). Secara nasional, kedua kota ini berada pada
peringkat ke-3 dan ke-10 (dapat dilihat pada tabel di bawah ini).

Tabel 2.22. IPM Kota Batam dan Beberapa Kota-kota Besar Lainnya di
Sumatera, Tahun 2013-2016

Kabupaten/Kota Nilai IPM
2013 2014 2015 2016 2017

Kota Banda Aceh | 81,84 (3) 82,22 (3) 83,25 83,73 (3) 83,95 (3)
Kota Padang 79,23 (9) 79,83 (9) 80,36 81,06 (10) 81,58 (10)
Kota Batam 78,65 (16) 79,13 (15) 79,34 79,79 (22) 80,26 (21)
Kota Pekanbaru 78,16 (26) 78,42 (27) 79,32 79,69 (24) 79,97 (25)
Kota Medan 78,00 (28) 78,26 (29) 78,87 79,34 (27) 79,98 (24)
Kota Bengkulu 76,16 (43) 76,49 (44) 77,16 77,94 (39) 78,82 (35)
tha Pangkal 76,14 (44) 76,28 (45) 76,61 76,73 (50) 76,86 (55)
Pinang
Kota Palembang 75,49 (48) 76,02 (48) 76,29 76,59 (53) 77,22 (49)
Kota Jambi 74,21 (63) 74,86 (62) 75,58 76,14 (60) 76,74 (57)
IIfota Bandar 73,93 (67) 74,34 (67) 74,81 75,34 (68) 75,98 (65)

ampung

Sumber : BPS RI

Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan peringkat

Angka dalam kurung menunjukkan peringkat IPM Kota Batam yang
berada dalam peringkat 21 membuat Kota Batam menjadi kota yang layak
disejajarkan dengan kota-kota besar lainnya dalam hal pembangunan
manusia. Apabila IPM Kota Batam disandingkan dengan IPM beberapa kota
besar lainnya di Indonesia, status pembangunan manusia Kota Batam bisa
dikatakan termasuk dalam jajaran atas nasional, karena nilai IPM Kota
Batam bersaing dengan kota-kota tersebut. bahkan bisa di atas kota-kota
besar (lihat tabel di Namun demikian, status

lainnya bawah ini).

pembangunan manusia Kota Batam tetap perlu terus ditingkatkan agar bisa
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sejajar dengan daerah seperti Yogyakarta, Jakarta Selatan dan Denpasar.

Tabel 2.23. IPM Kota Batam dan Beberapa Kota-kota Besar Lainnya di Luar

Sumatera, Tahun 2013-2016

Nilai IPM
Kabupaten/Kota
2013 2014 2015 2016 2017
Kota Yogyakarta 83,61 (1) 83,78 (1) | 84,56 85,32 (1) 85,49 (1)
Kota Jakarta Selatan | 82,72 (2) 82,94 (2) 83,37 83,94 (2) 84,13 (2)
Kota Denpasar 81,32 (4) 81,65 (4) | 82,24 82,58 (3) 83,01 (4)
Kota Jakarta Timur 79,88 (7) 80,40 (7) | 80,73 81,28 (7) 81,61 (9)
Kota Surakarta 78,89 (8) 79,34 (8) | 80,14 | 80,76 (11) 80,85 (13)
Kota Jakarta Barat 78,79 (13) | 79,38 (10) | 79,72 | 80,34 (15) 80,47 (18)
Kota Makassar 78,98 (10) | 79,35 (11) | 79,94 | 80,53 (12) 81,13 (11)
Kota Semarang 78,68 (14) | 79,24 (13) | 80,23 81,19 (8) 82,01 (6)
Kota Batam 78,65 (16) | 79,13 (15) | 79,34 | 79,79 (22) 80,26 (21)
Kota Jakarta Pusat 78,81 (12) | 79,03 (18) | 79,69 | 80,22 (16) 80,49 (17)
Kota Bandung 78,55 (19) | 78,98 (19) | 79,67 | 80,13 (17) 80,31 (19)
Kota Surabaya 78,51 (20) | 78,87 (21) | 79,47 | 80,38 (14) 81,07 (12)
Kota Bekasi 78,63 (18) | 78,84 (22) | 79,63 | 79,95 (20) 80,30 (20)
Kota Depok 78,27 (24) | 78,58 (24) | 79,11 79,60 (25) 79,83 (26)
Kota Balikpapan 77,53 (32) | 77,93 (32) | 78,18 78,57 (33) 79,01 (34)
Kota Jakarta Utara 77,16 (35) | 77,29 (37) | 78,30 | 78,78 (32) 79,47 (30)

Sumber : BPS RI
Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan peringkat

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Terkait bidang olahraga, Pemerintah Kota Batam telah membina
sejumlah klub olahraga di Kota Batam dan membangun 1 gedung olahraga
yang dibangun pada tahun 2014 (Tabel 2.24). Dari tabel tersebut terlihat
bahwa klub olahraga yang ada belum mencapai rasio 1 klub per 10.000
penduduk. Hal ini disebabkan oleh minat olahraga penduduk Batam yang
belum tinggi atau persebaran penduduk Batam yang tersebar di beberapa
pulau dan kecamatan sehingga keberadaan klub olahraga hanya terpusat di
beberapa kecamatan saja.

Tabel 2.24. Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga Di Kota Batam

q Tahun
No. Uraian
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Jumlah klub olahraga (per
1 10.000 penduduk 0,40 0,36 0,49 0,54 0,56
Jumlah gedung olahraga (per|
2 10.000 penduduk) 0,00 0,00 0,00 0,01 | 0,021

Sumber : Dispora Kota Batam
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2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
2.1.3.1.1. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan telah banyak
dilakukan perbaikan baik dalam peningkatan kualitas maupun dalam
peningkatan prasarana dan sarana. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari
angka partisipasi sekolah pendidikan dasar. Pada tahun 2011 angka
partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI) sebesar 77.98%
dimana hal ini bermakna terdapat 77.98% murid usia 7-15 tahun yang
bersekolah di jenjang pendidikan dasar (SD-SMP) dari 1.000 penduduk usia
7-15 tahun (Tabel 2.25). Selain itu, tren angka partisipasi sekolah pendidikan
dasar menunjukkan adanya peninggkatan pada 2 (dua) tahun terakhir.

Angka rasio guru terhadap murid menunjukkan jumlah guru per
10.000 murid, dimana rasio ideal adalah 500 guru per 10.000 murid. Pada
tahun 2011, rasio guru terhadap murid sebesar 77.51% pada tahun 2012
meningkat menjadi 78.29% namun mulai tahun 2013 rasio guru terhadap
murid di Kota Batam untuk jenjang pendidikan dasar mengalami penurunan
dan menjadi 62.53% (Tabel 2.25.). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Batam
membutuhkan tenaga tambahan guru untuk jenjang pendidikan dasar.

Tabel 2.25. Hasil Kinerja Indikator Bidang Pendidikan Kota Batam
Tahun 2011-2017

. Tahun
No. Indikator 2011] 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
(1) (2) (3) | 4 (5) (6) (7) (8) (9)
1 |Pendidikan Dasar (SD/MI)
i. |Angka partisipasi sekolah 77,98 76,52 | 77,40 | 78,26 | 80,03 | 92,00 | 92,74
ii. |Rasio ketersediaan sekolah terhadap 2,02 2,72 | 2,65 | 2,14 | 2,45 | 2,66 | 2,87
penduduk usia sekolah
iii. |Rasio guru terhadap murid 77,51 78,29 | 62,53 | 49,03 | 42,90 | 50,67 | 50,79
2 |PendidikanMenengahPertama(SMP/MTs)
i. |Angka partisipasi sekolah 77,64 78,43 | 77,06 | 68,63 | 79,03 | 81,52 | 82,91
ii. |Rasio ketersediaan sekolah terhadap 2,82 (3,05 | 3,14 | 2,92 | 3,36 | 3,28 | 3,41
penduduk usia sekolah
iii. |Rasio guru terhadap murid 77,51 78,29 | 62,53 | 49,03 | 42,90 | 50,67 | 59,96
3 |Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA)
i. |Angka partisipasi sekolah 77,32( 87,25 | 79,37 | 82,33 | 87,87 | 90,78 | 94,18
ii. |Rasio ketersediaan sekolah terhadap 2,77 | 2,74 | 2,98 | 2,93 | 3,02 | 3,17 | 3,24
penduduk usia sekolah
iii. |Rasio guru terhadap murid 77,42( 73,37 | 80,74 | 72,47 | 72,84 | 71,77 | 69,53
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. Tahun
No. el gL 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
iv. |Rasio guru terhadap murid per kelas rata- 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07

rata

4 (Jumlah Siswa Pada Jenjang Pendidikan Anak (25,33 18,11 | 24,45 | 24,02 | 27,56 | 27,99 | 28,23
Usia Dini (PAUD) (%)

5 [Angka Putus Sekolah

i. |Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,01

ii. |Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) 0,06 | 0,13 [ 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,01

iii. |Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0,18 0,11 | 0,21 | 0,10 | 0,11 | 0,04 | 0,02
(%)

6 |Angka Kelulusan

i. |Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99,97|100,00|100,00(100,00(100,00{100,00{100,00
ii. |Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,50( 99,43 | 99,96 |100,00|100,00{100,00(100,00
ii. |Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK 99,241 99,92 | 99,89 (100,00(100,00{100,00(100,00

7 |Angka Melanjutkan (AM)

i. |Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke 94,57| 94,58 |128,77| 97,10 | 90,49 | 91,73 | 87,33
SMP/MTs

ii. |Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke  [94,68| 92,19 | 96,16 | 87,64 | 97,10 | 98,89 | 93,07
SMA/SMK/MA

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam (data diolah)

Tren rasio ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar
terhadap penduduk usia jenjang pendidikan SD-SMP mengalami fluktuasi.
Pada tahun 2011, nilai rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia
sekolah adalah sebesar 2,02%, dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan
sebesar 2,87% (tabel 2.25)

Angka partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan menengah
(SMA/SMK/MA) menunjukkan tren peningkatan . Pada tahun 2011 angka
partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan menengah sebesar 77,32% , dan
pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 94,18 %

Adapun rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
pada jenjang pendidikan menengah menunjukkan tren meningkat. Pada
tahun 2011, rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah terhadap
penduduk usia sekolah pendidikan menengah sebesar 2,77% dan pada tahun
2017 meningkat menjadi 3.24%

Rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan menengah
menunjukkan tren menurun, pada tahun 2011 sebesar 77,42% namun pada

tahun 2017 menjadi 69,53%. Penurunan ini juga terlihat dari rasio
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guru/murid per kelas rata-rata yang juga menurun yaitu yang semula
sebesar 0,09 pada tahun 2011 menurun menjadi 0,07 pada tahun 2017. Hal
ini perlu diantisipasi agar Kota Batam tidak mengalami kekurangan guru
untuk jenjang pendidikan menengah.

Sarana pendidikan berupa gedung sekolah yang berada pada kondisi
baik di Kota Batam juga menunjukkan tren menurun. Untuk gedung sekolah
SD/MI, jumlah gedung yang berada pada kondisi baik pada tahun 2011
sebesar 91,38%, dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 43,07%. Hal ini
tentunya membutuhkan anggaran yang besar untuk merehabilitasi kondisi
sekolah yang sudah dalam kondisi rusak berat.

Pada level pendidikan pra sekolah, perkembangan angka partisipasi
pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Batam selama periode 2011-2017
juga menunjukkan tren meningkat, pada tahun 2011 angka partisipasi PAUD
sebesar 25,33%, pada tahun 2017 menjadi 28,23%. Hal ini terjadi disebabkan
mulai tingginya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada
jenjang pendidikan pra sekolah.

Adapun angka putus sekolah di Kota Batam mengalami tren menurun
selama periode 2011-2015 pada semua jenjang pendidikan. Angka putus
sekolah pada jenjang SD pada tahun 2011 sebesar 0,75% kemudian
menurun hingga 0,03% pada tahun 2015. Pada jenjang SMP, juga mengalami
penurunan tren sejak tahun 2011. Angka putus sekolah jenjang SMP pada
tahun 2011 sebesar 1,50% dan turun menjadi 0,13% pada tahun 2015.
Adapun pada jenjang SMA juga mengalami hal yang sama yaitu terjadinya
penurunan tren sejak tahun 2011, yaitu sebesar 1,50% menurun menjadi
0,10% pada tahun 2015.

Angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs cenderung
meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011, persentase murid yang
melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 94,57% meningkat
menjadi 99,10% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan minat murid SD/MI
di Kota Batam untuk melanjutkan studi ke tingkat selanjutnya semakin
tinggi. Adapun angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
mengalami tren fluktuatif, pada tahun 2012 angka melanjutkan sekolah dari
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 92,19% mengalami penurunan sebesar
2,49% dari tahun 2011, besar angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA tahun 2011 adalah 94,68%. Pada tahun 2015 angka
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melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA meningkat menjadi
97,64%. Tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk lulusan
SMP daripada SMA diduga menjadi penyebab menurunnya minat murid
SMP/MTs di Kota Batam untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih
tinggi.

Di sisi SDM guru, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1 atau
D-IV di Kota Batam mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode
2011-2015. Pada tahun 2011, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-
1 atau D-IV sebanyak 64,07% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi
84,70%.

2.1.3.1.2. Urusan Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan
yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara
umum pembangunan kesehatan di Kota Batam telah menunjukkan
pencapaian yang positif, walaupun di beberapa indikator masih belum

mencapai hasil yang optimal.

2.1.3.1.2.1. Rasio Posyandu/Polindes per Satuan Balita

Pemerintah Kota Batam telah menyediakan Polindes untuk memenuhi
kebutuhan kesehatan balita. Meski demikian, jumlah Polindes di Kota Batam
dirasakan masih sangat kurang. Idealnya Rasio Posyandu/Polindes per
satuan balita adalah 1:50, adapun hingga pada tahun 2015 rasio Polindes per
satuan balita di Kota Batam baru mencapai 1:5.014 (Tabel 2.26).

Tabel 2.26. Rasio Posyandu/ Polindes per Satuan Balita di Kota Batam

Tahun Jumlah Balita Jumlah Polindes Rasio
(0-4 thn) Pemerintah |Swasta
2009 49,120 23 7 1:1.637
2010 113,718 27 3 1:3.791
2011 84,067 23 7 1:2.802
2012 65,341 0 34 1:1.923
2013 72,947 38 0 1:1.920
2014 134,206 29 0 1:4.628
2015 145,413 29 0 1:5.014
2016 92,564 42* 0 1:2:203
2017 93,263 42* 0 1:2:220
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam
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2.1.3.1.2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk

Rasio Ideal Puskesmas adalah 1:30.000 jiwa, sementara itu rasio
puskesmas di Kota Batam sampai pada tahun 2015 mencapai 1:61.011 jiwa
(Tabel 2.27). Kondisi tersebut diimbangi dengan adanya Puskesmas Pembantu
dan Puskesmas Keliling yang pada tahun 2015 masing-masing memiliki rasio
1:18.196 dan 1:23.572, sehingga dapat dikatakan mencukupi untuk

memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kota Batam.

Tabel 2.27. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk di
Kota Batam

. Tahun
No Uraian
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

1 [Penduduk 1.137.894/1.235.651]1.135.412/1.030.5281.037.187/1.055.040]1.063.94 1
2 |Puskesmas 15 16 16 17 17 19 20
2.1 [Rasio Puskesmas |1:75.860|1:77.228|1:70.963| 1:60619 | 1:61.011|1:55.528|1:53.197

Puskesmas
3 ot 50 54 55 57 57 57 59
3.1 [Rasio Pustu 1:22.758| 1:22.882/1:20.644|1:18.079| 1:18.196| 1:18.509| 1:18.032
4 |Puskesmas Kelilingl 35 32 38 38 44 44 47
4.1 E:fm Puskesmas |, .35 511|1:38.614|1:20.879|1:27.119| 1:23.572| 1:23.978| 1:22.637

[Poliklinik
5 Pemerintah N/A 2 2 2 3 291 289
5.1 [Poliklinik Swasta 189 166 164 182 182
5.2 [Rasio Poliklinik | 1:6.021 | 1:7.355 | 1:6.840 | 1:5.601 | 1:5.606 | 1:3.625 | 1:3.681

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam (data diolah)

2.1.3.1.2.3. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Sampai pada tahun 2015, rasio rumah sakit per satuan penduduk di
Kota Batam sebesar 1:69.146 penduduk (Tabel 2.28). Jika dibandingkan
dengan rasio ideal rumah sakit, yakni 1:100.000 penduduk, maka

ketersediaan rumah sakit di Kota Batam masuk dalam kategori mencukupi.
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Tabel 2.28. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kota Batam

Jumlah Rumah Sakit/Rumah Sakit Jumlah
Tahun Khusus Rasio
Pemerintah Swasta Penduduk

2009 2 12 992.095 1:70.864
2010 2 12 1.056.701 1:75.479
2011 2 12 1.137.894 1:81.278
2012 8 6 1.235.651 1:88.261
2013 8 6 1.135.412 1:81.101
2014 2 13 1.030.528 1:68.702
2015 2 13 1.037.187 1:69.146
2016 2 15 1.055.040 1:62.061
2017 2 15 1.063.941 1:62.584

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam (data diolah)

2.1.3.1.2.4. Rasio Dokter dan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Jika dilihat rasio dokter dan rasio tenaga medis per satuan penduduk
di Kota Batam, maka dapat diketahui bahwa sampai pada tahun 2017 rasio
dokter umum adalah 1:2.686, rasio dokter spesialis adalah 1:3.681, rasio
dokter gigi adalah 1:12.371, dan rasio perawat adalah 1:711, serta rasio
farmasi/apoteker adalah 1:1.948 (Tabel 2.29). Adapun rasio ideal dokter per
satuan penduduk adalah 1:2500, sedangkan rasio ideal tenaga keperawatan
adalah 1:1250, kemudian rasio ideal apoteker/farmasi adalah 1:4000. Dengan
demikian Kota Batam masih kekurangan jumlah dokter spesialis, dokter gigi,
sedangkan dari data rasio ideal menunjukkan jumlah tenaga keperawatan
dan farmasi/apoteker sudah ideal.

Tabel 2.29. Rasio Dokter dan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di
Kota Batam

Tahun
2015

No Uraian

2013 2014 2016 2017

1 |Jumlah Penduduk 1.135.412)1.030.528|1.037.187|1.055.040(1.063.941

2 |Dokter Umum 594 233 429 439 396
2.1 |Rasio Dokter Umum 1:1.911 | 1:4.422 | 1:2.418 | 1:2.403 | 1:2.686

3 |Dokter Spesialis 160 199 249 259 289
3.1 [Rasio Dokter Spesialis| 1:7.096 | 1:5.178 | 1:4.165 | 1 :4.073 | 1:3.681

4 |Dokter Gigi 134 62 141 130 86

4.1 |Rasio Dokter Gigi 1:8.473 | 1:16.621 | 1:7.356 | 1:8.115 [ 1:12.371
5 |Perawat 1.589 1:689 1.662 1.785 1.495

5.1 |Rasio Perawat 1:714 13:46 1:624 1:591 1:711
6 |Farmasi 196 229 268 273 546

6.1 |Rasio Farmasi 1:5.793 | 1:4.500 | 1:3.870 | 1:3.864 | 1:1.948

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam (data diolah)
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2.1.3.1.2.5. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Tertangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kota Batam dari
periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 belum mencapai 100%,
artinya bahwa semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang ke sarana
kesehatan atau ditemukan oleh tenaga kesehatan belum tertangani
seluruhnya (Gambar 2.26). Hal ini terjadi karena kurangnya tenaga

kebidanan.

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Tertangani (%)
120.00
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80.00 -
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Gambar 2.26. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Tertangani di Kota Batam
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

2.1.3.1.2.6. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang

Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan di Kota Batam dari periode tahun 2013 sampai dengan
tahun 2017 belum mencapai 100% (Gambar 2.27), artinya bahwa proses
persalinan di Kota Batam belum seluruhnya ditangani oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan. Hal ini terjadi karena kurangnya tenaga

kebidanan.
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Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
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Gambar 2.27. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki
Kompetensi Kebidanan di Kota Batam (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam)

2.1.3.1.2.7. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization
(UCI)

Perkembangan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization
(UCI) di Kota Batam selama periode 2013-2016 belum mencapai 100%
(Gambar 2.28). Hal ini berarti masih terdapat bayi yang belum mendapat
imunisasi dasar lengkap di setiap kelurahan dalam waktu satu tahun. Akan
tetapi pada tahun 2017 cakupan desa/kelurahan Universal Child
Immunization (UCI) di Kota Batam telah mencapai 100% yang berarti bahwa
seluruh bayi yang telah mendapat imunisasi dasar lengkap di setiap

kelurahan dalam waktu satu tahun.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI) (%)

120.00 - 9840 100.00
100.00 82 80

$0.00 71.88
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40.00

20.00

0.00 x x x x x
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gambar 2.28. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota
Batam (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam)
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2.1.3.1.2.8. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Perkembangan prevalansi balita gizi buruk dan gizi kurang di Kota
Batam selama periode 2013-2017 sudah mencapai 100% (Gambar 2.29).
Tampak pada grafik menunjukkan bahwa kasus balita gizi buruk dan gizi

kurang menurun walaupun sempat naik pada tahun 2015.
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Gambar 2.29. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Kota Batam
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

2.1.3.1.2.9. Angka Kesembuhan TB. Paru

Angka Kesembuhan TB. Paru adalah angka persentase pasien baru TB

paru BTA positif yang sembuh setelah selesai masa pengobatan, diantara
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pasien baru TB paru BTA positif yang tercatat. Perkembangan Angka
Kesembuhan TB. Paru di Kota Batam selama periode 2013-2017 mengalami
peningkatan (Gambar 2.30), namun masih kurang jika dibandingkan dengan

standar angka kesembuhan TB. Paru, yakni 85%.

Angka Kesembuhan Program DOTs TB. Paru (%)

58500 630 -

60,00

Gambar 2.30. Angka Kesembuhan Program DOTs TB. Paru
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

2.1.3.1.2.10. Prevalensi TB. Paru per 100.000 penduduk

Prevalensi TB. Paru per 100.000 penduduk adalah angka yang
menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat di antara
100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Prevalensi TB. Paru di Kota
Batam pada tahun 2013 sampai 2017 mengalami fluktuasi yang tajam. Pada
tahun 2013 menjadi tahun dengan angka prevalansi terendah yaitu 38,4 per
100.000 bila dibandingkan tahun penduduk. Pada tahun 2015 terjadi
kenaikan yang cukup tinggi menjadi 160 per 100.000 penduduk (Gambar
2.30). Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena penyakit ini
merupakan penyakit yang menular. Oleh karena itu, penderita perlu
ditanggani secara kontinyu dalam jangka waktu yang relatif panjang serta
diperlukan tindakan preventif untuk mendeteksi penderita penyakit ini dan

penanganan yang tepat agar tidak menularkan kepada orang lain.
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Gambar 2.31. Prevalensi TB. Paru per 100.000 Penduduk di Kota Batam
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

2.1.3.1.2.11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

Demam Berdarah Dengue (DBD)

Perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit DBD di Kota Batam selama periode 2011-2014 sudah mencapai
100% (Gambar 2.32). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus DBD telah

tertangani dengan baik.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
Penyakit DBD (%)
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Gambar 2.32. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
di Kota Batam (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam)
2.1.3.1.2.12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin

Menurut SPM Kementrian Kesehatan, cakupan pelayanan kesehatan
rujukan masyarakat miskin ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2015. Jika

melihat tren pada Gambar 2.33., maka terlihat bahwa sampai dengan pada
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tahun 2017, Kota Batam sudah seluruhnya memberikan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
Miskin (%)
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Gambar 2.33. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

2.1.3.1.2.13. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh
pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan oleh dokter, bidan,
dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali
di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Menurut SPM Kementerian
Kesehatan, cakupan kunjungan bayi ditetapkan sebesar 90% pada tahun
2010.

Cakupan kunjungan bayi di Kota Batam 5 tahun terakhir tahun 2013
sampai 2017 mengalami tren meningkat, dimana pada tahun 2013 cakupan
kunjungan bayi sebesar 13,6% menjadi angka kunjungan terendah dan terus
meningkat sampai tahun 2016 (92,9%) yang telah melampaui angka minimal
yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Akan tetapi menurun kembali di

tahun 2017 menjadi 79,9%.
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Gambar 2.34. Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Batam
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

2.1.3.1.2.14. Cakupan Puskesmas

Dari perbandingan jumlah Puskesmas dengan jumlah Kecamatan yang
ada di wilayah Kota Batam, maka diperoleh persentase cakupan puskesmas
di Kota Batam. Pada Tabel 2.30 dapat diketahui bahwa jumlah puskesmas
terus bertambah setiap tahunnya, dimana pada tahun 2011 cakupan
puskesmas sebesar 125% meningkat menjadi 167% pada tahun 2017 Hal ini

menunjukkan bahwa pada setiap kecamatan terdapat lebih dari satu

Puskesmas.
Tabel 2.30. Cakupan Puskesmas di Kota Batam
Uraian 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Jumlah Puskesmas 15 16 16 17 17 19 20
Jumlah Kecamatan 12 12 12 12 12 12 12
Cakupan Puskesmas (%) 125 133 133 142 142 158 167

Sumber : LKPJ 2017

2.1.3.1.2.15. Cakupan Puskesmas Pembantu

Dari data pada Tabel 2.31 diketahui bahwa tren cakupan Puskesmas
pembantu di Kota Batam meningkat setiap tahunnya. Data di tabel tersebut
juga menunjukkan bahwa pada setiap kecamatan terdapat lebih dari satu
puskesmas pembantu. Secara umum cakupan puskesmas pembantu sudah

mencukupi untuk Kota Batam.
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Tabel 2.31. Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Batam

Uraian 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Jumlah Puskesmas Pembantu 55 75 57 57 59
Jumlah Kecamatan 12 12 12 12 12

Cakupan Puskesmas Pembantu (%) | 458 625 475 475 | 492
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

2.1.3.1.2.16. Cakupan Desa Siaga Aktif

Kementerian Kesehatan menetapkan SPM desa siaga aktif sebesar
100% pada tahun 2015. Dari data pada Gambar 2.35. terlihat bahwa
persentase desa siaga aktif Kota Batam tahun 2013 sampai dengan tahun

2017 telah mencapai SPM yang ditetapkan.

Cakupan Desa Siaga Aktif (%)
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Gambar 2.35. Cakupan Desa Siaga Aktif di Kota Batam
(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam)

2.1.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum

2.1.3.1.3.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
mengalami penurunan (Gambar 2.36.). Pada 2011, proporsi panjang jaringan
jalan dengan kondisi baik sebesar 60,72% dari total panjang jalan
keseluruhan. Kondisi ini masih menunjukkan penurunan sampai dengan
tahun 2014 dan 2015 dengan proporsi masing-masing sebesar 67,13% dan
68,57%.
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Gambar 2.36. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Batam
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam

Tabel 2.32. Ruas Jalan Arteri Primer (JAP) di Kota Batam berdasarkan
Kepmen PUPR Nomor 248 /KPTS/M /2015

No Nama Ruas Panjang Ruas (Km) Lokasi
1 | Batam Centre — Sp. Franky (JI. A. Yani) 1,72 Kota Batam
2 | Sp. Frangky — Sp. Kabil (J1. A. Yani) 1,93 Kota Batam
3 | Sp. Kabil — Muka Kuning (J1. A. Yani) 3,82 Kota Batam
4 | Muka Kuning - Tembesi (Jl. Letjen 4,91 Kota Batam

Suprapto)
S | Tembesi — Tanjung Berikat 7,76 Kota Batam
6 | Sp. Kabil — Sp. Jam (J1, Jend Sudirman) 3,39 Kota Batam
7 | Sp. Jam — Sei Harapan (J1. Gajah Mada) 8,67 Kota Batam
8 | Sei Harapan - Sekupang (Jl. RE 3,92 Kota Batam
Martadinata)
9 | Sp. Kabil - Sp. Punggur (Jl. Jend. 6,27 Kota Batam
Sudirman)

10 | Sp. Punggur — Batu Besar (J1. Hang Tuah) 7,04 Kota Batam

11 | Batu Besar — Nongsa (Jl. Hang Jebat, Jl. 15,03 Kota Batam
Hang Lekiu)

12 | Sp. Punggur - Telaga Punggur (JL 11,64 Kota Batam
Hasanuddin)

13 | Tembesi — Batu Aji (J1. Letjen Suprapto) 5,65 Kota Batam

14 | Batu Aji — Tanjung uncang (Jl. Brigjen 9,09 Kota Batam
Katamso)

15 | J1. Diponegoro (Sp. Sei Harapan - Sp. 8,00 Kota Batam
Basecamp Batu Aji)

16 | Jl. Duyung (Pel. Batu Ampar — Sp. Baloi 3,90 Kota Batam
Centre)

17 | Baloi Centre — Sp. Sei Ladi (UIB) 1,60 Kota Batam

TOTAL 104,34 Kota Batam

Sumber : Kepmen PUPR Nomor 248 /KPTS/M /2015

Tabel 2.33. Ruas Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) di Prov Kepulauan Riau
(Kota Batam) Kepmen PUPR Nomor 248 /KPTS/M/2015

No Nama Ruas Ri:??ll{.l i ) Lokasi
1 | Tanjung Berikat — Sp. Sembulang 25,83 Kota Batam
2 | Sp. Sembulang — Pel. Galang 30,03 Kota Batam

TOTAL 55,86 Kota Batam

Sumber : Kepmen PUPR Nomor 248 /KPTS/M /2015
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Tabel 2.34. Ruas Jalan Kolektor Primer (JKP) di Provinsi Kepulauan Riau
(Kota Batam) SK Gubernur No 1863 Tahun 2016

Panjang
No Nama Ruas Ruas Lokasi
(Km)

1. | Simp. Muka Kuning — Tanjung piayu (J1. S. Parman) 13,70 Kota Batam

2. | Simp.Sei Harapan — Sei Temiang (Kh. Ahmad Dahlan) 8,90 Kota Batam

3. | Simp. Kalista - Simp. Frangky - Simp. Underpass Pelita (Jln. 6,50 Kota Batam
Laksamana Bintan) - Simp. Telkom (Jln. Sriwijaya)

4. | Simp. Patung KudaSei. Panas - Simp. Bengkong Seken (J1. 2,70 Kota Batam
Raya Sei Panas)

S. | Simp. Garama - Golden Prawn (J1. Yos Sudarso, Jl. Sumatera) 2,70 Kota Batam

6. | Simp. Marina City - Simp. Base Camp 6,60 Kota Batam

7. | Pelabuhan Sagulung - Simp. Polsek Tanjung Uncang 3,30 Kota Batam

8. | Simp. Industri Taiwan - Simp. Batu Besar (J1. Hang Kesturi) 8,20 Kota Batam

9. | Simp. Jam - Simp. Masjid Raya Batam Centre (J1. Raja Haji 4,40 Kota Batam
Fisabililah)

10. | Simp. Jam — Batu Ampar (J1. YosSudarso) 6,60 Kota Batam

11. | Simp. Kalista - Simp. Kantor Camat Batam Kota (J1. Orchad 2,80 Kota Batam
Boulevard)

12. | Simp. Trakindo/BintangIndustri - Tj. Sengkuang (J1. Kerapu) 3,20 Kota Batam

13. | Simp. Bundaran Ob - Simp. Baru Ocarina (J1. Ibnu Sutowo) 1,10 Kota Batam

14. | Simp. Arteri Kda - Simp. Bi - Bundaran Ob (Jl. Raja Isa, JlL 5,10 Kota Batam
Engku Putri Timur, Jl. Engku Putri Utara)

15. | Simp. KDA - Simp. ArteriDotamana (J1. Selasih, Jl. Raja M. 3,70 Kota Batam
Saleh)

16. | Simp. Dotamana - Simp. Sman 3 - Simp. Bandara (J1. Tengku 2,70 Kota Batam
Sulung, Jl. Hang Nadim)

17. | Bundaran Tuah Madani — Ocarina 2,10 Kota Batam

18. | Simp. Kawasan Industri - Indah Puri (Patam Lestari) 3,50 Kota Batam

19. | Simp. Trans Barelang - Kantor Camat Sembulang (J1. Batin 11,80 Kota Batam
Limat)

20. | Simp. Tobing - Simp. Taman Makam Pahlawan 1,70 Kota Batam

21. | Simp. Unrika - Simp. Mkgr Batuaji 2,00 Kota Batam

22. | Simp. Mitra Mall - Simp. Hidayatullah Batuaji 1,95 Kota Batam

23. | Simp. Pertamina Tongkang - Kaw. Industri Bosowa Kabil 3,30 Kota Batam

24. | Jalan Lingkar Kawasan Industri Batamex Tanjung Uncang 2,40 Kota Batam

25. | Sp. Indomobil — Sp. Baloi Center (J1. Bunga Raya) 1,40 Kota Batam

TOTAL 112,35

Sumber : SK Gubernur Kepri No 1863 Tahun 2016

2.1.3.1.3.2. Drainase

Saluran drainase di Kota Batam pada umumnya memanfaatkan
sungai-sungai kecil yang ada sebagai saluran primer, yang mengalir secara
gravitasi. Selain itu, tidak ditemui pompa di sekitar saluran primer yang
biasanya digunakan untuk memompa air saat hujan besar. Dengan kondisi
topografi yang berbukit, genangan yang terjadi tidak lama dan tidak luas, jika
tanah berkontur datar.

dibandingkan dengan yang terjadi di Adapun

permasalahan dalam penanggulangan banjir di Kota Batam antara lain
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adalah :

a. Jaringan drainase yang masih berbentuk saluran alam dan kapasitas
drainase yang kurang memadai serta belum optimalnya sistem saluran
drainase eksisting;

b. Lokasi/kawasan yang sudah terbangun memiliki elevasi tidak memadai
sehingga selalu menjadi lokasi/kawasan yang rentan terjadi
genangan /banjir;

c. Adanya perubahan bentang alam (daerah tangkapan air) sehingga
menyebabkan genangan air saat adanya curah hujan dengan intensitas
tinggi dan berdurasi lama;

d. Belum terintegrasi dengan maksimal pola pembangunan drainase dan
adanya kegiatan cut and fill (grading plan);

Terdapat 2 (dua) kewenangan untuk urusan pekerjaan umum di Kota
Batam, yakni Dinas PU dan BP Batam. Oleh karena itu, perlu koordinasi yang
intens antara kedua instansi tersebut, khususnya dalam memperjelas
kewenangannya untuk urusan pekerjaan umum. Sehingga tercipta sinergi

positif untuk menghasilkan insfrastruktur yang handal di Kota Batam.
2.1.3.1.4. Urusan Perumahan

Tingginya mobilitas pendatang dan pertumbuhan penduduk telah
berdampak kepada permasalahan sosial dan kerusakan lingkungan di Kota
Batam. Hal tersebut terlihat dari menjamurnya rumah bermasalah dan kios-
kios yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan.

Permasalahan umum kawasan permukiman terutama pada kawasan
yang dikategorikan dalam kawasan permukiman kumuh adalah infrastruktur
permukiman yang buruk seperti jaringan jalan lingkungan, jaringan drainase,
jaringan persampahan, dan jaringan air bersih. Jaringan jalan pada kawasan
permukiman sebagian besar masih berupa jalan tanah dan belum dilakukan
peningkatan konstruksi. Pada saat hujan menjadi becek dan berlumpur
sehingga mengganggu aksesibilitas internal kawasan.

Permasalahan jaringan drainase lebih kepada belum adanya
pembangunan jaringan dengan konstruksi permanen sehingga mempermudah
terjadinya sedimentasi. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya kegiatan
perawatan terhadap jaringan yang sudah ada.

Jaringan persampahan secara umum dapat dikatakan kurang terlayani
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dengan baik, serta tidak terdapat fasilitas pendukung dan manajemen
persampahan. Hal ini dipengaruhi juga oleh aksesibilitas internal kawasan
yang buruk sehingga menghambat pengangkutan sampah dari rumah tangga
menuju TPS.

Jaringan air bersih sudah dapat melayani seluruh kawasan. Selain itu,
debit air bersih juga sudah cukup untuk melayani kawasan. Permasalahan
yang ada yaitu tekanan pada Sambungan Rumah (SR) yang lemah terutama
pada saat peak hour.

Permasalahan penyediaan infrastruktur masih menjadi permasalahan
yang belum terpecahkan sampai saat ini. Masyarakat yang sebagian besar
adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak mampu secara
swadaya untuk menyediakan infrastruktur dasar. Selain infrastruktur dasar
yang menjadi kendala adalah kualitas fisik hunian yang cenderung rendah
(masih terdapat hunian tanpa finishing pada dinding rumah). Kondisi ini
disebabkan oleh tingkat kemampuan masyarakat yang rendah. Permasalahan
infrastruktur dan kualitas hunian tidak hanya bisa dipandang sebagai
dampak dari pembangunan sektor infrastruktur dan rumah yang masih
kurang, akan tetapi juga harus dilihat dari sisi kebijakan dan regulasi yang
mengatur pembangunan infrastruktur permukiman dan skema pembiayaan
perumahan.

Berdasarkan SK Walikota Batam Nomor 68/HK/I/2015, luasan
kawasan kumuh yang ada di Kota Batam adalah seluas 178 Ha, yang tersebar

di 10 Kelurahan yaitu sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.35 berikut.
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Tabel 2.35. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Batam

LUAS TINGKAT

NO KAWASAN (Ha) KELURAHAN KEKUMUHAN
1. | Tanjung Piayu 10.15 Tanjung Piayu Sedang
2. | Mangsang 34 Mangsang Sedang

Nusa Jaya - Bukit
3. | Berbunga 5.37 Duriangkang Sedang
4. | KSB Sei. Lekop 11 Sei. Lekop Sedang
S. | KSB Sei. Pelunggut 56.47 Sei. Pelunggut Sedang
6. | KSB Kabil 28 Kabil Sedang
7. | Tiban Kampung 10 Tiban Lama Sedang
8. | Bengkong Palapa 6.5 Tanjung Buntung Sedang
9. | Bengkong Sadai 10 Sadai Sedang
10. | Tanjung Sengkuang 6.5 Tanjung Sengkuang Sedang

TOTAL 178

Penyediaan perumahan murah yang layak dalam bentuk rumah susun
merupakan salah satu upaya mengatasi kebutuhan rumah bagi masyarakat
yang berpenghasilan rendah terutama tenaga kerja. Rumah susun yang
tersedia di Kota Batam sampai saat ini sebanyak 76 (tujuh puluh enam) twin
blok terdiri dari 7.117 unit. Pembangunan rumah susun tersebut dilakukan
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Batam, Otorita Batam (BP Batam),
Perumnas dan Jamsostek.

Tabel 2.36. Jumlah Rusun Di Kota Batam s/d Tahun 2016

NO PENGELOLA JUMLAH TYPE UNIT LOKASI TAHUN
BLOK PEMBANGUNAN
1 PERUMNAS 4 TB 21 384 TJ PIAYU 2001s/d2002
2 PERUMNAS 1TB 21 96 TJ PIAYU 2007 s/d 2009
3 BPJS 6 TB 21 576 BT AMPAR 2001 s/d 2003
4 BPJS 1TB 21 96 MK KUNING 2008 s/d 2009
5 BPJS 10 TB 27 1000 KABIL 2009 s/d 2011
6 BP 4 TB 21 384 BT AMPAR 2003 s/d 2004
7 BP 9TB 21 864 MK KUNING 2004
8 BP 4 TB 21 384  SEKUPANG 2004 s/d 2006
9 BP 2TB 27 160 KABIL 2009
10 BP 2TB 27 170 KABIL 2010 s/d 2011
11 BP 1TB 27 80 KABIL 2009
12 PEMKO 2TB 27 160 MK KUNING 2004 s/d 2005
13 PEMKO 2TB 27 160 MK KUNING 2009
14 PEMKO 2 TB 27 160 TJ UNCANG 2009 s/d 2010
15 PEMKO 2TB 27 178 TJ UNCANG 2010 s/d 2011
16 PEMKO 1TB 27 80 MK KUNING 2006 s/d 2007
17 PEMKO 4 TB 24 384 TJ UNCANG 2010 s/d 2011
18 PEMKO 2TB 24 192 MK KUNING 2008 s/d 2009
19 PEMKO 4 TB 24 384  SEKUPANG 2008 s/d 2009
20 PEMKO 2TB 27 160 TJ UNCANG 2009 s/d 2010
21 PEMKO 4 TB 24 384 TJ UNCANG 2011 s/d 2012
22 PEMKO 2TB 24 192 TEMBESI 2012 s/d 2013
23 PEMKO 3TB 24 297 MK KUNING 2013 S/D 2014
24 REI 2TB 21 & 36 192 BTM 2008 s/d 2009
CENTRE
JUMLAH 76 TB 7,117
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Tren persentase rumah tangga (RT) pengguna listrik di Kota Batam
periode 2011 sampai 2015 mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari
persentase RT pengguna listrik pada tahun 2011 sebanyak 37,72% dari total
RT di Kota Batam, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 44,72%
dan menurun menjadi 45,11% pada tahun 2015. Meskipun demikian, bila
dilihat dari jumlah pelanggan listrik RT dan jumlah RT terlihat adanya
peningkatan. Hal ini bermakna rumah tangga pengguna listrik bisa
melakukan penghematan pemakaian listrik meskipun jumlah RT bertambah
namun persentase pengguna listrik mengalami penurunan.

Tabel 2.37. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Batam

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah pelanggan listrik RT | 196.294| 194.351| 192.580| 191.766| 190.667
Jumlah RT 520.310| 545.249| 524.143| 428.787| 422.709
RT Pengguna Listrik (%) 37,72 35,64 36,74 44,72 45,11

Sumber : PLN Batam
2.1.3.1.5. Urusan Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam
telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), yaitu melalui Peraturan
Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2005-2025. Ini berarti
selama periode 2011-2014 telah ada dokumen perencanaan pembangunan
jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi (Tabel 2.39).

RPJMD Kota Batam juga sudah ditetapkan menjadi Perda melalui
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021.
Selain itu, selama periode ini dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwal).
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Tabel 2.38. Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah
Daerah Kota Batam Periode 2011-2015

No. Indikator 2013|2014 |2015|2016 (2017 Ket

A. |Tersedianya dokumen perencanaan| ada | ada | ada | ada | ada |[Perda No 2 Tahun
RPJPD yang telah ditetapkan 2013 Tentang
dengan PERDA RPJPD Kota Batam

2005 s.d. 2025

B. [Tersedianya Dokumen ada | ada | ada | ada | ada |Perda No 8 Tahun
Perencanaan : RPJMD yang telah 2016 Tentang
ditetapkan dengan RPJMD 2016 s.d.
PERDA/PERKADA 2021

C. |[Tersedianya Dokumen ada | ada | ada | ada | ada
Perencanaan : RKPD yang telah
ditetapkan dengan PERKADA

D. |Penjabaran Konsistensi Program 100%|100% | 100% [ 100% | 100%
RPJMD ke dalam RKPD

Sumber : Lakip 2015

2.1.3.1.6. Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan kota merupakan aspek
strategis yang berdampak lintas sektoral. Secara umum, jumlah arus
penumpang yang menggunakan transportasi laut dan udara menunjukkan
tren yang meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2011, jumlah orang yang
berkunjung ke Batam sejumlah 6,983 juta orang melalui pelabuhan laut dan
sejumlah 2,336 juta orang berkunjung melalui pelabuhan udara. Kondisi ini
terus meningkat hingga pada tahun 2015 sejumlah 8,778 juta orang
berkunjung ke Batam melalui pelabuhan laut serta sejumlah 5,031 juta orang
berkunjung melalui pelabuhan udara. Hal ini bermakna Kota Batam memiliki
daya tarik untuk dikunjungi wisatawan, meskipun kunjungan bersifat
sementara/hanya transit. Kondisi ini dapat diketahui dari rendahnya tingkat

hunian kamar hotel berbintang/non berbintang.

Tabel 2.39. Jumlah Arus Penumpang Pada Pelabuhan Laut dan Udara
di Kota Batam

. 2011 2012 2013 2014 2015
No. Uraian
Orang Orang Orang Orang Orang
1 |Pelabuhan Laut| 4.647.093| 7.708.012| 8.229.844| 8.717.652| 8.777.919
2 |Bandara 2.336.108| 3.762.352| 4.213.412| 4.772.873| 5.030.765
3 |Jumlah 6.983.201|11.470.364|12.443.256|13.490.525| 13.808.684

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Batam

Sementara itu dilihat dari ijin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas
Perhubungan Kota Batam (Tabel 2.40), terlihat bahwa jenis kendaraan taksi
paling banyak beroperasi di kawasan Kota Batam. Sebanyak 2.299 ijin trayek
untuk taksi telah dikeluarkan selama periode 2011-2015. Sementara itu
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sebanyak 1.772 ijjin trayek cabang telah dikeluarkan selama periode 2011-
2015. Meski demikian, apabila dilihat dari rasio ijin trayek terlihat bahwa
angkutan umum di Kota Batam masih kecil. Rasio ijin trayek untuk taksi
pada tahun 2011 hanya sebesar 0,00202 dan pada tahun 2015 hanya sebesar
0,00223. Hal ini berarti terdapat 2,02 taksi untuk setiap 1.000 penduduk
Kota Batam pada tahun 2011, dan sebanyak 2,23 taksi setiap 1.000
penduduk Kota Batam pada tahun 2015.
Tabel 2.40. Rasio Ijin Trayek di Kota Batam

No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 |Jumlah penduduk 1.056.701|1.137.894|1.187.574|1.135.412|1.030.528 | 1.030.528

Jumlah izin trayek:

Taksi 2.299 2.299 2.299 2.299 2.299 2.299
trayek utama 631 631 631 631 631 631

2 trayek cabang 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772
trayek ranting 101 101 101 101 101 101
angkutan karyawan 271 271 281 281 301 301
angkutan pariwisata 83 83 98 98 105 105

Rasio izin trayek:

Taksi 0,00218 | 0,00202 | 0,00194 | 0,00202 | 0,00223 | 0,00223

trayek utama 0,00060 | 0,00055 | 0,00053 | 0,00056 | 0,00061 | 0,00061

3 trayek cabang 0,00168 | 0,00156 | 0,00149 | 0,00156 | 0,00172 | 0,00172
trayek ranting 0,00010 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00010 | 0,00010

angkutan karyawan | 0,00026 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00025 | 0,00029 | 0,00029

angkutan pariwisata | 0,00008 | 0,00007 | 0,00008 | 0,00009 | 0,00010 | 0,00010

Terkait uji KIR angkutan umum, dari tabel 2.41 terlihat bahwa truk
dan mobil angkutan barang merupakan jenis kendaraan yang paling banyak
melakukan uji KIR. Hal ini sesuai dengan fungsi Kota Batam sebagai Kawasan
Strategis Nasional (KSN) yang diarahkan sebagai kota industri dan

perdagangan.
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Tabel 2.41. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Batam

No. |Uraian 2010 |2011 2012 2013 |2014 2015
A |Jumlah uji KIR angkutan umum:
1 |Taksi 3.221| 2.299 2.395 2.507| 2.507| 2.507
2 |Oplet 1.653| 1.657 1.667 1.737| 1.737| 1.737
3 |Bis 2.566| 2.618 2.660 2.763| 2.897| 3.004
4 |Truk 13.783| 14.622| 15.400| 17.122|18.921|20.818
5 |truk tempel 645 673 722 775 840 856

2.1.3.1.7. Urusan Lingkungan Hidup

Penanganan sampah di Kota Batam masih belum terlaksana secara
optimal. Hal ini terlihat dari persentase penanganan sampah di Kota Batam
yang belum 100% (Gambar 2.37). Timbulan sampah di Kota Batam dari tahun
2011 sebanyak 332.624 ton terus meningkat setiap tahunnya sehingga
mencapai 432.264 ton pada tahun 2015. Meski demikian, persentase sampah

yang tertangani berfluktuasi tiap tahunnya.

Persentase Penanganan Sampah
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Gambar 2.37. Persentase Penanganan Sampah di Kota Batam
Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam

Terkait pencemaran air, sepanjang tahun 2013-2015 Pemerintah Kota
Batam telah melaksanakan pemantauan pencemaran dan status mutu air di
seluruh kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air (Gambar
2.38). Sedangkan pada tahun 2011-2012, pemantauan hanya terlaksana
sebanyak 80% dari keseluruhan kawasan pemukiman atau industri dan
sumber mata air. Hal ini menunjukkan adanya pengendalian terhadap
pencemaran sumber air yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2011-

2012.
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Gambar 2.38. Persentase Pemantauan Pencemaran dan Status Mutu Air di
Kota Batam (Sumber : Bapedalda Kota Batam)

Adapun pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL masih belum
terlaksana 100% mengingat terbatasnya kemampuan SDM Pemerintah Kota
Batam dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan wajib AMDAL.
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tahun 2015 hanya
sebanyak 60% dari seluruh perusahaan wajib AMDAL (Gambar 2.39). Meski
demikian, capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang

hanya sebanyak 25% dari seluruh perusahaan wajib AMDAL.
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Gambar 2.39. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL di Kota
Batam (Sumber : Bapedalda Kota Batam)

Adapun penegakan hukum lingkungan di Kota Batam pada periode
2011-2015 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD
Kota Batam periode 2011-2016 (Gambar 2.40.). Sampai pada tahun 2015,
pencapaian kinerja penegakan hukum lingkungan telah mencapai 100%. Hal
ini bermakna Pemerintah Kota Batam mampu menyelesaikan kasus

lingkungan yang terjadi.
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Gambar 2.40. Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Batam
Sumber : Dinas Bapedalda Kota Batam

Adapun persentase tingkat pengawasan pengendalian pencemaran air
limbah (%) di Kota Batam pada periode 2011 hingga 2015 mengalami
kenaikan tren (Gambar 2.41.). Pada tahun 2012 hingga 2015 realisasinya
berhasil melampaui target yang telah ditentukan dalam RPJMD 2011-2016,
yaitu masing-masing sebesar 28%, 46%, dan 72%. Terjadinya pencemaran
lingkungan berpengaruh terhadap air tanah dangkal, sehingga pengawasan

dan pengendalian pencemaran air limbah perlu ditingkatkan.
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Gambar 2.41. Persentase Tingkat Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran
Limbah di Kota Batam (Sumber : Bapedalda Kota Batam)

2.1.3.1.8. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk Kota Batam baru
mencapai pada tahun 2015 baru sebesar 70,9%. Pencapaian tersebut masih
dibawah SPM yaitu 100%. Lemahnya kesadaran masyarakat untuk
mendaftarkan bayi yang baru lahir secara administrasi kependudukan dan
adanya warga masyarakat berusia lanjut yang tidak memiliki akta lahir
diduga menjadi penyebab masih adanya penduduk yang tidak memiliki akta
lahir.

Begitu juga dengan persentase kepemilikan KTP penduduk Kota Batam

masih belum memenuhi SPM yaitu 100%. Persentase kepemilikan KTP pada
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tahun 2011 sebanyak 72,44%, tahun 2012 hanya sebanyak 75,85% dari total
penduduk, dan pada tahun 2013 sebanyak 78,79% dan sampai dengan tahun
2015 persentase penduduk yang memiliki KTP sebanyak 84,99%. Belum
tercapainya target 100%, disebabkan karena banyaknya warga masyarakat
yang merupakan pendatang tanpa memiliki kelengkapan administrasi
kependudukan.

Tabel 2.42. Penduduk Menurut Wajib dan Kepemilikan KTP

Tahun 2011-2017
Wajib KTP Kepemilikan KTP
LK PR Jumlah LK PR Jumlah

2010 299,901 376,181 776,082 278,835 254,757 533,592 68.75
2011 437,180 408,622 845,802 320,655 292,043 612,698 72.44
2012 473,912 444,515 918,427 362,536 334,054 696,590 75.85
2013 437,763 401,231 838,994 346,269 314,779 661,048 78.79
2014 375,664 357,318 732,982 309,547 300,592 610,139 83.24
2015 370,815 348,958 719,772 312,459 299,299 611,758 84.99
2016 370707 355313 726020 321536 310156 631692 87.01

2017 368391 354476 722867 328259 317357 645616 89.31

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam
Sedangkan jumlah pasangan yang memiliki akte nikah dari tahun ke

Tahun %

tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah pasangan
yang memiliki akte nikah sebanyak 2.057 pasang dan meningkat menjadi
22.780 pasangan pada tahun 2017.

Tabel 2.43. Jumlah Pasangan yang Memiliki Akte Nikah

Tahun Jumlah Jumlah Penduduk Jumlah Pasangan Persen
Penduduk Kawin Memiliki Akte Nikah tase
2011 1,137,894 N/A 2,057 N/A
2012 1,235,651 N/A 1,648 N/A
2013 1,135,412 N/A 6,607 N/A
2014 1,030,528 N/A 3,426 N/A
2015 1,037,187 N/A 4,534 N/A
2016 1,055,040 53,112 23,056 43.41
2017 1,062,250 53,250 22,780 42.78

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam
2.1.3.1.9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja
wanita pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi
yang terjadi dalam proses pembangunan. Jika dilihat perkembangannya,

persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah cenderung
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menurun. Selama kurun waktu tahun 2010-2013, angkatan kerja perempuan
yang bekerja di lembaga pemerintah sebesar 15,8% (Gambar 2.42.). Kondisi
tersebut kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 8,23%. Sedangkan
target yang ditetapkan Pemerintah Kota Batam dalam RPJMD 2011-2016
sebesar 30%. Hal ini bermakna bahwa terdapat perbedaan peluang dan
tingkat partisipasi antara perempuan dan laki laki dalam berkarir dalam

lingkungan pemerintahan.
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Gambar 2.42. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Batam (Sumber : BPPPA KB Kota Batam)

Adapun persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Kota
Batam pada periode 2011 hingga 2015 masih belum mencapai target yang
ditetapkan Pemerintah Kota Batam dalam RPJMD 2011-2016 sebesar 30%
(Gambar 2.43). Kondisi ini diduga disebabkan oleh rendahnya kualitas
pendidikan atau keterampilan perempuan pencari kerja sehingga sulit untuk
bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini bermakna
bahwa terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki laki dalam

berpartisipasi di dalam lingkungan swasta.
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Gambar 2.43. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kota Batam (Sumber : BPPPA KB Kota Batam)
Menurut target yang ditetapkan dalam MDG’s tentang partisipasi
angkatan kerja perempuan, kontribusi perempuan dalam pekerjaan
diharapkan ada peningkatan. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa

partisipasi angkatan kerja perempuan dalam pekerjaan di Kota Batam
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cenderung menurun.
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Gambar 2.44. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batam
Sumber: BPPPAKB Kota Batam

Kondisi perempuan di Kota Batam relatif terlindungi. Hal ini dapat
dilihat dari rasio KDRT di Kota Batam (Gambar 2.44) relatif rendah dan terus
menurun sejak tahun 2011 yang sebesar 0,08 menjadi 0,03 pada tahun 2015.

2.1.3.1.10.Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif adalah jumlah peserta
KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jika dilihat perkembangannya,
cakupan peserta KB di Kota Batam mengalami peningkatan. Realisasi
cakupan peserta KB aktif di Kota Batam pada tahun 2012, 2013 dan 2015
sudah berhasil melampaui target SPM yang ditentukan yaitu masing-masing
sebanyak 73,6%, 72,7%, dan 71,94% (Gambar 2.45). Pencapaian ini
berindikasi positif terhadap pengendalian laju pertumbuhan penduduk di

Kota Batam.
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Gambar 2.45. Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Batam
Sumber : BPPPA KB Kota Batam
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2.1.3.1.11.Urusan Sosial

Ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang
membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib disediakan oleh
pemerintah daerah. Pemerintah Kota Batam beserta masyarakat telah
menyediakan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti
rehabilitasi Nilam Suri. Sampai dengan tahun 2015 jumlah panti asuhan
yang ada di Kota Batam ada sebanyak 71 panti, 1 unit panti jompo dan 1 unit
panti rehabilitasi. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
yang memperoleh bantuan sosial berfluktuasi, pada tahun 2011 jumlah
bantuan yang diberikan sebanyak 1.213 orang, sedangkan pada tahun 2015
meningkat menjadi 3.755 orang yang terdiri dari bantuan untuk pekerja
migran dan korban bencana. Jumlah PMKS yang ada di Kota Batam tahun
2011-2015 cenderung meningkat namun penanganannya belum bisa 100%
dilakukan. Persentase penanganan PMKS yang dilakukan selama tahun
2011-2015 berfluktuasi. Pada tahun 2011, PMKS yang ditangani sebanyak
14,60%, tahun 2012 meningkat menjadi 18,50%, tahun 2013 turun menjadi
6,43% dan tahun 2014 meningkat menjadi 54,66% kemudian turun menjadi
37,58% pada tahun 2015.

Tabel 2.44. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
di Kota Batam

Jumlah PMKS yang Ada 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
A | Wanita Tuna Susila 2676 | 2621 | 2621 | 1867 | 2157
B | Waria 536 | 522 522 483 266
C | Paca 566 | 566 | 324 809 809
C.1 | Paca yang diberi bantuan N/A| 60 56 0
D | Eks Paca Kronis 0 0 0 0
E | Pekerja Migran 233 | 312 118 0
E.1 | Pekerja Migran yang diberi bantuan 63 125 118 118 139
F Keluarga Veteran 29 29 19 19 0
G | Anak Terlantar 0 1943 | 208 208 109
G.1 | Anak Terlantar yang diberi bantuan N/A| N/JA | NJA | N/JA | N/A
H | Orang Gila 37 50 0 0 50
I Lansia/Miskin 936 | 600 600 600 | 600
J Gepeng 261 | 250 50 250 150
Korban Bencana 52 0 94 170 315
K.1 | Korban Bencana yang diberi bantuan 1150| 650 | 1000 | 3286 | 1800
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Jumlah PMKS yang Ada 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
L Koms Adat Terpencil 612 0 612 7 7
M | Rumah Tak Layak Huni 3000| 696 696 | 1714 | 898
M.1 | RTHS yang direnovasi 100 | 300 696 816 747
N | Eks Korban Napza 0 0 0 0 0
O | Eks Napi 0 92 0 0 0
P | Wanita Rawan Sosial 286 286 539 0 0
Jumlah Total PMKS yang ada 8991 | 6135 |29074|10918| 8028
Jumlah Total PMKS yang tertangani 1313 | 1135 | 1870 | 5968 | 3017
;‘:‘s‘:;ghat‘:;‘aﬁegz:i‘;fa“g Masalah 14.60 | 18.50 | 6.43 |54.66 |37.58

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam

Selain masalah PMKS, Dinas Sosial Kota Batam juga menangani
Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program perlindungan sosial
yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin
(RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan
dan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan program ini adalah untuk
mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan millennium. Adapun
tujuan dalam jangka pendek adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan
antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap
kemiskinan. Program ini membantu mewujudkan 5 komponen tujuan MDG’s,
yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar;
Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; serta
Pengurangan kematian ibu melahirkan.

Realisasi Program Keluarga Harapan di Kota Batam pada periode 2011
hingga 2014 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota
Batam tahun 2011-2016 (Gambar 2.46.). Pencapaian tersebut menunjukkan
komitmen Pemerintah Kota Batam untuk mewujudkan tujuan MDG’s dan

memutus rantai kemiskinan di Kota Batam.
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Gambar 2.46. Jumlah Program Keluarga Harapan yang Direalisasikan
di Kota Batam (Sumber : Dinas Sosial Kota Batam)

2.1.3.1.12.Urusan Ketenagakerjaan

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja
pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, dan tenaga kerja
adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
untuk masyarakat. Sedangkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang
bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang
masuk ke dalam kelompok tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15
tahun sampai dengan 64 tahun. Di Kota Batam, hasil kinerja urusan
ketenagakerjaan memperlihatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
dan angkatan kerja yang ditempatkan menunjukkan tren menurun. Pada
tahun 2011, TPAK Kota Batam sebesar 68,10% dan pada tahun 2015
menurun menjadi 67,46%. Persentase pencari kerja yang ditempatkan juga
menunjukkan tren meningkat, dari sebesar 43,56% pada tahun 2011
meningkat menjadi 47,66% di tahun 2015.

Tabel 2.45. Hasil Kinerja Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam

Tahun
No. Indikator
2011 2012 2013 2014 2015

A | Angka Sengketa Pengusaha - 186 107 172 243 280
Pekerja Per Tahun

B |Angka Partisipasi Angkatan 484.678|518.643| 525.57 |537.914|558.038
Kerja

C |Tingkat Partisipasi Angkatan 68,10 70,77 68,68 67,63 67,46
Kerja (%)
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Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

D |Pencari Kerja yang Ditempatkan | 43,56 41,27 33,63 34,62 47,66
(%)
E |Tingkat Pengangguran Terbuka 4,16 4,90 6,09 6,64 6,09
(%)
Keselamatan dan perlindungan N/A 5.952 | 5.444 | 4.854 | 4.798

G |Perselisihan buruh dan 24 19 34 42 -
pengusaha terhadap kebijakan
pemerintah daerah

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

No. Indikator

)

Angka sengketa antara pengusaha dan pekerja per tahun
menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2011 terjadi 186 sengketa dan
pada tahun 2015 meningkat menjadi 280 sengketa. Hal ini harus menjadi
perhatian pemerintah Kota Batam, untuk terus mengurangi angka sengketa
agar iklim ketenagakerjaan di Kota Batam dalam kondisi kondusif. Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) berfluktuasi dan cenderung meningkat, namun
pada tahun 2014 dan 2015 menunjukkan tren menurun, dimana pada tahun
2014 sebesar 6,64 persen menjadi 6,09 persen di tahun 2015. Hal ini
bermakna jumlah pengangguran terbuka di Kota Batam menurun pada akhir
periode RPJMD. Selanjutnya secara rinci hasil kinerja urusan

ketenagakerjaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.43.

2.1.3.1.13.Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah
dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah
dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi
perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang
yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Secara umum, persentase
aktif rata-rata di kota Batam di bawah 50% dari keseluruhan koperasi yang
ada di Kota Batam. Hal tersebut menunjukkan bahwa keaktifan koperasi di
Kota Batam masih rendah, meskipun trennya meningkat. Hal ini terjadi
karena minat masyarakat untuk menggunakan hasil produksi koperasi
rendah atau kemampuan manajemen koperasi belum dapat mengelola
sumberdaya secara optimal. Selain koperasi, usaha mikro dan kecil
merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga
kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak

eksternal. Persentase jumlah usaha mikro dan kecil mengalami penurunan
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selama kurun waktu 2011-2015. Pada tahun 2011, jumlah usaha mikro dan
kecil sebanyak 93,27% dari seluruh KUMKM di Kota Batam mengalami
penurunan yang signifikan menjadi 23% pada tahun 2015. Kondisi ini
menunjukkan penurunan yang tajam terhadap usaha mikro dan usaha kecil
di Kota Batam sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk
menggairahkan kembali wusaha-usaha tersebut ke depan. Tentunya
diharapkan usaha mikro dan kecil ini akan menjadi penopang usaha
menengah dan dapat memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.

Persentase UKM non-BPR juga mengalami penurunan, dimana
persentase UKM non-BPR/LKM pada tahun 2011 sebanyak 89,10% menurun
hingga menjadi 23,14% pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan adanya
penurunan penyerapan kredit untuk UMK sehingga perlu upaya untuk
meningkatkan penyerapannya dapat mendorong aktivitas ekonomi UKM di
Kota Batam.

Tabel 2.46. Hasil Kinerja Urusan KUMKM Kota Batam

Tahun
No. Indikator

2011 2012 2013 2014 2015

1 |Persentase Usaha Mikro dan 93,27% | 95,27% | 95,48% | 85,40% 23%
Kecil

2 |Persentase Koperasi aktif 41,90% | 43,20% | 47,80% | 47,80% 63%

3 |Persentase UKM non BPR/LKM | 89,10% | 65,31% | 65,90% | 64,03% | 23,14%

Sumber : Dinas PMPKUKM Kota Batam

2.1.3.1.14.Urusan Penanaman Modal

Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
berskala nasional di Kota Batam pada tahun 2011 mencapai Rp 112,987
milyar. Nilai investasi tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai Rp
143,995 milyar pada tahun 2012, dan Rp 251,326 milyar pada tahun 2013.
Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan membaiknya kondisi
perekonomian nasional dan global. Pada tahun 2015 mengalami penurunan
menjadi Rp 245,352 milyar (Tabel 2.48). Target investasi yang dibuat oleh
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP)
selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp 4,7 triliun.
Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp 865.846.000.000 atau sebesar
18,24%. Secara umum perolehan nilai investasi PMDN di Kota Batam tidak

mencapai target yang ditetapkan oleh BPM PTSP Kota Batam. Target investasi
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tersebut tidak dapat terealisasi karena asumsi yang menjadi penetapan nilai
target adalah rencana investasi berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan oleh
BPM PTSP pada tahun berjalan, sementara masa berlaku izin prinsip adalah
1-5 tahun berdasarkan karakteristik bidang usahanya, sehingga investor
tidak dapat dipastikan akan merealisasikan investasinya pada tahun yang
sama dengan penetapan izin prinsipnya.

Selain itu, nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA)
berskala nasional di Kota Batam mengalami fluktuasi. Nilai investasi terbesar
terjadi pada tahun 2015 dengan nilai investasi mencapai US$ 460,225 juta.
Adapun nilai investasi terendah terjadi pada tahun 2012 dengan nilai
investasi mencapai US$ 133,69 juta.

Apabila dilihat dari rasio daya serap tenaga kerja, maka dapat dilihat
bahwa penyerapan tenaga kerja terbesar ada pada PMA. Meski demikian,
apabila melihat trennya maka dapat diketahui bahwa rasio daya serap tenaga
kerja pada PMA menunjukkan tren yang menurun, sedangkan pada PMDN
menunjukkan tren yang meningkat (Tabel 2.45).

Tabel 2.47. Hasil Kinerja Penanaman Modal di Kota Batam

2011 2012 2013 2014 2015
No Indikator . . . . .
Terdaftar | Realisasi | Terdaftar | Realisasi Terdaftar | Realisasi |Terdaftar| Realisasi Terdaftar Realisasi

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
A. | PMDN 65 2 201 4 106 22 48 25 38 19
B. |PMA 99 90 94 53 79 31 147 128 164 58
2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
A. | PMDN (Juta Rp) [112.235,27|112.987,93|603.936,11|143.955,05(2.589.496,04|251.326,27| 220,42 |112.225,60| 2.450.443 245.352
B. | PMA (Juta US$) N/A 167,10 N/A 133,69 351,23 10.146,50 | 968,11 281,73 |1.987.196.664 |460.225.794
3. Rasio daya serap tenaga kerja
A. | PMDN 1.067 316 201 286 1708 582 1699 870 832
B. |PMA 12016 9861 7205 8303 8303 2952 N/A N/A 3.040
4. | Kenaikan/ N/A 752,66 N/A -459.981 N/A -2.338.169 N/A -108.193 133.126

penurunan Nilai

Realisasi PMDN

(milyar rupiah)

Sumber : BPM dan PTSP

2.1.3.1.15.Urusan Kebudayaan

Pada tahun 2011, penyelenggaraan festival seni dan budaya yang
diadakan di Kota Batam hanya terjadi satu kali, dan meningkat hingga 10
festival pada tahun 2014, namun menurun menjadi 7 festival di tahun 2015.
Festival diselenggarakan sebagai wahana untuk dapat melestarikan seni dan
budaya yang ada di masyarakat Kota Batam. Selain itu, festival seni dan
budaya dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk menginap di Kota Batam

mengingat Kota Batam banyak dikunjungi wisatawan dari sejumlah negara.
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Namun banyaknya kunjungan wisatawan tidak disertai dengan meningkatnya
tingkat hunian hotel di Kota Batam.
Tabel 2.48. Hasil Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Batam

Tahun
2011 (2012 (2013|2014 | 2015

No. Indikator

Penyelenggaraan festival seni dan

1 1 7 4 10 7
budaya

o Sarana penyelenggaraan seni dan 0 0 0 0 0
budaya

3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar 0 0 0 0 0

Budaya yang dilestarikan
Sumber : Disparbud Kota Batam

2.1.3.1.16.Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup
manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian
pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing
untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Hasil kinerja
urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Batam dapat dilihat dari
penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga yang diselenggarakan
dari tahun 2011 sampai 2015. Untuk jumlah organisasi pemuda pada tahun
2015 tercatat sebanyak 56 organisasi, kemudian untuk jumlah organisasi
olahraga sebanyak 29 organisasi. Sedangkan fasilitas gelanggang/balai
remaja selama periode 2011-2015 tidak terdapat penambahan yakni hanya
memiliki 1 buah, kemudian fasilitas lapangan olahraga pada tahun 2015
tercatat 11 lapangan. Ketersediaan fasilitas olahraga dan balai remaja ini
sangat penting sebagai pusat aktivitas dari organisasi kepemudaan dan
olahraga untuk penyelenggaraan kegiatan organisasi dalam rangka
meningkatkan kemampuan para atlet dan kreativitas para pemuda. Dalam
konteks ini, penambahan fasilitas penunjang organisasi kepemudaan dan

olahraga menjadi sangat penting.
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Tabel 2.49. Hasil Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah
Kota Batam Periode 2011-2015

Tahun
No. Indikator
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 Jumlah organisasi pemuda N/A | N/JA | N/A 53 56
2 Jumlah organisasi olahraga 28 28 29 29 29
3 Jumlah kegiatan kepemudaan 6 8 9 13 13
4 | Jumlah kegiatan olahraga 2 3 8 10 10
) Gelanggang / balai remaja (selain milik 1 1 1 1 1
swasta)
6 Lapangan olahraga N/A 10 11 11 11

Sumber : Kanpora Kota Batam
2.1.3.1.17.Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada Tabel 2.48, dapat diketahui bahwa kegiatan pembinaan terhadap
LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah tidak
mengalami peningkatan sejak tahun 2012 sampai dengan 2015. Padahal
jumlah ormas di Kota Batam cukup banyak bahkan mencapai 328 ormas
pada tahun 2014, walaupun di tahun 2013 dan 2015 mengalami penurunan.
Sedikitnya kegiatan pembinaan ini berdampak pada sedikitnya kegiatan
kampanye dan sosialisasi ketahanan bangsa yang diselenggarakan. Bahkan,
pada pemilu tahun 2014, tingkat partisipasi masyarakat hanya sebesar 48%.

Tabel 2.50. Hasil Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kota Batam Periode 2011-2015

Tahun
No. Indikator
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 [Kegiatan pembinaan terhadap LSM, N/A 1 1 1 1
Ormas dan OKP
2 [Kegiatan pembinaan politik daerah 1 2 2 2 2
3 [Jumlah kampanye dan sosialisasi 1 3 3 3 4

ketahanan bangsa
4 [Tingkat partisipasi masyarakat dalam N/A | NJA | N/A 48 N/A
emilu
S5 Jumlah Ormas di Kota Batam N/A 139 32 328 56

Sumber : Kesbangpol Kota Batam

2.1.3.1.18.Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk pada periode
2011-2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, rasio jumlah Polisi
Pamong Praja per 10.000 penduduk sebesar 310, pada tahun 2015

-11.84-




PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

meningkat menjadi 795 per 10.000 penduduk. Kondisi ini juga disertai
dengan meningkatnya cakupan patroli petugas Satpol PP, dari 200 cakupan
patrol pada tahun 2011 menjadi 240 cakupan patroli pada tahun 2015.
Meskipun demikian, berdasarkan SPM cakupan patroli petugas Satpol PP
adalah sebanyak 3 kali dalam 24 jam, yang berarti sebanyak 1.080 kali dalam
satu tahun. Dengan demikian, cakupan patroli petugas Satpol PP di Kota
Batam belum mencapai standar. Untuk mengejar standar tersebut perlu
adanya peningkatan cakupan jumlah patroli oleh petugas Satpol PP dengan
cara melalui perekrutan personil baru 310 orang Satpol PP untuk 10.000
penduduk. Data mengenai rasio jumlah Satpol PP dan cakupan patroli
disajikan dalam Tabel 2.51.

Tabel 2.51. Hasil Kinerja Urusan Perangkat Daerah Satpol PP Pemerintah Daerah
Kota Batam Periode 2011-2015

q Tahun
No. Indikator 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 |[Rasio jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 310 310 316 544 795
enduduk
2 |Cakupan Patroli petugas Satpol PP 200 200 210 220 240

Sumber : Satpol PP Kota Batam
2.1.3.1.19.Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan. Dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan inisiatif dari
masyarakat untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi
dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat dan desa hanya bisa
terjadi apabila masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Pada
Tabel 2.52. dapat dilihat bahwa jumlah kelompok binaan Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
berprestasi dan PKK aktif dari tahun 2011 hingga 2015 tidak mengalami
peningkatan. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya administrasi
pencatatan yang dilakukan pada tingkat PKK kelurahan dan kecamatan atau
usaha pembinaan yang dilakukan oleh kader-kader PKK di lingkungan
wilayah kerja masing-masing masih belum maksimal. Untuk itu upaya

pendidikan danlatihan, pembinaan, sosialisasi serta monitoring dengan
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melibatkan kader-kader PKK di semua jenjang perlu terus dilakukan agar
tercipta kader-kader PKK yang punya motivasi tinggi serta profesional dalam
menjalankan perannya.

Tabel 2.52. Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015

Tahun
No. Indikator
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 |Rata-rata jumlah kelompok N/A N/A N/A N/A N/A
binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat
(LPM)
2 |Rata-rata jumlah kelompok 44 44 44 44 44
binaan PKK
3 |Jumlah LSM N/A | NJA | N/JA | N/A | N/A
4 |LPM Berprestasi 3 3 3 3 3
S |PKK aktif 64 64 64 64 64
6 |Posyandu aktif 30 34 38 N/A N/A
7 | Swadaya Masyarakat N/A N/A N/A N/A N/A
terhadap Program
pemberdayaan masyarakat
8 |Pemeliharaan Pasca Program N/A N/A N/A N/A N/A
pemberdayaan masyarakat

Sumber : PMPKUKM Kota Batam dan BPPPA-KB
2.1.3.1.20.Urusan Statistik

Buku Kota Batam Dalam Angka selama periode 2011-2017 selalu
tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor
pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian,
industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan
informasi terkait Kota Batam yang dapat digunakan baik oleh pemerintah
maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan
acuan dalam perencanaan. Namun berbeda dengan tahun sebelumnya, pada
Tahun 2017, Buku Kota Batam Dalam Angka dikeluarkan oleh BPS Kota
Batam. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kota Batam selama periode
2011-2016 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil
pembangunan ekonomi di Kota Batam. Informasi lebih lanjut dapat disimak

dalam Tabel 2.53.
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Tabel 2.53. Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Daerah Kota Batam
Periode 2011-2017

Tahun
No. Indikator
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1 Buku Batam Dalam Angka Ada ada ada ada ada Ada Ada
2 Buku PDRB Batam Ada ada ada ada ada Ada N/A

Sumber : Bapppeda Kota Batam
2.1.3.1.21.Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip
yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan
arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku di
Kota Batam pada tahun 2011 sudah mencapai 100%. Meskipun demikian,
dalam perspektif ke depan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)
pengelola kearsipan yang handal dan profesional perlu terus ditingkatkan
agar kualitas pengelolaan arsip selalu terjaga. Selama tahun 2011-2015 tidak
terdapat kegiatan dalam peningkatan SDM pengelola kearsipan, namun
kegiatan tersebut pernah dilakukan pada tahun 2009. Lebih lanjut informasi
mengenai kearsipan dapat dilihat dalam Tabel 2.54.

Tabel 2.54. Hasil Kinerja Urusan Kearsipan Pemerintah Daerah Kota Batam
Periode 2011-2015

. Tahun
i Indikator 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 |Pengelolaan arsip secara 100 100 100 100 100
baku (%)
2 |Peningkatan SDM pengelola - - - - -
kearsipan

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Batam
2.1.3.1.22.Urusan Komunikasi dan Informatika

Sistem komunikasi, informasi dan media massa di Kota Batam
ditunjang melalui  pengembangan  jaringan  komunikasi, kondisi
perkembangan wartel/warnet di masyarakat, perkembangan jumlah surat
kabar nasional/lokal, pengembangan informasi dan komunikasi melalui
penyiaran radio/TV lokal serta pembangunan website pemerintah daerah.

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini
website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Batam memiliki 54 website, salah satunya
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adalah http://www.batam.go.id/. Dalam website tersebut terdapat berbagai
informasi terkait Kota Batam yang dapat secara mudah diakses oleh
masyarakat.

Lebih jauh lagi, transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kota
Batam menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses
informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan
barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, layanan KTP, Kartu
Keluarga (KK), dan surat keterangan lainnya menjadi sebuah keharusan.
Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran pengelola
pemerintah kota diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan
Kota Batam dan meningkatkan kepercayaan publik kepada birokrasi.

Kebutuhan akan kemudahan akses internet bagi masyarakat Kota
Batam sudah dirasa cukup besar, hal ini sebagai implikasi dari
perkembangan Kota Batam sebagai pusat jasa dan industri modern. Sehingga
pembangunan jaringan internet yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kota
Batam menjadi pilihan strategis yang dapat dikembangkan untuk memenuhi
kebutuhan akses internet bagi masyarakat, dengan tetap mengedepankan
prinsip internet sehat.

Tabel 2.55. Hasil Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah
Daerah Kota Batam Periode 2011-2015

. Tahun
No. Indikator 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

1 |Rasio wartel/warnet terhadap | 0,054 | 0,061 | 0,077 | 0,025 | 0,128
penduduk

2 |Jumlah surat kabar 19 26 37 6 6
nasional /lokal

3 Jumlah penyiaran radio/TV 16 15 15 11 11
lokal

4 [Web site milik pemerintah 54 54 55 54 54
daerah

Sumber : Badan Kominfo Kota Batam
2.1.3.1.23.Urusan Perpustakaan

Ketersediaan perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan mutu
kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.
Berdasarkan tren, jumlah pengunjung perpustakaan dalam kurun waktu
2011-2015 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rata-rata pengunjung per
hari lebih dari 100 orang, hal ini menandakan animo masyarakat dalam

membaca cukup tinggi. Saat ini di Kota Batam hanya terdapat 1
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perpustakaan, namun demikian ada penambahan layanan perpustakaan
keliling dengan 2 unit mobil dan terdapat 8 pos perpustakaan yang tersebar
di 5 kecamatan. Dalam perspektif ke depan, fungsi perpustakaan sebagai
sumber informasi dan sumber ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan
masyarakat harus terus ditingkatkan. Informasi mengenai kinerja urusan
perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56. Hasil Kinerja Urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kota
Batam Periode 2011-2015

. Tahun
Ll e 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 Jumlah Perpustakaan 1 1 1 1 1

2 Jumlah pengunjung perpustakaan |54.720(57.600|57.600|60.480|60.810
er tahun (orang)
3 [Koleksi buku yang tersedia di 32.463|33.010(34.261|35.674|36.524
erpustakaan daerah (eksemplar)

Sumber : Arsip dan Perpustakaan Kota Batam

2.1.3.1.24.Pertanahan

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional
di Bidang Pertanahan merupakan wahana atau landasan dalam menciptakan
Sistem Pengelolaan Pertanahan Nasional yang mencakup konsepsi, kebijakan
dan sistem Pertanahan Nasional. Namun di sisi lain landasan pengelolaan
penatagunaan tanah yang ada di Pulau Batam masih mengacu pada
Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau
Batam, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang
Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di daerah Industri Pulau Batam telah
menetapkan memberikan hak pengelolaan kepada Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam terhadap seluruh areal tanah yang terletak di
Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias, Tanjung
Sauh, Ngenang dan Pulau Kasam sesuai dengan syarat-syarat/ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan, dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun
2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam,
Peraturan Presiden No 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan
Pelabuhan Bebas Batam.

Keberadaan kampung tua merupakan sejarah panjang bagi Batam
(Tanah Melayu) yang diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun lalu,

namun dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam
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membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan, di samping
memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang
pertanahan. Keberadaan perkampungan tua di Kota Batam terus mengalami
penggusuran, hal tersebut dikarenakan batas-batasnya tidak jelas dan tidak
terdokumentasikan secara tertulis.

Dalam upaya melestarikan dan mempertahankan kelestarian budaya
melayu, telah  dikeluarkan  Keputusan  Walikota ~Batam  Nomor
105/HK/III/2004 tanggal 23 Maret 2004, tentang Penetapan Wilayah
Perkampungan Lama/Tua di Kota Batam, yang kemudian ditindaklanjuti oleh
Pemerintah Kota Batam dengan melakukan pengukuran dan pemetaan
kampung tua yang ada di Kota Batam, dimana kegiatan ini telah dimulai
sejak tahun 2006 dan telah selesai dilakukan pada tahun 2011. Maksud dan
tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melestarikan kampung tua yang
bernuansa Melayu dan perlindungan hak masyarakat melayu.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengukuran dan pemetaan
kampung tua, telah dikeluarkan Keputusan Bersama Walikota Batam dan
Kepala BP Kawasan Batam Nomor Kpts 41/SKB/HK/I/2012 - Nomor
03/SKB/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Tim Penyelesaian Kampung
Tua di Kota Batam. Mulai tahun 2012-2014 telah dilakukan (1) kegiatan
verifikasi kampung tua di 33 lokasi kampung tua yang dilakukan oleh Tim
Verifikasi yang beranggotakan unsur-unsur BP Kawasan, RKWB (Rumpun
Khasanah Warisan Budaya), dan Pemko Batam, (2) kegiatan pemasangan
patok batas di 12 lokasi kampung tua (2014-2015) dan 21 lokasi kampung
tua (rencana tahun 2016), dan dilanjutkan dengan (3) kegiatan inventarisasi
lahan masyarakat perkampungan tua pada tahun 2015 di 13 lokasi kampung
tua dan pada tahun 2016 direncanakan dilaksanakan di 20 lokasi kampung
tua.

Sampai dengan tahun 2015, progres penyelesaian kampung tua di Kota
Batam telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan dan telah
ditetapkan Penetapan Lokasi (PL) Kampung Tua oleh BP Batam pada 7 (tujuh)
lokasi, yaitu Kampung Tua Nongsa Pantai, Batu Besar, Kampung Panau,
Tanjung Riau, Cunting, Sei Binti, dan Sei Lekop. Dari 7 (tujuh) PL Kampung
Tua yang telah diterbitkan, ada 2 (dua) PL yang tidak sesuai luasannya
dengan usulan Tim dan Hasil Kesepakatan antara Walikota Batam dan Ketua

BP Kawasan Batam yang difasilitasi oleh Gubernur Kepri, yaitu kampung tua
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Batu Besar dan kampung tua Kampung Panau.

komitmen pihak-pihak terkait terutama BP Kawasan Batam,

Penyelesaian kampung tua memerlukan kesungguhan, keseriusan, dan

sehingga

pengakuan hak masyarakat perkampungan tua dapat segera terwujud, serta

terjadinya peningkatan pemberdayaan masyarakat kampung tua. Selanjutnya

dilakukan pemberdayaan terhadap kampung tua tersebut melalui legalitas

lahan, penataan kampung tua, dan peningkatan infrastruktur pendukung

kemajuan kampung tua di berbagai bidang.

Tabel 2.57. Kampung Tua Kota Batam

Luas Verifikasi (H2) | gesepaka Tahun | Tahun
No |Nama Kampung PL BP |Verifikas|Inventari Keterangan
Pemko | Masy | Bp |tanTIM i sasi
1 [Nongsa Pantai 46,47 17,58 17,58 17,58 17,58 2012 2015 Sepakat
2 |Batu Besar 118,58 | 102,10 | 59,75 98,65 59,75 2012 2015 |Sepakat dengan
catatan
3 |[Kampung Panau| 89,38 22,00 17,43 22,00 17,43 2012 2015 |Sepakat dengan
catatan
4 [Tanjung Riau 16,44 | 43,40 23,80 | 23,80 23,01 2012 2015 Sepakat
5 |Cunting 8,01 8,01 6,98 6,98 6,98 2012 2015 Sepakat
6 [Sei Binti 10,86 10,86 6,01 6,01 6,01 2013 2015 Sepakat
7 |Sei Lekop 3,58 3,58 1,90 1,90 1,90 2013 2015 Sepakat
8 [Tiawangkang 10,17 9,84 9,84 9,84 - 2013 2015 Sepakat
9 [Bakau Serip 7,06 2,74 2,74 2,74 - 2013 2015 Sepakat
10 [Kampung Tereh | 17,01 9,76 9,76 9,76 - 2013 2015 Sepakat
11 [Tanjung Gundap| 117,39 | 14,88 8,88 14,88 - 2013 2015 |Sepakat dengan
catatan
12 [Teluk Lengung 30,98 | 37,98 | 30,98 | 37,98 - 2013 2015 |Sepakat dengan
catatan
13 [Setengar 70,73 70,73 70,73 70,73 - 2014 2016 Sepakat
14 Bagan 100,58 | 100,58 | 35,42 | 100,58 - 2014 2016 |Sepakat dengan
catatan
15 [Piayu Laut 93,82 93,82 14,38 14,38 - 2014 2016 |Sepakat dengan
catatan
16 [Patam Lestari 13,58 23,58 5,03 23,58 - 2014 2016 |Sepakat dengan
catatan
17 [Tembesi 23,05 23,05 10,65 23,05 - 2014 2016 |Sepakat dengan
catatan
18 [Telaga Punggur 11,54 6,37 5,37 6,37 - 2014 2016 |Sepakat dengan
catatan
19 Batu Merah 68,58 68,58 9,00 68,58 - 2014 2016 |Sepakat dengan
catatan
20 [Sei Tering 54,25 54,25 1,90 1,90 - 2014 2016 Sepakat
21 [Teluk Mata lkan | 77,67 77,67 8,95 36,52 - 2014 2016 |Sepakat dengan
catatan
22 [Dapur 12 10,79 10,03 5,53 10,03 - 2014 2016 |Sepakat dengan
catatan
23 [Kampung 96,85 | 135,60 - 96,85 - 2014 2016 Verifikasi BP
Melayu
24 [Kampung 180,33 | 50,78 - 50,78 - 2014 2016 Verifikasi BP
Tengah
25 [Kampung Jabi 110,81 | 110,81 - 110,81 - 2014 2016 Verifikasi BP
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Luas Verifikasi (Ha)  |gesenakn Tahun | Tahun
No [Nama Kampung tan TIM PL BP |Verifikas|Inventarii Keterangan
Pemko | Masy BP i sasi
26 [Tanjung Bemban| 165,46 | 68,22 - 68,22 - 2014 2016 Verifikasi BP
27 Bengkong Sadai | 38,42 | 38,42 - 38,42 - 2014 2016 Verifikasi BP
28 [Tanjung 32,50 | 34,00 - 32,50 - 2014 2016 Verifikasi BP
Sengkuang
29 Belian 20,71 | 20,71 0,30 20,71 - 2014 2016 | Belum Sepakat
30 [Tanjung Uma 55,82 | 80,00 | 60,80 | 80,00 - 2014 2016 | Belum Sepakat
31 [Panglong 4,05 34,40 4,05 34,40 - 2014 2016 |Sepakat dengan
catatan
32 [Tanjung 20,39 | 20,43 - 20,39 - 2014 2016 Verifikasi BP
Buntung
33 [Teluk Nipah 9,41 9,41 - 9,41 - 2014 2016 Verifikasi BP
34 Bengkong Laut | 43,90 | 43,90 - 43,90 - 2014 2016 Verifikasi BP

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Urusan Pertanian

Meskipun Kota Batam bukan merupakan wilayah pertanian, namun
terdapat beberapa kawasan yang digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas
pertanian palawija dan perkebunan. Adapun kontribusi sektor pertanian di
Kota Batam terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Hal ini menandakan adanya peningkatan produktivitas sektor
pertanian dan perkebunan selama periode 2011-2013. Pada periode yang
sama, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian tanaman pangan

turut meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58. Hasil Kinerja Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kota Batam
Periode 2011-2015

q Tahun
No | Indikator 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 [Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (Juta Rupiah)
IA. Atas dasar harga | 1,110.58 1,214.15 1,333.99 N/A N/A
berlaku (ADHB)
B. Atas dasar harga 597.50 603.53 614.27 N/A N/A

konstan (ADHK)
2 [Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (Juta Rupiah)

IA. Atas dasar harga 22,992.93 | 24,954.05 | 27,105.09 N/A N/A
berlaku (ADHB)
B. Atas dasar harga 11,843.42 | 11,962.55 | 12,127.63 N/A N/A

konstan (ADHK)
3 [Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian Tanaman Pangan
Jumlah | 5737 [ 5900 | 6,846 | 9328 | 6,418
Sumber : BPS Kota Batam dan Dinas KP2K
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2.1.3.2.2. Urusan Kehutanan

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya kehutanan meliputi kegiatan
penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-
getahan serta akar-akaran, termasuk juga kegiatan perburuan. Komoditi hasil
kehutanan diantaranya adalah; kayu gelondongan (baik yang berasal dari
hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, arang, bambu,
terpentin, kopal, menjangan, babi hutan serta hasil hutan lainnya.

Tabel 2.59. Hasil Kinerja Urusan Kehutanan Pemerintah Daerah Kota Batam
Periode 2011-2015

. Tahun
No. Indikator 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 [Kontribusi sektor
kehutanan terhadap PDRB
(Juta Rupiah)
A. Atas dasar harga 4,048.33 | 4,283.26 | 4,515.41 N/A N/A
berlaku
B. Atas dasar harga 1,761.22 | 1,762.13 | 1,762.66 N/A N/A
konstan

Sumber : BPS Kota Batam

Adapun kontribusi sektor kehutanan di Kota Batam terhadap PDRB
cenderung mengalami peningkatan dilihat dari harga konstan. Hal ini dapat
bermakna adanya peningkatan produktivitas sektor kehutanan selama

periode 2011-2013.

2.1.3.2.3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Aktivitas pertambangan di Kota Batam berupa penggalian dan
pemotongan lahan (cut and fill untuk keperluan pembangunan jalan,
perumahan, dan infrastruktur lainnya. Adapun kontribusi sektor
pertambangan di Kota Batam terhadap PDRB pada periode 2011-2013
mengalami peningkatan setiap tahunnya (Tabel 2.60.). Hal ini bermakna
adanya peningkatan produktivitas sektor pertambangan selama periode

tersebut.
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Tabel 2.60. Hasil Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015

dik Tahun
Ne. Indikator 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 [Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (Juta Rupiah)
A. Atas dasar harga 57,337.00|64,584.40 | 72,160.15 N/A N/A
berlaku
B. Atas dasar harga 39,137.46 | 39,532.75 | 39,856.92 N/A N/A
konstan

Sumber : BPS Kota Batam
2.1.3.2.4. Urusan Pariwisata

Kota Batam merupakan salah satu kota destinasi wisata unggulan
Provinsi Kepulauan Riau, nasional bahkan internasional. Kota Batam
menempati urutan ke 3 dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak
setelah Bali dan Jakarta. Pada tahun 2015, jumlah kunjungan wisatawan ke
Kota Batam sebanyak 1,5 juta jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.61. Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Tahun 2013 — 2017 (orang)

Periode 2013 2014 2015 2016 2017
Januari 89,250 119,054 114,478 116,990 135,046
Februari 105,380 97,445 119,642 130,135 100,329
Maret 120,271 122,019 124,019 131,598 132,551
April 93,163 111,929 125,816 131,325 139,361
Mei 109,335 115,323 148,920 139,473 117,372
Juni 126,277 140,218 132,569 127,104 130,541
Juli 91,056 101,996 109,931 109,839 122,869
Agustus 112,340 111,455 134,540 105,786 124,044
September 108,215 113,090 117,089 120,780 122,835
Oktober 103,511 126,169 123,750 119,800 117,589
November 123,835 123,505 124,983 112,771 124,833
Desember 153,797 171,907 170,081 164,602 197,347
Januari- 1,336,430 1,454,110 1,545,818 1,432,472 1,564,717
Desember

Jumlah kunjungan wisman ini secara langsung akan meningkatkan
nilai tambah pada sektor perdagangan, hotel, restoran, transportasi, hiburan
dan rekreasi yang pada akhirnya akan meningkatkan PDRB Kota Batam.
Adapun kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kota Batam periode 201 3-
2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun sempat menurun di
tahun 2016 namun kembali meningkat di tahun 2017. Secara rinci dapat
dilihat pada Tabel 2.62. di bawah ini.
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Tabel 2.62. Hasil Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kota Batam
Periode 2011-2015

Tahun
2014 | 2015 | 2016 | 2017

No. Indikator
2013 |

1 |Kunjungan wisata

Jumlah (jiwa) | 1,336,430 | 1,454,110 | 1,545,818 | 1,432,472 |1,564,717

2 | Kontribusi Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (Juta Rupiah)

A. Atas dasar harga | 2.039.847.50 | 2.340.479.31 | 2.683.980.19 | 2.934.734.80 N/A
berlaku (ADHB)

B. Atas dasar harga | 1.773.175.42 | 1.932.421.12 | 2.056.852.83 | 2.182.535.91 N/A
konstan (ADHK)

Sumber : BPS Kota Batam

2.1.3.2.5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kegiatan sektor kelautan dan perikanan di Kota Batam meliputi semua
kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya segala jenis ikan dan biota
air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun air asin. Komoditi
perikanan mencakup berbagai jenis ikan, antara lain :

» Kelompok pelagis (ikan tongkol krai dan tenggiri);

» Kelompok pelagis kecil (ikan teri, selar, kembung, tembang dan gulamah);

» Kelompok ikan demersal (manyung, bawal putih, bawal hitam, belanak,
dan kakap putih);

» Kelompok ikan karang (kakap merah/ bambangan, ekor kuning/ pisang-
pisang, kerapu karang, ikan baronang dan lencam);

» Kelompok crustacea (udang putih, kepiting dan rajungan);

» Kelompok moluska (cumi-cumi dan sotong).

Jumlah produksi perikanan di Kota Batam mengalami peningkatan,
tahun 2011 sebesar 28.440 ton, meningkat menjadi 32.838,36 ton pada
tahun 2015. Hal ini juga diikuti dengan pertambahan jumlah Rumah Tangga
Perikanan (RTP) baik perikanan tangkap, maupun perikanan budidaya.
Dalam konteks ini, peningkatan produksi perikanan perlu didukung dengan
usaha pengolahan dan pemasaran yang baik agar dapat meningkatkan nilai
tambah bagi pendapatan RTP. Selain itu, kontribusi sektor perikanan
terhadap PDRB Kota Batam pun mengalami peningkatan pada periode 2009-
2013. Adapun informasi lebih spesifik dapat dilihat pada Tabel 2.63 di bawah

ini.
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Tabel 2.63. Hasil Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah
Kota Batam Periode 2011-2015

Tahun
No Indikator
2011 2012 2013 2014 2015
1 |Produksi 28.440,00 | 28.533,00 |30.249,00|32.513,23| 32.838,36
perikanan(ton)
A. Perikanan Tangkap 26.220,00 | 26.293,00 |27.897,00|30.095,61| 30.396,56
B. Perikanan Budidaya 2.220,00 2.240,00 2.352,00 | 2.417,62 2.441,80
2. Jumlah rumah tangga perikanan
A. Perikanan Tangkap 9.492 9.501 14.134 14.155 14.297
B. Perikanan Budidaya 2.717 2.732 5.292 5.436 5.590
3 [Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (Juta Rupiah)
A. Atas dasar harga 241.031,65| 254.384,80 [276.592,60, N/A N/A
berlaku (ADHB)
B. Atas dasar harga 150.738,07 | 151.230,99 [153.590,19 N/A N/A
konstan (ADHK)

Sumber : BPS Kota Batam dan Dinas KP2K

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor KEP.39/MEN/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 Tentang
Penetapan Kawasan Minapolitan, Kota Batam merupakan salah satu Kota
yang ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan dari 223 Kabupaten/Kota di
Indonesia.

Berdasarkan kajian teknis, pusat minapolis di Kota Batam terletak di
Pulau Galang Baru, sedangkan pada hirarki Il berada pada Pulau Karas Besar
dan Pulau Abang Kecil sebagai penunjang dari sarana dan prasarana sub
pusat minapolis dan hirarki III berada pada Pulau Nguan, Pulau Sembur dan
Pulau Mubut laut sebagai sentra penghasil produk perikanan. Pada awalnya
penerapan kawasan minapolitan di Kota Batam sampai saat ini belum bisa
dilaksanakan karena terkendala belum adanya Rencana Zonasi Wilayah
Pulau-Pulau (RZWP) Kecil dan Daerah Pesisir, namun pada tahun 2015 ini
RZWP ini sedang dalam pengerjaan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan BSPL Padang. Diharapkan
dengan adanya RZWP ini nantinya program minapolitan di Kota Batam dapat
dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan produksi sektor perikanan di

Kota Batam.
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2.1.3.2.6. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota
Batam dan terus menunjukkan tren meningkat. Hal tersebut ditunjukkan
oleh besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Batam. Jika
pada tahun 2011 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)
mencapai 25,23 %, maka di tahun 2013 kontribusinya meningkat menjadi
26,69 %. Ekspor bersih perdagangan Kota Batam menunjukkan peningkatan
volume selama periode 2011-2015. Informasi lebih lanjut dapat disimak
dalam Tabel 2.64.

Tabel 2.64. Hasil Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kota
Batam Periode 2011-2015

Tahun
No. | Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
Rp | % Rp | % Rp | % |Ro| % |[Rp | %
1 [Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
A Atasdasar | 13.277.399,69 25,23 ]14.907.864,37 25,86 | 17.494.378,83 26,69 | N/A | N/A | N/A | N/A
harga
berlaku
B. Atasdasar | 7.265.289,04/ 24,11 | 8.008528,1124,89| 8763.732,3125,74| N/A | N/A | N/A | N/A
harga
konstan
2 |EksporBersih Perdagangan (berat bersih; Kg)
Jumlah \ 4.865.067.078 | 4939.779.716 5.823.077.945 \5.412.016.814\6.730.694.968

Sumber : BPS Kota Batam
2.1.3.2.7. Urusan Perindustrian

Sektor perindustrian merupakan sektor yang berkontribusi paling
besar terhadap perekonomian Kota Batam. Namun pada periode 2011-2013
kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Batam mulai mengalami
sedikit perlambatan. Tahun 2011 tercatat kontribusi sektor perindustian
sebesar 57,85%, pada tahun 2013 menurun menjadi 55,65%. Hal ini dapat
dikarenakan relatif lebih tingginya pertumbuhan sektor lain terhadap PDRB
mengakibatkan kontribusi sektor industri mengalami penurunan. Sementara
itu kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB Kota Batam juga

mengalami perlambatan dari tahun 2011-2013.
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Tabel 2.65. Hasil Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kota
Batam Periode 2011-2015

Tahun
No. | Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
Rp % Rp % RP | % |[RP| % |RP | %
1 [Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
A. Atasdasar (30.445.651,54| 57,85 |32.639.824,07| 56,62 [36.480.590,19 55,65| N/A | N/A | N/A | N/A
harga
berlaku
B. Atasdasar |18.285.883,65| 60,69 |19.278.915,85 59,92 [20.087.875,16/ 58,99 | N/A | N/A | N/A | N/A
harga
konstan
2 |Kon1:ribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (Juta Rupiah)
A.  Atas dasar 1.942.896,31 2.030.715,23 2.253.484,69 N/A N/A
harga
berlaku
B. Atasdasar 1.041.162,70 1.071.939,47 1.110.743,67 N/A N/A
harga
konstan

Sumber : BPS Kota Batam

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing
daerah adalah kapasitas untuk menarik pelaku ekonomi baik di dalam
maupun di luar Kota Batam untuk melakukan aktivitas ekonomi di Kota
Batam yang dapat menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing
daerah. Ada beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan
daya saing daerah, yaitu iklim yang kondusif, keunggulan komparatif dan
keunggulan kompetitif. Di samping itu, untuk meningkatkan daya saing,
beberapa indikator yang perlu diperhatikan antara lain kondisi makro
ekonomi, di mana indikator daya saing dilihat dari beberapa aspek seperti
pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian
keseimbangan neraca antara ekspor dan impor serta tersedianya fasilitas dan
kualitas infrastruktur yang mencukupi.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan
ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah
adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator
ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang
menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin
besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan

kemampuan ekonomi daerah. Adapun rasio pengeluaran konsumsi rumah
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tangga per kapita di Kota Batam pada periode 2011-2015 menunjukkan tren
yang meningkat. Pada tahun 2012, rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita
sebesar 14,62 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 18,41. Begitu juga
dengan rasio pengeluaran konsumsi non pangan per kapita menunjukkan
tren yang meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran konsumsi
rumah tangga di Kota Batam lebih banyak digunakan untuk memenuhi
kebutuhan non pangan, dengan kata lain secara umum masyarakat kota
kesejahteraannya semakin meningkat. Rasio konsumsi rumah tangga per
kapita dapat dilihat pada tabel 2.66.
Tabel 2.66. Rasio Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2011-2015

Tahun
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 |Rasio Pengeluaran Konsumsi RT N/A 14,62 | 15,79 | 18,84 | 18,41
Per Kapita
2 |Rasio Pengeluaran Konsumsi Non | N/A 8,72 8,91 7,66 10,49
Pangan Per kapita

Sumber : BPS, Susenas 2012-2015 (dikutip dari buku indikator sosial Kepulauan Riau 2011-
2015) diolah

No. Indikator

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur
2.1.4.2.1. Perhubungan

Salah satu indikator perhubungan terkait dengan daya saing adalah
pergerakan lalu lintas barang dan jasa. Di Kota Batam, pergerakan lalu lintas
orang dan barang diukur dari aktivitas di Bandar udara dan pelabuhan.
Aktivitas pergerakan lalu lintas orang dan barang pada bandar udara periode
2011-2015 Kota Batam mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, jumlah
penumpang yang datang, berangkat dan transit sebanyak 2.336.108 orang
dan pada tahun 2015 telah terjadi peningkatan sehingga menjadi sebanyak
5.030.785 orang. Begitu juga dengan lalu lintas barang. Jumlah barang yang
muat dan bongkar pada tahun 2011 hanya sebanyak 20.045 ton, pada tahun
2015 telah meningkat menjadi 38.335 ton.

Lalu lintas orang dan barang juga terjadi melalui pelabuhan laut. Pada
tahun 2011 jumlah penumpang antar pulau (interinsulir) dan penumpang
luar negeri pada pelabuhan laut hanya sebanyak 4.647.093 orang dan lalu
lintas barang melalui kapal laut hanya sebesar 10.052 ton tetapi pada tahun
2015 lalu lintas orang melalui kapal laut telah meningkat menjadi 8.777.919

orang dan lalu lintas barang telah meningkat menjadi 11.250 ton. Secara
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lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67. Lalu Lintas Orang dan Barang Pada Pelabuhan Laut dan Bandar
Udara Kota Batam

2011 2012 2013 2014 2015
Uraian barang barang barang barang barang
Orang | won) | O™ | ton) | ™8 | (ton) | ™8 | ton) | ™8 | (ton)

Pelabuhan  |4.647.093|10.052| 7.708.012|10.329| 8.229.844 | 12.080( 8.717.652|11.250| 8.777.919|11.250
Laut

Bandara 2.336.108/20.045| 3.762.352 | 35.529| 4.213.412|35.434| 4.772.873|33.116| 5.030.765 | 38.335

Jumlah 6.983.201/30.097|11.470.364{45.85812.443.256,47.514(13.490.525/44.366|13.808.684{49.585

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Batam dan BPP Laut BP :
2.1.4.2.2. Penataan Ruang

Penataan ruang di daerah sangat penting untuk mewujudkan
keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan
wilayah di sekitarnya. Pola ruang dan struktur ruang Kota Batam juga
membutuhkan pembenahan secara matang dan holistik agar mampu
menopang perkembangan kehidupan masyarakat. Suatu kota harus mampu
berfungsi sebagai tempat untuk hidup (to live), bekerja (to work), dan bermain
(to play), sehingga kelancaran mobilitas masyarakat yang tinggal di kota
tersebut harus menjadi perhatian dan ketersediaan infrastruktur yang
berkualitas baik menjadi hal yang utama. Oleh karena itu, diperlukan
perencanaan dan pengendalian yang komprehensif dalam pemanfaatan ruang
kota.

Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan,
pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya berfokus pada
ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman
dalam proses pembangunan secara umum. Indikator tersedianya dokumen
perencanaan tata ruang ialah adanya Peraturan Daerah mengenai Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pengaturan mengenai RTRW Kota Batam sampai
dengan tahun 2015 belum ditetapkan. Meskipun demikian Kota Batam telah
menyusun draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2011-2031.
Adapun informasi luas wilayah penataan ruang Kota Batam disajikan dalam
Tabel 2.68.
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Tabel 2.68. Informasi Luas Wilayah Penataan Ruang Kota Batam

q Tahun
No. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
1 [Luas hutan yang Dapat di 30.537 30.537 22.028 22.004 4.116
Konversikan (Ha)
2 |[Luas Hutan Produksi (HP & 14.205 14.205 14.038 14.037 11.619
HPT)
3 [Luas hutan Lindung (Ha) 13.643 13.643 18.258 14.846 20.944
4 |Luas Wilayah Industri (Ha) 7.249 7.249 7.249 7.249 7.249
5 [Luas Wilayah Perkotaan 21.550 21.550 21.976 26.302 26.046

Sumber : Bappeda Kota Batam
2.1.4.2.3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
2.1.4.2.3.1. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang
Perekonomian daerah sangat tergantung dari ketersediaan fasilitas jasa
perbankan yang digunakan untuk transaksi ekonomi antar pelaku usaha.
Jumlah kantor bank di Kota Batam mengalami peningkatan pada periode
2011-2015. Hal ini diketahui dari pertambahan jumlah bank beserta kantor
cabangnya. Tahun 2011, terdapat 60 bank dengan 188 kantor cabang
danpada tahun 2015 jumlah bank meningkat menjadi 70 dengan 236 kantor
cabang (Tabel 2.66).

Tabel 2.69. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang di Kota Batam
Tahun 2011-2015

o Deskrinsi 2011 2012 2013 2014 2015
°- eskripst Bank |[Cabang|Bank |Cabang|Bank|Cabang| Bank|Cabang|Bank | Cabang
I. Bank Umum 31 145 32 220 32 138 39 155 41 191
1 |Bank Persero 4 65 5 112 4 61 4 61 4 91
2 Bank Devisa 22 67 22 81 18 55 25 72 28 79
3 |Bank non Devisa 1 3 1 5 2 7 2 7 3 5
4 Bank 2 8 2 20 3 8 3 8 2 12
Pembangunan
Daerah
5 [Bank 2 2 2 2 5 7 5 7 4 4
Asing&Campuran
II. Bank Perkreditan| 27 40 40 58 40 68 42 71 29 45
Rakyat
1. [Konvensional 29 43 42 61 42 71 40 68 27 43
2. [Syariah 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2
Jumlah Total 60 188 74 281 74 209 81 226 70 236

Sumber : Bank Indonesia
2.1.4.2.3.2. Jumlah Kamar Hotel Dan Rata-Rata Hunian Kamar

Pada tahun 2011, jumlah kamar hotel di Kota Batam tercatat sebanyak
9.317 kamar, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 12.548 kamar.

Sementara itu, selama periode 2011-2015, rata-rata tingkat hunian kamar
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hotel berbintang sedang yaitu 51,7 persen. Tingkat hunian kamar tertinggi
terjadi pada tahun 2014 dengan tingkat hunian kamar hotel sebesar 57
persen, dengan kata lain terdapat 4.721 kamar hotel yang tidak dihuni dari
10.980 kamar. Informasi perkembangan perhotelan dalam grafik dapat dilihat
pada Gambar 2.47.
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Gambar 2.47. Perkembangan Perhotelan di Kota Batam
Sumber : Dispenda Kota Batam

2.1.4.2.3.3. Komunikasi dan Informatika

Jumlah pelanggan RT yang tersambung listrik, daya tersambung, dan
jumlah penjualan daya listrik menunjukkan tren meningkat selama periode
2011-2015 (Tabel 2.70). Hal ini berpengaruh positif terhadap kegiatan
ekonomi penduduk Kota Batam, karena listrik merupakan elemen dasar yang

mendukung aktivitas manusia.

Tabel 2.70. Indikator Urusan Sarana Kelistrikan

. Tahun
No. Indikator 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

1 Jumlah pelanggan Rumah 189,069 | 194,351 | 192,580 | 191,766 | 190,667
Tangga

2 Daya Tersambung (KVA) 317,222 | 335,990 | 338,458 | 341,182 | 343,412
Rumah Tangga

3 Jumlah Penjualan (MWA) 419,983 | 493,957 | 539,488 | 582,735 | 603,858
Rumah Tangga

Sumber : PT. PLN Batam
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2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1. Angka Kriminalitas dan Jumlah Demonstrasi

Iklim investasi di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat
keamanan dan ketertiban yang ada, sehingga upaya menjaga keamanan dan
ketertiban, seperti tindakan penanggulangan kriminalitas, serta upaya
mengurangi demonstrasi merupakan salah satu aspek strategis yang perlu
dilakukan untuk mewujudkan stabilitas daerah. Angka kriminalitas di Kota
Batam pada tahun 2012 sebesar 467 kasus dan meningkat menjadi 1.167
pada tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan kondisi perekonomian yang
terus menurun, ditambah dengan banyaknya pengurangan tenaga kerja dan
pencari kerja baru yang datang dari luar Kota Batam yang bila tidak
tertampung berpotensi menjadi pengangguran. Selain itu, jumlah aksi
demonstrasi mengalami peningkatan dari 29 pada tahun 2012, menjadi 40 di
tahun 2015. Jumlah demo di Kota Batam biasanya berkaitan dengan aspirasi
buruh untuk penyesuaian Upah Minimum Kota Batam, dan beberapa kasus

berkaitan dengan lahan serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan

pemerintah.
Tabel 2.71. Tindak Pidana dan Demonstrasi di Kota Batam
. Tahun
No. [ECHD NS 2012 2013 2014 2015
1 Tindak Pidana 467 690 862 1.167
2 Jumlah demonstrasi 29 48 65 40

Sumber : Polresta Barelang dan Satpol PP Kota Batam

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia
2.1.4.4.1. Ketenagakerjaan
2.1.4.4.1.1. Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah
adalah menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi
tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka kualitas SDM dapat semakin baik.
Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia
untuk mengisi kesempatan kerja di Kota Batam. Kualitas tenaga kerja pada
suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah
menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2011-2015
cukup berfluktuasi. Pada tahun 2011, rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Batam
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mencapai 3,44. Pada tahun tahun 2012, rasio lulusan S1/S2/S3 merupakan
rasio lulusan tertinggi yaitu sebesar 3,55. Pada tahun 2013, rasio lulusan
S1/S2/S3 mengalami sedikit penurunan menjadi 3,37. Pada tahun 2015,
rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Batam sebesar 3,34. Hal ini bermakna bahwa
terdapat 334 orang lulusan S1/S2/S3 dari 10.000 penduduk Kota Batam.
Tabel 2.72. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Batam Tahun 2011-2015

- Indik Tahun

o ndikator 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah lulusan

1 k1/52/53 39.114 42.191 38.291 33.643| 34.668

2 Jumlah Penduduk 1.137.894| 1.187.574| 1.135.412| 1.030.528| 1.037.187

3 [Rasio lulusan S1/S2/S3 3,44 3,55 3,37 3,26 3,34

Sumber : Disnaker Kota Batam (data diolah)

2.1.4.4.2. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan untuk
melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju (produktivitas
penduduk yang tinggi) atau daerah berkembang (produktivitas penduduk
yang rendah). Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting.
Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi
beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai
hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu,
semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang
ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum
produktif/tidak produktif lagi.

Usia ketergantungan penduduk di Kota Batam dibagi ke dalam 2 (dua)
kelompok, yakni kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) dan penduduk
usia tidak produktif (usia <15 tahun dan >64 tahun). Pada periode 2011-
2015, rasio ketergantungan di Kota Batam mengalami peningkatan. Hal ini
dapat diketahui dari rasio tahun 2011 sebesar 32,19 menjadi 46,21 di tahun
2015 (Tabel 2.73). Dengan demikian, setiap 100 orang penduduk produktif
mempunyai tanggungan sebanyak 32 orang pada tahun 2011, sementara 100

orang di tahun 2015 mempunyai tanggungan 46 orang.
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Tabel 2.73. Rasio Ketergantungan Kota Batam Tahun 2011-2015

Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 |Jumlah Penduduk Usia tidak | 276.241 | 291.343 | 285.288 | 284.236 | 375.754
produktif (Usia <15 tahun +
Usia >64 tahun)

No. Indikator

2 |Jumlah Penduduk Usia 858.261 | 896.231 | 850.124 | 746.292 | 813.231
Produktif (15-64 thn)
3 | Rasio Ketergantungan 32,19 32,51 33,56 38,09 46,21

Sumber : Rencana Tenaga Kerja Kota Batam 2015-2019 (data diolah)

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Indikator Kinerja RKPD 2018
terhadap RPJMD Kota Batam 2016-2021 Triwulan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap
hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam hal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah,
dokumen rencana yang dihasilkan memberikan arah kebijakan jangka
panjang hingga program pembangunan daerah jangka menengah. Jika
perhatian diarahkan pada pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan
lebih nyata, maka akan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka
pendek atau rencana pembangunan tahunan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang disusun
benar-benar  dipedomani  sebagai acuan untuk = penyelenggaraan
pembangunan, fokus perhatian perlu di arahkan pada perencanaan
pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dalam hal perencanaan
tahunan, maka fokus perhatian sebagai lingkup kajian di arahkan pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan
untuk mengetahui dan nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah
dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam lingkup nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan
balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan rencana
pembangunan tahun berikutnya.

Secara umum faktor penyebab kurangnya capaian target di beberapa
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kegiatan adalah kegiatan yang bersumber pada dana keistimewaan memiliki
keterbatasan waktu dalam pelaksanaan, sehingga tidak semua keluaran
dapat terpenuhi. Selain itu ada beberapa kegiatan fisik yang tidak selesai di
akhir tahun serta adanya beberapa kegiatan yang waktu pelaksanaannya
tergantung dari pemerintah pusat.

Deviasi keuangan pada umumnya disebabkan karena
kebijakan/regulasi seperti SE Menpan No. 11/2014 tentang pembatasan
kegiatan /rapat di luar kantor, sisa lelang, sisa pembelian/pembayaran (selisih
pembelian ATK, sisa perjalanan dinas, tagihan listrik, telepon, air,
pemeliharaan peralatan/kendaraan dinas) serta penganggaran melebihi
kebutuhan sebenarnya/melebihi ASB dan atau SHBJ.

Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya
pada dasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan
prioritas-prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga keberadaan
kegiatan yang capaian fisiknya kurang dari 100% akan berdampak tidak
optimalnya capaian prioritas yang terkait dalam RPJMD.

Dalam penyusunan Perubahan - Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Batam tahun 2018 turut mempertimbangkan hasil evaluasi
capaian program dan indikator kinerja RKPD Tahun 2018 Triwulan 1 dan 2.
Berikut adalah hasil evaluasi capaian program dan indikator kinerja RKPD
Tahun 2018 berdasarkan kelompok urusan non urusan, penunjang urusan

pemerintahan serta urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagai berikut:.

2.2.1. Non Urusan

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II masih dalam kondisi
baik sebesar 32,12 % (tinggi) dengan realisasi keuangan 40% yang
dilaksanakan dalam 2 (dua) program yang merupakan program rutin semua
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam. Dua indikator program termasuk
dalam predikat kinerja tinggi, yaitu:

1. Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan alokasi
dana Rp. 394.732.700.234,00 dengan realisasi Rp. 191.778.655.154,00
(48,58%) dengan indikator kinerja :

Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah Kota Batam realisasi 40%.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan alokasi dana
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Rp. 86.947.764.331,00 dengan realisasi Rp. 13.612.349.066,00 (15,66%)
dengan indikator kinerja :
Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah realisasi 40%.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada non urusan dapat dilihat
pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74. Evaluasi Hasil RKPD pada Non Urusan
s.d Triwulan II Tahun 2018

. Tingkat Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran RKPD. |- Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan dan Unit PD
Program / RPIMD 2016-2021 Tahun 2018 RKPD. Tingkat Capaian Kinerja dan
Nol iopiatan | Prosram (outcome)/| O o) Kinerja RPIMD yang dievalunsi 2018 e PO 20ia | AngBaranRKPDs/dTahun2018 | Realisasi Anggaran | Penanggung
Kegiatan(output) 5/d RKPD 2017 A RPIMD s/d Tahun 2018 Jawab
1 2 3 a 5 6 7 8=(7/6)*100% 9=5+7 10=(9/4)x100% 15
Vol Dana Vol Dana Volume Dana Vol Dana Vol Dana Vol Dana Vol Dana
1|Program HEHHEE R 100,00% 304.802.364.473 100% 394.732.700.234 40%| 191.778.655.154 40%)| 48,58 28,00%| 496.581.019.626,64 28,00%) 25,29
Peningkatan
Pelayanan
| Administrasi
Tersedianya 100% |Rp. 0.00 100,00% 304.802.364.473 100% 394.732.700.234 40% | 191.778.655.154 40% 48,58 28,00% | 496.581.019.626,64 28,00%) |Seluruh PD
administrasi
\perkantoran yang
menunjang tugas
lpokok dan fungsi PD
Kota Batam
2|Program 424.307.000.000 100,00% 58.422.668.395 100% 86.947.764.331 40% 13.612.349.066 40%)| 15,66 28,00%| 72.035.017.461,00 46,67%| 16,98
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
|Aparatur
dan 60% |Rp. 0.00 100,00% 58.422.668.395 100% 86.947.764.331 40% 13.612.349.066 40% 15,66 28,00% 72.035.017.461,00 46,67% |Seluruh PD
terpeliharanya
sarana dan
\prasarana aparatur
lyang mendukung
(elancaran tugas
dan fungsi
Pemerintah
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 40%| 32,12 37%) 21,13
Predikat Kinerja
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Merupakan program rutin tahunan RPJMD yang oleh tiap PD
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -
Tindak lanjut yang diperlukan untuk RKPD berikutnya : Realisasi keuangan yang masih belum sesuai dengan RPP (perlu dari setiap PD)
PREDIKAT KINERJA RKPD 5/D TW Il
a1
3140
2130 SEDANG
1120
<10

Secara umum capaian kinerja pada non urusan sudah sesuai dengan
target, dan tidak menemukan hambatan dalam pelaksanaannya. Dikarenakan
program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah Kota Batam.

2.2.2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2.2.2.1. Urusan Pendidikan

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan 2 dalam kondisi rendah
sebesar 0% (sangat rendah) dengan realisasi keuangan 8,76% yang
dilaksanakan dalam 4 (empat) program yaitu :

1. Program wajib belajar pendidikan dasar dengan alokasi dana

Rp.61.697.198.074,- dengan realisasi Rp.5.937.639.336,- (9.62%) dengan
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indikator kinerja:

» APK SD;

APM SD;

APK SMP;

APM SMP;

Persentase SD/SDLB berakreditasi B;
Persentase SMP/SMPLB berakreditasi A;
Persentase SMP/SMPLB berakreditasi B;
Angka Putus Sekolah SD;

Angka Putus Sekolah SMP;

Tingkat Kelulusan SD;

Tingkat Kelulusan SMP.

YV V V V V V V V V V

2. Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dengan
alokasi dana Rp.4.200.000.000,- dengan realisasi Rp.890.951.050,-
(21.21%) dengan indikator kinerja :

» APK PAUD;
» APM PAUD;
» Persentase TK berakreditasi A;
» Persentase TK berakreditasi B.

3. Program peningkatan mutu dan manjemen pelayanan kependidikan
dengan alokasi dana Rp.5.322.000.000,00 dengan realisasi Rp.0,00 (%)
dengan indikator kinerja :

» Guru SD/SDLB Standar Kompetensi Minimum (SKM) Nasional;
» Guru SMP/MTS Standar Kompetensi Minimum (SKM) Nasional;
» Guru SMA/SMALB Standar Kompetensi Minimum (SKM) Nasional;
» Guru SMK dengan Standar Kompetensi Minimum (SKM) Nasional.

4. Program penyediaan bantuan pendidikan yang efektif dengan alokasi dana
Rp.2.569.800.000,00 dengan realisasi Rp.0,00 (%) dengan indikator
kinerja :

» Masyarakat yang lulus masuk PTN Negeri yang dibiayai untuk
pengentasan pendidikan S1.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada Urusan Pendidikan dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 2.75. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pendidikan
s.d Triwulan II Tahun 2018

Program Wajib 207.392.000.000 23.071.405.053 61.697.198.074 -| s937.639.336 ) 34.724.562.330 16,74%|
Belajar
Pendidikan Dasar
lapk sp 106.555 10469| 6.735.240.903 |  102.235| 24.495.053.074 o|  2994.914.901 12,23 10469 | 9.730.155.844 0,10% DINAS PENDIDIKAN KOTA
BATAM
laPm sp 95,25 95,28 0 92,25|  1.200.000.000 0 - 0,00 95,28 - 200,03% DINAS PENDIDIKAN KOTA
BATAM
|apk s 96,75 98,73| 16.336.164.150 93,51| 18.223.800.000 0 933.700.000 512 98,73 | 17.269.864.150 |  102,05% DINAS PENDIDIKAN KOTA
BATAM
lapm s 93,75 79,09 0 90,75[  1.520.000.000 0 3.000.000 020 79,09 3.000.000|  84,36% DINAS PENDIDIKAN KOTA
BATAM
[Persentase 5D/ sDLB 0,6791 0 43,77 - 0 - 0,00 - 0,00% DINAS PENDIDIKAN KOTA
itasi B BATAM
[Persentase SMP/ SMPLE 05395 0 3545(  11.613.000.000 o[ 1.583.536.400 13,64 1.583.536.400 0,00% DINAS PENDIDIKAN KOTA
A BATAM
[Persentase SMP/ SMPLB 05132 33,72 - 0 - 0,00 - 0,00% DINAS PENDIDIKAN KOTA
itasi B BATAM
|Angka Putus Sekolah sD 055 486.000.000 0 - 0,00 DINAS PENDIDIKAN KOTA
BATAM
|angka putus sekolah smP 12| 3.549.000.000 0 123.017.000 347 123.017.000 DINAS PENDIDIKAN KOTA
BATAM
tingkat kelulusan SD 100 500.000.000 0 77.349.600 1547 77.349.600 DINAS PENDIDIKAN KOTA
BATAM
tingkat kelulusan SMP 100 110.345.000 0 222.121.395 201,30 222.121.395 DINAS PENDIDIKAN KOTA
BATAM
2 |Program 28.423.000.000 4360972201 4.200.000.000 890.951.050 21,21 5.251.923.251 18,48%|
Pendidikan Anak
Usia Dini dan
Pendidikan
Masyarakat
|apk PAUD 85,88 974 o0|79.26 97,40 113,41% DINAS PENDIDIKAN KOTA
lpersentase BATAM
lapm PAUD 82,33 ~|7s.05 DINAS PENDIDIKAN KOTA
lpersentase BATAM
[Persentase Tk Berakreditasi A 4.360.972.201 |20 4.200.000.000 890.951.050 21,21 5.251.923.251 DINAS PENDIDIKAN KOTA
lpersentase BATAM
[Persentase TK Berakreditasi B ofss DINAS PENDIDIKAN KOTA
lpersentase BATAM
5 |Program 119.116.000.000 2.169.318.895 5.322.000.000 223.418.000 4,20 2.392.736.895 2,01%|
Peningkatan
Mutu dan
Manajemen
Pelayanan
(Guru SD/SDLB dengan 3.83 2.169.318.895 |3.83 5.322.000.000 223.418.000 4,20 2.392.736.895 DINAS PENDIDIKAN KOTA
|standar kompetensi Ipersentase Ipersentase BATAM
| minimunm (sKM) Nasional
(Guru SMP/MTs dengan [8.08 8.08 DINAS PENDIDIKAN KOTA
standar kompetensi Ipersentase lpersentase BATAM
| minimum (SKM) Nasional
(Guru SMA/SMALB dengan  |17.29 [17.29 DINAS PENDIDIKAN KOTA
|standar kompetensi Ipersentase Ipersentase BATAM
| minimunm (KM Nasional
(Guru SMK dengan standar  [4.74 4.74 DINAS PENDIDIKAN KOTA
lkompetensi minimum (SKM) |persentase Ipersentase BATAM
[Nasional
6 |Program 47.578.000.000 1.537.991.000 2.569.800.000 - 0,00 1537.991.000 3,23%|
Penyediaan
Bantuan
Pendidikan yang
Efektif
yang lulus 80 orang 1.537.991.000 |60 orang 2.569.800.000 - 0,00 DINAS PENDIDIKAN KOTA
imasuk PTN negeri yang BATAM
dibiayai untuk pengentasan
lpendidikan 1
[Rata-rata Capaian Kinerja(%) 0%| 576 0% 10,12
PREDIKAT KINERJA RKPD 5/0 TW I
a1
3140
2130 SEDANG
12
o)

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pendidikan :

» Tidak terlaksananya beberapa indikator program Peningkatan Mutu
dan Manajemen Pelayanan Kependidikan yaitu : Indikator yang
menjadi kewenangan provinsi yang berkaitan dengan Pendidikan
Menengah Atas;

» Tidak terlaksananya indikator Masyarakat yanng lulus masuk PTN
negeri yang dibiayai untuk pengentasan pendidikan S1 karena
keterbatasan anggaran;

Secara umum dikarenakan baru memasuki triwulan 2 pelaksanaan
indikator kinerja yang telah dianggarkan pada APBD 2018 kondisi realisasi

masih rendah dan diharapkan dapat dicapai realisasi kinerjanya pada akhir

-11.109-




PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

tahun anggaran.

2.2.2.2. Urusan Kesehatan

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi rendah

sebesar 0% (sangat rendah) dengan realisasi keuangan 21,78% yang

dilaksanakan dalam 7 (tujuh) program yaitu :

1.

Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia
kesehatan dengan alokasi dana Rp.29.466.991.817,00 dengan realisasi
Rp. 10.094.505.398,00 (34,26%) dengan indikator kinerja :

» Persentase Puskesmas yang minimal memiliki lima (5) jenis tenaga
kesehatan (tenaga kesmas, kesling, gizi, kefarmasian & analis
kesehatan);

» Jumlah dokumen anggaran, perencanaan dan data kesehatan yang

dihasilkan.

. Program kefarmasian dan alat kesehatan dengan alokasi dana

Rp. 20.334.110.776,00 dengan realisasi Rp.2.933.154.111,00 (14,42%)

dengan indikator kinerja :

» Tersedianya obat, BHP dan alat kesehatan rujukan di RSUD Embung
Fatimah Kota Batam:;

» Persentase ketersediaan obat dan Alkes di pelayanan kesehatan dasar.

Program pembinaan pelayanan kesehatan dan pembinaan kesehatan

masyarakat dengan alokasi dana Rp.48.221.510.400,00 dengan realisasi

Rp.4.318.986.320,00 (8,95%) dengan indikator kinerja :

> Persentase kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas
tersertifikasi akreditasi;

» Jumlah kecamatan yang melaksanakan tatanan kawasan kesehatan;

» Jumlah kebijakan PHBS yang dikeluarkan pemerintah;

» Persentase puskesmas yang melaporkan pelaksanaan kebijakan PHBS.

Program peningkatan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

dengan alokasi dana Rp.0,00 dengan realisasi Rp.0,00 (%) dengan

indikator kinerja :

» Peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Program  jaminan  kesehatan daerah dengan  alokasi dana

Rp.27.562.030.817,00 dengan realisasi Rp.7.614.393.000,00 (27,63%)

dengan indikator kinerja :
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>

Persentase penduduk memiliki SUSM /peserta BPJS kesehatan.

6. Program pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan

lingkungan dengan alokasi dana Rp.3.716.554.800,00 dengan realisasi
Rp.1.104.912.679,00 (29,73%) dengan indikator kinerja :

V V V V V V

YV V V V

Pravelansi HIV pada penduduk;

Presentase HIV yang diobat;

Angka keberhasilan pengobatan Tb (success rate);

Angka kejadian kusta per 100.000 pemduduk;

Persenatse usia 0.-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap;
Persentase perempuan usia 30-50 yang terdeteksi dini kanker serviks
dan payudara;

Pravelensi tekanan darah tinggi;

Pravelensi obesitas pada penduduk usia >18 tahun;

Pravelensi merokok pada penduduk usia;

Jumlah desa/keluarahan yang melaksanakan STBM;

7. Program kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat dengan

alokasi dana Rp.11.259.870.500,00 dengan realisasi Rp.4.220.486.268,00

(37,48%) dengan indikator kinerja :

>
>
>

Angka kematian ibu per 100.000 kelahirah hidup (KH);

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hiduo (KH);

Persentase (prevalensi) kekurangan gizi (under weight) pada anak
balita;

Persentase (prevalensi) pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak
baduta;

Persentase kurus dan sangat kurus (wasting) pada anak balita;

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan

daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada Urusan Kesehatan dapat

dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 2.76. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Kesehatan s.d Triwulan II
Tahun 2018

LSS Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan
No|  Prosram/ e APD Tahun 2018 RKPD. Tinglat Capaian Kinerjadan | Mool Knerotan | Reatisasi Anggaran oD | Lo
Kegiatan (outcome)/ Keglatan(output) Pada Tahun Akhir (2021) T Yang dievaluasi 2018 Anggaran RKPD 20: 5/d Tahun 2018
T 2 3 @ s © 7 5 =(7/6"100% ose7 T0-(o/ax100% 1
Vot Dana Vot Dana Volume Dana Vot Dana Voi Dana Voi Vor Dana
1 [Program 27.342.000.000 29.466.991.817 10.094.505.398 34,26 11.433.831.898 41,82
Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan
[Persentase Puskesmas yang |90 persentase 73,60%|  1.339.326.500 50| 29.466.991.817 0%|  10.094.505.398 3426 73,60%| 11.433.831.895|  81,78% DINAS KESEHATAN
I minimal memiliki lima (5)
ljenis tenaga kesehatan
tenaga Kesmas, Kesling, Gz,
Kefarmasian & anali
[kesehatan)
[sumiah dokumen anggaran, |14 dokumen 0| 195.238.000 1z B B 0,00 0| 195.238.000 0,00% DINAS KESEHATAN
lperencanaan dan data
[kesehatan yang dihasitkan
2 |Program 17.722.000.000 15.980.843.340 20334.110.776 2.933.154.111 13,22 18.513.997.451 106,73
|kefarmasian dan
lat Kesehatan
Tersedianya Obat, BHP dan |88 persentase 56|  573.228.631 |78 - - 0,00 86,00%|  573.228.631|  95,56% DINAS KESEHATAN
|Alat Kesehatan Rujukan di lpersentase
IRSUD Embung Fatimah Kota
satam
[Persentase Ketersediaan obat |90 persentase 65| 15.407.614.709 |85 20.334.110.776 2.533.154.111 14,82 65,00%| 18.340.768.820 | 76,67% DINAS KESEHATAN
dan Alkes di pelayanan lpersentase
[kesehatan dasar
3 [Program Rp. 312.097.000.000,00] 48.221.510.400 4313986320 595
Pembinaan
Pelayanan
Kesehatan dan
Pembinaan
Kesehatan
[Persentase Kecamatan yang |25 persentase |Rp. 0.00 [Rp. 0.00 5 persentase | 45.221.510.400 4315.986.320 595 DINAS KESEHATAN
| memiliki minimal satu
|Puskesmas tersertifikasi
lakreditasi
[lumiah Kecamatan yang |6 kecamatan |Rp. 0.00 Rp. 0.00 2 kecamatan - - 0,00 DINAS KESEHATAN
Imelaksanakan tatanan
[kawasan sehat
[lumiah kebijakan PHBS yang |9 kebijakan _|Rp. 0.00 Rp. 0.00 3 kebijakan - - 0,00 DINAS KESEHATAN
(diketuarkan Pemerintah
[Persentase Puskesmas yang |80 persentase |Rp. 0.00 Rp. 0.00 - - 0,00 DINAS KESEHATAN
lpersentase
kebijakan PHBS
2 |Program 94.263.000.000 67.944.839.640 - 0,00 67.944.839.640 72,08
Peningkatan
standar
pelayanan
Rumah Sakit
Umum Daerah
[Peningkatan Mutu dan (85 persentase |Rp. 0.00 67.944.839.640 |60 - - 0,00 67.944.839.640 0,00% DINAS KESEHATAN
Pasien persentase
5 [Program Jaminan 128.298.000.000 10.787.933.840 27.562.030.817 7.614.393.000 2763 18.402.326.840 1434
Kesehatan
Daerah
[Persentase penduduk yang |85 persentase 10.757.933.840 |70 27.562.030.617 7.614.393.000 0,00 15.402.526.840 0,00% DINAS KESEHATAN
| memiliki SISN/ Peserta BPIS lpersentase
[Kesehatan
G 24.467.000.000 2.749.172.354 3716.554.800 1104912679 29,73 3.854.085.033 15,75
[Prevalensi FIV pada 01 966.515.300 B B 0,00 466.515.300 0,00% DINAS KESEHATAN
lpenduduk lpersentase
|Presentase HIV yang diobat |64 persentase 52 B B 0,00 - 0,00% DINAS KESEHATAN
persentase
[Angka keberhasiian 62 persentase 743.156.800 50.202.000 10,79 50.202.000 0,00% DINAS KESEHATAN
Ipengobatan Tb (succes rate) lpersentase
[Angka kejadian kusta per |08 12 - - 0,00 - 0,00% DINAS KESEHATAN
1200.000 penduduk |persentase persentase
[Insiden rate DBD per 100.000 |50 persentase 1.566.451.062 |55 1.515.818.000 545.535.000 5212 2.515.026.062 0,00% DINAS KESEHATAN
lpenduduk persentase
[Persentase usia 0-11 bulan _[93.5 67| 253.407.175 |91.5 B 24.583.079 0,00 277.990.254 0,00% DINAS KESEHATAN
\vang mendapat imunisasi  |persentase lpersentase
dasar lengkap
[Persentase perempuan usia |30 persentase 10 595.500.000 38.193.600 a1 55.193.600 0,00% DINAS KESEHATAN
130 - 50 tahun yang terdeteksi lpersentase
dini kanker serviks dan
lpayudara
[Prevalensi tekanan darah |15 persentase 15 p B 0,00 - 0,00% DINAS KESEHATAN
tinggi rsentase
[Prevalensi obesitas pada |10 persentase 25 - - 0,00 - 0,00% DINAS KESEHATAN
|penduduk usia > 18 tahun persentase
|Prevalensi merokok pada |5 persentase 9 persentase - - 0,00 - 0,00% DINAS KESEHATAN
lpenduduk usia
[Jumiah Desa/ Kelurahan |30 Kel/Desa 69| 462.758.817 |22 Kel/Desa 555.080.000 13.399.000 240 476.157.817 0,00% DINAS KESEHATAN
yang
7 |Program 12.807.000.000 11.255.870.500 4.220.486.268 3748 2.220.486.268 3295
kesehatan
keluarga dan
Perbaikan Gizi
[Angka Kematian lbuper _|141 orang 526.700.500 |156 orang 10.085.129.000 4.171.961.268 4136 4.698.661.768 0,00% DINAS KESEHATAN
100.000 kelahiran hidup (KH)
[Angka Kematian Bayiper |16 orang 603.781.800 |20 orang - - 0,00 603.781.800 0,00% DINAS KESEHATAN
1000 kelahiran hidup (KH)
Persentase (prevalensi) a5 1.261.944.300 [4.5 1.171.741.500 98.525.000 %14 1.310.469.300 0,00% DINAS KESEHATAN
|kekurangan gizi (under Ipersentase lpersentase
weight) pada anak Balita
Persentase (prevalensi) 55 505 - - 0,00 - 0,00% DINAS KESEHATAN
lpendek dan sangat pendek  |persentase lpersentase
(stunting) pada anak Baduta
[Persentase kurus dan sangat [0.75 05 - - 5,00 - 0,00% DINAS KESEHATAN
lkurus (wasting) pada anak  |persentase lpersentase
saiita
[Rata-rata Capaian Kinerja(%] H 40,52
PREDIKAT KINERJA RKPD 5/0 TW I
2140
230 seoanc

» Belum terlaksananya

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan urusan Kesehatan :

pasien;

indikator
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» Belum terlaksananya indikator persentase penduduk yang memiliki
SJSN/Peserta BPJS Kesehatan;
» Tidak terlaksananya indikator persentase (prevalensi) pendek dan sangat
pendek (stunting) pada anak Baduta dikarenakan keterbatasan anggaran;
» Tidak terlaksananya indikator persentase kurus dan sangat kurus
(wasting) pada anak balita.
Secara umum dikarenakan baru memasuki triwulan II pelaksanaan
indikator kinerja yang telah dianggarkan pada APBD 2018 kondisi realisasi
masih rendah dan diharapkan dapat dicapai realisasi kinerjanya pada akhir

tahun anggaran.

2.2.2.3. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi rendah
sebesar 0% (sangat rendah) dengan realisasi keuangan 30,70% yang
dilaksanakan dalam 2 (dua) program yaitu :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat
dengan alokasi dana Rp. 32.247.769.200,00 dengan realisasi
Rp. 514.866.000,00 (22,91%) dengan indikator kinerja :

» Jumlah Aksi Demo yang diamankan;
» Jumlah Linmas yang diberdayakan.

2. Program penanganan dan penanggulangan kebakaran dengan alokasi
dana Rp.3.575.000.000,00 dengan realisasi Rp.1.376.521.300,00 (38,50%)
dengan indikator kinerja :

» Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan
kebakaran.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel

berikut ini:
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Tabel 2.77. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat s.d Triwulan II Tahun 2018

Program
Peningkatan
Keamanan dan

13,812.000.000,00 2.247.769.200 514.866.000 22,91% 1.747.008.000 | 2,40%|  12,65%|

Lingkungan
Masyarakat

[Jumiah Aksi Demo yang 250 [Rp. 0.00 12 521.892.000 50 1.381.301.200 462.551.000 33,49% 12 984.443.000 | 4,8% SATUAN POLISI PAMONG
i PRAJA KOTA BATAM

Jumlah Linmas yang 1416 [Rp. 0.00 710.250.000 344 866.468.000 52.315.000 6,04% 0 762.565.000 | 0,0% SATUAN POLISI PAMONG
it PRAJA KOTA BATAM

24.177.000.000,00 3.575.000.000 1.376.521.300 38,50% -] 1.681.051.300 | 0,00%| 6,95%|

~
3
HE
3
]

Penanggulangan
Kebakaran

fasiilitas 105 Hydrant |Rp. 0.00 0% 304.530.000 3.325.000.000 1.376.521.300 41,40 0| 1681.051300| 0,0% DINAS PEMADAM
|sarana dan prasarana dalam |(unit) KEBAKARAN KOTA BATAM
|penanggulangan kebakaran

Terlaksananya pembinaan 75% |Rp. 0.00 0% 1.789.246.060 70% 250.000.000 - 0,00 o 1.789.246.060 0,0% DINAS PEMADAM
dan pengawasan KEBAKARAN KOTA BATAM
|penanggulangan kebakaran

Rata-rata Capaian Kinerja(%) 0% 30,70%) 1,20%) 9,80%|

Predikat Kinerja SEDANG.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan urusan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

» Tidak terlaksananya indikator jumlah linmas yang diberdayakan pada
APBD 2018 karena keterbatasan anggaran;

» Tidak terlaksananya indikator terlaksananya pembinaan dan pengawasan
penanggulangan kebakaran pada APBD 2018 karena keterbatasan
anggaran.

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran

2.2.2.4. Urusan Sosial

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi rendah
sebesar 0% (sangat rendah) dengan realisasi keuangan 13,52% yang
dilaksanakan dalam 1 (satu) program yaitu :

1. Program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
dengan alokasi dana Rp.7.794.777.870,00 dengan realisasi
Rp.1.063.060.509,00 (13,64%) dengan indikator kinerja :

» Meningkatnya penanganan dan pemberdayaan social terhadap PMKS
terutama fakir miskin/kemiskinan,;

» Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat/potensi sumber
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kesejahteraan social (PSKS) dalam meanggulangi PMKS;

» Terlindungi dan terjaminnya penyadang masalah kesejahteraan social
(PMKS);

» Terehabilitasinya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
dengan baik.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan

daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Sosial dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 2.78. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Sosial s.d Triwulan II
Tahun 2018

88.366.000.000| 7.794.777.870 1.063.060.509 X 1.063.060.509

Penyandang.
Masalah

Kesejahteraan
Sosial (PMKS)

[Meningkatnya Penanganan {1 persentase 65.602.200 |1 persentase |  3.968.504.000 449.726.000 11,33 515.328.200 0,00% DINAS KESEHATAN
\dan Pemberdayaan Sosial
terhadap PMKS terutama

294 Lembaga 1.161.678.500 |294 2.208.474.210 322.896.300 1462 1.484.574.800 0,00% DINAS KESEHATAN
Lembaga

r
|Kesejahteraan Sosial (PSKS)
|dalam menanggulangi PMKS

Terlindungi dan terjaminnya 100 % dari 606.232.000 |100 % dari 638.967.400 104.030.459 16,28 710.262.459 0,00% DINAS KESEHATAN
|Penyandang Masalah data BDT data PPLS
IKesejahteraan Sosial (PMKS) |persentase lpersentase

sinya 12082 Jiwa 666.336.000 |8197 Jiwa 978.832.260 186.407.750 19,04 852.743.750 0,00% DINAS KESEHATAN
|Penyandang Masalah PmKs |PMKS
[kesejahteraan Sosial (PMKS)
|dengan baik

Rata-rata C: inerja(%) WAE | 132

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.2.5. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi rendah
sebesar 0% (sangat rendah) dengan realisasi keuangan 18,35% yang
dilaksanakan dalam 7 (tujuh) program yaitu :

1. Program perencanaan dan pengendalian tata ruang dengan alokasi dana
Rp.2.860.120.610,00 dengan realisasi Rp.0,00 (%) dengan indikator
kinerja :

» Jumlah dokumen rencana detail tata ruang kota batam
2. Program  pembangunan  peningkatan, pemeliharaan jalan dan

jembatan/pelantar dengan alokasi dana Rp.288.300.638.125,00 dengan

-11.115-




PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

realisasi Rp.119.940.749.623,00 (41.60%) dengan indikator kinerja :

» Panjang jalan yang dibangun;

» Panjang jembatan/pelantar yang dibangun/ditingkatkan;

» Panjang jalan uang dipelihara.

. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan
alokasi dana Rp.32.231.070.000,00 dengan realisasi
Rp.11.208.135.976,00 (34,77%) dengan indikator kinerja :

» Jumlah titik lampu PJU yang dipelihara;

» Jumlah titik lampu PJU yang dibangun;

» Jumlah peralatan;

» Jumlah peralatan dan alat berat yang dipelihara.

. Program pengendalian banjir dan perbaikan jaringan pengairan dengan
alokasi dana Rp.72.285.365.375,00 dengan realisasi
Rp.14.651.352.040,00 (20,27%) dengan indikator kinerja :

» Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan;

» Panjang drainase yang dipelihara;

» Panjang lokasi abrasi pantai yang ditangani.

. Program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di hinterland
dengan  alokasi dana  Rp.20.013.000.000,00 dengan  realisasi
Rp.9.647.087.055,- (48.20%) dengan indikator kinerja :

» Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan di wilayah hinterland;

» Panjang jembatan/pelantar yang dibangun di wilayan hinterland;

» Jumlah titik lampu PJU yang dipelihara di wilayah hinterland,;

» Jumlah titik lampu PJU yang dibangun di wilayah hinterland.

. Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih dan sanitasi
dengan  alokasi dana Rp.66.373.259.403,00 dengan  realisasi
Rp.7.879.930.602,00 (11,87%) dengan indikator kinerja :

» Jumlah penduduk yang terlayani air bersih;

» Jumlah penduduk yang terlayani sanitasi.

. Program pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur
sarana prasarana permukiman dan perumahan dengan alokasi dana
Rp.158.640.730.246,00 dengan realisasi Rp.19.056.960.033,00 (12,01%)
dengan indikator kinerja :

» Jumlah rumah swadaya dan PSU perumahan yang

dibangun/direhabilitasi di kawasan permukiman perkotaan

-11.116-




PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

» Panjang drainase/saluran lingkungan yang perlu
dibangun/direhabilitasi di kawasan permukiman perkotaan;

» Jumlah bangunan rusunawa & PSU rusunawa  yang
dibangun/direhabilitasi;

» Pengembangan jalan peningkatan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan;

» Panjang jalan lingkungan yang perlu dibangun/rehabilitasi serta
dipelihara di kawasan permukiman perkotaan;

» Panjang pembangunan/rehabilitasi turap/talud/bronjong permukiman
dan fasilitas umum di kawasan perkotaaan.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan

daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan 2 pada urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.79. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang s.d Triwulan II Tahun 2018

1 [Program 11.000.000.000 2.860.120.610 - 0,00%] 0,00
Pengendalian
[Tata Ruang.
[Jumiah dokumen Rencana |12 kecamatan 0% Rp. 0.00 9 kecamatan | 2.860.120.610 - 0,00 0,00% DINAS CIPTA KARYA DAN
detail tata ruang Kota Batam ITATA RUANG KOTA BATAM
2 [Program 288.300.638.125 119.940.749.623 41,60 243.527.510.488 0,00%]
Pembangunan,
peningkatan,
pemeliharaan
jalan dan
liembatan/pelant
ar
Panjang jalan yang dibangun [286.83 Km 140|  115.587.660.469 [42,25Km | 270.215.638.125 119.940.749.623 44,39 235.528.410.092 0,00% DINAS BINA MARGA DAN
ISUMBER DAYA AIR KOTA
BATAM
Panjang Jembatan/ Pelantar [190 m 39 4.100.952.030 [24m 11.585.000.000 - 0,00 4.100.952.030 0,00% DINAS BINA MARGA DAN
Yang Dibangun/ ISUMBER DAYA AIR KOTA
BATAM
Panjang jalan yang 58 km 35 3.898.148.366 (40 km 6.500.000.000 - 0,00 3.898.148.366 0,00% DINAS BINA MARGA DAN
dipelihara ISUMBER DAYA AIR KOTA
BATAM
3 [Program 211.561.000.000 394.290.563.500 11.208.135.976 284 40.086.927.903 52,85% 18,95
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
[sumlah Titik Lampu PJU Yang |13.027 titik 11727|  3.780.484.660 |.....titik 11.730.000.000 4.085.701.452 34,83 11727]  7.866.186.112|  90,02% DINAS BINA MARGA DAN
Dipelihara ISUMBER DAYA AIR KOTA
BATAM
[Jumlah Titik Lampu PJU yang |2410 titik 295 5.491.205.046 |.. 15.090.870.000 3.003.158.712 295|  8.494.363.758|  12,24% DINAS BINA MARGA DAN
Dibangun ISUMBER DAYA AIR KOTA
BATAM
[Jumlah Peralatan 19 unit 9| 15.201.761.021 |2 unit 186.439.946.750 4.119.275.812 9| 19321036833 4737% DINAS BINA MARGA DAN
ISUMBER DAYA AIR KOTA
BATAM
[sumiah Peralatan dan Alat |34 unit 21 4.405.341.200 |......unit 181.029.746.750 - 21 4.405.341.200 | 61,76% DINAS BINA MARGA DAN
Berat yang Dipelihara ISUMBER DAYA AIR KOTA
BATAM
4 [Program 195.790.000.000 72.285.365.375 14.651.352.040 2027 40.736.334.269 5858% 2081
Pengendalian
Banjir dan
Perbaikan
ltaringan
| |Pengairan
Panjang drainase yang 34177 m 4995|  23.852.087.592 [4760 m' 68.190.365.375 13.247.980.873 19,43 4995|  37.100.068.465 |  14,62% DINAS BINA MARGA DAN
dibangun/ ditingkatkan ISUMBER DAYA AIR KOTA
BATAM
Panjang drainase yang 55 km a5 1.857.300.510 [48 km 3.000.000.000 1.231.001.035 41,03 45| 3.088301.545  50,00% DINAS BINA MARGA DAN
dipelinara ISUMBER DAYA AIR KOTA
BATAM
Panjang lokasi abrasi pantai 1380 m 100 375.594.127 (100 m 1.095.000.000 172.370.132 15,74 100 547.964.259 |  111,11% DINAS BINA MARGA DAN
yang ditangani ISUMBER DAYA AIR KOTA
BATAM
5 [Program 132.575.000.000 20.013.000.000 9.647.087.055 48,20 30.537.614.423 26,75% 23,03
Pembangunan
infrastruktur dan
sarana prasarana
di hinterland
Panjang jalan yang 15.2 km 32 9.941.539.301 (2,2 km 8.170,000.000 7.453.822.189 91,23 32| 17395361490  21,05% DINAS BINA MARGA DAN
dibangun/ ditingkatkan di ISUMBER DAYA AIR KOTA
wilayah hinterland BATAM
Panjang jembatan/ pelantar 2153 m 0 450 m 9.223.000.000 1.791.127.971 o| 1791127971 0,00% DINAS BINA MARGA DAN
yang dibangun di wilayah ISUMBER DAYA AIR KOTA
hinterland BATAM
[Jumlah Titik Lampu P1U yang (517 titik 397 538.424.785 800.000.000 402.136.895 397 940.561.680 | 76,79% DINAS BINA MARGA DAN
Dipelihara di wilayah ISUMBER DAYA AIR KOTA
hinterland BATAM
[Jumlah Titik Lampu P3U yang |547 titik 50 763.476.227 {90 titik 1.820.000.000 - 50 763.476.227 9,14% DINAS BINA MARGA DAN
Dibangun di wilayah ISUMBER DAYA AIR KOTA
hinterland BATAM
6 [Program 235.767.000.000 66.373.259.403 7.879.930.602 11,87 39.446.258.801 295% 16,73
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Air
Bersih dan
Sanitasi
[Jumiah penduduk yang 18975 jiwa 788|  27.565.540.199 (1000 jiwa 59.609.259.403 7.879.930.602 13,22 788|  35.445.470.801 4,15% DINAS CIPTA KARYA DAN
terlayani air bersih ITATA RUANG KOTA BATAM
[Jumlah Penduduk yang 6500 jiwa 113 4.000.788.000 |600 jiwa 6.764.000.000 - 113| 4.000.788.000 1,74% DINAS CIPTA KARYA DAN
terlayani sanitasi ITATA RUANG KOTA BATAM
7|Program 120.476.695.585 4.448.990325 369 46.565.417.052 3,53%|
Pembangunan,
Peningkatan
Kualitas dan
Pengawasan
Bangunan
[sumlah bangunan gedung |2452 bangunan 173|  42.116.426.727 |3 bangunan | 20.937.282.585 4.448.990.325 21,25 173 46.565.417.052 7,06% DINAS CIPTA KARYA DAN
yang dibangun/ ITATA RUANG KOTA BATAM
dilakukan pengawasan &
|penataan serta bangunan
gedung yang memenuhi
|persyaratan, keselamatan,
kesehatan, keamanan &
kenyamanan
Mesjid Agung 1 gedung 1 gedung 99.539.413.000 - 0,00 0 - 0,00% DINAS CIPTA KARYA DAN
ITATA RUANG KOTA BATAM
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 18,35 021 1136
Predikat Kinerja
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Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang :
» Tidak terlaksananya indikator jumlah dokumen Rencana detail tata ruang
Kota Batam pada APBD 2018 karena keterbatasan anggaran;
» Belum selesainya pembangunan Masjid Agung yang merupakan kegiatan
Multiyears sehingga progress fisiknya belum bisa terhitung.
Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.2.6. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan 2 dalam kondisi rendah
sebesar 0% (sangat rendah) dengan realisasi keuangan 6,01% yang
dilaksanakan dalam 2 (dua) program yaitu :

1. Program pembangunan, peningkatan kualitas dan pengawasan bangunan
dengan alokasi dana Rp.120.476.695.585,00 dengan  realisasi
Rp.4.448.990.235,00 (3,69%) dengan indikator kinerja :

» Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi
/dilakukan pengawasan dan penataan serta bangunan gedung yang
memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan
kenyamanan;

» Mesjid Agung.

2. Program pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur
sarana dan prasarana perumahan di hinterland dengan alokasi dana
Rp.0,00 dengan realisasi Rp.0,00 (%) dengan indikator kinerja :

» Panjang drainase/saluran lingkungan panjang jalan lingkungan
panjang turap/talud/bronjong di wilayah hinterland;

» Pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan permukiman
wilayah hinterland.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.80 Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman s.d Triwulan II Tahun 2018

Program 158.640.730.246 19.056.960.033 101.560.418.931
Pembangunan,
Pemeliharaan
dan
Pengembangan
Infrastruktur
|sarana Prasarana
Permukiman dan
Perumahan
[Jumlah rumah swadaya dan {2745 unit 0 0[1152 unit 27.950.000.000 243.869.600 087 0 243.869.600 0,00% DINAS PERUMAHAN
PSU perumahan yang RAKYAT, PEMUKIMAN DAN
dibangun/ direhabilitasi PERTAMANAN KOTA
Panjang Drainase/ saluran (91685 Meter 68 4.123.283.618 537380 Mete]  15.978.745.444 3.265.547.592 2044 68 7.388.831.210 0,07% DINAS PERUMAHAN
lingkungan yang perlu RAKYAT, PEMUKIMAN DAN
dibangun/ direhabilitasi di PERTAMANAN KOTA
kawasan permukiman BATAM
|perkotaan
|sumlah Bangunan Rusunawa |55 Twin Block (T8) 100 8.480.021.013 [3 Twin Block (| 13.920.759.627 5.583.475.834 40,11 100|  14.063.496.847 [  181,82% DINAS PERUMAHAN
& PSU Rusunawa yang RAKYAT, PEMUKIMAN DAN
dibangun /direhabilitasi PERTAMANAN KOTA
BATAM
Pengembangan dan 64 Kelurahan (Kel) 64|  10.367.810.084 [64 Kelurahan |  2.242.126.100 1.017.319.901 4537 64|  11.385.129.985| 100,00% DINAS PERUMAHAN
Peningkatan Pemberdayaan RAKYAT, PEMUKIMAN DAN
Masyarakat di Kelurahan PERTAMANAN KOTA
BATAM
Panjang Jalan lingkungan [221696 Meter 100|  39.621.747.046 |37594 Meter | 83.573.219.075 6.397.311.902 7,65 100|  46.019.058.948 0,05% DINAS PERUMAHAN
yang perlu dibangun/ RAKYAT, PEMUKIMAN DAN
direhabilitasi serta dipelihara PERTAMANAN KOTA
di kawasan permukiman BATAM
|perkotaan
Panjang Pembangunan/ 6915 Meter 50 3.403.072.308 [4051 Meter |  14.975.880.000 2.549.435.204 17,02 50 5.952.507.512 0,72% DINAS PERUMAHAN
Rehabilitasi Turap/ Talud/ RAKYAT, PEMUKIMAN DAN
Bronjong Permukiman dan PERTAMANAN KOTA
Fasilitas Umum di Kawasan BATAM
Perkotaan
2 [Program 132.575.000.000 - - 0,00 2.022.635.213 0,21%] 3,03|
Pembangunan,
pemeliharaan
dan
pengembangan
infrastruktur
sarana dan
prasarana
perumahan di
hinterland
Panjang drainase/ saluran (47942 meter 0 200 4.022.635.213 |3695 meter - - 0,00 200 4.022.635.213 0,42% DINAS PERUMAHAN,
lingkungan panjang jalan PEMUKIMAN DAN
lingkungan panjang turap/ PERTAMANAN KOTA
talud/ bronjong di wilayah BATAM
hinterland
Pembangunan / Rehabilitasi B 0,00 0 B 0,00% DINAS PERUMAHAN,
[Jalan Lingkungan di Kawasan PEMUKIMAN DAN
Permukiman Wilayah PERTAMANAN KOTA
Hinterland BATAM
[Rata-rata Capaian Kinerja(%) 6,01 02 152
Predikat Kinerja E——

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan wurusan Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman :

» Belum terlaksananya indikator jumlah rumah swadaya dan PSU
perumahan yang dibangun/direhabilitasi dikarenakan terkait
prosedur/teknis pelaksanaan;

» Belum terlaksananya indikator pembangunan/rehabilitasi jalan
lingkungan di kawasan permukiman wilayah hinterland dikaredakan
terkait prosedur/teknis pelaksanaan.

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
2.2.3.1. Urusan Statistik

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi rendah

sebesar 0% (sangat rendah) dengan realisasi keuangan 0%, dikarenakan pada
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tahun 2018 tidak kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator

ini, yaitu:

1. Program penyediaan dan peningkatan data pembangunan daerah dengan
alokasi dana Rp.0,00 dengan realisasi Rp. 0,00 (%) dengan indikator
kinerja:

» Kelengkapan Data SIPD Kota Batam
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Statistik dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 2.81. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Statistik s.d Triwulan II

Tahun 2018
1 |Program Penyediaan 0| B 0,00
dan peningkatan data
erah
0| 0 - - 0 - 0 DINAS KOMUNIKASI DAN
|Kota Batam INFORMATIKA KOTA
BATAM
[Rata-rata Capaian Kinerja(%) 0,00% 0,00%| 0,00%|
Prediat Knera |

PREDIKAT KINERJA RKPD /D TW I
>41

3190

2130 SEDANG
120

<10

Untuk urusan Statistik ini belum terealisasi sejak tahun 2017,
sehingga indikator kinerja masih 0%. Untuk itu perlu dimasukkan dan RKPD
selanjutnya untuk dapat direalisasikan penganggarannya pada APBD Kota

Batam.

2.2.3.2. Urusan Persandian

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi rendah
sebesar 0% (sangat rendah) dengan realisasi keuangan masih 0%, namun
kegiatan tersebut direncanakan melalui 1 program, yaitu:

1. Program keamanan data dan informasi dengan alokasi dana
Rp.2.277.000.000,00 dengan realisasi Rp.0,00 (%) dengan indikator
kinerja :

» Persentase informasi yang berkualifikasi di pemerintah kota batam

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Persandian dapat

dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.82. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Statistik
s.d. Triwulan II Tahun 2018

1 |Program Keamanan 2.277.000.000,00| 0 - 0,00%
Data dan Informasi

i yang |50 persen 0 0 - - 0| - 0|

berkualifikasi di
|Pemerintah Kota Batam

Rata-rata Capaian Kinerja(%)

Predikat Kinerja [ renoan |

PREDIKAT KINERJA RKPD S/D TW Il

21-30 SEDANG

Untuk urusan Persandian ini belum terealisasi pada triwulan II,
sehingga indikator kinerja masih 0%. Untuk itu perlu dipeerhatikan
pelaksanaannya pada triwulan 3 sehingga perencanaannya dapat terealisasi

sesuai dengan perencanaan.

2.2.3.3. Urusan Komunikasi dan Informatika

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi tinggi
dengan realisasi keuangan 35,82% yang dilaksanakan dalam 2 (dua) program
yaitu :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan
alokasi dana Rp.5.41.623.098,00 dengan realisasi Rp.1.035.384.686,00
(19,13%) dengan indikator kinerja :

» Tingkat kepuasaan masyarakat terhadap layanan informasi;
» Jumlah aspirasi warga yang direspon dari berbagai saluran media.

2. Program peningkatan, pemanfaatan teknologi informasi dengan alokasi
dana Rp.3.117.035.000,00 dengan realisasi Rp.1.636.655.956,00 (52,51%)
dengan indikator kinerja :

» Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan
publik berbasis online.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Komunikasi dan

Informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.83. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Komunikasi dan Informatika
s.d. Triwulan II Tahun 2018

3.220.312.283 5.411.623.098 3.220312.283

Pengembangan
Komunikasi Informasi

Tingkat kepuasan [Aindeks Bindeks | 3.220.312.283|Bindeks 5.411,623.098 B 32203122838 DINAS KOMUNIKASI DAN
terhadap INFORMATIKA KOTA

layanan informasi BATAM

Jumlah aspirasi

warga 0| 0 DINAS KOMUNIKAS| DAN

2 [Program Peningkatan, 12.206.000.000,00| 1.649.306.605| 3.117.035.000 1.636.655.956 3.285.962.561] 26,92%|
[Pemanfaatan Teknologi
Informasi

lah data yang 1.649. 3.117.035.000 1.636.655.956 0  3.285.962.561 0 DINAS KOMUNIKAS| DAN

Rata-rata Capaian Kinerja(%) 18,34%]

PREDIKAT KINERJA RKPD S/D TW Il
>41

31-40

21-30 SEDANG
1120

<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.3.4. Urusan Perpustakaan

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi rendah
sebesar 0% (sangat rendah) dengan realisasi keuangan 0%, dikarenakan pada
tahun 2018 tidak ada kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
indikator ini, yaitu:

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
dengan alokasi dana Rp.0,00 dengan realisasi Rp.0,00 (0%) dengan
indikator kinerja :

» Jumlah pengunjung dalam satu tahun.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Perpustakaan dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.84. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Perpustakaan
s.d. Triwulan II Tahun 2018

Program 28.423.000.000,00| 299.455.000,00) - - 299.455.000,00) 1,05%|
Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan

[sumlah Pengunjung 9 persentase '299.455.000,00 - 0| 299.455.000,00 0 DINAS ARSIP DAN
dalam satu tahun PERPUSTAKAAN

Rata-rata Capaian Kinerja(%) 0,00%

precikat Kinera [ Revoms ]

PREDIKAT KINERJA RKPD S/DTW II
>41

31-40

2130 SEDANG
1120

<10

Untuk wurusan Perpustakaan ini tidak dianggarkan pada tahun
anggaran 2018, dikarenakan keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Batam.
Untuk itu perlu direncanakan kembali pada RKPD 2020 sehingga capaian
RPJMD diakhir periode dapat terealisasi.

2.2.3.5. Urusan Kearsipan

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi rendah
sebesar 0% (sangat rendah) dengan realisasi keuangan 0%, dikarenakan pada
tahun 2018 tidak ada kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
indikator ini yaitu:

1. Program Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Kearsipan dengan
alokasi dana Rp. 0,- (0%), dengan indikator kinerja :
» ASN Arsiparis yang dibina.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan

daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Kearsipan dapat

dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.85. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Kearsipan
s.d. Triwulan II Tahun 2018

Program Pembinaan 820.000.000,00| 68.204.520,00| - 68.204.520,00| 8,32%)
dan Penataan
Penyelenggaraan
Kearsipan

|ASN Arsiparis yang di Bina |40 OPD 68.204.520,00 0| 68.204.520,00 [ DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN

Rata-rata Capaian Kinerja(%)

PREDIKAT KINERJA RKPD S/D TW I
>41

31-40

2130 SEDANG
1120

<10

Untuk urusan Kearsipan ini tidak dianggarkan pada tahun anggaran
2018, dikarenakan keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Batam. Untuk itu
perlu direncanakan kembali pada RKPD 2020 sehingga capaian RPJMD

diakhir periode dapat terealisasi.

2.2.3.6. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi sangat
rendah dengan realisasi keuangan 3,14 % yang dilaksanakan dalam 2 (dua)
program yaitu :

1. Program Peningkatan Peran Serta, dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan dengan alokasi dana Rp.5.976.442.000,00 dengan realisasi
Rp.375.548.700,00 (6,28%) dengan indikator kinerja :

» Indeks pembangunan gender;
» Indeks pemberdayaan gender.

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak
dengan alokasi dana Rp.0,00 dengan indikator kinerja :

» Persentase perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.86. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak s.d. Triwulan II Tahun 2018

Program Peningkatan 2.434.747.000,00 2.810.295.700
peran serta, dan
kesetaraan Gender
dalam pembangunan
\Indeks Pembangunan 194.54 0(94.47 - - 0 - 0 DINAS PEMBERDAYAAN
(Gender Ipersentase lpersentase PEREMPUAN,
lindeks Pemberdayaan  |61.05 2.434.747.000,00|55 5.976.442.000 '375.548.700 628 0| 2.810.295.700,00 0| PERLINDUNGAN ANAK,
Gender lpersentase |persentase PENGENDALIAN PENDUDUK|
2 [Program Peningkatan 13.760.000.000,0 904.560.000,00| - - 904.560.000,00| 6,57%)
Kualitas Hidup,
Perlindungan
Perempuan dan Anak
P '904.560.000,00 - - 0| 904.560.000,00] 0| DINAS PEMBERDAYAAN
(dan Anak yang PEREMPUAN,
i mendapatkan PERLINDUNGAN ANAK,
\perlindungan PENGENDALIAN PENDUDUK |
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 314 10,25%|

PREDIKAT KINERIA RKPD S/D TW I
>a1

31-40

2130 SEDANG
1120

<10

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak :
» Tidak ada perencanaan kegiatan pada indikator Indeks Pembangunan
Gender
» Tidak ada perencanaan kegiatan pada indikator Persentase Perempuan
dan Anak yang mendapatkan perlindungan
Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.3.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi sedang
dengan realisasi keuangan 30,38 % yang dilaksanakan dalam 2 (dua)
program yaitu :

1. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat dengan alokasi dana Rp.44.476.905.820,00 dengan realisasi
Rp.25.194.897.650,00 (56,65%) dengan indikator kinerja :

» Meningkatnya kapasitas lembaga/organisasi kemasyarakatan
» Meningkatnya swadaya masyarakat
» Meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan
2. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) dengan alokasi dana

Rp.69.300.000.000,00 dengan realisasi Rp.2.853.438.290,00 (4,12%)
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dengan indikator kinerja :
> Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman
berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.87. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Desa s.d. Triwulan II Tahun 2018

Program Peningkatan
Pemberdayaan
[Masyarakat dan

[Partisipasi Masyarakat

Meningkatnya kapasitas |PKK 77, 1M 77, 26.396.561.150,00 | PKK 77, LPM | 44.476.905.820 25.194.897.650 56,65 0 51.591.458.800,00) 0|
Lembaga/ organisasi |Posyandu 700, 77,
Kemasyarakatan kM 3200rg, Posyandu
[Meningkatnya swadaya  |swadaya 50%, |Rp. 0.00 3.463.809.780,00 |Swadaya - o[ 3.463.509.780,00) 0|
masyarakat Goro 25000rg 135%, Goro
|persentase |5000rg

DINAS SOSIAL DAN

PPEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA
BATAM, KECAMATAN

i itas |UEM-SP49, |Rp. 0.00 [posyantek 1, - o - 9 SEKUPANG, KECAMATAN

lembaga dan ekonomi ~|POSYANTEK'S, 767, SUNGAI BEDUK,
kelurahan 776 35, [PELATIHAN KECAMATAN SAGULUNG,
|pelatihan 1100 100 0RANG KECAMATAN BATU AJl,

jorang Organisasi KECAMATAN BENGKONG,
(Organisasi KECAMATAN BATU AMPAR,
2|Program Percepatan . 212 47.057.256.117 9,80%| KECAMATAN NONGSA,
Infrastrulctur Kelurahan KECAMATAN GALANG,
(Pik) KECAMATAN BULANG,
KECAMATAN LUBUK BAJA,
KECAMATAN BATAMKOTA,
KECAMATAN BELAKANG
PADANG

de 6akel 44.203.817.827,00| 69.300.000.000 2.853.438.290 412 47.057.256.117,00| 0|

|Sarana Dasar (PSD)
Lingkungan Permukiman
berbasis peran serta
(pemberdayaan)
masyarakat

Rata-rata Capaian Kinerja(’) 3038 16,85%
Predikat Kinerja SEDANG

PREDIKAT KINERIA RKPD S/DTW If
>41

3140

230 SEDANG
11-20

<10

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan

Masyarakat Desa :

» Tidak ada perencanaan kegiatan pada indikator Meningkatnya swadaya
masyarakat;

» Tidak ada perencanaan kegiatan pada indikator meningkatnya kapasitas
lembaga dan ekonomi kelurahan;

» Permasalahan teknis pada pelaksanaan program percepatan Infrastruktur
Kelurahan (PIK), dan ada beberapa kegiatan yang di hold karena paket
pekerjaan tidak sesuai dengan juknis.

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan 2 dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.
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2.2.3.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d. triwulan II dalam kondisi sangat
tinggi dengan realisasi keuangan 69,21 % yang dilaksanakan dalam 2 (dua)
program yaitu :

1. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga dengan alokasi dana Rp.3.020.800.000,00 dengan realisasi
Rp.1.465.667.345,00 (48,52%) dengan indikator kinerja :

» Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/cp 12)

2. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan alokasi dana
Rp.2.135.037.000,00 dengan realisasi Rp.1.919.286.860,00 (89,89%)
dengan indikator kinerja :

» Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan
catatan sipil: KK;

> Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan
catatan sipil: KTP;

> Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan
catatan sipil: Akte kelahiran, Akte kematian.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.88. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana s.d. Triwulan II Tahun 2018

[Program Pengendalian
[Penduduk, Keluarga
Berencana dan
70%|  1.898.282.923,00 1.465.667.345 4852 | 70%| 3.363.950.26800]  0,007| DINAS PEMBERDAYAAN
i it PEREMPUAN,
|prevalence rate/ CPR) PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK|
DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BATAM
2 [Program Penataan 1 2.135.037.000 1919.286.860 89,89 3.806.276.047 30,59%
(Administrasi
0] - 0 DINAS KEPENDUDUKAN
iliki DAN PENCATATAN SIPIL.
kependudukan dan KOTA BATAM
catatan sipil:KK
99%| 1 2.135.037.000 1.919.286.860 89,89 | 99%| 3.806.276.447,00]  0,0099) DINAS KEPENDUDUKAN
|vang memiliki dokumen DAN PENCATATAN SIPIL
kependudukan dan KOTA BATAM
DiKTP
0 - 0,00 0| - 0 DINAS KEPENDUDUKAN
|vang memiliki dokumen DAN PENCATATAN SIPIL
d KOTA BATAM
catatan sipil:Akte
Kelahiran, ie
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 69,21 27,01%
Predikat Kinerja | sancatTnGel |
PREDIKAT KINERIA RKPD S/DTW I
>41
3140
2130 SEDANG
11-20
<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.3.9. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi rendah
dengan realisasi keuangan 11,10 % yang dilaksanakan dalam 1 (satu)
program yaitu :

1. Program Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan,
Kepramukaan dan Olahraga dengan alokasi dana Rp.10.601.000.000,00
dengan realisasi Rp.1.176.784.400,00 (11,10%) dengan indikator kinerja :
» Prestasi/capaian kepemudaan;

Prestasi olahraga;

Budaya olahraga;

Prestasi kepramukaan;

YV V V V

Sarana prasarana terbangun.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Kepemudaan dan

Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.89. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga s.d.
Triwulan II Tahun 2018

|Prestasi/ Capaian [2000rang 1.216.079.330,00 1.480.000.000 444.130.000 3001%| 0| 1.660.209.330,00 0| DINAS KEPEMUDAAN DAN
(OLAH RAGA KOTA BATAM
|Prestasi Olahraga 700 0rang 49.913.500,00 700.000.000 163.975.400 23,43%| 0| 213.888.900,00 0|
|Budaya olahraga 25 keg 728.010.326,00| Skeg|  970.000.000 350.904.000 3618%| 0| 1078.914.326,00 0|
|Prestasi Kepramukaan {780 orang 127.455.600,00) 910.000.000 - 0,00%| 0| 127.455.600,00 0|
[sarana Prasarana [gunit 1170.986.00000]  13unit|  6.541.000.000 217.775.000 333%| 0| 1388.761.000,00 0|
terbangun
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 11,10% 14,79%
Predikat Kinerja [ renoan |
PREDIKAT KINERIA RKPD S/D TW Il
>a1
3140
2130 SEDANG
11-20
<10

Beberapa permasalahan pelaksanaan urusan Kepemudaan dan
Olahraga :
» Belum terealisasinya indikator prestasi kepramukaan s.d triwulan II tahun
2018.
Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.3.10. Urusan Tenaga Kerja

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi rendah
dengan realisasi keuangan 11,10 % yang dilaksanakan dalam 1 (satu)
program yaitu :

1. Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan
Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja dengan alokasi dana
Rp.21.067.390.928,00 dengan realisasi Rp.12.792.345.827,00 (60,72%)
dengan indikator kinerja :

» Jumlah tenaga kerja yang bersertifiaksi kompetensi;
» Jumlah pencari kerja yang terlatih dan memiliki sertifikasi kompetensi;
» Jumlah tenaga kerja yang terserap/ditempatkan;
> BLK.
2. Program Peningkatan Hubungan Industrial yang Harmonis dengan alokasi

dana Rp.1.735.558.440,00 dengan realisasi Rp.243.871.000,00 (14,05%)
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dengan indikator kinerja :
» Tingkat penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Tenaga Kerja dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.90. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Tenaga Kerja
s.d. Triwulan II Tahun 2018

111.253.000.000,00| 21.067.390.928

ge n
Periuasan Kesempatan
Kerja

[tumiah tenaga kerja yang (7450 orang 475.500.000,00(2100 orang | 10.890.939.500 6.794.068.327 6238 0| 7.269.568.327,00) 0| DINAS TENAGA KERJA KOTA|
Ibersertifikasi kompetensi BATAM

7900 orang 22.500.000.000,00)  orang 6.863.132.228 5.877.322.500 8564 0|28.377.322.500,00| 0| DINAS TENAGA KERJA KOTA|
BATAM

[sertfikasi kompetensi

[tumlah tenaga kerja yang |74500 orang 1.940.303.095,00]  orang 1313.319.200 120.955.000 921 0| 2.061.258.095,00| 0 DINAS TENAGA KERIA KOTA
terserap/ ditempatkan BATAM

BLK 74500 orang - 0,00 [] 0| DINAS TENAGA KERJA KOTA|
1 [Program Peningkatan 1 3 1.735.558.440 243.871.000 14,05 3.399.871.000 29,74%|
hubungan industrial

y 94 jumlah ke 186 jumlah 3.156.000.000,00 88 Jumlah 1.735.558.440 243,871,000 14,05 86| 3.399.871.000,00| 0,86] DINAS TENAGA KERJA KOTA|
|Perselisihan Pengusaha- kasus. (kasus BATAM
Pekerja per Tahun

Rata-rata Capaian Kinerja(%) 37,39 32,71%)

predikat Kinera JT e

PREDIKAT KINERJA RKPD S/DTW Il

>41

3140

21-30 SEDANG
1120

<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.3.11. Urusan Perhubungan

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi rendah
dengan realisasi keuangan 13,03 % yang dilaksanakan dalam 4 (empat)
program yaitu:

1. Program peningkatan, pengamanan dan pengendalian lalu lintas dengan
alokasi dana Rp.6.933.397.013,00 dengan realisasi Rp.349.980.000,00
(5,05%) dengan indikator kinerja :

» Meningkatnya cakupan pelayanan parkir

2. Program Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi Massal
dengan alokasi dana Rp.27.940.444.272,00 dengan realisasi Rp.
13.166.547.968,00 (47,12%) dengan indikator kinerja :
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» Jumlah penumpang trans batam per tahun dengan e-ticketing

3. Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Transportasi dengan alokasi dana Rp.22.977.323.400,00
dengan realisasi Rp.2.978.670.771,00 (12,96%) dengan indikator kinerja :
» Jumlah sarana prasarana transportasi terbangun;

» Jumlah sarana prasarana transportasi terpelihara;
» Jalur sepeda.

4. Program Pengembangan, Pembangunan Aksebilitas dan Konektivitas
dengan  alokasi dana  Rp.24.253.313.356,00 dengan  realisasi
Rp.8.724.116.504,00 (35,97%) dengan indikator kinerja :

» Pembangunan pelabuhan di hinterland;
» Sarana angkutan penumpang dan barang laut.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Perhubungan dapat

dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.91. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Perhubungan
s.d Triwulan II Tahun 2018

Program Peningkatan,
Pengamanan dan
|meningkatnya cakupan |228 Lokasi 198 1okasi 4.581,609.720,00|208 Lokasi 6.933.397.013 349.980.000 505 | 198] 4.931.589.720,00 1,98 DINAS PERHUBUNGAN
Ipelayanan parkir KOTA BATAM
2 [program penyediaan 225.091.000.000,00) 26.185.577.538,00) 27.940.440.272 13.166.547.968 47,12 39.352.125.506 17,48%
ldan penataan tata
elola transportasi
massal
[tumiah Penumpang Trans |3000000 ....penump | 20.940.444.272 13.166.547.968 6288 13.166.547.968 0| DINAS PERHUBUNGAN
Batam per jang KOTA BATAM
ticketting
Panjang Jalan Kota Batam | 246 km 0km - - - 0|
yang di lalui Trans Batam
Panjang Jalan Kota Batam |9 koridor 26.185.577. i - 000 26.185.577.538,00 0|
yang di lalui Trans Batam
untuk melayani
|masyakarat (Jumiah
Koridor)
3 152,191.000.000,00] 12.891.302.949,00) 22.977.323.400 2.978670.771 12% 15.869.973.720 10,43%
peningkatan,
pemeliharaaan
rehabilitasi sarana dan
prasarana transportasi
7.820.024.031,00[45 21.277.323.400 2.959.543.881 1391 10.779.567.911,80) 0| [DINAS PERHUBUNGAN
i Terbangun ersentase KOTA BATAM
5.071.278.918,00|25 1.350.000.000 19.126.890 102 5.090.405.808,00) 0| DINAS PERHUBUNGAN
i Terpelihara ersentase KOTA BATAM
[alur Sepeda l9km 02km 350.000.000 - 0,00 - 0| [DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM
4 [Program 43.766.000.000,00) 11.487.814.100,0 24.253313.356 000 11.487.814.100 26,25%)
Pengembangan,
Pembangunan
| Aksesibilitas dan
elabuh 9.843.666. 20.200.000.000 - 0,00 9.843.666.100,00) 0| [DINAS PERHUBUNGAN
di hinterland [oTA BATAM
[sarana Angkutan [9unit 3unit 1.644.148.000,00|- - 000 1,644.148.000,00) 0| DINAS PERHUBUNGAN
Penumpang dan Barang KOTA BATAM
Laut
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 13,03 11,94%
Predikat Kinerja |~ Renoan |
PREDIKAT KINERJA RKPD S/D TW Il
a1
3140
2130 SEDANG
1120
<10

Beberapa permasalahan pelaksanaan urusan Perhubungan :
» Belum terealisasinya indikator pembangunan pelabuhan di hinterland s.d
triwulan 2 tahun 2018 terkait proses pengadaan
» Tidak terlaksananya indikator sarana angkutan penumpang dan barang
laut pada APBD Kota Batam dikarenakan keterbatasan anggaran.
Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.3.12. Urusan Lingkungan Hidup

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi sangat
tinggi dengan realisasi keuangan 49,10 % yang dilaksanakan dalam 2 (dua)
program yaitu:

1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan alokasi
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dana Rp.95.012.503.954,00 dengan realisasi Rp.51.077.240.923,00
(53,76%) dengan indikator kinerja :
» Persentase pengangkutan sampah.
2. Program lingkungan sehat dengan alokasi dana Rp.1.482.344.200,00
dengan realisasi Rp.658.658.516,00 (44,43%) dengan indikator kinerja :
» Persentase pengsampah yang dikelola dengan system 3R
(pengomposan,bank sampah, dll ).
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Lingkungan Hidup
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.92. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Lingkungan Hidup s.d.
Triwulan II Tahun 2018

Program 5¢ 51.077.240.923

Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
80%| 90.153.000.000,00|..... persentas|  95.012.503.954 51.077.240.923 5376 141.230.240.923,00| 0| DINAS LINGKUNGAN HIDUP
\Sampah KOTA BATAM, KECAMATAN
SEKUPANG, KECAMATAN
ISUNGAI BEDUK,
KECAMATAN SAGULUNG,
KECAMATAN BATU AJI,
KECAMATAN BENGKONG,
KECAMATAN BATU AMPAR,
KECAMATAN NONGSA,
KECAMATAN GALANG,
KECAMATAN BULANG,
KECAMATAN LUBUK BAJA,
KECAMATAN BATAM KOTA,
KECAMATAN BELAKANG
PADANG
2 |Program Lingkungan 11.152.000.000,00) 1.681.000.000,00| 1.482.344.200 658.658.516 44,43 2.339.658.516 20,98% |
|Sehat
g |7 pel 3%| 1.681.000.000,00| 1.482.344.200 658.658.516 44,43 2.339.658.516,00 0| DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BATAM
sank
|sampah, dll)
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 49,10 22,56%|
rediatinera T sawcarmngar |
PREDIKAT KINERJA RKPD S/D TW Il
>41
31-40
21-30 SEDANG
11-20
<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.3.13. Urusan Pertanahan

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi sangat
rendah dengan realisasi keuangan masih 0,6 % yang dilaksanakan dalam 1
(satu) program yaitu :

1. Program Penataan Tata Guna Tanah dengan alokasi dana

Rp.1.042.617.500,00 dengan realisasi Rp.6.300.000,00 (0,60%) dengan
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indikator kinerja :

>

YV V VYV V

Persentase data lahan asset pemko batam yang diinventarisasi;

Jumlah pengadaan dokumen tanah asset pemko batam;

Fasilitas penggunaan sertifikat lahan masyarakat;

Jumlah pengadaan lahan aset Pemko Batam,;

Jumlah kampung tua yang memiliki dokumen PL atas nama pemko
batam.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan

daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Pertanahan dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.93. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pertanahan
s.d. Triwulan II Tahun 2018

1 [Program Penataan Tata 9.293.000.000,00] 460.533.840,00| 1042617500 6.300.000 060 466.833.840 5,02%|
Guna tanah
100%|  143.370.000,00)....... persent 100.240.000 - 000 143.370.000,00 [ DINAS PERTANAHAN
laset Pemko Batam yang
1dok 1.713.840,00|.....dok 356.000.000 - 000 1.713.840,00 0| DINAS PERTANAHAN
| dokumen tanah aset
|Pemko Batam
it 99 100 dok 169.960.000 6.300.000 371 106.930.000,00| 0| DINAS PERTANAHAN
|Sertifikat lahan
|Masyarakat
lsumlah pengadaan iahan [444 persil 0| 0129 persil 157.572.500 - 000 - 0| DINAS PERTANAHAN
|asset Pemko Batam
Tua [3kp tua '258.845.000 B 000 214.820.000 0| DINAS PERTANAHAN
lyang memiliki Dokumen
|PL atas nama Pemko
|Batam
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 0,60 5,02%)
prdiorneis [ saneatuoman |

PREDIKAT KINERJA RKPD S/D TW II

>a1
31-40
2130 SEDANG
120

<10

Beberapa permasalahan pelaksanaan urusan Pertanahan :

» Belum terealisasinya kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran;

» Kegiatan yang sudah dianggarkan di APBD belum terealisasi terkait teknis

pelaksanaan kegiatan, dan ada kegiatan yang harus di hold terkait defisit

anggaran sehingga pelaksanaannya menunggu APBD Perubahan.

2.2.3.14. Urusan Kebudayaan

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan 2 dalam kondisi rendah

dengan realisasi keuangan 14,61% yang dilaksanakan dalam 1 (satu)

program yaitu :

1. Program pelestarian dan pengembangan seni dan budaya dengan alokasi

dana Rp.1.660.000.000,- dengan realisasi Rp.242.590.000,- (14.61%)

-11.135-




PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

dengan indikator kinerja :
» Jumlah pagelaran seni dan budaya (event)
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Kebudayaan dapat
dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.94. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Kebudayaan
s.d. Triwulan II Tahun 2018

[Program Pelestarian
dan Pengembangan
Seni dan Budaya

|sumlah pagelaran seni |30 Event 3event 2.854.860.796,00|3 Event. 1.660.000.000 242.550.000 1461 3.097.450.796,00| 0| DINAS KEBUDAYAAN DAN
|dan budaya (event) PARIWISATA KOTA BATAM

Rata-rata Capaian Kinerja(%) 41,39%|

predikatinerjs J7 Reoa |

PREDIKAT KINERIA RKPD S/DTW II

>a1
3140
21-30 SEDANG
120

<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan 2 dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.3.15. Urusan Penanaman Modal

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi sangat
rendah dengan realisasi keuangan masih 23,39% yang dilaksanakan dalam 1
(satu) program yaitu :

1. Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan dengan
alokasi dana Rp.16.632.729.781,00 dengan realisasi Rp.3.889.769.445,00
(23,39%) dengan indikator kinerja :

» Meningkatnya persentase realisasi investasi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan

daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Penanaman Modal

dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.95. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Penanaman Modal
s.d. Triwulan II Tahun 2018

Program Peningkatan 18,145.000.000,00) 241.827.147,00) 16.632.729.781 2339 413159592 2,77%|
investasi dan kerjasama
[pembangunan

i 241.827.147,00).....persenta | 16.632.729.781 3.889.769.445 2339 4.131.596.592,00 0 DINAS PENANAMAN
Irealisasi Investasi se IMODAL DAN PELAYANAN
ITERPADU SATU PINTU KOTA|

Rata-rata Capaian Kinerja(%) 23,39 22,77%|

et ko [T Rewoan |

PREDIKAT KINERIA RKPD $/D TW Il

>a1
31-40
2130 SEDANG
120

<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan 2 dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.3.16. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan 2 dalam kondisi sangat
rendah dengan realisasi keuangan masih 23,39% yang dilaksanakan dalam 1
(satu) program yaitu :

1. Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan UKM dan Koperasi
serta Usaha Ekonomi Masyarakat dengan alokasi dana
Rp.1.573.664.500,00 dengan realisasi Rp.420.210.000,00 (26,70%) dengan
indikator kinerja :

» Jumlah pelaku usaha kreatif bernilai tambah yang dibina;
» Jumlah sentra UMKM yang dibentuk;
» Jumlah koperasi aktif.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan

daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.96. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah s.d. Triwulan II Tahun 2018

Program Peningkatan,
[pembinaan dan
[pengembangan UKM

dan koperasi serta
Jusaha ekonomi
masyarakat

{Jumlah Pelaku usaha |1510 UMKM 1192 UMKM 825.781.300,00|.......UMKM 1.071.464.800 420.210.000 3922 1.245.991.300,00| 0 DINAS KOPERASI DAN
\kreatif bernilai tambah USAHA MIKRO KOTA
\vang dibina BATAM

\Jumlah Sentra UMKM |4sentra UMKM - - 154.049.600,00) 0 DINAS KOPERASI DAN
\vang dibentuk USAHA MIKRO KOTA
BATAM

[1umiah koperasi aktif — [719 koperasi 420|  286.636.900,00|......koperasi|  502.199.700 - 000 286.636.900,00| 0 DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA
BATAM

Rata-rata C 26,70 8,66%|
Predikat Kinerja SEDANG

PREDIKAT KINERIA RKPD S/DTW II

>41

3140

21-30 SEDANG
1120

<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.3.17. Urusan Pangan

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi sangat
rendah dengan realisasi keuangan masih 23,39% yang dilaksanakan dalam 1
(satu) program yaitu :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan alokasi dana
Rp.1.100.000.000,00 dengan realisasi Rp.215.864.600,00 (19,62%) dengan
indikator kinerja :

» Persentase ketersediaan pangan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan

daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Pangan dapat dilihat

pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.97. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pangan
s.d. Triwulan II Tahun 2018

1 [Program Peningkatan 8.862.000.000,00) 936.067.500,00| 1.100.000.000 215.864.600 1962 1.151.932.100 13,00%|

936.067. 1.100.000.000 215.864.600 1962 1.151.932.100,00| 0| DINAS KETAHANAN
lpangan PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BATAM

Rata-rata Capaian Kinerja(%) 13,00%

PREDIKAT KINERIA RKPD S/D TW I

>a1
3140
2130 SEDANG
120

<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.4. Urusan Pilihan
2.2.4.1. Pariwisata

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi tinggi
dengan realisasi keuangan 36,06% yang dilaksanakan dalam 1 (satu)
program yaitu :

1. Program Pengembangan Sektor Pariwisata dengan alokasi dana
Rp. 4.984.895.464,00 dengan realisasi Rp. 1.797.490.500,00 (36,06%)
dengan indikator kinerja :

» Jumlah kunjungan wisatawan Lokal, Jumlah Wisatawan Mancanegara
» Length of Stay (Lama Kunjungan)

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan

daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Pariwisata dapat

dilihat pada tabel berikut ini:
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1[Program
Pengembangan sektor
pariwisata

Tabel 2.98. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pariwisata
s.d Triwulan II Tahun 2018

5.441.000.000

2.311.044.435,00]

4.984.895.464,00]

1.797.490.500

36,06

4.108.534.935,00

75,51%|

|Lokal, Jumlah Wisatawan

2.311.044.435,00|

984,699,000

26,83

3.295.743.435,00

[DINAS KEBUDAYAAN DAN
[PARIWISATA KOTA BATAM

[Length of Stay (Lama Kunjungan) |2.13 hari [03% 0,00.....hari 1.315.375.000,00| 812.791.500 6179 812.791.500,00

Rata-rata Capaian Kinerja(%)

[DINAS KEBUDAYAAN DAN
[PARIWISATA KOTA BATAM

75.51_u|

Predikat Kinerja

PREDIKAT KINERIA RKPD S/D TW Il

a1
3140
2130 SEDANG

11-20
<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.4.2. Kelautan dan Perikanan

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi sangat
rendah dengan realisasi keuangan 3,99% yang dilaksanakan dalam 1 (satu)
program yaitu :

1. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perikanan dengan
alokasi dana Rp. 8.081.117.500,00 dengan realisasi Rp. 322.447.000,00
(3,99%) dengan indikator kinerja :

» Meningkatnya Produksi Perikanan.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan

daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Kelautan dan

Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.99. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Kelautan dan Perikanan
s.d. Triwulan II Tahun 2018

1|Program Pembinaan,
Pengembangan dan
Pengawasan Perikanan

31.852.000.000

4.227.304.927,00|

8.081.117.500,00|

322.447.000

39

4.549.751.927,00

14,28%|

[Meningkatnya Produksi
|Perikanan

139804 ton

4.227.304.927,00

8.081.117.500,00

322.447.000

39

4.549.751.927,00

DINAS PERIKANAN KOTA

[Rata-rata Capaian Kinerja(%)

Predikat Kinerja

BATAM
um'_
[

PREDIKAT KINERJA RKPD S/DTW Il

a1
3140
2130
1120

<10
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Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan 2 dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.4.3. Pertanian

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi masih
rendah dengan realisasi keuangan 13,46% yang dilaksanakan dalam 1 (satu)
program yaitu :

1. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pertanian dan
Peternakan dengan alokasi dana Rp. 6.888.000.000,00 dengan realisasi
Rp. 927.428.500,00 (13,46%) dengan indikator kinerja :

» Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan

daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Pertanian dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.100. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pertanian
s.d Triwulan II Tahun 2018

Program Pembinaan, 1.755.932.100,00) 6.838.000.000,00| 1346 2.683.360.600,00 16,74%|

pengawasan pertanian

[Meningkatnya Produksi 20849t0n  [Rp. 0.00 0% v ton 6.888.000.000,00| 927.428.500 13,46 2.683.360.600,00 IDINAS KETAHANAN PANGAN
i 1.755.932.100,00| [DAN PERTANIAN KOTA

[Rata-rata Capaian Kinerja(%) 13,46 16,74%

PREDIKAT KINERIA RKPD S/D TW Il

a1
31-40
230 SEDANG
120

<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.4.4. Perindustrian

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi sedang
dengan realisasi keuangan 28,74% yang dilaksanakan dalam 1 (satu)
program yaitu :

1. Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah dengan alokasi dana Rp. 1.099.062.440,00 dengan realisasi
Rp. 315.914.000,00 (28,74%) dengan indikator kinerja :
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» Jumlah sentra industri yang dibentuk.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Perindustrian dapat
dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.101. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Perindustrian
s.d Triwulan II Tahun 2018

g 3 7.443.000.000 987.732.160,00| 1.099.062.440,00) 315.914.000 2874 1.303.646.160,00 17,50%]
[Pembinaan dan

Kecil dan Menengah

|lumiah sentra industri yang [ssentra |Rp. 0.00 0% Sentraind] 1099.062.440,00] 315.914.000 87 1.303.646.160,00 IDINAS PERINDUSTRIAN DAN

dibentuk lindustri [PERDAGANGAN KOTA BATAM|
987.732.160,00|
[Rata-rata Capaian Kinerja(%) 2874 17,50%
Predikat Kinerja SEDANG

PREDIKAT KINERIA RKPD S/DTW Il
41

3140

2130 SEDANG

1120

<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan

pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.4.5. Perdagangan

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan 2 dalam kondisi sangat
rendah dengan realisasi keuangan 1,26% yang dilaksanakan dalam 1 (satu)
program yaitu :

1. Program Penataan, pembinaan dan pengendalian pasar dengan alokasi
dana Rp. 2,455,919,807.41,00 dengan realisasi Rp. 30.900.000,00
(1,26%) dengan indikator kinerja :

» Memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan

daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Perdagangan dapat

dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.102. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Perdagangan
s.d Triwulan II Tahun 2018

1Program Penataan, |Rp. 17.895.000.000,00 17.895.000.000 4.863.556.801,00) 2.455.919.807,41] 30.900.000 12 4.894.456.801,00 27,35%|
[pembinaan dan

0% 2.455.919.807,41 30.900.000 12 4.894.456.801,00 DINAS PERINDUSTRIAN

Jalur distribusi
[kebutuhe 4.863.556.801,00| [DAN PERDAGANGAN

Rata-rata Capaian Kinerja(%) 1,26 27,35%|

PREDIKAT KINERJA RKPD S/DTW Il

>a1

3140

2130 SEDANG
120

<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.5. Penunjang Urusan Pemerintah

2.2.5.1. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi rendah
dengan realisasi keuangan 12,49% yang dilaksanakan dalam 1 (satu)
program, yaitu :

1. Program pengelolaan, peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur dengan
alokasi dana Rp. 13.525.963.000,00 dengan realisasi
Rp. 1.689.158.339,00 (12,49%) dengan indikator kinerja :

» Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian;

» Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan
kompetensi bersertifikat;

» Persentase pembinaan dan peningkatan penegakan disiplin aparatur.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Kepegawaian serta

Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.103. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Kepegawaian serta Pendidikan
dan Pelatihan s.d Triwulan II Tahun 2018

pengelolaan,
peningkatan
kapasitas dan

Y 0% 797.780.000,0046.67 persentase | 13.100.481.500 1.689.158.339 12,89 2.486.938.339,00 [BADAN KEPEGAWAIAN
Pelayanan Administrasi DAN PENGEMBANGAN
(Kepegawaian SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BATAM
yang 0% 1.752.262.375,00(17.75 persentase. B 000 1.752.262.375,00 [BADAN KEPEGAWAIAN
| meningkat kapasitasnya DAN PENGEMBANGAN
(dengan pengembangan SUMBER DAYA MANUSIA
[kompetensi bersertifikat KOTA BATAM
inaan de 0% '361.667.000,00 (60 persentase - 0,00 361.667.000,00 [BADAN KEPEGAWAIAN
|peningkatan penegakan DAN PENGEMBANGAN
disiplin aparatur SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BATAM

Rata-rata Capaian Kinerja(%) 12,89 17,94%)

PREDIKAT KINERIA RKPD S/D TW II

>a1

3140

2130 SEDANG
120

<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.5.2. Penelitian dan Pengembangan

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi sedang
dengan realisasi keuangan 30% yang dilaksanakan dalam 1 (satu) program
yaitu :

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan alokasi dana
sebesar Rp. 242.252.000,00 dan realisasi Rp. 72.687.699,00 (30%) dengan
indikator kinerja :

» Jumlah Kajian/Penelitian yang mendukung pembangunan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan

daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Penelitian dan

Pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.104. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Penelitian dan Pengembangan
s.d Triwulan II Tahun 2018

317.565.949,00

fan
[Pengembangan
[Daerah

|1umiah Kajian/ Penelitian (35 Dokumen  [Rp. 0.00 o5 |1 Dokumen 242.252.000 72667699 3000 317.565.945,00 BADAN PERENCANAAN
|vang mendukung DAN PENELITIAN,
Ipembangunan PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH

244.878.250,00 KOTA BATAM
[Rata-rata Capaian ki 30,00 19,25%|

Pregikat kinerja SEDANG

PREDIKAT KINERIA RKPD /D TW If

a1

3140

230 SEDANG
120

<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.5.3. Perencanaan Pembangunan

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi sangat
rendah dengan realisasi keuangan 7,39% yang dilaksanakan dalam 1 (satu)
program, yaitu :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi dana sebesar
Rp. 7.922.697.580,00 dan realisasi Rp. 585.791.657,00 (7,39%) dengan
indikator kinerja :

» Persentase hasil musrenbang yang diakomodir RKPD;
» Persentase hasil RKPD yang diakomodir APBD;
» Partisipasi perusahaan dalam pembangunan Kota Batam melalui dana

CSR.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Perencanaan

Pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.105. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Perencanaan Pembangunan
s.d. Triwulan II Tahun 2018

1 33.731.000.000 Rp 7.922.697.580,00 Rp_585.791.657,00 739 585.791.657,00 1,74%|

5137 '586.082.500,00 BADAN PERENCANAAN
DAN PENELITIAN,

R PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BATAM

|Persentase Hasil

00(  360.047.500 )

| diakomodir RKPD.

'924.807.598 65 persentase o 7.482697.580,00 Rp 359.756.657,00 481 1284.564.255,00

| diakomodir APBD

[partisipasi perusahaan osenenose | n 000 000 . ISEKRETARIAT DAERAH
per P KOTA BATAM

i dana CSR
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 7,39 1,"#

predtainers | saveaTReRDan |

PREDIKAT KINERJA RKPD S/D TW If

a1
3140
230 SEDANG
120

<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.5.4. Keuangan

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi sangat
tinggi dengan realisasi keuangan 40,72% yang dilaksanakan dalam 1 (satu)
program, yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dengan alokasi dana Rp. 14.665.300.680,00 dengan realisasi
Rp. 5.972.277.410,00 (40,72%) dengan indikator kinerja :

» Opini Pemeriksaan BPK Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya;
» Peningkatan PAD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan

daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Keuangan dapat

dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.106. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Keuangan
s.d Triwulan II Tahun 2018

5.972.277.410

1,76+18| 0% 6.827.343.540,00| 7.363.028.680 3.803.316.760 51,65 10.630.660.300 [BADAN PENGELOLAAN
[PAJAK DAN RETRIBUSI
BATAM

pini iksaan BPK | WTP Opini BPK 0% 5.051.388.788,00| TP Opini BPK 7.302.272.000 2.168.960.650 2570 7.220.349.438
[Peningkatan PAD

Rata-rata Capaian Kinerja(%) e

27,93%)

PREDIKAT KINERIA RKPD S/D TW Il

a1
3100
230 SEDANG
120

<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.5.5. Kesatuan Bangsa dan Politik

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi sangat
rendah dengan realisasi keuangan 4,05% yang dilaksanakan dalam 2 (dua)
program, yaitu :

1. Program Pengembangan dan Partisipasi Budaya Politik dengan alokasi
dana Rp. 123.200.000,00 dengan realisasi Rp. 0,00 (0%) dengan indikator
kinerja :

» Partisipasi masyarakat dalam pileg;

» Partisipasi masyarakat dalam pilpres;
» Partisipasi masyarakat dalam pilgub;
» Partisipasi masyarakat dalam pilwako.

2. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-
nilai Keagamaan dan Kebangsaan dengan alokasi dana
Rp. 45.848.504.150,00 dengan realisasi Rp. 3.709.201.393,00 (8,09%)
dengan indikator kinerja :

» Pencegahan Konflik sosial dan keagamaan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan

daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Kesatuan Bangsa

dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.107. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
s.d Triwulan II Tahun 2018

Program ¥ - 000
Pengembangan
dan partisipasi
lbudaya politik

[Partsipasi Masyarakat (35 persen 123.200.000 000
dalam pileg
[Partisipasi Masyarakat {65 persen - - 000
dalam Pilpres
[Partisipasi Masyarakat |60 persen B - 0,00
dalam Pilgub
[Partsipasi Masyarakat {60 persen B - 000
dalam pilwako

2 [Program 75351938730 36.745.447.950,00] 5.848.504.150 3709201353 809 40.454.649.343 53,69%|
Peningkatan
Kerukunan Umat

Penghayatan Nilai-
nilai Keagamaan

l0% '36.745.447.950,00 0 jumlah konfiik 45.848.504.150 3.709.201.393 809 40.454.649.343 BADAN KESATUAN BANGSA
ldan keagamaan DAN POLITIK KOTA BATAM

PREDIKAT KINERIA RKPD S/DTW Il

41
3140
230 SEDANG
120

<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.5.6. Bencana

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II belum terealisasi, dan

tidak dianggarkan dalam RKPD 2018 dikarenakan keterbatasan anggaran.

2.2.6. Fungsi Lainnya
2.2.6.1. Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif

Pelaksanaan Tugas PD, dan Pelayanan Administratif

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi tinggi
dengan realisasi keuangan sudah mencapai 38,96% yang dilaksanakan
dalam 4 (empat) program yaitu :

1. Program Penataan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan peraturan
perundang-undangan dengan alokasi dana Rp. 5.475.209.000,00 dengan
realisasi Rp. 756.644.000,00 (13,82%) dengan indikator kinerja :

» Peringkat LPPD Provinsi;

» Peringkat LPPD Nasional,

» Nilai Laporan Kinerja;

» Jumlah PD yang telah memiliki SOP;
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» Jumlah Produk Hukum dan Perda MoU.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan alokasi dana Rp. 950.000.000,00 dengan realisasi
Rp. 60.700.000,00 (6,39%) dengan indikator kinerja :

» Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program
yang mendukung tupoksi PD

3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah dengan
alokasi dana Rp. 49.112.240.330,00 dengan realisasi
Rp. 38.081.534.523,00 (77,54%) dengan indikator kinerja :

» Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu.

4. Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan
alokasi dana Rp. 5.500.885.568,00 dengan realisasi Rp. 3.195.952.690,00
(58,10%) dengan indikator kinerja :

» Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pemko Batam.
Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan
daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Penyusunan

Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD, dan

Pelayanan Administratif, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.108. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Penyusunan Kebijakan,
Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD, dan Pelayanan
Administratif s.d Triwulan II Tahun 2018

Program Penataan 271.780.347,00) Rp 5.475.209.000,00 Rp  756.644.000,00 X Rp 1.028.424.347,00
Kelembagaan
dan peraturan
perundang-
undangan
|Peringkat LPPD Provinsi  |1Besar 100| 146.594.147,00 |3 Besar Rp 1.140.000.000,00 Rp 430.600.000,00 37,77 Rp 577.194.147,00 [ SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BATAM
|Peringkat LPPD Nasional |3 Besar 100 Ro Rp  254.940.000,00 29,99 Rp  271.978.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BATAM
[Nilai Laporan Kinerja |BB Penilaian 200 66.539.200,00(8 Penilaian | Rp 1.987.000.000,00 Rp  14.604.000,00 073 Rp  81.143.200,00 SECRETARIAT DAERAH
Kemenpan |Kemenpan KOTA BATAM
[tumlah PDyang telah  |100 [5Persentase | Rp  348.209.000,00 0,00 0,00 Rp
iliki |Persentase
|sumlah Produk Hukum |35 Perda 41.609.000,00(7 Perda Rp_ 1. Rp __ 56.500.000,00 491 Rp___ 98.109.000,00
2 [Program 350.000.000 185.968.500,00| Rp  950.000.000,00 Rp  60.700.000,00 639 Rp  246.668.500,00 70,48%
Peningkatan
Pengembangan
sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Terwujudnya penata 100 0% 185.968.500,00 Rp Rp 60.700.000,00 6,39 \T DAERAH
usaha keuangandan  |persentase KOTA BATAM
Ipencapaian kinerja
lprogram yang
rupoksi PD
3 [Program 260.748.000.000 47.681.952.980,00) Rp 49.112.240.330,00 Rp 38.081534.523,00 77,54 Rp 85.763.487.503,00 32,89%
Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Daerah
[Persentase penyelesaian |85 Rp. 0.00 0% Rp 49.112.240.330,00 Rp 38.081.534.523,00 77,54 [SEKRETARIAT DPRD KOTA
lagenda DPRD tepat waktu |persentase BATAM
47.681.952.980,00
4 [Program 10.800.000.000 4.205.673.059,00 5.500.885.568,00 3.195.952.690,00) 5810 Rp 7.401.625.749,00 68,53%
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
[Meningkatnya kepuasan (85 IkM PD 0% 4.205.673.059,00..... IKM PD 5.500.885.568,00) 3.195.952.690,00| 5810 SEKRETARIAT DAERAH
\masyarakat atas KOTA BATAM
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 38,96 68,53%
Predikat Kinerja I mNear |
PREDIKAT KINERJA RKPD S/D TW I
>41
3140
2130 SEDANG
11-20
<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

2.2.6.2. Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Predikat Kinerja pada urusan ini s.d triwulan II dalam kondisi tinggi
dengan realisasi keuangan sudah mencapai 17,42% yang dilaksanakan
dalam 1 (satu) program yaitu :

1. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan dengan alokasi dana Rp. 3.015.448.204,00 dengan realisasi
Rp. 525.427.449,00 (17,42%) dengan indikator kinerja :
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» Meningkatnya  kepatuhan  terhadap standar dan  prosedur
pertanggungjawaban keuangan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan

daerah Kota Batam tahun 2018 triwulan II pada urusan Pengawas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.109. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pengawas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah s.d Triwulan II Tahun 2018

Rp 3.015.448.204,00
Kebijakan Sistem
dan Prosedur
Pengawasan
Meningkatnya kepatuhan |62 0% 1.718.091. Rp 3.015.448.204,00 Rp  525.427.449,00 17,42 INSPEKTORAT DAERAH
terhadap standardan  |persentase KOTA BATAM
|prosedur
|pertanggungjawaban
keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 17,82 0,00%)
Predikat Kinerja [ Renoan |
PREDIKAT KINERJA RKPD S/D TW II
41
3140
21-30 SEDANG
1120
<10

Secara umum pelaksanaan indikator kinerja yang telah dianggarkan
pada APBD 2018 yang baru memasuki triwulan II dapat dicapai realisasi

kinerjanya pada akhir tahun anggaran.
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RANCANGAN KERANGKA
BAB 3| EKONOMI DAN
KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan pada laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah
berimplikasi pada besaran pendapatan daerah, dan selanjutnya akan
mempengaruhi besaran belanja daerah serta besaran pembiayaan daerah.
Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang
cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan
daerah yang tepat.

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Batam tahun 2019
diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah
Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang memiliki
tema memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
Selain itu, kebijakan perekonomian Kota Batam juga diarahkan untuk
memantapkan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur kota
dalam rangka percepatan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kebijakan
perekonomian Kota Batam bersifat terbuka dan sangat dipengaruhi oleh
dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global. Oleh sebab itu,
penyusunan  asumsi  perekonomian Kota  Batam = tahun 2019
memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global,
regional dan nasional tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran makro dari hasil
pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi juga
merupakan indikator dari perubahan pendapatan yang merupakan salah satu
gambaran perubahan tingkat kemakmuran dan taraf hidup. Salah satu
indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus
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mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka
lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi
daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut
dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha.
Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain inflasi,
kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain. Analisis ekonomi daerah
dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi
daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan
daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Penjabaran lebih lanjut
mengenai indikator- indikator ekonomi daerah yaitu sebagai berikut:

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan
Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu
indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah

pada suatu periode tertentu. PDRB menggambarkan kemampuan suatu

8.00 - daerah dalam mengelola dan
7.00 4
6.00 -
5.00 A
4.00 4
3.00 A
2.00 4 v
1.00 A tergantung pada hasil

menggunakan sumber daya yang

dimiliki untuk menghasilkan

barang dan jasa. Besaran PDRB

2013 2014 2015 2016 2017* penggunaan potensi faktor-faktor
- Kepri =@=Nasional =i==BATAM

produksi di suatu daerah; seperti

Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Tahun 2013-2017 sumber daya alam, sumber daya
berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010

manusia, modal dan teknologi
serta semangat berwirausaha masyarakatnya; dalam melakukan kegiatan
ekonomi. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan
ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai
proyeksi pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Pada
tabel 2.11. menunjukkan perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha pada tahun 2013-2017.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan
barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka
waktu tertentu. PDRB dapat dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu dari
sisi produksi, pengeluaran dan pendapatan. Pada tahun 2014 perhitungan
PDRB secara nasional mengalami perubahan tahun dasar, dari tahun 2000

menjadi tahun dasar 2010. Adapun perubahan tahun dasar tersebut dapat

-111.3-




PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

dijelaskan selama kurun waktu sepuluh tahun, banyak perubahan yang
terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap
perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008,
penerapan perdagangan bebas, perubahan sistem pencatatan perdagangan
internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh
perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik
nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah
melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010.
Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi
rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam System
of National Accounts 2008 (SNA2008). Manfaat perubahan tahun dasar PDRB
antara lain :
» Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran
struktur dan pertumbuhan ekonomi;
» Meningkatkan kualitas data PDRB dan menjadikan data PDRB dapat

diperbandingkan secara internasional.
3.1.2. Struktur Sektor Ekonomi

Capaian pada tahun 2014, peranan sektor industri pengolahan sangat
dominan dalam struktur ekonomi Kota Batam. Kondisi ini juga terlihat disaat
permintaan global terhadap produk industri menurun, maka pertumbuhan
ekonomi Kota Batam tahun 2017 mengalami perlambatan bahkan berada di
bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Selain sektor industri pengolahan,
sektor lain yang cukup memberikan kontribusi cukup signifikan adalah

bidang konstruksi dan perdagangan.
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Tabel 3.1. Distribusi Potensi Unggulan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga
Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2013-2017

Kategori Lapangan Usaha 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A Pertanian, Kehutanan, dan 1,08 1,05 1,00 0,99 0,96

Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06
C Industri Pengolahan 56,80 | 56,27 | 55,95 | 55,46 | 54,31
D Pengadaan Listrik dan Gas 1,79 1,74 1,68 1,72 1,75
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,| 0,18 0,19 0,18 0,18 0,19
Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi 18,75 | 19,02 | 19,34 | 19,47 | 19,49
Perdagangan Besar dan Eceran; 5,61 5,94 6,05 6,24 6,55
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 3,27 3,27 3,44 3,58 3,69
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 2,11 2,18 2,29 2,24 2,45
Minum
J Informasi dan Komunikasi 2,11 2,07 2,04 1,98 2,13
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,64 3,62 3,46 3,53 3,58
L Real Estate 1,43 1,45 1,42 1,43 1,49
M,N |Jasa Perusahaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(@] Administrasi Pemerintahan, 1,08 1,09 1,09 1,12 1,22
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
P Jasa Pendidikan 0,95 0,93 0,91 0,92 1,00
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,71 0,71 0,68 0,68 0,72
R,S,T,U |Jasa lainnya 0,40 0,39 0,39 0,39 0,40

Produk Domestik Regional Bruto |100,00 | 100,00 (100,00 |100,00 | 100,00

Sumber: BPS Kota Batam (2013-2016) dan Olahan Tim (2017)
Keterangan: * Angka prediksi

Dari tabel di atas terlihat bahwa distribusi potensi unggulan PDRB
Kota Batam atas dasar harga berlaku 2010 menurut lapangan usaha dari
tahun 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan tidak adanya perubahan-
perubahan. Sektor industri pengolahan masih menjadi sektor unggulan
pertama di Kota Batam dengan prediksi kontribusi sebesar 54,31%, diikuti
oleh sektor konstruksi (19,49%) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran
(6,55%). Sektor-sektor lainnya memiliki kontribusi terhadap perekonomian
Kota Batam tidak melebihi 4%. Sektor-sektor yang memiliki kontribusi di atas
3%, yaitu sektor transportasi dan pergudangan (3,69%) dan sektor jasa

keuangan dan asuransi (3,58%).
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Struktur Pengeluaran dalam PDRB
1. Struktur Perekonomian Kota Batam berdasarkan PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku

3.1.38.
3.1.38.

Apabila dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, terlihat
bahwa sektor industri pengolahan masih merupakan kontributor terbesar
terhadap PDRB Kota Batam. Adapun sektor lainnya memberikan nilai
kontribusi yang stabil dan tidak terlalu berfluktuatif. 2017.

Dari tabel 3.1. di atas terlihat bahwa PDRB Kota Batam atas dasar
harga berlaku 2010 menurut lapangan usaha dari tahun 2014 sampai dengan
2016 menunjukkan tidak adanya perubahan. Sektor industri pengolahan
masih menjadi sektor unggulan pertama di Kota Batam dengan kontribusi
yang cukup siginifikan atau sebesar 72.511.416,60 (juta rupiah), diikuti oleh
sektor konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Sektor-sektor
lainnya memiliki kontribusi terhadap perekonomian Kota Batam tidak
melebihi 4%. Sektor-sektor yang memiliki kontribusi di atas 3%, yaitu sektor
transportasi dan pergudangan (3,69%) dan sektor jasa keuangan dan
asuransi (3,58%).

3.1.3.2. Struktur Perekonomian Kota Batam berdasarkan PDRB Atas
Dasar Harga Konstan

Pencanangan pertumbuhan ekonomi yang melonjak tinggi dari posisi
3,08% di tahun 2017 menjadi 7,0% pada tahun 2019 membutuhkan usaha
yang luar biasa. Salah satu indikator yang menjadi acuan dalam mengukur
pertumbuhan ekonomi adalah PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas
dasar harga konstan.

Laju pertumbuhan PDRB Kota Batam atas dasar harga konstan 2010

menurut lapangan usaha dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :
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Tabel 3.2. Distribusi Potensi Unggulan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2015-2016

Kategori Lapangan Usaha 2015 | 2016
(1) (2) (3) (4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,35 3,51
B Pertambangan dan Penggalian 0,45 0,56
C Industri Pengolahan 6,89 4,62
D Pengadaan Listrik dan Gas 3,29 7,51
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 3,46 5,32

Daur Ulang
Konstruksi 8,46 6,70
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 7,60 6,93
dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 6,26 6,11
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,44 6,11
J Informasi dan Komunikasi 5,81 6,70
K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,48 6,99
L Real Estate 5,29 4,67
M,N |Jasa Perusahaan 4,21 5,18
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 7,32 8,10
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 4,65 5,15
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,51 4,71
R,S,T,U |Jasa lainnya 3,78 3,50
Produk Domestik Regional Bruto 6,83 5,45

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam berdasarkan
perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2013
mengalami pertumbuhan sebesar 7,0%, pada tahun 2014 sebesar 7,38%,
pada tahun 2015 sebesar 6,75%, pada tahun 2016 sebesar 5,4%, dan pada
tahun 2017 diprediksi sebesar 3,08%. Tumbuhnya perekonomian suatu
daerah disebabkan karena bertambahnya nilai tambah tahun itu
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai tambah di
daerah tersebut, semakin besar upaya yang harus dicurahkan untuk
membuat perekonomian di daerah tersebut, sehingga daerah yang nilai
tambahnya (PDRB) sudah tinggi memiliki kecenderungan perekonomiannya
tumbuh melambat. Demikian pula yang terjadi di Kota Batam, selain karena
lesunya perekonomian di beberapa sektor, pertumbuhan ekonomi Kota Batam
tahun 2017 diprediksi melambat pada tingkat pertumbuhan sebesar 3,08%.
Kelesuan ekonomi di Kota Batam ini terlihat pada melambatnya pertumbuhan
ekonomi di sektor industri dari 4,98% menjadi 1,56%.

Demikian pula pada dua sektor penopang lainnya, sektor konstruksi

dan sektor perdagangan, yang juga melambat masing-masing dari 6,70%
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menjadi 3,44% dan dari 6,93% menjadi 6,27%. Namun untuk tahun 2019,
Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Kota Batam

untuk dapat mencapai angka 7%.

3.1.4. Inflasi

Dengan latar belakang pekonomian global yang masih belum stabil
serta penuh dengan risiko dan ketidakpastian, perekonomian Indonesia
masih harus mengandalkan potensi domestik sebagai mesin pendorong
pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, kebijakan ekonomi
akan terus diarahkan untuk mengantisipasi serta merespon dinamika global
tersebut.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator
ekonomi makro yang penting. inflasi berbagai daerah secara agregat pada
tahun 2017 tercatat 3,61%, terjaga di kisaran target sasaran inflasi 4,0%*1%.
Pencapaian inflasi tersebut didukung oleh inflasi volatile foods (VF) yang
rendah (0,71%) dan inflasi inti yang terjaga (2,95%). Sementara, tekanan
administered prices tercatat relatif tinggi (8,70%) terutama disebabkan oleh
penyesuaian tarif listrik terkait kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk
daya 900 VA. Keberhasilan pencapaian inflasi yang rendah dan stabil di
tahun 2017 tidak terlepas dari dukungan koordinasi Bank Indonesia dengan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian inflasi.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019):
“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran
dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara
nasional berkisar antara 2,5 — 4,5 persen;

2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi
71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran
terbuka 4,8-5,2 persen;

3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah
terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15
persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa
Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen.

Dari target tersebut, maka jika dikaitkan dengan target RKPD Kota
Batam Tahun 2019, maka target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota
Batam pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam berkisar diantara 5,5 - 7,0 persen
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dengan tingkat inflasi dikisaran 4,08 persen dan berada di bawah target
nasional;

2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 4,79 — 4,75 persen; IPM menjadi
80,94 dengan metode baru; gini rasio pada 0,3479; dan tingkat
pengangguran terbuka 7,75 persen;

3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah mainland dan
hinterland dapat mengurangi gap sehingga hasil pembangunan dapat
dirasakan oleh seluruh penduduk Kota Batam.

Inflasi tahun kalender

Iz:zg tahun 2017 (Januari -
8,00 o T Desember) Kota Batam adalah
i sebesar 4,13%  mengalami
::: : - kenaikan sebesar 0,52% bila

dibandingkan dengan inflasi
2013 2014 2015 2016 2017 o
yang terjadi pada tahun 2016
Tanjungpinang s=e==Kepri

) yang sebesar 3,61%. Jika
@mp=m Nasio nal exB=mBATAM

dilihat menurut komoditasnya,

Grafik Inflasi Kota Batam Tahun 2013-2017 (sumber :

BPS Kota Batam) selama 2017 inflasi tertinggi

terjadi pada perumahan, air,
listrik, gas dan bahan bakar yaitu sebesar 7,59%, yang diikuti oleh

pendidikan, rekreasi dan olahraga 5,98%.

Tabel 3.3. Perkembangan Inflasi Kota Batam Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2013-2017

Kelompok Pengeluaran 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Bahan Makanan 14,29 6,04 10,09 3,15 2.35
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan 5,38 7.50 5.05 4,38 255
Tembakau
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan 4,40 4,94 3.83 2,59 759
Bahan Bakar
Sandang (0,16) 427 0,56 0,99 2.46
Kesehatan 3,16 14,82 0,95 0,44 1.70
Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 3,51 4,25 3,15 3,07 5.98
Transportasi, Komunikasi, dan Jasa 11,89 13,38 2,04 6,21 343
Keuangan
Inflasi Umum 7,81 7,61 4,73 3,61 4,13
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Tabel 3.4. Indikator Ekonomi Makro Kota Batam

. Tahun
No Indikator Makro 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019*
1 2 3 4 5 6 7
1. Laju Pertumbuhan Penduduk 4,13 3,99 3,78 3,63 3,48
2. Pertumbuhan Ekonomi 6,75 5,45 3,08 5,50 7,00
3. Inflasi 4,73 3,61 4,13 4,08 3,90
4. Gini Ratio 0,3331 | 0,3269 | 0,3063 | 0,3063 | 0,3063
5. Persentase Penduduk Miskin 5,08 4,68 4,81 4,79 4,75
6. Indeks Pembangunan Manusia 79,34 79,79 80,26 80,35 08,40
7. Tingkat Pengangguran Terbuka 6,09 7,60 7,82 7,75 7,70

*) angka proyeksi

3.1.5. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja Kota Batam yang terdaftar
sebanyak 377.117 orang, bertambah sebanyak 7.127 orang dibanding
keadaan tahun 2016 atau naik sebesar 1%. Kenaikan tersebut terjadi pada
Tenaga Kerja Lokal, pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri,
listrik, gas, air, bangunan, perdagangan, perhotelan, angkutan, pergudangan,
komunikasi, keuangan, asuransi dan jasa.

Dari jumlah tenaga kerja yang terdaftar masih didominasi dari sektor
industri, yaitu sebesar 50,17%. Sektor lain yang cukup banyak menyerap
tenaga kerja adalah sektor jasa-jasa sebesar 15,64%, sektor perdagangan,
hotel dan restoran 12,71%, sektor bangunan 10,57%, persewaan dan jasa
perusahaan 6,80 % serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar
1,49%. Sedangkan tiga sektor lainnya hanya menyerap tenaga kerja kurang
dari satu %, yaitu sektor pertanian 0,68 %, sektor listrik, gas dan air bersih
0,31% dan terakhir sektor pertambangan dan penggalian hanya sebesar
0,21%. Dari jumlah 377.117 tenaga kerja tersebut sebanyak 6.262 orang atau
1,66% merupakan tenaga kerja asing yang terdaftar dalam Izin
Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tahun 2017, data Tenaga Kerja
Asing tersebut sebagian besar bekerja pada sektor industri, pertanian,
peternakan, kehutanan dan perikanan dan pada sektor perdagangan, hotel

dan restoran.
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Tabel 3.5. Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Menurut Sektor Ekonomi

Tahun 2013-2017 di Kota Batam

2013 2014 2015 2016 2017
Sektor Ekonomi
WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA
1. Pertanian,
Peternakan, 1.445 1.104 1.443 1.104 1.443 1.104 1.463 1.113 1.492 1.105
Kehutanan
dan Perikanan
2. Pertambangan
dan 706 30 764 27 774 27 797 43 797 27
Penggalian
3. Industri
Pengolahan 186.148 2.865 181.350 2.567 184.474 2.658 187.621 2.515 189.208 2.783
4. Listrik, Gas
dan Air Bersih 952 12 1.056 13 1.088 13 1.091 25 1.177 13
5. | Bangunan 36.071 620 36.730 499 37.579 512 38.554 545 39.872 603
6. Perdagangan,
Hotel dan 39.809 974 40.922 994 43.435 1.009 46.071 1.036 47.937 1.071
Restoran
7. Pengangkutan
dan 4.125 38 4.470 43 4.590 43 4.970 58 5.621 58
Komunikasi
8. Keuangan,
Persewaan 24.530 160 24.605 160 24.707 160 25.449 687 25.650 160
dan Jasa
Perusahaan
9. | Jasajasa 49.104 286 50.654 295 52.584 365 57.199 753 58.987 441
342.890 6.089 341.994 5.702 350.674 5.891 363.215 6.775 370.855 6.262
Jumlah Tenaga Kerja
WNI + WNA 348.979 347.696 356.565 369.990 377.117

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS,
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Batam pada tahun 2017

sebesar 67,65%, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan kondisi
tahun 2016 sebesar 67,98%. Sebagaimana diketahui bahwa TPAK tersusun

atas perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja. Adapun

angkatan kerja terdiri atas penduduk bekerja dan pengangguran. Salah satu

kontributor dalam naiknya TPAK adalah meningkatnya jumlah pengangguran.

Hal ini terlihat dari prediksi kembali naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) menjadi 7,82% di tahun 2017.
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Tabel 3.6. TPAK dan Tingkat Pengangguran di Kota Batam

Tahun 2013 - 2017

Tahun TPAK Angka Penggangguran
(%) (%)

1 2 3

2013 68,68 6,09

2014 67,63 6,64

2015 67,46 6,09

2016* 67,98 7,60

2017 67,65 7,82
Sumber : BPS Kota Batam (2013-2016) dan Olahan Tim (2017)
*Angka Prediksi

Dalam periode selama lima tahun, ketersediaan lowongan kerja dan
penempatan tenaga kerja mengalami peningkatan dan penurunan, untuk
ketersediaan lowongan pada tahun 2013 dari jumlah pencari kerja yang
terdaftar tersedia lowongan 34,3% dan ditempatkan sebanyak 33,6%. Tahun
2014 dari jumlah pencari kerja yang terdaftar tersedia lowongan sebanyak
62,3% namun hanya sebanyak 49,7% yang bisa ditempatkan. Selanjutnya
pada tahun 2015 dari jumlah pencari kerja yang terdaftar, tersedia lowongan
sebanyak 53,7% dan yang bisa ditempatkan sebesar 47,7%. Pada tahun 2016
yang lalu dari 24.342 orang jumlah pencari kerja yang terdaftar, tersedia
lowongan sebanyak 61% dan yang bisa ditempatkan sebesar 53%. Kemudian
pada tahun 2017 dari 41.136 orang jumlah pencari kerja yang terdaftar,
tersedia lowongan sebanyak 26.763 atau sebesar 65% dan yang bisa
ditempatkan sebanyak 20.770 atau sebesar 50,49 %.

Tabel 3.7. Jumlah Pencari Kerja, Lowongan dan Penempatan Yang Terdaftar
pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2013-2017

Tahun

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

1. Jumlah Pencari kerja 30.092 23.700 | 24.022 | 24.342 41.136
2. Jumlah Lowongan 10.332 14.761 | 12.903 | 14.858 26.763
3. Jumlah Penempatan 10.120 11.771 | 11.449 | 12.903 20.770

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Batam
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Gambar 3.1. Pencari Kerja, Lowongan dan Penempatan Yang Terdaftar pada
Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2013 - 2017

Tabel 3.8. Jumlah Kasus Ketenagakerjaan Yang Terdaftar pada Dinas Tenaga
Kerja Kota Batam Tahun 2013-2017

K Ket keri Tahun
asus Retenagakerjaan 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1. Pemutusan Hubungan Kerja 133 170 266 162 146
2. Perselisihan Kepentingan 49 59 8 34 18
3. Perselisihan Hak 21 13 6 54 41
4. 'Perselisihan Antar Serikat 0 0 0 0 0
Kerja
Jumlah 203 242 280 250 205

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Selama periode lima tahun, jumlah kasus ketenagakerjaan tertinggi
terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah sebanyak 280 kasus dan jumlah
kasus yang paling sedikit terjadi pada tahun 2013 dengan jumlah kasus
sebanyak 203 kasus. Pada tahun 2017 terjadi sebanyak 205 kasus dengan
rincian 71,2% kasus pemutusan hubungan kerja, sebanyak 8,7% kasus
perselisihan kepentingan dan sisanya sebanyak 20,1% adalah kasus

perselisihan hak.
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Tabel 3.9. Jumlah Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan Tahun 2013 — 2017

Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan 2013 | 2014 T;:;lll: 2016 | 2017

1. Anjuran 76 146 149 165 117
2. Persetujuan Bersama 52 69 88 57 63
3. Proses Mediasi - 1 27 15 10
4. Proses Anjuran - 9 8 4 -
S. Kasus Yang Tidak Dilanjutkan Pelapor 48 17 8 9 15
6. Sisa Kasus 27 0 0 0 0

Jumlah 203 242 280 250 | 205

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Dalam penyelesaian kasus selama periode tahun 2013 sampai 2017
sebagian besar diselesaikan melalui anjuran. Jumlah kasus terendah yang
diselesaikan dengan anjuran adalah jumlah kasus yang terjadi pada tahun
2013 yaitu sebesar 37,44%. Pada tahun 2017 kasus-kasus ketenagakerjaan
yang terjadi dalam penyelesaiannya lebih dari separuh kasus atau 57%
berhasil diselesaikan melalui anjuran, sebanyak 30,,7% diselesaikan melalui
persetujuan bersama, sebanyak 4,8% diselesaikan melalui proses mediasi dan
14,2% lagi merupakan kasus yang tidak dilanjutkan oleh pelapor. Dalam
upaya untuk meminimalisir kasus-kasus ketenagakerjaan tersebut,
Pemerintah Kota Batam telah melakukan berbagai upaya antara lain
meningkatkan pengawasan tenaga kerja, melakukan pembinaan dan
sosialiasi kepada perusahaan-perusahaan dan pekerja/buruh agar bisa

menjalankan aturan-aturan ketenagakerjaan.

3.1.6. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kota Batam pada tahun 2017 yaitu
sebesar 61,16 ribu orang (4,81 persen). Bila dibandingkan dengan tahun 2016
(57,29 ribu orang atau 4,68 persen), jumlah penduduk miskin naik sebanyak
3.870 orang. Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2015 dengan
jumlah penduduk miskin sebesar 59,94 ribu orang (5,08 persen), jumlah
penduduk miskin pada tahun 2016 turun sebanyak 2.650 orang atau turun

0,4 persen.
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Tabel 3.10. Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2013-2017

Jumlah persentase Penduduk Miskin
Tahun
Penduduk Batam Provinsi Nasional
1 2 3 4 5

2013 57.519 5,20 6,70 11,37
2014 61.399 5,30 6,46 11,25
2015 59.940 5,08 7,11 11,22
2016 57.290 4,68 5,98 10,86
2017* 61,160 4,81 6,06 10,64

Sumber : BPS Kota Batam (2013-2016), Olahan Tim (2017)
*) Angka Prediksi

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase
penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat
kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil
jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga
sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Terkait permasalahan kemiskinan di Kota Batam, pada tahun 2017
Pemerintah Kota Batam melanjutkan pelaksanaan program/kegiatan dalam
rangka pengurangan angka kemiskinan daerah. Disamping itu, Pemerintah
Kota Batam juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kota (TKPK) Batam yang dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Propinsi Kepulauan Riau.

Dimana melalui koordinasi tersebut telah disepakati bersama antara
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Kab/Kota tentang sharing
anggaran penanggulangan kemiskinan. Secara rinci alokasi anggaran dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Jumlah Alokasi Anggaran Melalui Dana Sharing Penanggulangan
Kemiskinan Tahun 2013 - 2017 di Kota Batam

TAHUN APBD Kota Batam APBD Propinsi Kepri Jumlah
(Rp) (Rp) ama
1 2 3 4
2013 23.488.202.713 37.120.398.490 60.608.601.203
2014 29.275.022.252 41.372.006.514 70.647.028.766
2015 19.186.356.311 46.786.241.480 65.972.597.791
2016 53.503.243.445 0 53.503.243.445
2017 22.433.995.267 0 22.433.995.267

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam
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Pada tahun 2017 untuk pengentasan masalah kemiskinan ini telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp 22.433.995.267 (dua puluh dua milyar
empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua
ratus enam puluh tujuh rupiah) melalui APBD Kota Batam. Hal ini
dikarenakan MoU sharing dana antara Pemerintah Kota Batam dengan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berakhir pada tahun 2015 yang
lalu. Mengingat pentingnya program ini bagi masyarakat Kota Batam maka
Pemerintah Kota Batam tetap melaksanakan Program Penanggulangan
Kemiskinan dengan menggunakan dana APBD Kota Batam Tahun Anggaran
2017. Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan Kota Batam Tahun
2017, antara lain:

1. Program pembinaan pelayanan kesehatan dan pembinaan kesehatan
masyarakat, dengan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan revitalisasi
pustu, polindes, posyandu dan rumah dinas;

2. Program jaminan kesehatan daerah, dengan kegiatan:

a. Bantuan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin (Sosialisasi PBI

Daerah);

b. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di rumah sakit, puskesmas dan
jaringan.

3. Program kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat, dengan
kegiatan perbaikan gizi masyarakat;

4. Program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),
dengan kegiatan:

a. Perbaikan gizi masyarakat;
b. Batuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
c. Pendampingan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota

Batam;

d. Bantuan social anak dan lanjut usia bermasalah;
e. Pelayanan sosial penyandang disabilitas;
f. Fasilitasi program bantuan pangan non tunai,

5. Program peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak,
dengan kegiatan pembinaan kelompok usaha ekonomi produktif
perempuan;

6. Program pembinaan, pengembangan dan pengawasan perikanan, dengan
kegiatan:

a. Pengembangan sarana usaha perikanan budidaya;

b. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil
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perikanan.

7. Program pembinaan, pengembangan dan pengawasan pertanian dan
peternakan, dengan kegiatan Pengembangan sarana usaha budidaya
pertanian dan pengolahan hasil pertanian.

Secara nasional dalam menjalankan program penanggulangan
kemiskinan dan perlindungan sosial di daerah telah disepakati untuk
menggunakan data dari Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di mana data tersebut dihimpun
melalui kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang
dilakukan oleh BPS.

Jumlah rumah tangga miskin Kota Batam tahun 2011 (berdasarkan
PPLS 2008) adalah sebanyak 36.207 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang
meliputi 3 (tiga) kategori, yaitu rumah tangga hampir miskin, rumah tangga
miskin, dan rumah tangga sangat miskin. Adapun untuk periode Tahun 2012
(hasil PPLS 2011), Rumah Tangga Sasaran meliputi 4 (empat) kategori, yaitu
rumah tangga menengah beresiko miskin, rumah tangga hampir miskin,
rumah tangga miskin, dan rumah tangga sangat miskin, sehingga data
Rumah Tangga Sasaran Kota Batam pada tahun 2013 dan 2014 sebesar
40.493 RTS, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 39.903 RTS
dalam Basis Data Terpadu. Kemudian pada tahun 2017 menjadi 37.428 RTS
dalam Basis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial TNP2K.

Tabel 3.12. Jumlah Rumah Tangga Sasaran di Kota Batam
Tahun 2013-2017

Nama Kecamatan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
RTS RTS RTS RTS RTS

1. Belakang Padang 2.028 2.028 3.047 3.047 3.090
2. Bulang 1.917 1.917 2.311 2.311 2.311
3. Galang 2.362 2.362 2.801 2.801 2.801
4. Seibeduk 3.601 3.601 2.970 2.970 2.776
5. Sagulung 6.173 6.173 7.634 7.634 7.077
6. Nongsa 2.357 2.357 2.142 2.142 2.052
7. Batam Kota 3.803 3.803 3.870 3.870 3.332
8. Sekupang 3.269 3.269 3.810 3.810 3.258
9. Batu Aji 4.205 4.205 2.684 2.684 2.667
10. Lubuk Baja 5.563 5.563 3.026 3.026 2.376
11. Batu Ampar 3.441 3.441 3.115 3.115 3.187
12. Bengkong 3.774 3.774 2.493 2.493 2.494

JUMLAH 40.493 40.493 39.903 39.903 37.428

Sumber : TNP2K dan Dinas Sosial
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Secara makro, kemiskinan Kota Batam dihitung berdasarkan data
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS.
Berdasarkan data tersebut, persentase penduduk miskin (angka kemiskinan)
Kota Batam menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2013, angka
kemiskinan Kota Batam sebesar 5,20% dan terakhir pada tahun 2017 berada
pada angka 4,81%. Secara umum, dalam lima tahun terakhir angka
kemiskinan Batam selalu berada di bawah angka kemiskinan provinsi dan
nasional. Penurunan ini tidak diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk
miskin di Kota Batam, yang pada tahun 2017 diprediksi bertambah menjadi
61.160 orang.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk dapat
melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis
pelaksanaan APBD selama S5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan
daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan
Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan
keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan
Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan
daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan
kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan

peluang dan hambatan yang dihadapi.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Secara umum komponen APBD Kota Batam terdiri atas: (1) Komponen
Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen
Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja
Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya
terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah,
dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Realisasi belanja daerah Kota Batam menunjukkan keberhasilan
upaya-upaya penghematan belanja daerah Kota Batam; yang ditandai dengan

realisasi belanja daerah di bawah targetnya.
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Tabel 3.13. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam

Tahun Target Realisasi % Bertambah/Berkurang
2012 1.400.898.812.647,63 1.490.029.364.338,29 106,36 89.130.551.690,66
2013 1.665.079.927.019,00 1.749.105.595.933,83 105,05 84.025.668.914,83
2014 1.949.038.435.213,34 2.021.540.370.494,82 103,72 72.501.935.281,48
2015 2.104.943.277.115,23 1.936.406.807.579,72 91,99 -168,536,469,535.51
2016 2.276.443.231.337,92 2.215.680.286.681,50 97,33 -60.762.944.656,42
2017 2.352.145.967.331,55 2.157.561.808.519,66 91,73 -194.584.158.811,89

Tabel 3.14. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Batam

Tahun Target Realisasi % +/-

2012 1.491.400.780.020,22 1.378.395.207.767,42 92,42 -113.005.572.252,80
2013 1.860.588.975.640,04 1.675.134.478.242,67 90,03 -185.454.497.397,37
2014 2.213.875.772.567,08 1.967.612.947.196,65 88,88 -246.262.825.370,43
2015 2.378.621.224.007,14 2.154.059.184.726,10 90,56 -224.562.039.281,04
2016 2.330.258.250.784,45 2.127.247.097.444,29 91,29 -203.011.153.340,16
2017 2.495.947.553.697,29 2.225.121.485.774,77 89,15 -270.826.067.922,52

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri

atas 3 kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan,

dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Komponen PAD terdiri atas:

>
>
>

Penerimaan pajak daerah;

Penerimaan retribusi daerah;

Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan;

» Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Adapun pendapatan dari Dana perimbangan terdiri atas:
» Bagi hasil pajak;
» Bagi hasil sumber daya alam;
» Dana alokasi umum;
» Dana alokasi khusus;
Sedangkan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan yang sah bersumber dari:
» Bantuan/Hibah;
» Dana Penyesuaian;

» Dana Darurat.
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Analisis Pendapatan Daerah menggunakan angka rata-rata
pertumbuhan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan
Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan
Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam
merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang.

Kinerja pendapatan daerah Kota Batam jika dilihat dari tahun 2015
secara  keseluruhan  menunjukkan  peningkatan dengan rata-rata
pertumbuhan pendapatan sebesar 6,90%. Pada tahun 2015, pendapatan Kota
Batam sebesar Rp. 1,936 trilyun meningkat menjadi Rp 2,215 trilyun pada
tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, menurun menjadi Rp. 2,157
trilyun, kemudian pada APBD 2018 ditargetkan sebesar Rp. 2,541 trilyun,
meningkat sebesar 17,78% dari tahun sebelumnya dikarenakan optimisme
akan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Kota Batam.

Sumber pendapatan terbesar yang pada tahun 2015 berasal dari Dana
Perimbangan Pemerintah Pusat semakin lama semakin bergeser ke
Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 dan 2016
Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan terbesar Pemerintah Kota
Batam kemudian pada tahun 2017, PAD menjadi sumber pendapatan
terbesar Pemerintah Kota Batam, selanjutnya pada target APBD 2018 dan
Proyeksi APBD 2019, PAD masih menjadi sumber pendapatan terbesar
Pemerintah Kota Batam dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,64%.

Jika melihat Tabel 3.13, keseluruhan komponen pendapatan Kota
Batam menunjukkan nilai pertumbuhan yang positif, kecuali komponen
transfer Pemerintah Pusat, yaitu Dana bagi hasil bukan pajak / SDA yang
menunjukkan nilai pertumbuhan negatif. Hal ini mungkin disebabkan oleh
melemahnya harga minyak dunia yang mengakibatkan pendapatan nasional
dari sektor tersebut juga ikut turun.

Dalam perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2018 disampaikan analisis
sumber pendapatan Kota Batam tahun 2018 dan realisasi pendapatan daerah
pada tahun anggaran berkenaan sampai dengan 30 Juni 2018 yang secara

rinci dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
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Tabel 3.15 Presentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Batam

1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN 2.541.107.296.162,38 | 1.072.083.049.180,56 | 42,19
4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.258.164.857.350,00 469.317.654.154,14 | 37,30
4.1.1. Hasil Pajak Daerah 970.977.686.467,00 337.349.454.004,00 | 34,74
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 122.701.944.387,00 45.113.188.991,00 | 36,77
Hasil Pengelolaan Kekayaan 16.956.642.496,00 12.897.911.908,00 | 76,06
4.13. Daerah yang Dipisahkan
414, L:Ln-lz;ighPendapatan Asli Daerah 147.528.584.000,00 73.957.099.251,14 | 290,86
4.2, }Il)anga Perimbangan 934.697.626.000,00 467.894.006.726,00 | 50,06
421 Bagi HasiI. Pajak / Bagi Hasil 161.394.733.000,00 64.689.275.750,00 | 40,08
T Bukan Pajak
4.2.2. Dana Alokasi Umum 599.074.016.000,00 349.459.831.000,00 | 58,33
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 174.228.877.000,00 53.744.899.976,00 | 30,85
4.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 348.244.812.812,38 134.871.388.300,42 | 38,73
4.3.1. Pendapatan Hibah 99.359.706.737,42 57.234.689.263,42 | 57,60
Dana Bagi Hasil Pajak dari 248.885.106.074,96 77.636.699.037,00 | 31,19
4.3.3. Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya

Sumber :BPKAD dan BP2RD Kota Batam, Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah pendapatan Kota Batam Tahun

Anggaran 2018 berjumlah Rp. 2.541.107.296.162,38 dengan realisasi sampai
dengan Juni 2018 sebesar Rp. 1.072.083.049.180,56 atau sebesar 42,19%

dengan rincian sebagai berikut :

I.

Pendapatan Asli daerah

(PAD)

sebesar Rp1.258.164.857.350,-

dengan realisasi sebesar Rp337.349.454.004.00 dengan rincian

sebagai berikut :

A. Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak

Daerah

ditargetkan

sebesar

Rp 970.977.686.467,00 realisasi sebesar Rp 337.349.454,00 atau

34,74% belum optimalnya penerimaan pada pajak daerah ini

disebabkan antara lain sebagai berikut :

1) Penerimaan Pajak Hotel belum tercapai dikarenakan masih

rendahnya tingkat
pertumbuhan wajib

signifikan;

2) Penerimaan Pajak Restoran belum

hunian (occupancy rate), sementara
pajak baru tidak meningkat secara
tercapai dikarenakan

pertumbuhan objek pajak restoran tidak meningkat secara

signifikan;
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3) Penerimaan Pajak Hiburan belum tercapai dikarenakan
pertumbuhan objek pajak restoran tidak meningkat secara
signifikan dan tutupnya beberapa objek pajak terutama jenis
ketangkasan dewasa;

4) Penerimaan Pajak Reklame mengalami kenaikan karena
dilakukan pengawasan secara intensif dan optimalnya penagihan
piutang reklame;

5) Penerimaan Pajak Penerangan Jalan belum tercapai dikarenakan
adanya penundaan penerapan kenaikan tarif pajak serta
menurunnya produksi disektor industri dan tutupnya beberapa
perusahaan manufaktur maupun shipyard,

6) Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum
tercapai dikarenakan menurunnya kegiatan cut and fill pada
proyek swasta dan pengalihan penerbitan izin reklamasi pantai
kepada Pemerintah Provinsi;

7) Penerimaan Pajak Parkir belum tercapai dikarenakan penerapan
tarif pajak parkir sebesar 25% baru diterapkan terhitung mulai
bulan Maret 2018;

8) Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTPB) tidak  tercpai disebabkan  belum  pulihnya
perekonomian global sehingga mempengaruhi daya beli
masyarakat terhadap properti baru serta masih belum lancarnya
pengurusan Izin Peralihan Hak (IPH);

9) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) belum tercapai dikarenakan SPPT PBB masih dalam
proses penyampaian dengan batas waktu jatuh tempo

pembayaran tanggal 31 Agustus.

. Penerimaan Retribusi

Penerimaan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar

Rp.122.701.944.387,00 dengan realisasi sebesar

Rp.45.113.188.991,00 atau 36,77% belum optimalnya penerimaan

pada retribusi daerah disebabkan antara lain :

1) Penerimaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum tercapai
dikarenakan pengangkutan persampahan belum sesuai Perda

Nomor 11 Tahun 2013 yakni 2 kali seminggu yang disebabkan
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2)

3)

4)

S)

6)

7)

oleh jumlah armada yang terbatas dan wilayah pelayanan yang
bertambah, berkurangnya jumlah sampah industri yang dibuang
ke TPA, pengurangan jumlah karyawan industri sebagai dasar
penetapan retribusi, banyaknya objek retribusi yang tutup atau
kosong seperti rumah, ruko, PKS5 dan industri, kondisi
perekonomian di Kota Batam yang belum stabil, waktu libur yang
panjang berpengaruh kepada pembayaran industri dan badan
usaha lainnya;

Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, masih
rendahnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan
pengujian kendaraan, banyak angkutan umum yang sudah habis
masa usia operasi atau tidak layak jalan sehingga tidak lagi
melakukan uji berkala,terdapat kendaraan yang telah mutasi
keluar daerah dan rusak berat tidak melaporkan ke Dians
Pehubungan;

Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum belum
tercapai dikarenakan titik parkir yang telah dikelola Dinas
Perhubungan hanya 471 titik, sementara penraikan retribusi
pelayanan parkir masih dilakukan secara konvensional/manual
dengan sistem target dari masing-masing titik parkir;

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar belum tercapai
dikarenakan telah digusurnya kios didepan mymart yang
memberikan kontribusi rata-rata perbulan Rp. 4.500.000.00
Penerimaan Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor belum
tercapai hal ini disebabkan dengan penggunaan dengan sistem
online masih terdapat ketidaksiapan apara pemilik kendaraan
yang diwajibkan untuk membeli kartu Brizzi, sehingga tidak jadi
melakukan uji kir kendaraan serta diakibatkan dengna adanya
Libur Nasional (Cuti Bersama);

Penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
belum tercapai disebabkan masih proses penetapan retribusi
pembayaran terhadap wajib retribusi;

Penerimaan Retribusi Pemeriksaan Menara Telekomunikasi
belum tercapai disebabkan masih terdapat 12 Wajib Retribusi

yang belum melakukan pembayaran terhadap pembayaran RPM;
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8) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) tercapai
dikarenakan adanya peningkatan pelayanan emergency 24 jam
dan dibukanya poli sore serta Rawat Inap 24 Jam;

9) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang belum tercapai disebabkan
belum berjalannya Pelayanan Tera/tera Ulang TUTSi/TUTSIDA
yang merupakan penyumbang terbesar sekitar 30%;

10)Penerimaan Pelayanan kepelabuhanan mengalami kenaikan
dikarenakan adanya penambahan penghasilan dari pemanfaatan
sewa ruang pelabuhan sekupang;

11)Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum tercapai
dikarenakan kegiatan pembangunan masih stagnan;

12)Penerimaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol mencapai target dikarenakan bertambahnya objek
Retribusi;

13)Penerimaan Retribusi Izin Trayek tidak tercapai dikarenakan
lebih kurang 70-80% armada angkutan umum sedah melewati
batas usia operasi sehingga tidak dipungut lagi retribusi izin
trayeknya, serta diakibatkan dengan adanya libur Nasional (Cuti
Bersama);

14)Penerimaan Retribusi izin Mempekerjakan orang Asing (IMTA)
belum tercapai diakibatkan dengan adanya Libur Nasional (Cuti
Bersama);

. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

ditargetkan Sebesar Rp.16.956.642.496.00 dengan realisasi sebesar

Rp.12.897.911.908.00 atau sebesar 76,06%, Penerimaan ini

merupakan Deviden tahun Buku 2017 dari penyertaan modal

Pemerintah Kota Batam paa PT. Bank Riau Kepri, sedangkan

penerimaan deviden dari PT. Pembangunan Kota Batam dan

PT. Pelabuhan Batam Indonesia sampai saat ini belum terealisasi.

. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar

Rp.147.528.584.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp.73.957.099.251,14 atau 50,13% Penerimaan ini sebagian besar

bersumber dari antara lain :
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II.

1)

2)

3)

4)

S)

Penerimaan Pendapatan Sewa Rusunawa mengalami kenaikan
dikarenakan tingkat hunian sudah mulai tumbuh yang
disebabkan oleh upaya perbaikan unit/rusun, menyebar brosur
sewa untuk menarik peminat warga yang belum mengetahui
informasi penghunian rusunawa;

Penerimaan Penjualan Tiket Trans Batam tidak tercapainya
dikarenakan tidak adanya penambahan bus, tidak adanya
pembukaan koridor baru pada tahun 2018, belum efektifnya
pelaksanaan e-ticketing serta diakibatkan adanya liburan Sekolah
dan Libur (Cuti Bersama);

Penerimaan pendapatan BLUD RSUD mengalami kenaikan
dikarenakan BPJS tahun 2017, pengadaan Obat dan askes
sudah berjalan lancar;

Penerimaan pendapatan BLUD Penyedia Air bersih mengalami
kenaikan dikarenakan menigkatnya pemakaian Air Bersih pada
Bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Cuaca kemarau dibeberapa
pulau yang mempengaruhi peningkatan pemakaian air;
Penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP belum tercapai karena
adanya kebijakan dari BPJS tentang tarif pelayanan di Pukesmas
dan audit kinerja, sehingga penerima Dana Kapitasi JKN menjadi

bervariatif.

Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp.934.697.626.000,00
dengan realisasi sebesar Rp.467.894.006.726,00 atau 50,06%
dengan rincian sebagai berikut :

a. Bagi Hasil Pajak ditergetkan sebesar Rp.147.008.515.000,00

dengan realisasi sebesar Rp.58.462.166.300,00 atau 39,77%,
Penerimaan dana bagi hasil pajak ini pada umumnya baru dapat
tercapai pada triwulan III dan IV;

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam ditargetkan sebesar
Rp.14.386.218.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.6.227.109.450,00 atau 43,29% Penerimaan pada sektor ini
sebagian besar bersumber dari bagi Hasil Pertambangan Minyak

dan Gas Bumi;
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c. Penerimaan dana Alokasi Umum yang ditargetkan sebesar
Rp.599.074.016.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.349.459.831.000,00 atau 58,33%

d. Penerimaan Dana Alokasi Khusus yang diperoleh Kota Batam
ditargetkan Rp.174..228.877.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.53.744.899.976,00 atau 30,85%

III. Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.348.244.812.812,38
dengan realisasi sebesar Rp.134.871.388.300,42 atau 38,73%
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah ditergetkan sebesar Rp.99.359.706.737,42
dengan realisasi sebesar Rp.57.234.689.263,42 atau 57,60%;

2. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
ditargetkan sebesar Rp.248.885.106.074,96 dengan realisasi
Rp.77.636.699.037,00 atau 31,19% direncanakan akan

disalurkan sampai dengan triwulan IV;

Tabel 3.16. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam

KODE REALISASI s.d JUNI
REKENING URAIAN APBDP 2018 %
1 2 3 4 5
4, PENDAPATAN 2.295.425.640.216,92 1.072.083.049.180,56 46,71
4.1. Pendapatan Asli Daerah 1,074,284,540,655.16 469,317,654,154.14 43,69
4.1.1. Hasil Pajak Daerah 817,031,257,346.00 337,349,454,004.00 41,29
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 103,575,840,000.00 45,113,188,991.00 43,56
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan 13,897,911,908.00 12,897,911,908.00 92,80
Daerah yang Dipisahkan
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli 139,779,531,401.16 73,957,099,251.14 52,91
Daerah yang Sah
4.2, Dana Perimbangan 926,450,902,052.00 467,894,006,726.00 50,50
4.2.1. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil 160,439,068,600.00 64,689,275,750.00 40,32
Bukan Pajak
4.2.2. Dana Alokasi Umum 599,074,016,000.00 349,459,831,000.00 58,33
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 166,937,817,452.00 53,744,899,976.00 32,19
4.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 294,690,197,509.76 134,871,388,300.42 45,77
4.3.1. Pendapatan Hibah 99,359,706,737.42 57,234,689,263.42 57,60
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari 195,330,490,772.34 77,636,699,037.00 39,75
Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
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Tabel 3.17 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2018

KODE PROYEKSI PENDAPATAN s.d
REKENING URAIAN DESEMBER 2018
1 2 3
4. PENDAPATAN 2,295,425,640,216.92
4.1. Pendapatan Asli Daerah 1,074,284,540,655.16
4.1.1. Hasil Pajak Daerah 817,031,257,346.00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 103,575,840,000.00
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13,897,911,908.00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 139,779,531,401.16
4.2. Dana Perimbangan 926,450,902,052.00
4.2.1. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 160,439,068,600.00
4.2.2. Dana Alokasi Umum 599,074,016,000.00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 166,937,817,452.00
4.3, Lain-lain Pendapatan yang Sah 294,690,197,509.76
4.3.1. Pendapatan Hibah 99,359,706,737.42
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 195,330,490,772.34
Daerah Lainnya

Tabel 3.17. Rencana Pendapatan Perubahan APBD dan Rencana Pendapatan
APBD Tahun 2019 Pemerintah Kota Batam

KODE RENCANA P-APBD
REKENING URAIAN APBD 2018 2018 SELISIH +/(-) %
1 2 3 4 5 (4-3) 6
TOTAL PENERIMAAN 2,629,396,713,455.66 2,361,267,931,155.97 | (268,128,782,299.69) (10.20)
(PENDAPATAN + PEMBIAYAAN)
4. PENDAPATAN 2,541,107,296,162.38 2,295,425,640,216.92 | (245,681,655,945.46) (9.67)
4.1, Pendapatan Asli 1,258,164,857,350.00 1,074,284,540,655.16 | (183,880,316,694.84) (14.61)
Daerah
4.1.1. Hasil Pajak Daerah 970,977,686,467.00 817,031,257,346.00 | (153,946,429,121.00) (15.85)
4.1.1.01. Pajak Hotel 117,918,912,400.00 109,400,000,000.00 (8,518,912,400.00) (7.22)
4.1.1.01.001. | Pajak Hotel 106,693,338,252.66 102,000,000,000.00 (4,693,338,252.66) (4.40)
Berbintang
4.1.1.01.002. | Pajak Hotel Non 11,225,574,147.34 7,400,000,000.00 (3,825,574,147.34) (34.08)
Bintang
4.1.1.02. Pajak Restoran 68,600,000,000.00 65,600,000,000.00 (3,000,000,000.00) (4.37)
4.1.1.02.001. | Pajak Restoran 59,600,000,000.00 55,500,000,000.00 (4,100,000,000.00) (6.88)
4.1.1.02.002. | Pajak Rumah 5,000,000,000.00 2.00
Makan 5,100,000,000.00 100,000,000.00
4.1.1.02.003. | Pajak Kedai Kopi 4,000,000,000.00 5,000,000,000.00 1,000,000,000.00 25.00
4.1.1.03. Pajak Hiburan 29,190,000,000.00 28,065,000,000.00 (1,125,000,000.00) (3.85)
4.1.1.03.001. | Pajak Hiburan 6,825,000,000.00 7,000,000,000.00 175,000,000.00 2.56
Bioskop,
Pertunjukan Film
dan Sejenisnya
4.1.1.03.002. | Pajak Hiburan 11,100,000,000.00 10,200,000,000.00 (900,000,000.00) (8.11)
Diskotik, Pub, Cafe,
Lounge, KTV dan
Sejenisnya
4.1.1.03.003. | Pajak Hiburan 3,500,000,000.00 2,300,000,000.00 (1,200,000,000.00) (34.29)
Ketangkasan
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KODE
REKENING

URAIAN

APBD 2018

RENCANA P-APBD
2018

SELISIH +/(-)

%

1

2

3

4

5 (4-3)

Elektronik, Bilyard,
dan Sejenisnya

4.1.1.03.004.

Pajak Hiburan Panti
Pijat, Mandi Uap,
Salon Kecantikan,
dan Sejenisnya

7,650,000,000.00

8,450,000,000.00

800,000,000.00

10.46

4.1.1.03.007.

Pajak Hiburan
Insidentil

115,000,000.00

115,000,000.00

4.1.1.04.

Pajak Reklame

6,900,000,000.00

7,666,257,346.00

766,257,346.00

11.11

4.1.1.04.001.

Pajak Reklame
Billboard dan
Sejenisnya

4,750,000,000.00

4,200,000,000.00

(550,000,000.00)

(11.58)

4.1.1.04.002.

Pajak Reklame Non
Billboard dan
Sejenisnya

1,600,000,000.00

1,600,000,000.00

4.1.1.04.003.

Piutang Pajak
Reklame Billboard
dan Sejenisnya

550,000,000.00

1,866,257,346.00

1,316,257,346.00

239.32

4.1.1.05.

Pajak Penerangan
Jalan Umum

188,500,000,000.00

163,100,000,000.00

(25,400,000,000.00)

(13.47)

4.1.1.05.001.

Pajak PJU PLN

185,500,000,000.00

160,500,000,000.00

(25,000,000,000.00)

(13.48)

4.1.1.05.002.

Pajak PJU Non PLN

3,000,000,000.00

2,600,000,000.00

(400,000,000.00)

(13.33)

4.1.1.06.

Pajak Mineral
Bukan Logam dan
Batuan

8,485,477,173.00

3,100,000,000.00

(5,385,477,173.00)

(63.47)

4.1.1.06.001.

Pajak Mineral
Bukan Logam dan
Batuan pada
Proyek Pemerintah

476,000,000.00

500,000,000.00

24,000,000.00

5.04

4.1.1.06.002.

Pajak Mineral
Bukan Logam dan
Batuan pada
Proyek Swasta

8,009,477,173.00

2,600,000,000.00

(5,409,477,173.00)

(67.54)

4.1.1.07.

Pajak Parkir

12,000,000,000.00

10,500,000,000.00

(1,500,000,000.00)

(12.50)

4.1.1.07.001.

Pajak Parkir

12,000,000,000.00

10,500,000,000.00

(1,500,000,000.00)

(12.50)

4.1.1.12.

Pajak BPHTB

380,800,000,000.00

285,000,000,000.00

(95,800,000,000.00)

(25.16)

4.1.1.12.001.

Pajak BPHTB

380,800,000,000.00

285,000,000,000.00

(95,800,000,000.00)

(25.16)

4.1.1.13.

Pajak Bumi dan
Bangunan

158,583,296,894.00

144,600,000,000.00

(13,983,296,894.00)

(8.82)

4.1.1.13.001.

Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor
Pedesaan dan
Perkotaan

128,583,296,894.00

126,000,000,000.00

(2,583,296,894.00)

(2.01)

4.1.1.13.002.

Piutang Pajak Bumi
dan Bangunan
Sektor Perdesaan
dan Perkotaan
(PBB-P2)

30,000,000,000.00

18,600,000,000.00

(11,400,000,000.00)

(38.00)

4.1.2.

Hasil Retribusi
Daerah

122,701,944,387.00

103,575,840,000.00

(19,126,104,387.00)

(15.59)
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4.1.2.01.

Retribusi Jasa
Umum

57,021,604,387.00

50,435,000,000.00

(6,586,604,387.00)

(11.55)

4.1.2.01.002.

Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebe
rsihan

35,000,000,000.00

30,000,000,000.00

(5,000,000,000.00)

(14.29)

4.1.2.01.005.

Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan
Umum

10,000,000,000.00

8,000,000,000.00

(2,000,000,000.00)

(20.00)

4.1.2.01.006.

Retribusi Pelayanan
Pasar

140,000,000.00

110,000,000.00

(30,000,000.00)

(21.43)

4.1.2.01.007.

Retribusi Pengujian
Kendaraan
Bermotor

3,116,579,400.00

3,200,000,000.00

83,420,600.00

2.68

4.1.2.01.008.

Retribusi
Pemeriksaan Alat
Pemadam
Kebakaran

545,000,000.00

545,000,000.00

4.1.2.01.018.

Retribusi
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi

5,620,024,987.00

5,655,000,000.00

34,975,013.00

0.62

4.1.2.01.019.

Retribusi Pelayanan
Kesehatan
(Puskesmas)

1,950,000,000.00

2,275,000,000.00

325,000,000.00

16.67

4.1.2.01.020.

Retribusi Pelayanan
Tera/ Tera Ulang

650,000,000.00

650,000,000.00

4.1.2.02.

Retribusi Jasa
Usaha

411,500,000.00

472,000,000.00

60,500,000.00

14.70

4.1.2.02.004.

Retribusi Terminal

252,000,000.00

252,000,000.00

4.1.2.02.009.

Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan

159,500,000.00

220,000,000.00

60,500,000.00

37.93

4.1.2.03.

Retribusi Perizinan
Tertentu

65,268,840,000.00

52,668,840,000.00

(12,600,000,000.00)

(19.30)

4.1.2.03.001.

Retribusi Izin
Mendirikan
Bangunan

30,000,000,000.00

17,000,000,000.00

(13,000,000,000.00)

(43.33)

4.1.2.03.002.

Retribusi Izin
Tempat Penjualan
Minuman
Beralkohol

1,200,000,000.00

1,600,000,000.00

400,000,000.00

33.33

4.1.2.03.004.

Retribusi Izin
Trayek

68,840,000.00

68,840,000.00

4.1.2.03.031.

Retribusi Izin
Memperkerjakan
Tenaga Asing
(IMTA)

34,000,000,000.00

34,000,000,000.00

4.1.3.

Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

16,956,642,496.00

13,897,911,908.00

(3,058,730,588.00)

(18.04)

4.1.3.01.

Bagian Laba atas
Penyertaan Modal

16,956,642,496.00

13,897,911,908.00

(3,058,730,588.00)

(18.04)
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pada Perusahaan
Milik Daerah /
BUMD

4.1.3.01.001.

Dividen Bagian
Laba Pemko Batam
pada Bank Riau

15,106,642,496.00

12,897,911,908.00

(2,208,730,588.00)

(14.62)

4.1.3.01.003.

Dividen Bagian
Laba Pemko Batam
pada BUMD PT.
Pembangunan

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

4.1.3.01.004.

Dividen Bagian
Laba Pemko Batam
pada Badan Usaha
Kepelabuhanan

850,000,000.00

(850,000,000.00)

(100.00)

4.1.4.

Lain-lain
Pendapatan Asli
Daerah yang Sah

147,528,584,000.00

139,779,531,401.16

(7,749,052,598.84)

(5.25)

4.1.4.02.

Pendapatan Jasa
Giro dan Bunga
Deposito

20,500,000,000.00

6,184,000,000.00

(14,316,000,000.00)

(69.83)

4.1.4.02.001.

Jasa Giro dan
Bunga Deposito Kas
Daerah Pemko
Batam di Bank Riau
Cabang Batam

6,500,000,000.00

2,050,000,000.00

(4,450,000,000.00)

(68.46)

4.1.4.02.005.

Jasa Giro dan
Bunga Deposito Kas
Daerah Pemko
Batam di Bank BTN

2,000,000,000.00

284,000,000.00

(1,716,000,000.00)

(85.80)

4.1.4.02.006.

Jasa Giro dan
Bunga Deposito Kas
Daerah Pemko
Batam di Bank BRI

8,000,000,000.00

3,500,000,000.00

(4,500,000,000.00)

(56.25)

4.1.4.02.009.

Jasa Giro dan
Bunga Deposito Kas
Daerah Pemko
Batam di Bank BJB

4,000,000,000.00

350,000,000.00

(3,650,000,000.00)

(91.25)

4.1.4.03.

Pendapatan Sewa
Rusunawa

4,993,584,000.00

5,500,000,000.00

506,416,000.00

10.14

4.1.4.03.001.

Pendapatan Sewa
Rusunawa

4,993,584,000.00

5,500,000,000.00

506,416,000.00

10.14

4.1.4.07.

Pendapatan Denda
Pajak

5,500,000,000.00

5,217,463,972.68

(282,536,027.32)

(5.14)

4.1.4.07.001.

Pendapatan Denda
Pajak Hotel

345,181,862.76

345,181,862.76

4.1.4.07.002.

Pendapatan Denda
Pajak Restoran

122,001,012.00

122,001,012.00

4.1.4.07.003.

Pendapatan Denda
Pajak Hiburan

132,862,462.92

132,862,462.92

4.1.4.07.004.

Pendapatan Denda
Pajak Reklame

388,419,000.00

388,419,000.00
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4.1.4.07.005. | Pendapatan Denda - 2,338,734.00 2,338,734.00
Pajak Penerangan
Jalan

4.1.4.07.007. | Pendapatan Denda - 19,230,429.00 19,230,429.00
Pajak Parkir

4.1.4.07.008. | Pendapatan Denda 5,500,000,000.00 4,207,430,472.00 (1,292,569,528.00) (23.50)
Pajak PBB-P2

4.1.4.08. Pendapatan Denda - 6,500,000.00 6,500,000.00
Retribusi

4.1.4.08.007. | Pendapatan Denda - 6,500,000.00 6,500,000.00
Retribusi Izin
Mendirikan
Bangunan

4.1.4.16. Pendapatan Bunga 1,800,000,000.00 1,400,000,000.00 (400,000,000.00) (22.22)
Pinjaman

4.1.4.16.001. | Pendapatan Bunga 1,800,000,000.00 1,400,000,000.00 (400,000,000.00) (22.22)
Pinjaman Dana
Bergulir

4.1.4.17. Pendapatan BLUD 90,585,000,000.00 91,000,000,000.00 415,000,000.00 0.46

4.1.4.17.001. | Pendapatan BLUD 77,000,000,000.00 77,000,000,000.00 - -
RSUD

4.1.4.17.002. | Pendapatan BLUD 2,585,000,000.00 3,000,000,000.00 415,000,000.00 16.05
Penyedia Air Bersih

4.1.4.17.003. | Pendapatan BLUD 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 - -
Pelayanan Jasa
Transportasi

4.1.4.19. Dana Kapitasi JKN 19,500,000,000.00 19,500,000,000.00 - -
pada FKTP

4.1.4.19.001. | Dana Kapitasi JKN 19,500,000,000.00 19,500,000,000.00 - -
pada FKTP

Puskesmas Kota
Batam

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas
Belakang Padang

1,180,000,000.00

1,180,000,000.00

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas Sambau

580,000,000.00

580,000,000.00

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas Batu
Ampar

1,660,000,000.00

1,660,000,000.00

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas Sei
Panas

1,180,000,000.00

1,180,000,000.00

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas Sei
Pancur

1,650,000,000.00

1,650,000,000.00
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Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas
Sekupang

1,400,000,000.00

1,400,000,000.00

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas Galang

980,000,000.00

980,000,000.00

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas Baloi
Permai

1,400,000,000.00

1,400,000,000.00

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas Lubuk
Baja

1,450,000,000.00

1,450,000,000.00

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas Sei
Lekop

1,380,000,000.00

1,380,000,000.00

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas Bulang

880,000,000.00

880,000,000.00

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas Kabil

680,000,000.00

680,000,000.00

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas Batu Aji

1,600,000,000.00

1,600,000,000.00

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas Botania

610,000,000.00

610,000,000.00

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas Sei
Langkai

1,450,000,000.00

1,450,000,000.00

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas Tiban
Baru

660,000,000.00

660,000,000.00

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas Tanjung
Buntung

760,000,000.00

760,000,000.00

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas
Rempang Cate

Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Puskesmas
kampung jabi
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4.1.4.99.

Lain-lain PAD

4,650,000,000.00

10,971,567,428.48

6,321,567,428.48

135.95

4.1.4.99.001.

Pengembalian Dana
TKI DPRD

100,000,000.00

(100,000,000.00)

(100.00)

4.1.4.99.002.

Pendapatan Non
Kapitasi -JKN-BPJS
Kesehatan

285,000,000.00

326,929,500.00

41,929,500.00

14.71

4.1.4.99.003.

Pengembalian
Jaminan Uang
Muka dan Jaminan
Lainnya

500,000,000.00

3,878,177,724.00

3,378,177,724.00

675.64

4.1.4.99.004.

Pengembalian
Kelebihan
Pembayaran LS-GT
dari SKPD/PNSD

2,508,543,640.00

2,508,543,640.00

4.1.4.99.005.

Denda
Keterlambatan
Pekerjaan

500,000,000.00

(500,000,000.00)

(100.00)

4.1.4.99.006.

Pengembalian atas
Rekomendasi/Tem
uan Inspektorat

Daerah Kota Batam

4.1.4.99.008.

Pengembalian atas
Rekomendasi/Tem
uan BPKP

4.1.4.99.009.

Pengembalian atas
Rekomendasi/Tem
uan BPK

25,931,200.00

25,931,200.00

4.1.4.99.011.

Pengembalian LS-BJ
Lewat Tahun

500,000,000.00

(500,000,000.00)

(100.00)

4.1.4.99.099.

Lain-lain PAD
Lainnya

2,765,000,000.00

4,231,985,364.48

1,466,985,364.48

53.06

4.2.

Dana
Perimbangan

934,697,626,000.00

926,450,902,052.00

(8,246,723,948.00)

(0.88)

4.21.

Bagi Hasil Pajak /
Bagi Hasil Bukan
Pajak

161,394,733,000.00

160,439,068,600.00

(955,664,400.00)

(0.59)

4.2.1.01.

Bagi Hasil Pajak

147,008,515,000.00

144,421,785,400.00

(2,586,729,600.00)

(1.76)

4.2.1.01.001.

Bagi Hasil dari
Pajak Bumi dan
Bangunan

10,728,027,000.00

9,947,380,400.00

(780,646,600.00)

(7.28)

4.2.1.01.008.

Bagi Hasil dari PPh
Psl 21 Wajib Pajak
Orang Pribadi
Dalam Negeri

136,280,488,000.00

127,250,073,000.00

(9,030,415,000.00)

(6.63)

4.2.1.01.004.

Bagi Hasil dari PPh
Psl 25 Wajib Pajak
Orang Pribadi
Dalam Negeri

7,224,332,000.00

7,224,332,000.00

4.2.1.02.

Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber
Daya Alam

14,386,218,000.00

16,017,283,200.00

1,631,065,200.00

11.34

4.2.1.02.001.

Bagi Hasil dari
Sumber Daya Alam
Kehutanan

40,883,000.00

32,706,400.00

(8,176,600.00)

(20.00)
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4.2.

1.02.002.

Bagi Hasil Sumber
Daya Alam
Perikanan

943,027,000.00

754,421,600.00

(188,605,400.00)

(20.00)

4.2.

1.02.003.

Bagi Hasil dari
Pertambangan Gas
Bumi

11,119,894,000.00

6,013,153,000.00

(5,106,741,000.00)

(45.92)

4.2.

1.02.004.

Bagi Hasil dari
Pertambangan
Minyak Bumi

5,106,741,000.00

5,106,741,000.00

4.2.

1.02.005.

Bagi Hasil Sumber
Daya Alam dan
Mineral dan
Batubara

2,282,414,000.00

1,825,931,200.00

(456,482,800.00)

(20.00)

4.2.

1.02.006.

Bagi Hasil dari
Cukai Hasil
Tembakau

2,284,330,000.00

2,284,330,000.00

4.2.2.

Dana Alokasi
Umum

599,074,016,000.00

599,074,016,000.00

4.2.2.01.

Dana Alokasi
Umum

599,074,016,000.00

599,074,016,000.00

4.2.2.01.001.

Dana Alokasi
Umum

599,074,016,000.00

599,074,016,000.00

4.2.3.

Dana Alokasi
Khusus

174,228,877,000.00

166,937,817,452.00

(7,291,059,548.00)

(4.18)

4.2.3.01.

Dana Alokasi
Khusus Fisik

80,482,000,000.00

77,685,087,865.00

(2,796,912,135.00)

(3.48)

4.2.3.01.001.

Dana Alokasi
Khusus Reguler

38,366,000,000.00

37,789,131,250.00

(576,868,750.00)

(1.50)

4.2.3.01.002.

Dana Alokasi
Khusus Penugasan

25,672,000,000.00

24,248,926,308.00

(1,423,073,692.00)

(5.54)

4.2.3.01.008.

Dana ALokasi
Khusus Afirmasi

16,444,000,000.00

15,647,030,307.00

(796,969,693.00)

(4.85)

4.2.3.02.

Dana Alokasi
Khusus Non Fisik

93,746,877,000.00

89,252,729,587.00

(4,494,147,413.00)

(4.79)

4.2.3.02.001.

Tunjangan Profesi
Guru PNSD

59,527,493,000.00

59,527,493,000.00

4.2.3.02.002.

Tambahan
Penghasilan Guru
PNSD

1,728,000,000.00

1,728,000,000.00

4.2.3.02.008.

Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak
Usia Dini

11,147,400,000.00

6,901,300,000.00

(4,246,100,000.00)

(38.09)

4.2.3.02.004.

Bantuan
Operasional
Kesehatan

9,064,010,000.00

9,064,010,000.00

4.2.3.02.006.

Akreditasi
Puskesmas

3,750,000,000.00

3,750,000,000.00

4.2.3.02.007.

Jaminan Persalinan

2,843,862,000.00

2,843,862,000.00

4.2.3.02.008.

Bantuan
Operasional
Keluarga
Berencana

3,252,170,000.00

3,252,170,000.00

4.2.3.02.009.

Dana Pelayanan
Administrasi
Kependudukan

2,433,942,000.00

2,185,894,587.00

(248,047,413.00)

(10.19)

4.3.

Lain-lain
Pendapatan yang
Sah

348,244,812,812.38

294,690,197,509.76

(53,554,615,302.62)

(15.38)

-111.34-




PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

KODE
REKENING

URAIAN

APBD 2018

RENCANA P-APBD
2018

SELISIH +/(-)

%

1

2

3

4

5 (4-3)

4.3.1.

Pendapatan Hibah

99,359,706,737.42

99,359,706,737.42

4.3.1.06.

Pendapatan Dana
BOS

99,359,706,737.42

99,359,706,737.42

4.3.1.06.001

Pendapatan Dana
Bantuan
Operasional
sekolah (BOS)

99,359,706,737.42

99,359,706,737.42

4.3.3.

Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah
Daerah Lainnya

248,885,106,074.96

195,330,490,772.34

(53,554,615,302.62)

(21.52)

4.3.3.01.

Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi

248,885,106,074.96

195,330,490,772.34

(53,554,615,302.62)

(21.52)

4.3.3.01.001.

Bagi Hasil dari
Pajak Kendaraan
Bermotor

65,949,964,161.66

55,287,005,930.80

(10,662,958,230.86)

(16.17)

4.3.3.01.008.

Bagi Hasil dari Bea
Balik Nama
Kendaraan
Bermotor

59,451,010,623.40

28,941,181,928.00

(30,509,828,695.40)

(51.32)

4.3.3.01.005.

Bagi Hasil dari
Pajak Bahan Bakar
Kendaraan
Bermotor

87,443,561,781.40

79,814,461,511.20

(7,629,100,270.20)

(8.72)

4.3.3.01.007.

Bagi Hasil dari
Pajak Air
Permukaan

7,540,569,508.50

5,135,706,732.00

(2,404,862,776.50)

(31.89)

4.3.3.01.008.

Bagi Hasil dari
Pajak Rokok

28,500,000,000.00

26,152,134,670.34

(2,347,865,329.66)

(8.24)

6.

PEMBIAYAAN

6.1.

Penerimaan
Pembiayaan

88,289,417,293.28

65,842,290,939.05

(22,447,126,354.23)

(25.42)

6.1.1.

Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Daerah
Tahun
Sebelumnya

77,789,417,293.28

65,842,290,939.05

(11,947,126,354.23)

(15.36)

6.1.1.09.

Sisa Kas Daerah
yang Berasal dari
SiLPA

77,789,417,293.28

65,842,290,939.05

(11,947,126,354.23)

(15.36)

6.1.1.09.001.

Sisa Kas Daerah di
Bank

77,789,417,293.28

65,842,290,939.05

(11,947,126,354.23)

(15.36)

6.1.5.

Penerimaan
Kembali
Pemberian
Pinjaman

10,500,000,000.00

(10,500,000,000.00)

(100.00)

6.1.5.01.

Penerimaan
Kembali
Pemberian
Pinjaman

10,500,000,000.00

(10,500,000,000.00)

(100.00)

6.1.5.01.001.

Penerimaan
Kembali Pemberian
Pinjaman

10,500,000,000.00

(10,500,000,000.00)

(100.00)

Sumber : BPKAD dan BP2RD Kota Batam, Tahun 2018

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Prognosis Pendapatan APBD
Kota Batam Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp.2.361.267.931.155,97 dari
rencana anggaran sebesar Rp.2.629.396.713.455,66. Hal ini menunjukan
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bahwa penerimaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2018 mengalami

penurunan sebesar Rp268.128.782.299,69 dengan uraian sebagai berikut:

1.

Prognosis Pendapatan Asli Daerah menjadi Rp1.074.278.403.055,16
dari rencana semula sebesar Rpl.258.164.857.350,00 atau
mengalami penurunan sebesar Rp153.946.429.121,00 dengan rincian

sebagai berikut:

A. Prognosis Penerimaan Pajak Daerah menjadi sebesar
Rp817.031.257.346,00 dari rencana semula sebesar
Rp970.977.686.467,00 atau mengalami penurunan sebesar
Rp153.946.429.121,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pajak Hotel mengalami penurunan disebabkan Belum
terlaksananya secara penuh sistem online pajak, penambahan alat
baru akan dilaksanakan awal Juni serta adanya beberapa objek

pajak yang tutup;

2) Pajak Restoran mengalami penurunan karena  belum
terlaksananya secara penuh sistem online pajak, penambahan alat
baru akan dilaksanakan awal Juni serta adanya beberapa objek

pajak yang tutup;

3) Pajak Hiburan mengalami penurunan disebabkan Belum
terlaksananya secara penuh sistem online pajak, penambahan alat
baru akan dilaksanakan awal Juni serta adanya beberapa objek

pajak yang tutup;

4) Pajak Reklame mengalami Kenaikan pendapatan dikarenakan

dilakukan pengawasan dan penagihan aktif piutang pajak reklame;

5) Pajak Penerang Jalan Umum dikarenakan Tidak tercapainya
penerimaan ini dikarenakan ditundanya penerapan kenaikan tarif

ppj s/d akhir tahun 2018 (sesuai Perwako No. 72 Tahun 2017;

6) Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum
tercapai dikarenakan menurunnya kegiatan cut and fill pada
proyek swasta dan pengalihan penerbitan izin reklamasi pantai

kepada Pemerintah Provinsi;
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7) Penerimaan Pajak Parkir belum tercapai dikarenakan penerapan
tarif pajak parkir sebesar 25% baru diterapkan terhitung mulai

Bulan Maret 2018;

8) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
mengalami penurunan disebabkan izin peralihan hak (IPH) dari BP

Batam belum optimal;

9) Pajak Bumi dan Bangunan mengalami Penurunan ini disebabkan
oleh berkurangnya jumlah piutang PBB setelah dilakukan
verifikasi, serta pembayaran PBB oleh Wajib Pajak belum

maksimal.

Prognosis = Penerimaan  Retribusi Daerah  menjadi sebesar
Rp.103.575.840.000,00 dari rencana semula sebesar
Rp.122.701.944.387,00 atau mengalami penurunan sebesar
Rp.19.126.104.387,00 yang disebabkan antara lain:

1) Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan, pelayanan
pengangkutan persampahan belum sesuai dengan perda,
berkurangnya jumlah sampah industri yang dibuang ke TPA,
pengurangan jumlah karyawan industri sebagai dasar penetapan
retribusi, banyaknya objek retribusi yang tutup dan kondisi

perekonomian Kota Batam belum stabil.

2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, terdapat 578 titik
parkir s.d bulan April mengelola 420 titik parkir saat ini berkurang
menjadi 407 titik parkir yang dikelola oleh dishub berkurang
sekitar 13 titik parkir dikarenakan adanya pelebaran jalan serta
adanya penolakan dari masyarakat Retribusi Pelayanan Pasar,

adanya Penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL);
3) Retribusi Pelayanan Pasar, karena adanya penggusuran kios di
depan mymart;

4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, karena kemampuan
beroperasi alat pengujian KIR dalam sehari 80 sampai 90 unit
kendaraan (120 rb x 22 hari x 12 bulan) banyak kendaraan yang
sudah tidak layak uji KIR;
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5) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, masih dalam

proses persetujuan pembayaran pihak wajib retribusi;

6) Retribusi Pengendalian  Menara  Telekomunikasi, adanya
permohonan penambahan persetujuan titik baru kurang 15 titik

dari tahun 2017;

7) Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas), adanya penambahan

fasilitas kesehatan di puskesmas yang ditunjang oleh rawat inap;

8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, adanya penambahan

fasilitas kesehatan di puskesmas yang ditunjang oleh rawat inap;

9) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, telah memanfaatkan jasa sewa

ruang pelabuhan pada pelabuhan pengumpan Sekupang;

10)Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, tertundanya revisi kenaikan
tarif Retribusi IMB dari 3600 menjadi 8000, efektif berlaku

kenaikan tarif pada awal Juni;

11)Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Adanya

penambahan konsumen yang mengurus izin usaha mikol;

12)Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA), Karena belum
adanya penambahan perusahaan yang mengurus perpanjangan

izin tenaga kerja asing.

Prognosis Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan menjadi sebesar Rp.13.897.911.908,00 dari rencana
semula sebesar Rp.16.956.642.496,00 atau mengalami penurunan
sebesar Rp.3.058.730.588,00. Hal ini dikarenakan adanya
penyesuaian terhadap perolehan deviden dari Penyertaan Modal
Pemerintah Kota Batam pada PT. Bank Riau Kepri sesuai dengan
keputusan RUPS Tahun Buku 2017 dan akan dirubah target
pendapatannya pada Perubahan APBD 2018.

Prognosis Penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
menjadi sebesar Rp.139.779.531.401,16 dari rencana semula sebesar
Rp.147.528.584.000,00 atau mengalami penurunan sebesar
Rp.7.749.052.598,84 yang disebabkan antara lain:

-111.38-




PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

1) Pada sektor Pendapatan Sewa Rusunawa, Percepatan penghunian

rusunawa Mukakuning 2 dan Tanjung Uncang 3;

2) Pada sektor Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Pajak
mengalami penurunan ini dikarenakan meningkatnya kegiatan

pengawasan pembayaran terhadap wajib pajak;

3) Pada sektor Pendapatan Pinjaman Dana Bergulir, karena tidak
adanya alokasi dari APBD Kota Batam untuk penambahan
penyaluran Pinjaman dan Adanya perubahan beberapa regualsi

yang menyebabkan terjadinya penundaaan penyaluran;

4) Pada sektor Pendapatan BLUD RSUD, sesuai dengan perencanaan
awal dan RSUD menunggu verifikasi dari BPJS yang biasanya

tidak tepat waktu dalam pembayaran klaim;

5) Pada sektor BLUD Penyedia Air Bersih, adanya penambahan WTP
(water treatment plan) baru dan penambahan SR (sambungan

rumah) Mandiri;

6) Pada sektor Pendapatan BLUD Pelayanan Jasa Transportasi,
pengefektifan pembayaran tiket non tunai melalui kartu BRIZZI,
pemanfaatan sewa aset untuk iklan pada body bus dan halte,
peningkatan tarif melalui usulan Perwako terhitung bulan Oktober

2018;

Prognosis Dana Perimbangan sebesar Rp.926.450.902.052,00 dari
anggaran semula sebesar Rp.934.697.626.000,00 mengalami
penurunan sebesar Rp.8.246.723.948,00. Perubahan alokasi tersebut
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Desa dan Dana Desa yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

A. Prognosis Penerimaan Bagi Hasil Pajak sebesar

Rp.144.421.785.400,00 dari rencana semula sebesar
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Rp.147.008.515.000,00 atau mengalami penurunan sebesar
Rp2.586.729.600,00;

Prognosis Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar
Rp.16.017.283.200,00 dari rencana sebesar Rp14.386.218.000,00
atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.631.065.200,00;

Prognosis Penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar
Rp.599.074.016.000,00 dari rencana semula sebesar
Rp.599.074.016.000,00. Hal ini dikarenakan adanya perubahan
urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota pindah ke
Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

Prognosis Penerimaan Dana Alokasi Khusus sebesar
Rp.166.937.817.452,00 dari rencana semula sebesar
Rp.174.228.877.000,00 atau mengalami penurunan sebesar
Rp.7.291.059.548,00. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018
dimana terjadi penyesuaian pagu Dana Alokasi Khusus Pemerintah

Kota Batam dan akan dirasionalisasi pada Perubahan APBD 2018;

Prognosis Lain - Lain Pendapatan Yang Sah menjadi sebesar
Rp294.690197.509,76 dari anggaran semula sebesar
Rp348.244.812.812,38 atau mengalami penurunan  sebesar
Rp53.554.615.302,62 yang bersumber dari Prognosis Penerimaan
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
sebesar Rp195.330.490.772,34 dari rencana semula sebesar
Rp248.885.106.074,96 atau mengalami penurunan sebesar
Rp53.554.615.302,62. Sesuai dengan Keputusan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 527 Tahun 2018 tanggal 19 Maret 2018
Tentang Penghitungan Tunda Salur Bagi Hasil Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak
Air Permukaan (ABT/AP) Dan Pajak Rokok Untuk Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018

serta Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 528 Tahun 2018
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tanggal 19 Maret 2018 Tentang Penghitungan Alokasi Bagi Hasil
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (ABT/AP) Bagian
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun

Anggaran 2018.
Penerimaan Pembiayaan Daerah

Prognosis untuk penerimaan pembiayaan daerah menjadi
Rp.65.842.290.939,05 dari anggaran semula sebesar
Rp.88.289.417.293,28 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sisa Anggaran Tahun Lalu menjadi sebesar Rp.65.842.290.939,05 dari
rencana semula sebesar Rp.77.789.417.293,28 atau mengalami
penurunan sebesar Rp.11.947.126.354,23 sesuai dengan hasil audit
BPK-RI;

2. Prognosis Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar

Rp.10.500.000.000,00 tidak mengalami perubahan.
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SASARAN DAN PRIORITAS

BAB 4 PEMBANGUNAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2018 merupakan penyempurnaan
dokumen perencanaan ketiga dari pemerintahan kepala daerah terpilih.
Perencanaan pada tahun 2018 telah merujuk kepada RPJMD Kota Batam
Tahun 2016-2021 dan telaahan terhadap arah pembangunan daerah dalam
dokumen RPJPD Kota Batam Tahun 2005-2025.

Berdasarkan visi kepala daerah Kota Batam tahun 2016-2021,
Pemerintah Kota Batam mempunyai Visi “Terwujudnya Batam Sebagai
Bandar Dunia Madani Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan
Bermartabat’. Guna mewujudkan Visi Kota Batam ditetapkan misi beserta
tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahunan. Tujuan dan
sasaran pembangunan pada setiap misi yang akan dijalankan akan
memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah.
Penjabaran pelaksanaan pada masing-masing Misi beserta tujuan dan

sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam tahun 2016 —
2021 (Berdasarkan RPJMD Kota Batam 2016-2021)

TUJUAN SASARAN
1 2

MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK,
BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN MENGAYOMI

1 | Mewuyjudkan penyelenggaraan 1 | Terwujudnya kelembagaan dan
pemerintahan yang profesional, ketatalaksanaan pemerintah daerah
akuntabel, bersih, dan yang efektif, efisien dan berkualitas
transparan 2 | Meningkatnya peran serta

masyarakat dan pemangku
kepentingan dalam proses
pembangunan.
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TUJUAN SASARAN
1 2

2 | Meningkatkan Kualitas 1 | Meningkatnya pelayanan publik yang

Pelayanan Publik yang Prima transparan dan akuntabel dengan
memanfaatkan teknologi informasi

3 | Meningkatkan peranan Meningkatnya kesadaran masyarakat
pemerintah dalam mengayomi 1 | dalam menjaga ketentraman dan
kehidupan bermasyarakat ketertiban

MISI 2 : MEWUJUDKAN SDM DAERAH YANG BERTAQWA, BERDAYA SAING
DAN MASYARAKAT SEJAHTERA

1 | Mewujudkan pelayanan 1 | Meningkatnya aksesibilitas dan
pendidikan yang unggul, merata, kualitas pendidikan yang baik
terbuka, terjangkau dan agamis
dan bertagwa

2 | Meningkatkan kesehatan 1 | Meningkatkan aksesibilitas kualitas
masyarakat secara layanan kesehatan masyarakat yang
berkelanjutan terjangkau dan merata

3 | Meningkatkan Kesejahteraan 1 | Meningkatkan Kualitas Ketahanan
Masyarakat Keluarga

2 | Peningkatan Kualitas Hidup Sosial
Kemasyarakatan

3 | Terkendalinya pertumbuhan
penduduk

4 | Meningkatnya Kesadaran/Toleransi
dalam berdemokrasi, beragama dan
bersuku bangsa.

5 | Meningkatnya peran olahraga dan
kepemudaan dalam pembangunan
kualitas kehidupan masyarakat

4 | Meningkatnya ketersediaan 1 | Meningkatkan lapangan kerja dan
lapangan kerja, pendapatan kesempatan berusaha dalam
penduduk, distribusi penda- mendorong penguatan perekonomian
patan dan penurunan angka daerah
kemiskinan serta tingkat
pengangguran

MISI 3: MEWUJUDKAN TATA RUANG KOTA YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN, INFRASTRUKTUR KOTA YANG MODERN, SERTA PENATAAN
PEMUKIMAN YANG RAMAH, ASRI DAN NYAMAN SESUAI NILAI BUDAYA

BANGSA
1 | Mewujudkan penataan ruang 1 | Tersedianya rencana tata ruang kota
kota yang terpadu dan yang berkualitas dan berwawasan
berkelanjutan lingkungan

2 | Terlaksananya pengendalian
pemanfaatan ruang kota yang
konsisten
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TUJUAN

SASARAN

1

2

2 | Mewuyjudkan pengelolaan dan
perlindungan lingkungan hidup
berkelanjutan

Meningkatnya kualitas lingkungan
hidup yang baik dan sehat sesuai
dengan daya dukung dan daya
tampung

Meningkatnya kesiapsiagaan
masyarakat dan kelembagaan
pemerintah daerah dalam upaya
pengurangan resiko bencana

3 | Menyediakan infrastruktur kota
yang berkualitas untuk
mengatasi masalah perkotaan

Tersedianya sistem transportasi
perkotaan yang terpadu dan nyaman

Tersedianya jaringan jalan dan
jembatan dengan kualitas yang
mantap dan dalam kondisi baik

Tersedianya sistem tata air yang
optimal dalam rangka pengendalian
banjir.

Tersedianya pengelolaan sampah
pada tingkat kota dan kecamatan
yang berwawasan lingkungan

4 | Menyediakan hunian /
permukiman yang layak dan
terjangkau serta fasilitas publik
dengan konsep Maju, Hijau dan
Manusiawi

Meningkatnya kualitas perumahan
dan permukiman yang layak dan
terjangkau serta fasilitas publik yg
berkualitas bagi masyarakat

5 | Terwujudnya kualitas
pengelolaan pertanahan Kota
Batam

Meningkatnya kualitas manajemen
pertanahan berupa penguatan
administrasi atas tanah aset pemko
Batam dan tanah masyarakat serta
pengadaan aset lahan untuk
kepentingan pemko batam dalam
meningkatkan pelayanan publik

Terwujudnya penyelesaian Kampung
Tua

MISI 4 : MEWUJUDKAN PENGUATAN SEKTOR INDUSTRI DAN
PENINGKATAN PERAN SEKTOR JASA, PERDAGANGAN, PARIWISATA, ALIH
KAPAL, MARITIM DAN PERTANIAN/ PERIKANAN DALAM MENOPANG
PEREKONOMIAN DAERAH

1 | Mengoptimalkan peran
Pemerintah Kota Batam dalam
mendukung kegiatan pariwisata,
industri dan perdagangan, serta
peningkatan sektor perikanan
dan pertanian

1

Terwujudnya Optimalisasi Kota
Batam sebagai kota tujuan
pariwisata, investasi di sektor
industri, jasa, perdagangan,maritim,
perikanan dan pertanian yang
berdaya saing dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan
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TUJUAN

SASARAN

1

2

masyarakat

MISI S : MEWUJUDKAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS

UMKM DAN KOPERASI YANG BERSINERGI DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI
DAN PASAR DOMESTIK

1

Meningkatkan pemberdayaan
ekonomi masyarakat yang
tangguh & mandiri dengan jiwa
kewirausahaan yang tinggi
melalui pemberdayaan usaha
mikro, kecil, menengah dan
koperasi serta sektor informal
lainnya

1

Berkembangnya sentra industri
potensial, industri kreatif, indutri
kecil menengah dan UMKM serta
terjaganya stabilitas harga dan
ketersediaan pangan

2 | Terpenuhinya Konsumsi Pangan dan
Keamanan Pangan
3 | Tersedianya ruang untuk ekonomi

informal pada kawasan tertentu

MISI 6 : PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH HINTERLAND SEBAGAI
PENOPANG PEREKONOMIAN KOTA BATAM

Meningkatkan pemerataan
pembangunan infrastruktur
dasar dan memperluas akses
komunikasi di hinterland

1

Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Infrastruktur di Hinterland

2

Tersedianya infrastruktur air bersih
dan sanitasi secara optimal di
hinterland

Meningkatnya kualitas lingkungan
perumahan dan permukiman di
hinterland

Meningkatnya konektivitas
transpotasi di hinterland

Adapun isu-isu strategis Kota Batam yang akan dijadikan prioritas

penanganan berdasarkan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021, antara lain:

1.
2.

No o kW

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;

Peningkatan kualitas, pengembangan dan pembangunan infrastruktur

wilayah;

Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat yang Berdaya Saing;

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja;

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Peningkatan Kualitas Produk Kepariwisataan (Jasa dan Perdagangan

sebagai Unggulan Kota Batam).

Isu strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu

dengan yang lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat
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mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis
lainnya. Dari isu-isu strategis tersebut, maka disusun sasaran strategis
pembangunan Kota Batam, yaitu :

1. Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan hinterland;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia daerah;

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan

masyarakat

4. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran daerah;

5. Meningkatkan pembangunan daerah berkelanjutan;

6. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dan akuntabilitas

kinerja daerah.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, telah ditetapkan
program prioritas pemerintah pada tahun 2018. Sasaran dan prioritas
penyusunan dokumen perubahan RKPD Tahun 2018 diselaraskan untuk
mendukung pencapaian 10 (sepuluh) prioritas pembangunan sebagai berikut:
1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan berperan penting dalam menghasilkan
sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi keahlian dan
berdaya saing, serta mempunyai karakter dan budi pekerti unggul.
Pembangunan pendidikan diselenggarakan untuk menjamin tersedianya
akses pendidikan yang merata dan meningkatnya kualitas, relevansi serta
daya saing. Pemenuhan akses layanan pendidikan yang berkualitas
diharapkan dapat meningkatkan cakupan penduduk untuk dapat
menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi,
serta dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antarkelompok
masyarakat, antarwilayah, dan antarjenis kelamin. Peningkatan layanan
pendidikan berkualitas diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang
memiliki kompetensi, keahlian yang sesuai dan dapat mendorong
pembangunan nasional secara menyeluruh.

Belum optimalnya layanan pendidikan dalam menghasilkan lulusan
yang dapat diserap pasar kerja merupakan tantangan dalam pembangunan
pendidikan. Peran pendidikan dalam mendorong pembangunan ekonomi,
serta penanggulangan kemiskinan perlumenjadi perhatian. Salah satu upaya
yang dilakukan adalah melalui pendidikan vokasi. Dalam meningkatkan

kebekerjaan, pendidikan vokasi diharapkan menjadi upayapercepatan untuk
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menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang lebih siap
masuk pasar kerja, termasuk melakukan rintisan usaha secara
mandiri/wirausaha. Pendidikan dan pelatihan vokasi berkualitas juga
diharapkan menghasilkan lulusan dengan kemampuan adaptasi cepat
terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja.

Sementara itu, peningkatan kualitas guru merupakan upaya mendesak
yang perlu segera mendapatkan penanganan untuk mendorong perbaikan
kualitas pembelajaran. Penguatan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial,
dan profesional guru ditujukan untuk mendudukan kembali peran guru
sebagai fasilitator yang akan mendukung berjalannya proses pembelajaran
yang lebih efektif, aktif, dan berkualitas. Upaya peningkatan kualitas guru
juga mencakup pengelolaan, penempatan, distribusi, dan redistribusi yang
didasarkan pada pemetaan kebutuhan komprehensif, dan sinkronisasi
kebijakan pusat dan daerah.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai pemerintah dalam

pelaksanaan kerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2. Sasaran Pembangunan Pendidikan

Sasaran 2017 2018 2019
1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 8,6 8,7 8,8
15 tahun tahun tahun tahun
2. Rata-rata angka melek aksara penduduk usia 95,4 95,8 96,1
di atas 15 tahun
3. Prodi perguruan tinggi berakreditasi minimal B ol 628 e
4. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 79,0 81,6 84,2
S. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 74,8 77,9 81,0
6. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 80,9 82,8 84,6
7. Persentase Kompetensi Keahlian SMK 59,4 62,2 65,0
berakreditasi minimal B
8. Rasio Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs antara 0,94 0,95 0,96
20% penduduk termiskin dan 20% penduduk
terkaya
9. Rasio Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA 0,59 0,59 0,60
antara 20% penduduk termiskin dan 20%
penduduk terkaya
10. Rasio Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi 0,18 0,22 0,24
antara 20% penduduk termiskin dan 20%
penduduk terkaya
11. Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D- 80 85 90
Iv*
12. Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara)**
- Matematika n.a. *** 427; 50 n.a.***
- Sains n.a.*** 438; 50 n.a.***
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Sasaran 2017 2018 2019
* ***

- Membaca a.x** 446; 45
Keterangan:
*) Target sasaran baru mulai diukur pada tahun 2016;
**) Programme for International Student Assessment (PISA) dilakukan 3 tahun sekali;
***) Untuk tahun 2016, 2017, dan 2019 tidak ada target karena tidak ada pelaksanaan PISA.

Sasaran lain dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 pada bidang
pendidikan adalah:

a. Meningkatnya guru yang memiliki kompetensi professional (subject

knowledge dan pedagogical knowledge);

b. Meningkatnya lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang
memiliki sertifikasi kompetensi;

c. Meningkatnya integritas lingkungan dari pendidikan dasar hingga
pendidikan tinggi (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah,
sertifikat palsu, plagiarisme);

d. Terlaksananya pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan
kekerasan (bullying free environment);

e. Tersedianya kurikulum dan proses pembelajaran yang progresif
sesuai kebutuhan zaman; dan

f. Tersedianya pendidikan agama dan etika yang menumbuhkan
akhlak mulia.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan pemerataan akses
pelayanan kesehatan, dan meningkatkan perlindungan finansial. Dalam
mencapai tujuan tersebut, tiga tantangan utama pada tahun 2018 adalah
peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian
penyakit, dan peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan prevalensi
stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (baduta)
mengalami penurunan, tetapi masih tetap tinggi. Penyakit menular termasuk
penyakit yang terabaikan (Neglected Tropical Diseases/NTD) masih muncul,
sementara itu penyakit tidak menular dan penyakit degeneratif meningkat.
Upaya promotif dan preventif masih perlu ditingkatkan untuk menurunkan
faktor risiko penyakit.

Program prioritas pembangunan kesehatan tahun 2018 adalah:

1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak;

2. Pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
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3. Penguatan upaya promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat”.
Sasaran Pembangunan bidang kesehatan pada tahun 2018 dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3. Sasaran Pembangunan Kesehatan

1. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat

a. Persentase persalinan di fasilitas 81,0 82,0 85,0
kesehatan (%)

b. Persentase kunjungan antenatal (K4) 76,0 78,0 80,0
(%)

c. Persentase kunjungan neonatal 81,0 85,0 90,0
pertama (KN1) (%)

d. Prevalensi stunting (pendek dan 29,6 28,8 28,0

sangat pendek) pada anak bawah dua
tahun (Baduta) (%)

e. Angka Kelahiran Total (Total Fertility 2,33 2,31 2,28
Rate/TFR) per perempuan usia
reproduksi 15-49 tahun

f. Angka Prevalensi Pemakaian 65,6 65,8 66,0
Konstrasepsi (Contraceptive Prevalence
Rate/CPR) suatu cara (all method) (%)

2. Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular

a. Prevalensi HIV (%) <0,5 <0,5 <0,5

b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 262,0 254,0 245,0
penduduk

c. Jumlah kabupaten/kota dengan 265 285 300
eliminasi malaria

d. Jumlah provinsi dengan eliminasi 25 26 34
kusta

e. Jumlah kabupaten/kota dengan 15 24 35
eliminasi filariasis

f. Jumlah kabupaten/kota endemis - 2 -
dengan intervensi eliminasi
schistosomiasis*

g. Prevalensi merokok pada penduduk 5,9 5,4
usia < 18 tahun (%) 5,6

h. Prevalensi tekanan darah tinggi (%) 24,2 23,8 23,4

i. Prevalensi obesitas pada penduduk 15,4 15,4 15,4

usia 18+ tahun (%)

3. Meningkatnya Perlindungan Finansial

a. Persentase penduduk yang menjadi 77 85 Min. 95
peserta jaminan kesehatan melalui
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
bidang kesehatan

b. b. Jumlah penduduk yang menjadi 92,4 92,4 107,2
peserta penerima bantuan iuran (PBI)
melalui Jaminan Kesehatan Nasional
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Sasaran
Indikator 2018 Akhir RPJMN
2019
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
(dalam juta)
4. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan, Penyebaran,
dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan
a. Jumlah kecamatan yang memiliki 1.400 2.800 5.600
minimal satu puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki 287 384 481
1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional (kabupaten/kota)
c. Persentase kabupaten/kota yang 85 90 95
mencapai 80% imunisasi dasar lengkap
pada bayi (%)
d. Jumlah puskesmas yang minimal 3.000 4.200 5.600
memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
e. Persentase RS kabupaten/kota kelas C 40 50 60
yang memiliki 7 dokter spesialis (%)
f. Persentase ketersediaan obat dan 83 86 90
vaksin di puskesmas (%)
g. Persentase obat yang memenuhi syarat 93 93,5 94
(%0)
h. Persentase makanan yang memenuhi 89,1 89,6 90,1
syarat (%)
S. Meningkatnya upaya promosi kesehatan 89,1 89,6 90,1
dan pemberdayaan masyarakat, serta
meningkatnya upaya promosif dan
preventif “Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat”

*Merupakan salah satu proyek prioritas nasional pada tahun 2018 dan belum tercantum pada
RPJMN 2015-2019

Pada tahun 2018, pembangunan kesehatan diprioritaskan pada tiga

program prioritas, mencakup:

a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak;

b. Pencegahan dan pengendalian penyakit;

c. Penguatan promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat”.
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3.

Pemukiman

Pada tahun 2018, Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman

dilakukan dalam rangka mendukung arah kebijakan serta pencapaian
sasaran dan target RPJMN 2015-2019, yaitu:

1. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap
hunian layak, aman, dan terjangkau;

2. Meningkatkan kualitas dan penyediaan infrastruktur dasar
permukiman;

3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak;

4. Menjamin ketahanan air untuk menjamin ketersediaan air baku

el

Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman diwujudkan ke dalam

dua program prioritas, yaitu:

1)

2)

Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak

Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak difokuskan untuk
meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat
miskin terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung
oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.
Pembangunan perumahan difokuskan untuk mendukung:

a. fasilitasi penyediaan hunian layak melalui intervensi langsung
pemerintah untuk 2,2 juta rumah tangga dan peningkatan peran serta
masyarakat dan dunia usaha;

b. Fasilitasi peningkatan kualitas rumah tangga yang menempati hunian
tidak layak untuk 1,5 juta rumah tangga; dan

c. Penurunan luas permukiman kumuh seluas 38.431 ha hingga tahun
2019.

Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi.

Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi difokuskan untuk
menjamin pencapaian akses universal, dimana kinerja pembangunannya
diindikasikan melalui: i) persentase akses air minum; dan ii) persentase
akses sanitasi. Akses air minum ditargetkan mencapai 100 persen di
tahun 2019 dan akses sanitasi juga ditargetkan mencapai 100 persen

dengan proporsi akses layak 85% dan akses dasar 15% di tahun 2019.
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4. Enterpreneur dan Pariwisata

Prioritas nasional pengembangan dunia usaha dan pariwisata

diarahkan untuk mendorong investasi di pusat-pusat pertumbuhan baru

dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi. Program-program

prioritas yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab tantangan

pada tahun 2018, yaitu peningkatan daya saing industri pengolahan,

pariwisata, ekspor, dan investasi, yang didukung pusat-pusat pertumbuhan

baru dan tenaga kerja yang berdaya saing, produktif, dan kompeten. Secara

rinci arah kebijakan pengembangan dunia usaha dan pariwisata, yaitu:

a.

Peningkatan kontribusi sektor pariwisata, peningkatan daya saing tiga
kawasan pariwisata, dan peningkatan kesiapan destinasi wisata prioritas
lainnya melalui dukungan:

i. pemasaran pariwisata nasional;

ii. pembangunan destinasi pariwisata;
iii. pembangunan industri pariwisata, dan

iv. pembangunan kelembagaan pariwisata.
Percepatan pengembangan lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas
berbasiskan potensi ekonomi wilayah didorong melalui:

i.  percepatan hilirisasi pengolahan Sumber Daya Alam (SDA);

ii. percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur;
iii. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi (Iptek);

iv. pengembangan regulasi dan kebijakan; serta

v. perbaikan iklim investasi dan iklim usaha.
Percepatan pembangunan tiga Kawasan Industri (KI) dan peningkatan
kesiapan KI lainnya, terutama di luar Jawa berdasarkan keunggulan
wilayah yang didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur,
dan energi, serta pengembangan SDM;
Pembenahan iklim investasi di pusat dan daerah, melalui deregulasi
peraturan, penguatan PTSP daerah dan standardisasi perizinan,
penyelesaian masalah investasi, pemanfaatan dan penyaluran dana
repatriasi untuk investasi, serta peningkatan perlindungan konsumen dan
persaingan usaha; il
Penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya yang didorong dengan
peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial, melalui:

i. percepatan penyempurnaan UU Ketenagakerjaan, terutama

harmonisasi dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional;
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ii. mendorong terlaksananya perundingan bipartit untuk menghasilkan
kesepakatan bersama di tingkat perusahaan; dan

iii. penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan
menyelesaikan penataan kelembagaan. sk

f. Pengembangan keahlian tenaga kerja melalui:

i. peningkatan keterpaduan dan efektivitas sistem pendidikan dan
pelatihan berbasis kompetensi;
ii. penguatan kemitraan (azas triple helix) yang mendorong relevansi dan
inovasi program pelatihan dengan industri; dan
iii. penguatan layanan informasi pasar kerja terutama di Kawasan
Industri/Kawasan Ekonomi Khusus. st

g. Peningkatan populasi dan daya saing industri, serta penguatan
pertumbuhan ekonomi kreatif yang didukung perbaikan ekosistem,
kualitas SDM, kualitas produk, penguatan rantai pasok, dan penerapan
teknologi;

h. Peningkatan perdagangan luar negeri melalui peningkatan kinerja ekspor
barang dan jasa terutama pada sektor yang memberikan kontribusi besar
terhadap pertumbuhan ekonomi.

Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
mencakup 5 Program Prioritas. Program prioritas difokuskan untuk
mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa,
dan daya saing perekonomian melalui:

(1) Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata;

(2) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

(3) Pengembangan 3 Kawasan Industri;

(4) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja; dan

(5) Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa.

5. Ketahanan Energi

Pembangunan energi dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti
terbatasnya pasokan energi primer dan infrastruktur energi. Pada sisi
penyediaan perlu dilakukan optimalisasi pasokan minyak bumi, gas,
batubara, serta peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT)
dalam bauran energi nasional. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya
melalui peningkatan kapasitas infrastruktur energi nasional. Pada sisi
pemanfaatan, perlu terus digalakkan dan ditingkatkan efisiensi penggunaan
energi di berbagai sektor.

Arah kebijakan prioritas nasional bidang ketahanan energi terdiri dari:
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a. Meningkatkan produksi energi primer;
b. Meningkatkan cadangan energi;
c. Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran
energi;
d. Meningkatkan aksesibilitas energi; it
e. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi. s
Prioritas Nasional Bidang Ketahanan Energi mencakup 2 (dua) Program
Prioritas, yakni:
1) Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi, dan
2) Pemenuhan Kebutuhan Energi
6. Ketahanan Pangan
Untuk mencapai sasaran umum di atas, Prioritas Nasional Ketahanan
Pangan diarahkan untuk:
(1) Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keragaman komoditas
pangan terutama dari produksi dalam negeri;
(2) Memperlancar sistem distribusi pangan antarwilayah dan
antarwaktu; isel
(3) Menjaga aksesibilitas pangan dan mengembangkan pola konsumsi
pangan sehat; il
(4) Memperbaiki data statistik pangan dan pertanian, termasuk
perikanan; it
(5) Meningkatkan dan menjaga kehandalan jaringan irigasi baik
Kewenangan Pusat maupun ifKewenangan Daerah, dan
mensinergikan jaringan irigasi dengan rencana cetak sawah. i
Arah kebijakan Prioritas Nasional Ketahanan Pangan tersebut
dikelompokkan ke dalam dua program prioritas, yaitu:
1) Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan; dan
2) Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian.
it
7. Kemiskinan
Peningkatan kesejahteraan rakyat diupayakan melalui pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas dan penyempurnaan program-program sehingga
pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah terus membaik, serta
penurunan kemiskinan dan pengangguran dapat dipercepat. Sasaran upaya
tersebut adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan pada kisaran 9,5-
10,0 persen, tingkat pengangguran menjadi 5,0-5,3 persen, dan gini rasio
menjadi 0,38 pada tahun 2018.

-1V.14-




PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

langan Kemiskinan

Arah Kebijakan

1. Jaminan dan 1. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi melalui satu kartu
Bantuan Sosial untuk mendukung inklusi keuangan.
Tepat Sasaran 2. Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial.
1. Perluasan penyediaan sarana dan infrastruktur dasar. ist|
5. Pemenuhan 2. Pen%ngkatan inklu'si'vitas pelayanan dasa.r. ik
K.ebu tuhan 3. Peningkatan efektivitas penggunaan Basis Data Terpadg» llntuk
Dasar sasaran 40 persen penduduk berpendapatan terendah. isgei
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap kepemilikan dokumen
kependudukan.
1. Peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi
usaha mikro dan kecil.
2. Peningkatan layanan kredit bagi usaha mikro dan akses permodalan
3. Perluasan Akses usaha; sk
Usaha Mikro, 3. Peningkatan keterampilan dan layanan usaha. i
Kecil, dan Koperasi | 4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan yang berorientasi pada
pertumbuhan. i
5. Penguatan kelembagaan koperasi, kemitraan, dan perlindungan
usaha.

Dalam mendukung Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan,

program prioritas

didorong untuk mempercepat penurunan tingkat

kemiskinan dan pertumbuhan yang merata yang dapat dinikmati oleh 40

persen penduduk berpendapatan terendah melalui:

a. Pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran;

b. Pemenuhan kebutuhan dasar; dan

c. Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi

Tabel 4.5. Sasaran Umum Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan

No Sasaran 2017 2018 2019
1. Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar (%)
a. Kepemilikan Akta Kelahiran 75,00 76,00 77,40
b. Akses Penerangan 97,90 98,95 100
c. Akses Air Minum Layak 82,28 91,14 100
d. Akses Sanitasi Layak 68,10 84,05 100
2. Sasaran Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
a. Peserta Penerima Bantuan [uran 92,4 juta 92,4 juta 107,2 juta
(PBI) melalui Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia
Sehat (KIS) (individu)
b. Bantuan Pendidikan/Kartu 19,7 Juta 19,7 Juta 19,7 Juta
Indonesia Pintar (KIP) (anak usia
sekolah)
c. Bantuan Tunai Bersyarat/Program 6 Juta 10 Juta 10 Juta
Keluarga Harapan (PKH) (keluarga)
d. Daerah yang menerapkan Bantuan 44 kota Semua Kota | Semua Kota
Pangan Non Tunai dan dan Sebagian
Sebagian Besar
Kabupaten Kabupaten
e. Subsidi Bere_ls bagi Masyarakat 14,05 juta 5,5 juta 3 juta
Berpenghasilan Rendah (Kepala
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No Sasaran 2017 2018 2019

Keluarga)

f. Target semesta kepesertaan Jaminan 26,2 juta 29,7 juta 34,4 juta
Sosial Bidang Ketenagakerjaan ’ ’ ’
(Orang)

3. Sasaran Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

a. Pertumbuhan rata-rata kontribusi 7,0 7.2 7.5
UMKM dan koperasi dalam
pembentukan PDB per tahun
(persen)

b. Subsidi bunga bagi penyaluran 9,02 n.a* n.a**
Kredit Usaha Rakyat (KUR) — (Rp
Triliun)

c. Target penyaluran KUR (Rp Triliun) 110 120 n.a**

d. Suku bunga efektif KUR per tahun 9 n.a* n.a**
(persen)

e. Kewirausahaan (orang) 272.500 272.500 272.000

f.  Kontribusi modal anggota koperasi 54 54,5 55
(persen)

Sumber: RPIMN 2015-2019 dan estimasi sementara untuk 2018
Keterangan: *) Akan diputuskan dalam Rapat Komite Kebijakan KUR di akhir tahun 2017
**) Akan diputuskan dalam Rapat Komite Kebijakan KUR di akhir tahun 2018

Perluasan akses bagi usaha mikro, kecil dan koperasi, sangat
diperlukan terutama untuk meningkatkan produktivitasnya yang masih
rendah. Hal ini merupakan akibat dari keterbatasan akses usaha mikro, kecil,
dan koperasi ke sumber daya produktif, seperti pembiayaan, bahan baku,
informasi, teknologi, dan layanan sistem pendukung. Dari sisi pengembangan
kewirausahaan, ekosistem kewirausahaan yang kondusif juga perlu
ditingkatkan untuk menciptakan SDM wirausaha baru yang unggul.
Sementara dari sisi koperasi, sebagian besar koperasi belum mampu
meningkatkan efisiensi dan posisi tawar usaha mikro dan kecil. Berbagai
sasaran kegiatan pada program prioritas perluasan akses usaha mikro, kecil,
dan koperasi merupakan bagian dari upaya menjawab kendala dan tantangan

yang dihadapi saat ini.

8. Infrastruktur dan Maritim

Sesuai dengan kerangka umum pembangunan infrastruktur RPJMN
2015-2019, Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
dititikberatkan pada: (1) penyediaan pelayanan dasar, termasuk dalam
mendukung aksesibilitas daerah perbatasan dan tertinggal, serta
meningkatkan keselamatan transportasi; (2) infrastruktur mendukung sektor
unggulan, melalui pembangunan konektivitas dengan tol laut sebagai tulang
punggung serta pembangunan jaringan serat optik, untuk mendukung

kawasan pertanian, industri dan pariwisata; serta (3) infrastruktur perkotaan,
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termasuk pengembangan angkutan umum masal dan pengembangan

teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pengembangan

smart city.

Penyediaan Infrastruktur Infrastruktur
Pelayanan Dasar ; i

Akses Air

Minum
100% Tol Laut + intermoda

Pengembangan

Mendukung Sektor Unggulan Perkotaan

Membangun Angkutan Massal
Berbasis Jalan , Rel & Intermoda

Meningkatkan kapasitas dan
kualitas jaringan jalan perkotaan

Wilayah/Pusat
Pertumbuhan Tol Laut

: Pertanian £
Perumahan ﬂ % ﬁ gy ¢
L i . g y B

ayak Huni i e T Industri H
Terbangun

Aksesibilitas § . Pelabuhan Pelalmhan Tertinggal Pengolahan
Perbatasan ABtarmous Antarmoda ;

&Tertinggal ¥ Pembangunan Jaringan Serat Optik:
Keamananan * e-Government, e-Health, e-Education,

Konsep Pengembangan Transportasn Perkotaan
@B 3

Avoid Shift Improve

Jaringan yang Peningkatan Peningkatan
Mendukung Pangsa Pemanfaatan
Efisiensi Angkutan Teknologi
Perjalanan Umum

Mengembangkan transportasi
perkotaan yang berkelanjutan

Energi untuk transportasi
perkotaan

@ Smart City

Gambar 4.1. Kerangka Pembangunan Infrastruktur

Keselamatan e-logistic, e-commerce,

Ti rtasi
(ENSRORAs Pembangunan Energi 35 GW Jasa &

+ Sasaran 1.200 kWh/Kap. di 2019 (saat ini Vietnam il Pariwisata
Banijir 1.300 kWh/Kap, Malaysia 4.400 kWh/Kap.)

Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang sangat besar
dengan kebutuhan investasi 2015-2019 sekitar Rp4.796 Triliun, sedangkan
anggaran pemerintah (APBN dan APBD) hanya dapat menutupi sekitar 41,3%
dari kebutuhan tersebut. Paradigma baru pendanaan infrastruktur adalah
menjadikan APBN/APBD sebagai sumberdaya terakhir (last resource).
Pendanaan infrastruktur diutamakan melalui skema Pembiayaan Investasi
Non Anggaran Pemerintah (PINA) serta Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU) sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 38/2015.

-------- Kebutuhan Pendanaan ... Paradigma Baru Pembangunan Infrastruktur .......

Infrastruktur
+ Kepastian Usaha
- . PeriZinan
* Insentif
JV BUMN ¢« Dibentuk Special Purpose Company (SPC) Untuk Proyek Yang Sudah
Beroperasi
{brawnjicia) * Dilakukan Divestasi Saham SPC
Z * Meningkatkan Kemampuan Ekspansi BUMN Tanpa PMN
JV BUMN
+ Dibentuk SPC Untuk Proyek yang Sedang Disiapkan
(greenf:eld) N Dllakukan Ker]asama dengan Swasta dalam SPC tersebut

1 Ekspansi BUMN Tanpa PMN

APBN + APBD:
Rp. 1.978,6 Tn
(41,3%)
Kebutuhan
Investasi -
Infrastruktur BUMN:

1 P

PARTISIPASI BUMN
PMN Untuk Penugasan

SWASTA:

Rp.1.751,5 Tn : y
(36,5%) APBN/APBD . .
Rupiah Murni, PHLN, SBSN, DAK

Gambar 4.2. Paradigma Baru Kerangka Pendanaan Infrastruktur

2015-20189: Rp. 1.066,2 Tn
(22,2%)

Rp. 4.796,2 Tn
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Arah kebijakan Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas, dan

Kemaritiman tahun 2018, adalah sebagai berikut.

1.

Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal
melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi. Penyediaan
infrastruktur transportasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi kawasan perbatasan dan tertinggal, serta memudahkan akses
bagi pelayanan dasar lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.
Pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan
ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka
mendorong pengembangan wilayah strategis. Pengembangan wilayah
strategis di luar Pulau Jawa diharapkan dapat menekan disparitas antar
wilayah dan memperlancar mobilisasi barang. sk
Infrastruktur mendukung sektor wunggulan, melalui pembangunan
konektivitas dengan tol laut sebagai tulang punggung, untuk mendukung
kawasan pertanian, industri dan pariwisata. st
Pemeliharaan infrastruktur transportasi (jalan, kereta api, dermaga
penyeberangan, bandara, dan pelabuhan) untuk menjaga kondisi dan
kualitas layanan transportasi. Dalam rangka memperbaiki tata kelola dan
manajemen pemeliharaan jalan daerah untuk mendukung kebijakan
peningkatan konektivitas nasional, pada tahun 2018 akan dikembangkan
skema pendanaan hibah jalan daerah yang bersumber dari Rupiah Murni
(APBN). Disamping pelaksanaan program hibah jalan daerah yang
bersumber dari hibah Pemerintah Australia (DFAT/Program PRIM).
Pengembangan transportasi perkotaan (pengembangan jalan perkotaan
dan pengembangan angkutan massal perkotaan) untuk mendorong
efisiensi mobilitas perkotaan dan mengurangi berbagai eksternalitas
negatif (kemacetan, kerugian bahan bakar, kerugian waktu, dan

pencemaran lingkungan). ist!
Pemerataan pembangunan infrastruktur TIK khususnya di daerah
perbatasan dan tertinggal, serta memastikan utilisasi TIK di sektor e-

Government, e-Kesehatan, e- Pendidikan, e-Logistik dan e-Commerce. ist!

wEr

Prioritas Nasional pembangunan Infrastruktur, Konektivitas, dan

Kemaritiman mencakup dua program prioritas, yaitu:

(1) pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut,
udara, dan intermoda); dan

(2) pengembangan telekomunikasi dan informatika.
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9. Pembangunan Wilayah

Salah satu tantangan pembangunan yang harus diatasi dengan
sungguh-sungguh dan sistematik adalah ketimpangan atau kesenjangan
pembangunan antarwilayah. Sampai dengan tahun 2017 pusat-pusat
kegiatan ekonomi nasional masih terpusat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)
meliputi: Sumatera, Jawa, dan Bali, dengan sumbangan sekitar 80 persen
dari PDB. Pembangunan di kawasan timur Indonesia (KTI) masih tertinggal
dan perlu terus dipercepat. Kesenjangan juga terjadi antara daerah perkotaan
dengan daerah perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau kecil
terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi. Hambatan utama yang
dihadapi oleh daerah tertinggal, terdepan dan terluar adalah terbatasnya
pelayanan dasar; kurang memadainya prasarana dan sarana; kurang
berkembangnya kegiatan ekonomi produktif; rendahnya akses transportasi,
telekomunikasi dan informasi; serta terbatasnya konektivitas sebagai jalur
distribusi dan pemasaran. Selain itu, permasalahan yang dihadapi daerah
adalah meningkatnya kejadian bencana alam sebagai akibat banjir, tanah
longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, dan bencana lainnya. Berbagai
hambatan pembangunan tersebut perlu diatasi dengan kebijakan yang
bersifat pemihakan (afirmatif), memperhatikan keragaman kondisi sosial,
ekonomi dan budaya masyarakat daerah (asimetris), serta meningkatkan
kapasitas dalam pengurangan risiko dan mitigasi bencana.

Kebijakan pembangunan wilayah pada tahun 2018 mengacu pada
agenda pembangunan Nawacita yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019
terutama: Cita Ketiga, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Cita
Keenam, Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional; dan Cita Ketujuh, Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, serta mendukung
terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pembangunan
wilayah tahun 2018 diutamakan pada lima prioritas, yaitu: pembangunan
daerah tertinggal dan perbatasan; pembangunan desa, kawasan perdesaan
dan kawasan transmigrasi; pencegahan dan penanggulangan bencana;
reforma agraria; dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Pembangunan daerah tertinggal, perbatasan, desa, dan transmigrasi
mengutamakan: pemenuhan standar pelayanan dasar untuk hidup layak dan

bermartabat; pembangunan prasarana dan sarana untuk menembus
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keterisolasian dan memperluas akses transportasi, telekomunikasi dan
informasi; serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan
ekonomi produktif untuk meningkatkan produksi, nilai tambah dan
pendapatan masyarakat. Pembangunan kawasan perdesaan, kawasan
perbatasan dan kawasan transmigrasi menekankan pada penumbuhan dan
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta perluasan
konektivitas dengan daerah yang sudah maju dan berkembang termasuk
dengan negara tetangga. Pencegahan dan penganggulangan bencana
menitikberatkan pada peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat dalam
mengurangi risiko bencana, dan penanganan bencana secara cepat dan
tuntas. Reforma agragria mengutamakan redistribusi tanah dan bantuan
pemberdayaan masyarakat, penyediaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum, pembenahan sistem pendaftaran tanah, dan peningkatan

kapasitas administrasi pertanahan.

10. Politik, Hukum dan Keamanan.
Arah Kebijakan Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan, dan
Keamanan sebagai berikut:
1. Meningkatkan penguatan pertahanan melalui:
e peningkatan keselamatan dan kesejahteraan prajurit; iste
e pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) II; isk!
e pengembangan industri pertahanan; dan sk
e penguatan pertahanan wilayah perbatasan. is!
2. Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan melalui:
e penguatan lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak
politik; iske!
e penanggulangan terorisme dan penanganan konflik sosial; s
e peningkatan akses dan kualitas informasi publik; it
e perlindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia
di luar negeri yang kuat; it
e pemantapan peran dan kepemimpinan Indonesia di Association
of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang mendukung
kepentingan nasional; ik
e penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan
internasional yang efektif; it
e penguatan diplomasi politik dan keamanan yang mendukung

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
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perdamaian dunia; it
e penguatan diplomasi maritim sejalan dengan cita-cita poros
maritim dunia; ik
e penciptaan kondisi aman yang cepat dan tanggap; ist»
e peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba; ist!
e pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia; dan sk
e penguatan intelijen dan kontra intelijen. ist!
3. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui:
e penegakan hukum yang berkualitas; it
e pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; dan st
e penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.
4. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi melalui:
e perluasan implementasi e-Government yang terintegrasi; it
e penguatan implementasi standar pelayanan publik dan
peningkatan kapasitas sSDM pelayanan; sk
e penguatan tatakelola pemerintahan dan manajemen SDM
aparatur; dan st
e peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. sk
Untuk mendukung Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan, dan
Keamanan, Program Prioritas difokuskan untuk menciptakan situasi yang
kondusif bagi pembangunan, melalui:
(1) Penguatan Pertahanan;
(2) Stabilitas Politik dan Keamanan;
(3) Kepastian Hukum; dan

(4) Reformasi Birokrasi

Prioritas pembangunan nasional Tahun 2018 disusun sebagai
penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam
RPJMN 2015-2019 dalam wupaya melaksanakan Agenda Pembangunan
Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya;

Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
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dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya;

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional,

Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik;

Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.

Prioritas Nasional tersebut juga harus sinkron dengan prioritas daerah
Provinsi Kepri tahun 2019, sebagai berikut :
1. Prioritas Provinsi Kepri-1 : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Kesehatan

Fokus Pembangunan :

a. Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah Atas;

b. Penguatan Promotif dan Preventif Kesehatan;

c. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan;

d. Pencegahan dan Penganganan Penyakit Menular dan Tidak Menular.

2. Prioritas Provinsi Kepri-2 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Fokus Pembangunan :

a. Pengembangan Koperasi dan UMKM, Pembangunan dan Penemangan
Industri Pengolahan (Skala Menengah dan Besar);

b. Pengembangan Perdagangan;

Peningkatan  Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi;

d. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan
Budidaya dan Hasil Olahan Perikanan; Pengembangan Pariwisata
Bahari.

3. Prioritas Provinsi Kepri-3 : Pengembangan Pusat Kebudayaan Melayu

Fokus Pembangunan :

Penyediaan Prasarana dan Sarana Penunjang Pusat Kebudyaan Melayu,

dan Peningkatan Pelestarian Adat dan Seni Budaya Daerah.

4. Prioritas Provinsi Kepri-4 : Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Fokus Pembangunan :

a. Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan Darat, Laut dan

Udara, Peningkatan Kualitas Jalan Provinsi;
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Peningkatan Akses Sanitasi (Air Limbah, Persampahan, Drainase);
Peningkatan Sarana Prasarana Air Bersih;

Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Perumahan;

® a0 T

Peningkatan Pencegahan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan, dan
Perluasan Terbuka Hijau.
5. Prioritas Provinsi Kepri-5 Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan
yang Akuntabel

Fokus Pembangunan :

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

b. Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;

c. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah;

d. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

sebagai agenda daerah untuk

yang
mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing,

Prioritas pembangunan daerah

mewujudkan pembangunan bidang sektoral terintegrasi dalam
Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, serta upaya mewujudkan Kota Batam
tidak hanya tumbuh sebagai kota industri manufaktur yang selalu dominan
pengaruhnya dalam pertumbuhan ekonomi Kota Batam namun juga sebagai
kota Pada kebijakan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur maupun

tujuan pariwisata. selanjutnya dalam wupaya
dalam pengembangan aspek sosial kemasyarakatan (salah satunya adalah
upaya menangani kemiskinan) ditetapkan menjadi prioritas utama karena
akan memiliki dampak multi sektoral termasuk mendukung perubahan fokus

pertumbuhan ekonomi dari bidang industri pengolahan ke pariwisata.

Tabel 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Batam
Tahun 2018

Peningkatan Tersedianya Meningkatnya Program Dinas Perumahan
sarana dan sarana dan kualitas Pembangunan, Rakyat,
prasarana prasarana perumahan dan Pemeliharaan Permukiman dan
infrastruktur jalan, infrastruktur dan permukiman dan Pertamanan
drainase, utilitas utilitas perkotaan yang layak dan Pengembangan
perkotaan, terjangkau serta Infrastruktur
kebersihan kota fasilitas publik Sarana
dan pengendalian yang berkualitas  Prasarana
banijir. bagi masyarakat ~Permukiman
dan Perumahan
Meningkatnya Program Kecamatan
kualitas Percepatan
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Pengurangan
genangan air di
pusat kota

Terwujud
perencanaan,
pemanfaatan dan
pengendalian
penataan ruang
secara terpadu,
baik di wilayah
darat maupun
wilayah laut

Meningkatnya
kualitas udara dan
pengelolaan
limbah
material
berbahaya
beracun

dan
bahan
dan

perumahan dan
permukiman
yang layak dan
terjangkau serta
fasilitas publik
yang berkualitas
bagi masyarakat
Tersedianya
sistem tata air
yang optimal
dalam rangka
pengendalian
banijir
Tersedianya
rencana tata
ruang yang
berkualitas
mewujudkan dan
berwawasan
lingkungan
Meningkatnya
kualitas
perumahan dan
permukimanyang
layak dan
terjangkau serta
fasilitas publik
yang berkualitas
bagi masyarakat
Meningkatnya
kualitas
lingkungan hidup
yang baik dan
sehat sesuai
dengan daya
dukung dan daya
tampung
Meningkatnya
kualitas
lingkungan hidup
yang baik dan
sehat sesuai
dengan daya
dukung dan daya
tampung
Meningkatnya
kualitas
lingkungan hidup
yang baik dan
sehat sesuai
dengan daya
dukung dan daya
tampung
Tersedianya
pengelolaan
sampah pada
tingkat kota dan
kecamatan yang
berwawasan
lingkungan
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Infrastruktur
Kelurahan (PIK)

Program
Pengendalian
Banijir dan
Perbaikan
Jaringan
Pengairan
Program
Perencanaan
dan
Pengendalian
Tata Ruang

Program
Pembangunan,
Peningkatan
Kualitas dan
Pengawasan
Bangunan

Program
Peningkatan
pengelolaan
Wilayah Pesisir
dan pulau-pulau
kecil berbasis
konservasi

Program
Pengendalian
Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan
Hidup

Program
Peningkatan
dan
Pengelolaan
ruang terbuka
hijau (RTH)

Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan

Dinas Bina Marga
dan Sumber Daya
Air

Dinas Cipta Karya
dan dan Tata
Ruang

Dinas Cipta Karya
dan dan Tata
Ruang

Dinas Perikanan

Dinas Lingkungan
Hidup

Dinas Perumahan
Rakyat,
Permukiman dan
Pertamanan

Dinas Lingkungan
Hidup
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Peningkatan

Kualitas SDM
melalui
peningkatan
infrastruktur
pendidikan dan
kesehatan,
peningkatan
kualitas mutu
pendidikan dan
pelayanan
kesehatan dan
ketenagakerjaan

Terwujudnya
tatakelola
pertanahan dan
land banking yang
optimal

Meningkatnya
SDM yang
bermuatan imtaq,
pemerataan
pendidikan, Indeks
Pembangunan
Manusia dan
kualitas
kepemudaan serta
keterampilan
tenaga kerja

Meningkatkan
daya tampung SD
dan SMP

Meningkatkan
kualitas pendidikan
dasar dan
menengah

Tersedianya
pengelolaan
sampah pada
tingkat kota dan
kecamatan yang
berwawasan
lingkungan
Meningkatnya
kualitas
manajemen
pertanahan
berupa
penguatan
administrasi atas
tanah aset
pemko Batam,
kawasan fasos,
fasum dan
jaringan jalan di
kawasan
perumahan,
tanah
masyarakat,
serta pengadaan
aset lahan untuk
kepentingan
pemko batam
serta penataan
dan pengadaan
kawasan
pemakaman
dalam
meningkatkan
pelayanan publik
Meningkatnya
aksesibilitas dan
kualitas
pendidikan yang
baik
Meningkatnya
aksesibilitas dan
kualitas
pendidikan yang
baik

Meningkatnya
aksesibilitas dan
kualitas
pendidikan yang
baik
Meningkatnya
aksesibilitas dan
kualitas
pendidikan yang
baik

Meningkatnya

aksesibilitas dan
kualitas
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Program
Lingkungan
Sehat

Program
Penataan Tata
Guna Tanah

Program
Pendidikan
Anak Usia Dini
dan Pendidikan
Masyarakat
Program
Pengembangan
Budaya Baca
dan Pembinaan
Perpustakaan

Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar

Program
Peningkatan
Mutu Dan
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Program
Penyediaan
Bantuan

Dinas Lingkungan
Hidup

Dinas Pertanahan

Dinas Pendidikan

Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
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Pelayanan
kesehatan gratis
yang selektif
dengan
pembatasan
khusus

Program
Kesehatan
Keluarga dan
Perbaikan Gizi
Masyarakat

Peningkatan
sediaan obat dan
alat kesehatan

Meningkatnya
kualitas hidup dan
perlindungan
terhadap
perempuan dan
anak

pendidikan yang
baik
Meningkatkan
aksesibilitas
kualitas layanan
kesehatan
masyarakat yang
terjangkau dan
merata
Meningkatkan
aksesibilitas
kualitas layanan
kesehatan
masyarakat yang
terjangkau dan
merata
Meningkatkan
aksesibilitas
kualitas layanan
kesehatan
masyarakat yang
terjangkau dan
merata
Meningkatkan
aksesibilitas
kualitas layanan
kesehatan
masyarakat yang
terjangkau dan
merata
Meningkatkan
aksesibilitas
kualitas layanan
kesehatan
masyarakat yang
terjangkau dan
merata
Meningkatkan
aksesibilitas
kualitas layanan
kesehatan
masyarakat yang
terjangkau dan
merata
Meningkatkan
kualitas
ketahanan
keluarga

Meningkatkan
kualitas
ketahanan
keluarga
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Pendidikan yang
Efektif

Program
Peningkatan
standar
pelayanan
Rumah Sakit
Umum Daerah

Program
Kesehatan
Keluarga dan
Perbaikan Gizi
Masyarakat

Program
Pembinaan
Pelayanan
Kesehatan dan
Pembinaan
Kesehatan
Masyarakat
Program
Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit serta
Kesehatan
Lingkungan
Program
Jaminan
Kesehatan
Daerah

Program
Kefarmasian
dan Alat
Kesehatan

Program
Peningkatan
peran serta, dan
kesetaraan
Gender dalam
pembangunan

Program
Peningkatan
Kualitas Hidup,
Perlindungan
Perempuan dan
Anak

RSUD Embung
Fatimah

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan
dan RSUD Embung
Fatimah

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Kelauarga
Berencana

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Kelauarga
Berencana
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Peningkatan
sarana dan
prasarana
transportasi dan
perumahan

Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
terhadap
pencegahan
bahaya narkoba

Terciptanya
hubungan
industrial dan
fasilitasi pekerja
yang baik

Tersedianya
lapangan kerja
baru

Meningkatnya
pelayanan bidang
kepemudaan dan
keolahragaan

Meningkatnya
sistem transportasi
dan perhubungan
secara optimal

Terkendalinya
pertumbuhan
penduduk

Terwujudnya
Optimalisasi Kota
Batam sebagai
kota tujuan
pariwisata,
investasi di
sektor industri,
jasa,
perdagangan,ma
ritim, perikanan
dan pertanian
yang berdaya
saing dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
Meningkatkan
lapangan kerja
dan kesempatan
berusaha dalam
mendorong
penguatan
perekonomian
daerah

Meningkatnya
peran olahraga
dan kepemudaan
dalam
pembangunan
kualitas
kehidupan
masyarakat
Meningkatnya
Kesadaran/
Toleransi dalam
berdemokrasi,
beragama dan
bersuku bangsa

Tersedianya
sistem
transportasi
perkotaan yang
terpadu dan
nyaman
Tersedianya
sistem
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Program
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana dan
Pembangunan
Keluarga

Program
Peningkatan
hubungan
industrial yang
harmonis

Program
Peningkatan
Kualitas,
Produktivitas,
Penempatan
dan
Pengembangan
Perluasan
Kesempatan
Kerja

Program
Peningkatan,
Pembinaan dan
Pelayanan
Kepemudaan
dan Olahraga

Program
Peningkatan
Kerukunan
Umat Beragama
dan
Penghayatan
Nilai-nilai
Keagamaan dan
Kebangsaan
Program
peningkatan,
pengamanan
dan
pengendalian
lalu lintas
Program
Penyediaan dan

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Kelauarga
Berencana

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Kepemudaan
dan Olah Raga

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan
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Pembangunan dan

pengembangan
infrastruktur
Kawasan
Hinterland dan
pengembangan
kawasan
perbatasan.

Peningkatan
pemberdayaan
perekonomian
masyarakat
berbasis UMKM
dan Koperasi.

Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur dasar,
serta utilitas di
wilayah perkotaan
dan hinterland

Meningkatnya
kualitas dan akses
sarana prasarana
& tingkat layanan
transportasi/perhu
bungan bagi
masyarakat secara
optimal termasuk
dengan hinterland
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas UKM

transportasi
perkotaan yang
terpadu dan
nyaman
Meningkatnya
konektivitas
transpotasi di
hinterland

Tersedianya
jaringan jalan
dan jembatan
dengan kualitas
yang mantap dan
dalam kondisi
baik
Meningkatnya
kualitas
lingkungan
perumahan dan
permukiman di
hinterland

Tersedianya
sistem
transportasi
perkotaan yang
terpadu dan
nyaman

Berkembangnya
sentra industri
potensial, industri
kreatif, indutri
kecil menengah
dan UMKM serta
terjaganya
stabilitas harga
dan ketersediaan
pangan
Tersedianya
ruang untuk
ekonomi informal
pada kawasan
tertentu

Berkembangnya
sentra industri
potensial, industri
kreatif, indutri
kecil menengah
dan UMKM serta
terjaganya
stabilitas harga

-1V.28-

penataan tata
kelola
transportasi
massal
Program
Pengembangan,
Pembangunan
aksesibilitas dan
konektivitas
Program
Pembangunan ,
peningkatan,
pemeliharaan
jalan dan
jembatan/
pelantar
Program
Pembangunan,
pemeliharaan
dan
pengembangan
infrastruktur
sarana dan
prasarana
perumahan di
hinterland
Program
Pembangunan,
peningkatan,
pemeliharaan/
rehabilitasi
sarana dan
prasarana
transportasi

Program
Peningkatan,
pembinaan dan
pengembangan
UKM, dan
koperasi serta
usaha ekonomi
masyarakat

Program
Perlindungan
Konsumen dan
Pembinaan
Pedagang Kaki
Lima dan
Asongan
Program
Penataan,
pembinaan dan
pengendalian
pasar

Dinas Perhubungan

Dinas Bina Marga
dan Sumber Daya
Air

Dinas Perumahan
Rakyat,
Permukiman dan
Pertamanan

Dinas Perhubungan

Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro /
Disperindag
/Setdako

Dinas Perindag

Dinas Perindag
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Peningkatan
pengembangan
kepariwisataan,
fasilitas investasi
dan promosi dalam
rangka
meningkatkan
perekonomian dan
daya saing Kota
Batam

Mendorong
berdirinya pusat
kuliner rakyat
nasional maupun
kuliner
mancanegara
dengan pola
zoning ekslusif
dengan
tersedianya bahan-
bahan pertanian
lokal

dan ketersediaan
pangan
Berkembangnya
sentra industri
potensial, industri
kreatif, indutri
kecil menengah
dan UMKM serta
terjaganya
stabilitas harga
dan ketersediaan
pangan
Terwujudnya
Optimalisasi Kota
Batam sebagai
kota tujuan
pariwisata,
investasi di
sektor industri,
jasa,
perdagangan,ma
ritim, perikanan
dan pertanian
yang berdaya
saing dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
Terwujudnya
Optimalisasi Kota
Batam sebagai
kota tujuan
pariwisata,
investasi di
sektor industri,
jasa,
perdagangan,ma
ritim, perikanan
dan pertanian
yang berdaya
saing dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
Terwujudnya
Optimalisasi Kota
Batam sebagai
kota tujuan
pariwisata,
investasi di
sektor industri,
jasa,
perdagangan,ma
ritim, perikanan
dan pertanian
yang berdaya
saing dalam
rangka
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Program
Peningkatan
Ketahanan
Pangan

Program
Pembinaan,
pengembangan
dan
pengawasan
pertanian dan
peternakan

Program
Pembinaan,
Pengembangan
dan
Pengawasan
Perikanan

Program
Pengembangan
sektor
pariwisata

Dinas Ketahanan
Pangan dan
Pertanian

Dinas Ketahanan
Pangan dan
Pertanian

Dinas Perikanan

Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
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Pembinaan,
pengendalian dan
penertiban
kawasan yang
tidak sesuai
dengan
peruntukan Fasos,
Fasum, ROW,
serta penertiban
PMKS.

Peningkatan
Kapasitas Tata
Kelola Pemerintah
dan optimalisasi
Teknologi
Informasi dalam
rangka rangka
meningkatkan
pelayanan kepada
masyarakat dan
mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan yang
baik.

Pengembangan
zona pariwisata
alam

Percepatan
penanggulangan
kemiskinan daerah

Sosialisasi pada
seluruh lapisan
aparat tentang
reformasi birokrasi

Meningkatnya
efektivitas dan
efisiensi
pengelolaan
keuangan daerah

meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
Terwujudnya

Optimalisasi Kota

Batam sebagai
kota tujuan
pariwisata,
investasi di
sektor industri,
jasa,
perdagangan,ma
ritim, perikanan
dan pertanian
yang berdaya
saing dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
Peningkatan
Kualitas Hidup
Sosial
Kemasyarakatan

Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
dalam menjaga
ketentraman dan
ketertiban
Peningkatan
Kualitas Hidup
Sosial
Kemasyarakatan

Meningkatnya
Kesadaran/
Toleransi dalam
berdemokrasi,
beragama dan
bersuku bangsa
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintahan
daerah yang
efektif, efisien
dan berkualitas
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintahan
daerah yang
efektif, efisien
dan berkualitas
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Program
Pelestarian dan
Pengembangan
Seni Budaya

Program
Penanganan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Masyarakat

Program
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Partisipasi
Masyarakat
Program
Pengembangan
dan Patrtisipasi
Budaya Politik

Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan

Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah

Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata

Dinas Sosial dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Satpol PP

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Setdako

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
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Mendorong
implementasi
‘pelayanan prima’
Kota Batam

Membangun
sistem  reformasi
birokrasi

Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintahan
daerah yang
efektif, efisien
dan berkualitas
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintahan
daerah yang
efektif, efisien
dan berkualitas
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintahan
daerah yang
efektif, efisien
dan berkualitas
Meningkatnya
peran serta
masyarakat dan
pemangku
kepentingan
dalam proses
pembangunan
Meningkatnya
aksesibilitas dan
kualitas
pendidikan yang
baik
Terkendalinya
pertumbuhan
penduduk

Meningkatnya
peran serta
masyarakat dan
pemangku
kepentingan
dalam proses
pembangunan

Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintahan
daerah yang
efektif, efisien
dan berkualitas
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintahan
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Program
pengelolaan
peningkatan
kapasitas dan
disiplin aparatur

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Program
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa

Program
pembinaan dan
Penataan
Penyelenggaraa
n Kearsipan
Program
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Program
perencanaan
pembangunan
daerah

Program
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

Program
Penyediaan dan
peningkatan
data
pembangunan

Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

Seluruh OPD
Pemerintah Kota
Batam

Seluruh OPD
Pemerintah Kota
Batam

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan

Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil

Badan
Perencanaan dan
Penelitian,
Pengembangan
Pembangunan
Daerah/

Setdako

Badan
Perencanaan dan
Penelitian,
Pengembangan
Pembangunan
Daerah

Badan
Perencanaan dan
Penelitian,
Pengembangan
Pembangunan
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Peningkatan
sarana dan
prasarana
infrastruktur jalan,
drainase, utilitas
perkotaan,
kebersihan kota

Tersedianya
sarana dan
prasarana
infrastruktur dan
utilitas perkotaan

daerah yang
efektif, efisien
dan berkualitas

Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintahan
daerah yang
efektif, efisien
dan berkualitas
Meningkatnya
pelayanan publik
yang transparan
dan akuntabel
dengan
memanfaatkan
teknologi
informasi
Terwujudnya
Optimalisasi Kota
Batam sebagai
kota tujuan
pariwisata,
investasi di
sektor industri,
jasa,
perdagangan,ma
ritim, perikanan
dan pertanian
yang berdaya
saing dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintahan
daerah yang
efektif, efisien
dan berkualitas
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintahan
daerah yang
efektif, efisien
dan berkualitas
Meningkatnya
kualitas
perumahan dan
permukimanyang
layak dan
terjangkau serta
fasilitas publik
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daerah

Program
Penataan
Kelembagaan,
Ketatalaksanaan
dan peraturan
perundang-
undangan

Program
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik

Program
Peningkatan
investasi dan
kerja sama
pembangunan

Program
Penataan dan
Penyempurnaan
Sistem dan
Prosedur
Pengawasan

Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Daerah

Program
Pembangunan,
Pemeliharaan
dan
Pengembangan
Infrastruktur
Sarana

Daerah/ Dinas
Lingkungan Hidup, /
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Sekretariat Daerah

Setdako / Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Inspektorat

Sekretariat Dewan

Dinas Perumahan
Rakyat,
Permukiman dan
Pertamanan
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PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH

dan pengendalian
banijir.

OPD
PENANGGUNG
JAWAB

SASARAN SASARAN NAMA
PEMBANGUNAN RPJMD PROGRAM

yang berkualitas  Prasarana
bagi masyarakat Permukiman
dan Perumahan
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RENCANA KERJA
BAB S| DAN PENDANAAN
DAERAH

Rencana kerja yang disusun dalam dokumen Perubahan RKPD Kota
Batam Tahun 2018 merupakan upaya Pemerintah Kota Batam dalam
mencapai target yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD Kota Batam
Tahun 2016-2021. Penyusunan dokumen ini disusun melalui mekanisme
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang
dilaksanakan secara berjenjang dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan
penerimaan semester I Tahun Anggaran 2018.

Setelah program prioritas dijabarkan dalam bab sebelumnya, maka
pada bab ini dirumuskan alokasi pagu yang bersifat indikatif untuk setiap
program. Pagu indikatif ini merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk
mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya mengacu pada
standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perubahan asumsi dalam pengambilan Kebijakan Umum APBD Kota
Batam Tahun Anggaran 2018 yang berpengaruh dalam struktur Perubahan
APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2018 yang dituangkan kedalam bentuk
(1) Perubahan Asumsi dasar, dan (2) Perubahan Kebijakan Penerimaan
Daerah. Penjelasan atas hal tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

A. Perubahan Asumsi Dasar

1. Terjadinya perubahan asumsi dan proyeksi pendapatan daerah, alokasi
belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula
ditetapkan dalam APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2018;

2. Mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Provinsi kepulauan Riau
dan Pemerintah Pusat yang harus ditindaklanjuti dalam perubahan
anggaran Tahun 2018;

3. Melaksanakan perubahan terhadap belanja antar SKPD/OPD yang
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harus ditindaklanjuti dalam perubahan APBD 2018.

4. Melakukan perubahan terhadap capaian target kinerja program dan
kegiatan berdasarkan hasil evaluasi dan rasionalisasi terhadap rencana
perubahan pendapatan dan belanja dalam pelaksanaan APBD Kota
Batam Tahun Anggaran 2018.

B. Perubahan Asumsi Kebijakan Penerimaan Daerah

Pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2018 semula sebesar
Rp. 2.629.396.713.455,66 berubah menjadi Rp 2.574.446.475.071,26.
Perubahan pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2018 terjadi pada
komponen penerimaan:
1) Pendapatan Asli Daerah
2) Dana Perimbangan
3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

4) Pembiayaan Daerah

Berkenaan dengan terjadinya perubahan penerimaan, maka belanja
pada Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan
melalui kebijakan sebagai berikut :

(1) Melakukan evaluasi dan rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dan
sub kegiatan pada SKPD dalam hal daya serap, identifikasi
permasalahan yang dihadapi di lapangan, proses pengadaan
barang/jasa dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang
berlaku;

(2) Menunda pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang berpotensi tidak
dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, yang disebabkan antara
lain karena tidak tersedianya lahan atau karena gagal lelang;

(3) Melakukan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai
kewenangan Pemerintah Kota Batam yaitu target/lokasi, dengan
melakukan pergeseran anggaran dan rekening belanja;

(4) Menggunakan alokasi belanja dari hasil evaluasi dan rasionalisasi
kegiatan dan sub kegiatan, sehingga hal ini menyebabkan
terjadinya pergeseran anggaran belanja dalam dan antar SKPD;

(5) Mengakomodir usulan tambahan kegiatan atau sub kegiatan
sepanjang kegiatan tersebut bersifat penting atau mendesak,
berorientasi publik dan dapat dilakukan pada tahun anggaran

berjalan, serta mengakomodasi kewajiban Pemerintah Kota Batam
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kepada pihak ketiga;

(6) Mengakomodir penambahan belanja untuk peningkatan kinerja
pemerintahan daerah Kota Batam;

(7) Untuk belanja tidak langsung diarahkan untuk pos-pos dana yang
merupakan ketentuan dari Pemerintah Pusat dan kebijakan
Pemerintah Daerah yang dilandaskan pada ketentuan perundangan
yang berlaku;

(8) Kegiatan yang sudah tercantum dalam dokumen APBD 2018 yang
tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 akan menjadi
prioritas pada tahun anggaran 2019.

Bahan dari

masyarakat, dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Pokok-pokok

yang digunakan dalam Musrenbang bersumber
Pikiran anggota DPRD Kota Batam. Proses input data telah dilakukan dengan
memanfaatkan aplikasi e-planning yang terintegrasi juga dengan e-budgeting.
Seluruh rencana kerja tersebut disusun dengan memanfaatkan anggaran
yang tidak hanya bersumber dari APBD Kota Batam namun juga dari APBD

Provinsi Kepulauan Riau dan APBN.

Tabel 5.1. Rencana Pagu Anggaran Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD
Kota Batam Tahun Anggaran 2018

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

Rencana Perubahan

Administrasi Perkantoran

KODE REKENING O CRAM DAN REGIATAN APED TA 2018 D Th 201 Selisih (+-)
1 2 3 4 5

TOTAL BELANJA 1.754.602.755.740,71 | 1.646.834.650.511,67 | (107.768.105.229,04)
1. URUSAN WAJIB 1.524.640.448.671,83 | 1422.874.303.461,68 | (101.766.145.210,15)
1.01. gﬁgﬁﬁ" WAJIB PELAYANAN 1.147.300.894.388,15 | 1.096.745.283.499,89 |  (50.555.610.888,26)
1.01.01. PENDIDIKAN 286.723.349.320,18 |  276.907.629.410,41 (9.815.719.900,77)
1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM 286.723.349.320,18 |  276.907.629.410,41 (9.815.719.900,77)
1.01.01.01.01. Program Peningkatan Pelayanan 226.305.114.471,42 |  225.362.158.927,82 (942.955.543,60)

1.01.01.01.01.01.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran

3.991.878.150,00

2.551.599.200,00

-1.440.278.950,00

1.01.01.01.01.02.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran UPTD dan SDN Kec.
Galang

1.389.748.990,00

1.082.210.260,00

-307.538.730,00

1.01.01.01.01.03.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran UPTD dan SDN Kec.
Bulang

1.018.711.990,00

891.690.172,00

-127.021.818,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.01.01.01.01.04. Perkantoran SDN Kec. Blk Padang 927.232.830,00 734.032.292,50 -193.200.537,50
1.01.01.01.01.05. | Feningkatan Pelayanan Administrasi 516.000.000,00 319.803.200,00 -196.196.800,00
Perkantoran TK
Peningkatan Pelayanan Administrasi )
1.01.01.01.01.06. Perkantoran Pengawas Sekolah 142.345.000,00 95.920.000,00 46.425.000,00
1.01.01.01.01.07. Peningkatan Pelayanan Administrasi 345.000.000,00 242.188.420,00 -102.811.580,00
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PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

Rencana Perubahan

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TA 2018 APBD TA 2018 Selisih (+/-)
1 2 3 4 5

Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar
(SKB)
Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.01.01.01.01.08. Perkantoran Dan Pembinaan Tenaga 113.476.908.000,00 109.498.533.000,00 -3.978.375.000,00
Kependidikan

101.01.01.01.00, | Belania operasional sekolah (BOS) 64.526.771.667,25 |  60.247.825.129,13 4.721.053.461,88

sekolah dasar negeri (SDN)

1.01.01.01.01.10.

Belanja operasional sekolah (BOS)
sekolah menengah pertama negeri
(SMPN)

34.832.935.070,17

39.013.049.480,19

4.180.114.410,02

Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.01.01.01.01.11. Perkantoran SDN Kec. Batu Aji, Kec. 650.597.330,00 223.272.330,00 -427.325.000,00
Sekupang
Peningkatan Pelayanan Administrasi
1.01.01.01.01.12. Perkantoran SDN Kec. Bengkong, Kec. 664.880.850,00 255.680.850,00 -409.200.000,00
Batu Ampar, Kec. Lubuk Baja
Peningkatan Pelayanan Administrasi
1.01.01.01.01.13. | Perkantoran SDN Kec. Batam Kota, 566.952.208,00 207.152.208,00 -359.800.000,00
Kec. Nongsa
Peningkatan Pelayanan Administrasi
1.01.01.01.01.14. Perkantoran SDN Kec. Sei Beduk, Kec. 831.597.720,00 278.097.720,00 -553.500.000,00
Sagulung
1.01.01.01.01.15. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 1 32.280.000,00 4.830.000,00 -27.450.000,00
1.01.01.01.01.16. gg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 2 15.324.480,00 7.074.480,00 -8.250.000,00
101.01.01.01.17. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 3 86.838.760,00 19.988.760,00 -66.850.000,00
1.01.01.01.01.18. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 4 77.386.020,00 19.186.020,00 -58.200.000,00
1.01.01.01.01.19, Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 5 18.060.000,00 3.960.000,00 -14.100.000,00
1.01.01.01.01.20. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 6 144.940.000,00 93.240.000,00 -51.700.000,00
1.01.01.01.01.21. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 7 13.800.000,00 3.600.000,00 -10.200.000,00
101.01.01.01.22. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 8 38.984.000,00 10.734.000,00 -28.250.000,00
101.01.01.01.23. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 9 78.154.000,00 24.804.000,00 -53.350.000,00
1.01.01.01.01.24. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 10 94.044.000,00 24.504.000,00 -69.450.000,00
1.01.01.01.01.25. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 11 84.592.400,00 22.892.400,00 -61.700.000,00
1.01.01.01.01.26. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 12 62.596.000,00 20.346.000,00 -42.250.000,00
1.01.01.01.01.27. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 13 13.725.000,00 3.600.000,00 -10.125.000,00
1.01.01.01.01.28. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 14 10.359.000,00 4.134.000,00 -6.225.000,00
1.01.01.01.01.29. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 15 7.602.000,00 3.702.000,00 -3.900.000,00
1.01.01.01.01.30. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 16 77.186.000,00 18.936.000,00 -58.250.000,00
1.01.01.01.01.31. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 17 31.472.000,00 6.522.000,00 -24.950.000,00
101.01.01.01.32. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 18 11.640.000,00 4.215.000,00 -7.425.000,00
1.01.01.01.01.33. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 19 6.750.000,00 3.300.000,00 -3.450.000,00
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PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

Rencana Perubahan

KODE REKENING ey A APED TA 2018 B e e Selisih (+/:)
1 2 3 4 5
Batam

10101010134, | Ferngkatan Pelayanan adm SWPN 20 94.940.000,00 23.790.000,00 71.150.000,00
10101010135 | permnkatan Pelayanan adm SVPN 21 65.062.000,00 13.062.000,00 52.000.000,00
10101010135 | Fermngkatan Pelayanan adm SWPN 22 26.646.000,00 9.696.000,00 -16.950.000,00
1.01.01.01.01.37. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 23 8.547.000,00 3.672.000,00 -4.875.000,00
10101010138, | perngkatan Pelayanan adm SWPN 24 9.525.000,00 4200.000,00 5.325,000,00
10101010139, | perngkatan Pelayanan adm SWPN 25 79.208.000,00 13.098.000,00 66.200.000,00
10101010140, | Ferngkatan Pelayanan adm SWEN 20 62.953.874,00 21.053.874,00 -41.900.000,00
10101010141, | Forngkatan Pelayanan adm SPN 27 64.060.000,00 15.810.000,00 48.250.000,00
1.01.01.01.01.42. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 28 44.367.948,00 8.817.948,00 -35.550.000,00
10101010143, | Ferngkatan Pelayanan adm SWPN 29 53.090.000,00 15.390.000,00 37.700.000,00
1.01.01.01.01.44. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 30 72.378.000,00 15.228.000,00 57.150.000,00
10101010145, | pormkatan Pelayanan adm SVPN 3 43.214.000,00 12.114.000,00 -31.100.000,00
10101010145, | Ferngkatan Pelayanan adm SWPN 32 9.300.000,00 4200.000,00 5.100.000,00
10101010147, | Ferngkatan Pelayanan adm PN 33 7.875.000,00 3.600.000,00 -4.275.000,00
10101010148, | Forngkatan Pelayanan adm SWEN 34 70.836.000,00 10.836.000,00 60.000.000,00
1.01.01.01.01.49. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 35 45.452.000,00 13.302.000,00 -32.150.000,00
10101010150, | Ferngkatan Pelayanan adm SWPN 30 50.328.000,00 7.878.000,00 42.450.000,00
1.01.01.01.01.51. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 37 54.050.302,00 17.650.302,00 -36.400.000,00
10101010152, | Ferngkatan Pelayanan adm SWEN 38 34.436.872,00 6.286.872,00 28.150.000,00
10101010153, | Ferngkatan Pelayanan adm SPN 39 6.900.000,00 3.000.000,00 -3.900.000,00
101.01.010154, | Feningkatan Pelayanan adm SMPN 40 54.434.070,00 13.184.070,00 -41.250.000,00

Batam

Peningkatan Pelayanan adm SMPN 41

10101010155 | o 62.971.086,00 26.371.086,00 -36.600.000,00
1.01.01.01.01.56. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 42 49.781.558,00 17.031.558,00 -32.750.000,00
10101010157, | Ferngkatan Pelayanan adm SWPN 43 59.478.600,00 20.628.600,00 -38.850.000,00
10101010158 | Ferngkatan Pelayanan adm SWPN 44 46.503.600,00 10.353.600,00 36.150.000,00
10101010159, | permngkatan Pelayanan adm SWEN 45 43.253.226,00 12.653.226,00 -30.600.000,00
10101010160, | Ferngkatan Pelayanan adm SWEN 40 8.775.000,00 4.200.000,00 -4575.000,00
10101010161, | Formngkatan Pelayanan adm SWEN 47 51.546.768,00 9.846.768,00 41.700.000,00
1.01.01.01.01.62. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 48 8.700.000,00 4.200.000,00 -4.500.000,00
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PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

Rencana Perubahan

KODE REKENING ey A APED TA 2018 B e e Selisih (+/:)
1 2 3 4 5
Batam

10101010163, | Fermngkatan Pelayanan adm SWPN 49 8.325.000,00 4.200.000,00 4.125,000,00
1.01.01.01.01.64. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 50 50.764.000,00 14.514.000,00 -36.250.000,00
1.01.01.01.01.65. Eg?;’;?kata” Pelayanan adm SMPN 51 34.117.000,00 10.467.000,00 -23.650.000,00
10101010166, | Formngkatan Pelayanan adm SWEN 52 36.603.400,00 13.103.400,00 23.500.000,00
101010101 67. | Ferngkatan Pelayanan adm SWPN 53 40.464.000,00 13.614.000,00 26.850.000,00
10101010168, | pormngkatan Pelayanan adm SWEN 54 36.643.702,00 10.593.702,00 -26.050.000,00
10101010169, | permngkatan Pelayanan adm SPN 55 12.600.000,00 4200.000,00 -8.400.000,00
101.01.0101.70, | Feningkatan Pelayanan adm SMPN 56 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00

Batam

1.01.01.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

1.355.526.800,00

1.135.565.700,00

(219.961.100,00)

1.01.01.01.02.01.

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1.355.526.800,00

1.135.565.700,00

-219.961.100,00

1.01.01.01.03.

Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar

50.310.222.048,76

45.369.096.732,59

(4.941.125.316,17)

1.01.01.01.03.01.

Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah
SD/SMP

6.301.287.032,30

4.882.531.847,93

-1.418.755.184,37

1.01.01.01.03.02.

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
SMP

10.171.227.296,46

9.302.637.346,09

-868.589.950,37

1.01.01.01.03.03.

Pembangunan Ruang Kelas Baru
(RKB) SMP berikut Perabotnya

2.323.295.120,00

2.006.764.120,00

-316.531.000,00

Peningkatan Pembangunan

1.01.01.01.03.04. Infrastruktur dan Ruang Penunjang 1.250.547.500,00 1.250.547.500,00 0,00
Sekolah TK, SD

10101010305, | Fembinaan Kelompok Belajar Paket 194.310.000,00 16.200.000,00 -178.110.000,00
Penyetaraan Pendidikan

1.01.01.01.03.06. Olympiade Sains SD/SMP 63.380.800,00 62.738.800,00 -642.000,00
Pembinaan Olympiade Olahraga Siswa

1.01.01.01.03.07. Nasional (O2SN) dan Festival lomba 216.660.000,00 216.660.000,00 0,00
Seni siswa Nasional (FLS2N)

101.01.01.03.08, | Fembinaan dukungan ujian sekolah dan 305.308.900,00 222.121.895,00 -83.187.005,00
ujian nasional
Pembinaan Varia Pendidikan

1.01.01.01.03.09. kompetensi akademik dan non 135.172.000,00 81.635.000,00 -53.537.000,00
akademik

1.01.01.01.03.10, Egzg%?f:: Alat Media dan Alat Praga 6.490.000.000,00 4.410.120.403,57 2.079.879.596,43
Peningkatan Pembangunan

1.01.01.01.03.11. Infrastruktur dan Ruang Penunjang 631.505.400,00 1.006.279.933,00 374.774.533,00
Sekolah SMP
Pembangunan Ruang Kelas Baru R

1.01.01.01.03.12. (RKB) SD berikut Perabotnya 6.991.782.000,00 6.682.363.887,00 309.418.113,00

1.01.01.01.03.13, (F’F?gggg')ahraga Pelajar Daerah 1.379.746.000,00 1.372.496.000,00 7.250.000,00
Pembangunan Perluasan Akses

1.01.01.01.03.14. Pendidikan Dasar SD (DAK) 6.800.000.000,00 6.800.000.000,00 0,00
Pembangunan Perluasan Akses

1.01.01.01.03.15. Pendidikan Dasar SMP (DAK) 6.215.000.000,00 6.215.000.000,00 0,00

101.01.01.03.16. | Kegiatan Perluasan Akses Sanggar 841.000.000,00 841.000.000,00 0,00

Kegiatan Belajar (SKB) Tahun 2018

-V.7-




PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

Rencana Perubahan

KODE REKENING O CRAM DAN REGIATAN APBD TA 2018 T ot Selisih (+/-)
1 2 3 4 5
(DAK)
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.01.04, tar pendicikan Masyaraat 2,650.567.000,00 995.226.050,00 (1.655.340.950,00)
1.01.01.01.04.01. z/mth)op Pendidikan Anak Usia Dini 835.626.000,00 476.226.050,00 -350.399.950,00
1.01.01.01.04.02. ;fﬂggfj; Pendidikan Anak Usia Dini 1.814.941.000,00 519.000.000,00 -1.295.941.000,00

Program Peningkatan Mutu dan

1.01.01.01.05. Maeiomen Polayanan Pendiaikan 3.070.919.000,00 1.014.582.000,00 (2.056.337.000,00)
Pembinaan Guru dan tenaga

10101010501, | (=0 L e 669.530.000,00 117.270.000,00 -552.260.000,00

1.01.01.01.05.02. Bfmgaa” Guru dan Tendik PAUD dan 170.820.000,00 0,00 -170.820.000,00
Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah,

10101010508, | poi cor Ponconts sorotan 418.644.000,00 71.802.000,00 -346.842.000,00

1.01.01.01.05.04. gg',“sb,\'/l”ga” Lokakarya KKG/MGMP 380.650.000,00 0,00 -380.650.000,00

101.01.01.05.05. | Fembinaaan Dewan pendidikan dan 154.065.000,00 0,00 -154.065.000,00
komite sekolah
Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja

1.01.01.01.05.06. Sekolah dan Rencana Anggaran 1.277.210.000,00 825.510.000,00 -451.700.000,00

Sekolah

1.01.01.01.06.

Program Penyediaan Bantuan
Pendidikan yang Efektif

3.031.000.000,00

3.031.000.000,00

Peningkatan Pembinaan Beasiswa

10101010801, | plE e 3.031.000.000,00 3.031.000.000,00 0,00
1.01.02. KESEHATAN 229.571.472.889.25 |  207.493.407.888,26 |  (22.078.065.000,99)
1.01.02.01. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM 133.189.042.000,25 |  119.267.527.803,26 |  (13.921.514.205,99)
1.01.02.01.01. Program Peningkatan Pelayanan 31.434330.111,50 | 28.890.196.972,00 (2.544.133.139,50)

Administrasi Perkantoran

1.01.02.01.01.01.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran

22.628.975.881,00

20.638.189.381,00

-1.990.786.500,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.01.02.01.01.02. Perkantoran Instalasi Farmasi 465.793.015,00 407.379.153,00 -58.413.862,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.01.02.01.01.03. Perkantoran Puskesmas Belakang 555.326.692,00 553.430.692,00 -1.896.000,00
Padang

1.01.02.01.01.04, | Peningkatan Pelayanan Administrasi 394.580.200,00 378.315.481,00 16.264.719,00

Coe Perkantoran Puskesmas Sambau D T -

Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.01.02.01.01.05. Perkantoran Puskesmas Sungai Panas 460.013.455,00 459.514.415,00 -499.040,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi )

1.01.02.01.01.06. Perkantoran Puskesmas Sungai Pancur 365.388.140,00 360.457.400,00 4.930.740,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi i

1.01.02.01.01.07. Perkantoran Puskesmas Sekupang 554.568.900,00 521.217.800,00 33.351.100,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi i

1.01.02.01.01.08. Perkantoran Puskesmas Galang 527.255.425,00 527.105.360,00 150.065,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.01.02.01.01.09. Perkantoran Puskesmas Baloi Permai 335.750.000,00 320.504.000,00 -15.246.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.01.02.01.01.10. Perkantoran Puskesmas Lubuk Baja 342.125.000,00 319.885.120,00 -22.239.880,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.01.02.01.01.11. Perkantoran Puskesmas Sungai Lekop 407.343.205,00 394.749.200,00 -12.594.005,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.01.02.01.01.12. Perkantoran Puskesmas Bulang 807.810.216,00 717.355.860,00 -90.454.356,00

101.02.01.01.13. | Feningkatan Pelayanan Administrasi 443598.000,00 419.855.540,00 -23.742.460,00

Perkantoran Puskesmas Kabil
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PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

Rencana Perubahan

KODE REKENING ey A APBD TA 2018 T ot Selisih (+1-)
1 2 3 4 5
Peningkatan Pelayanan Administrasi
10102010114, | por e Al 369.622.500,00 359.930.900,00 -9.691.600,00
10102010115, | Feningkatan Pelayanan Administrasi 441.778.150,00 385.372.620,00 -56.405.530,00

Perkantoran Puskesmas Botania

Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.01.02.01.01.16. Perkantoran Puskesmas Sungai 495.543.880,00 464.156.360,00 -31.387.520,00
Langkai
10102010117, | Feningkatan Pelayanan Administrasi 316.360.276,00 300.837.226,00 6.523.050,00
coom Perkantoran Puskesmas Tiban Baru D U '
Peningkatan Pelayanan Administrasi
1.01.02.01.01.18. Perkantoran Puskesmas Rempang 322.721.089,50 311.884.702,00 -10.836.387,50
Cate
1.01.02.01.01.19. | Feningkatan Pelayanan Administrasi 343.820.937,00 323.200.157,00 -20.620.780,00
Comme Perkantoran Puskesmas Kampung Jabi Tt e R
10102010120, | [ emoangunan Sistem informasi 134.000.000,00 26.175.000,00 -107.825.000,00
esehatan
Peningkatan Pelayanan Administrasi
1.01.02.01.01.21. Perkantoran Puskesmas Tanjung 352.970.150,00 334.129.200,00 -18.840.950,00

Sengkuang

Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.01.02.01.01.22. Perkantoran Puskesmas Tanjung 368.985.000,00 357.551.405,00 -11.433.595,00
Buntung
1.01.02.01.02. ﬁ::g;f;:i’;:gﬁtra" Sarana dan 7.957.452.904,75 3.692.925.100,00 (4.264.527.804,75)
1.01.02.01.02.01. igg‘r’;?l'jfta” Sarana dan Prasarana 3.112.984.750,00 1.192.960.000,00 -1.920.024.750,00
1.01.02.01.02.02. iggl’;ﬂ'}‘f?{:‘;:;;”;‘s({;:laﬁ’(;arf:r;;‘jang 169.500.000,00 71.135.000,00 -98.365.000,00
1.01.02.01.02.03. iggig?jfsﬁssssrﬁ]”;dsa;mir:jara”a 434.750.000,00 158.308.100,00 276.441.900,00
1.01.02.01.02.04. f\gg'r';?l'jf;ad‘ssssrﬁ]”;‘sdsalj‘n:;ﬁ,a;ﬁgs 179.311.500,00 157.713.000,00 21.508.500,00
1.01.02.01.02.05. f\gg'r’;?l'fftpal:‘sf:sr;”;‘sdsal:‘ng;ﬁa;ﬁgjr 139.650.000,00 104.377.000,00 35.273.000,00
1.01.02.01.02.06. i;;i’;?jff&‘;:;”;dsa:kﬁng]zra”a 380.400.000,00 146.170.000,00 234.230.000,00
1.01.02.01.02.07. iggi’;?jf;ad‘sf:sr;”;‘sdg;;;gsara”a 199.020.000,00 154.264.000,00 -44.756.000,00
1.01.02.01.02.08. f\gg'r';?l'jf;ad‘sf:sr;”;‘s({;:loﬁ’rszf;g‘a 152.180.000,00 88.780.000,00 463.400.000,00
1.01.02.01.02.00. iggi’;?jf;ad‘sf:sr;”;‘sdeJlE;aBs;r:”a 285.000.000,00 170.920.000,00 -114.080.000,00
1.01.02.01.02.10. f\gg'r';?l'jf;ad‘ssssrﬁ]”;‘sdsalj‘n:;ﬁaefg: 208.900.000,00 104.358.000,00 -104.542.000,00
1.01.02.01.02.11. iggig?jfsﬁssssrﬁ]”;‘{;{R;ﬁ‘sara”a 582.186.654,75 278.745.000,00 -303.441.654,75
1.01.02.01.02.12 iggig?jfsﬁssssrﬁ]”;d;:bﬁrasara”a 245.700.000,00 56.839.000,00 -188.861.000,00
1.01.02.01.02.13 i;;i’;?jff&‘;:;”;‘{;;‘t;rizsara”a 243.770.000,00 109.273.000,00 -134.497.000,00
1.01.02.01.02.14. igglrg?jfl?t?sssgﬁmnaz(?Jn:;?izﬁglfal 225.300.000,00 28.755.000,00 -196.545.000,00
1.01.02.01.02.15. iggi’;?jf;ad‘sf:sr;”;‘sdﬁgairg?[]a”a 403.900.000,00 233.644.000,00 -170.256.000,00
1.01.02.01.02.16. f\gg'r';?l'jf;ad‘sf:sr;”;‘sd;:ﬂf::ﬁgrggj‘e 381.000.000,00 135.454.000,00 245.546.000,00
1.01.02.01.02.17. f\gg'r’;?t'ffg‘sf:srﬁ]”;‘sd;;mirjﬁgrj‘:; 403.900.000,00 413.020.000,00 9.120.000,00
1.01.02.01.02.18. Peningkatan Sarana dan Prasarana 210.000.000,00 88.210.000,00 -121.790.000,00
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PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

Rencana Perubahan

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TA 2018 APBD TA 2018 Selisih (+/-)
1 2 3 4 5
Aparatur Puskesmas Tanjung Buntung
Program Pengembangan dan
1.01.02.01.03. Pemberdayaan sumber Daya 19.697.975.000,00 22.243.245.731,26 2.545.270.731,26

Manusia Kesehatan

Operasional Pelayanan Kesehatan

101.02.01.03.01. | Puskesmas Belakang Padang ( Kapitasi 1.202.135.600,00 1.290.500.033,00 88.364.433,00
)
Operasional Pelayanan Kesehatan
10102010802 | oo e e e 336.901.584,00 46470214376 127.800.559,76
10102010303, | Qperasional Pelayanan Kesehatan 1.400.000.000,00 1.300.729.192,64 -99.270.807,36

Puskesmas Sei Panas ( Kapitasi )

1.01.02.01.03.04.

Operasional Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Sei Pancur ( Kapitasi )

1.805.706.000,00

1.791.532.420,50

-14.173.579,50

1.01.02.01.03.05.

Operasional Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Sekupang ( Kapitasi )

1.401.485.100,00

1.414.666.485,83

13.181.385,83

1.01.02.01.03.06.

Operasional Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Galang ( Kapitasi )

918.977.700,00

993.678.237,00

74.700.537,00

1.01.02.01.03.07.

Operasional Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Baloi Permai ( Kapitasi )

1.542.750.316,00

2.101.402.452,00

558.652.136,00

Operasional Pelayanan Kesehatan

1.01.02.01.03.08. Puskesmas Lubuk Baja ( Kapitasi) 1.401.485.100,00 1.839.051.559,50 437.566.459,50
Operasional Pelayanan Kesehatan

1.01.02.01.03.09. Puskesmas Sungai Lekop ( Kapitasi) 1.393.584.000,00 1.598.517.418,00 204.933.418,00
Operasional Pelayanan Kesehatan

1.01.02.01.03.10. Puskesmas Bulang ( Kapitasi 740.682.000,00 989.542.504,50 248.860.504,50

101.02.01.03.11, | Operasional Pelayanan Kesehatan 605.667.800,00 677.000.415,50 71.332.615,50

Puskesmas Kabil ( Kapitasi )

1.01.02.01.03.12.

Operasional Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Batu Aji ( Kapitasi )

1.680.000.000,00

1.820.611.286,50

140.611.286,50

1.01.02.01.03.13.

Operasional Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Botania ( Kapitasi )

642.552.000,00

661.723.580,84

19.171.580,84

Operasional Pelayanan Kesehatan

1.01.02.01.03.14. Puskesmas Sungai Langkai ( Kapitasi) 1.480.815.000,00 1.553.523.263,69 72.708.263,69
Operasional Pelayanan Kesehatan

1.01.02.01.03.15. Puskesmas Tiban Baru ( Kapitasi ) 702.226.800,00 715.019.335,82 12.792.535,82
Operasional Pelayanan Kesehatan

1.01.02.01.03.16. Puskesmas Tanjung Buntung ( Kapitasi 707.490.000,00 834.114.610,00 126.624.610,00

)

1.01.02.01.03.17.

Operasional Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Tanjung Sengkuang (
Kapitasi )

1.537.441.000,00

1.868.836.292,18

331.395.292,18

Operasional Pelayanan Kesehatan

10102010818, | pBEe e s 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00
Operasional Pelayanan Kesehatan

10102010818, | pBe e e (Kaotasi) 0,00 133.094.500,00 133.004.500,00
Peningkatan Sumberdaya Manusia )

10102010818, | 0SS 198.075.000,00 55.000.000,00 143.075.000,00

1.01.02.01.04. Program Kefarmasian dan Alat 20.698.218.680,00 |  17.968.331.500,00 (2.729.887.180,00)
Kesehatan

10102010401, | FelayananKefarmasian dan Alat 8.918.218.680,00 5.606.699.330,00 -3.311.519.350,00

Kesehatan

1.01.02.01.04.02.

Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan (DAK+Pendamping Dan
Operasional)

11.780.000.000,00

12.361.632.170,00

581.632.170,00

Program Pembinaan Pelayanan

1.01.02.01.05. Kesehatan dan Pembinaan 26.864.997.000,00 |  21.527.216.700,00 (5.337.780.300,00)
Kesehatan Masyarakat
1.01.02.01.0501, | Fembangunan, Rehabiltasi dan 7.949.212.000,00 7.200.259.000,00 -748.953.000,00

Revitalisasi Pustu, Polindes, Posyandu
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PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

Rencana Perubahan

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TA 2018 APBD TA 2018 Selisih (+/-)
1 2 3 4 5

dan Rumah Dinas

1.01.02.01.05.02, | Peningkatan Pelayanan Kesehatan 278.915.000,00 24.520.000,00 254.395.000,00

T Primer dan Tradisional D e e

Pembangunan, Peningkatan,
Revitalisasi Puskesmas dan

1.01.02.01.05.03. Jaringannya Serta Sarana Prasarana 8.281.870.000,00 2.985.542.000,00 -5.296.328.000,00
Pendukung Lainnya
Pembangunan, Peningkatan

1.01.02.01.05.04. Puskesmas dan Jaringannya (DAK) 6.605.000.000,00 7.566.895.700,00 961.895.700,00

1.01.02.01.05.05. Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 0,00

1.01.02.01.06. Program Jaminan Kesehatan Daerah 9.147.774.000,00 9.632.520.000,00 484.746.000,00
Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi

1.01.02.01.06.01. Keluarga Miskin 147.774.000,00 0,00 -147.774.000,00
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.01.02.01.06.02. di Rumah Sakit, Puskesmas dan 9.000.000.000,00 9.632.520.000,00 632.520.000,00
Jaringannya
Program Pencegahan dan

1.01.02.01.07. Pengendalian Penyakit serta 3.442.932.313,00 2.206.070.000,00 (1.236.862.313,00)
Kesehatan Lingkungan

101.0201.07.01, | Relaksanaan Immunisasi dan 420.080.000,00 282.980.000,00 -137.100.000,00
Surveilance
Pemberantasan dan Pengendalian

1.01.02.01.07.02. Penyakit Menular Bersumber Binatang 1.502.715.000,00 1.233.895.000,00 -268.820.000,00

1.01.02.01.07.03. Penyehatan Lingkungan 839.717.313,00 302.870.000,00 -536.847.313,00
Pemberantasan dan Pengendalian

1.01.02.01.07.04. Penyakit Menular Langsung 290.820.000,00 110.730.000,00 -180.090.000,00
Upaya Pencegahan dan Pengendalian i

1.01.02.01.07.05. Penyakit Menular dan Tidak Menlar 389.600.000,00 275.595.000,00 114.005.000,00
Program Kesehatan Keluarga dan

1.01.02.01.08. Perbaikan Gizi Masyarakat 13.945.362.000,00 13.107.021.800,00 (838.340.200,00)

1.01.02.01.08.01. Peningkatan Kesehatan Keluarga 995.070.000,00 426.429.800,00 -568.640.200,00
Perbaikan Gizi Masyarakat (Program i

1.01.02.01.08.02. Pengentasan Kemiskinan) 1.042.420.000,00 772.720.000,00 269.700.000,00

1.01.02.01.08.03 Bantuan Operasional Kesehatan 593.407.000,00 593.407.000,00 0,00
Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.01.08.04. Puskesmas Tiban Baru (DAK Non Fisik) 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00
Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.01.08.05. Puskesmas Galang (DAK Non Fisik) 702.584.000,00 702.584.000,00 0,00
Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.01.08.06. Puskesmas Belakang Padang (DAK 707.106.000,00 707.106.000,00 0,00
Non Fisik)

1.01.02.01.08.07, | Santuan Operasional Kesehatan 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00

o Puskesmas Kabil (DAK Non Fisik) DR DR ’

Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.01.08.08. Puskesmas Bulang (DAK Non Fisik) 725.000.000,00 725.000.000,00 0,00
Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.01.08.09. Puskesmas Sambau (DAK Non Fisik) 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00
Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.01.08.10. Puskesmas Lubuk Baja (DAK Non 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00
Fisik)
Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.01.08.11. Puskesmas Sei Lekop (DAK Non Fisik) 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00
Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.01.08.12. Puskesmas Baloi Permai (DAK Non 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00
Fisik)

1.01.02.01.08.13, | Bantuan Operasional Kesehatan 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00

Puskesmas Sei Pancur (DAK Non Fisik)
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URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

Rencana Perubahan

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TA 2018 APBD TA 2018 Selisih (+-)
1 2 3 4 5

Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.01.08.14. Puskesmas Batu Aji (DAK Non Fisik) 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00
Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.01.08.15. Puskesmas Sei Panas (DAK Non Fisik) 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00
Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.01.08.16. Puskesmas Sekupang (DAK Non Fisik) 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.01.08.17. Puskesmas Botania (DAK Non Fisik) 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00
Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.01.08.18. Puskesmas Sungai Langkai (DAK Non 383.348.000,00 383.348.000,00 0,00
Fisik)
Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.01.08.19. Puskesmas Tanjung Sengkuang (DAK 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
Non Fisik)
Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.01.08.20. Puskesmas Tanjung Buntung (DAK Non 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00
Fisik)
Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.01.08.21. Puskesmas Rempang Cate (DAK Non 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
Fisik)
Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.01.08.22. Puskesmas Kampung Jabi (DAK Non 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00
Fisik)
Bantuan Operasional Instalasi Farmasi

1.01.02.01.08.23. (DAK Non Fisik) 117.565.000,00 117.565.000,00 0,00
Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan

1.01.02.01.08.24. Dinas Kesehatan (DAK Non Fisik) 2.843.862.000,00 2.843.862.000,00 0,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.01.02.02. EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM 96.382.430.880,00 88.225.880.085,00 (8.156.550.795,00)
Program Peningkatan Pelayanan

1.01.02.02.01. Administrasi Perkantoran 6.763.349.360,00 3.886.789.331,00 (2.876.560.029,00)

101.02.0201.01, | Feningkatan Pelayanan Administrasi 6.763.349.360,00 3.886.789.331,00 -2.876.560.029,00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan

1.01.02.02.02. Prasarana Aparatur 2.325.802.200,00 991.767.800,00 (1.334.034.400,00)

1.01.02.02.02.01. f\gg'r’;?l'jfta” Sarana dan Prasarana 2.325.802.200,00 991.767.800,00 -1.334.034.400,00

1.01.02.02.03. Program Kefarmasian dan Alat 7.490.429.320,00 5.239.552.954,00 (2.250.876.366,00)
Kesehatan
Pengadaan Peralatan Kedokteran
Standarisasi Rujukan RSUD Embung i

1.01.02.02.03.01. Fatimah Kota Batam dan Pengadaan 7.490.429.320,00 5.239.552.954,00 2.250.876.366,00
Peralatan Penunjang Medis
Program Peningkatan Standar

1.01.02.02.04. Pelayanan Rumah Sakit Umum 79.802.850.000,00 78.107.770.000,00 (1.695.080.000,00)
Daerah
Peningkatan Kualitas Pelayanan

1.01.02.02.04.01. Rumah Sakit Sesuai Standar 2.802.850.000,00 1.107.770.000,00 -1.695.080.000,00

10102020402, | Srngkatan Pelayanan BLUD RSUD 77.000.000.000,00 |  77.000.000.000,00 0,00

1.01.03. P ANUMOMDANPENATARN | 3740733346859 |  367.544.86834049 | (6.528.470.128,10)
DINAS BINAMARGA DAN SUMBER

1.01.03.01. DAYA AIR KOTA BATAM 322.692.028.743,59 318.016.190.321,61 (4.675.838.421,98)
Program Peningkatan Pelayanan

1.01.03.01.01. Administrasi Perkantoran 29.384.353.800,00 23.204.572.434,72 (6.179.781.365,28)

101.03.01.01.01. | Feningkatan Pelayanan Administrasi 29.384.353.800,00 |  23.204.572.434,72 6.179.781.365,28
Perkantoran

1.01.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 3.518.426.800,00 1.505.073.960,00 (2.013.352.840,00)
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Prasarana Aparatur

1.01.03.01.02.01. f\ggir’;?l'jfta” Sarana dan Prasarana 3.518.426.800,00 1.505.073.960,00 -2.013.352.840,00
Program Pembangunan,

1.01.03.01.03, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan 207.425.562.063,94 |  217.753.676.106,89 10.328.114.042,95
dan Jembatan/Pelantar

1.01.03.01.03.01. Eg?;’;?kata” Jalan Wilayah | Kota 8.923.692.12410 |  13.507.939.034,00 4.584.246.909,90

1.01.03.01.03.02. Eg?;’;?kata” Jalan Wilayah Il Kota 1535122833464 |  19.154.637.410,89 3.803.409.076,25

1.01.03.01.03.03, Eg?;’;?kata” Jalan Wilayah lll Kota 108.057.698.074,05 | 107.034.028.263,00 -1.023.669.811,05

1.01.03.01.03.04. Eg?;’;?kata” Jalan Wilayah 1V Kota 18.959.987.709,50 21.156.445.542,00 2.196.457.832,50

1.01.03.01.03.05. Eg?;’;?kata” Jalan Wilayah V Kota 4.966.097.522,40 6.347.524.347,00 1.381.426.824,60

10103010306, | Feningkatan Jalan Wilayah VI Kota 3.018.528.569,10 2.126.339.435,00 -892.189.134.10

Batam

Peningkatan Jalan Wilayah VIl Kota

10103010307, | o 1191858624275 | 13.449.928.306,00 1531.342.063,25
101.03.01.03.08. | Pemeliharaan Rutin Jalan Kota Batam 4.165.633.440,00 3.903.605.799,00 -262.027 641,00
1.01.03.01.03.09. Eggﬂ'haraa” Berkala Jalan Kota 2.241.019.379,20 2.097.497.857,00 -143.521.522,20
1.01.03.01.03.10. Pembangunan Jalan Kota Batam 7.005.000.000,00 5.339.622.002,00 -1.665.377.998,00
1.01.03.01.0311. | Penyusunan DED Jalan Kota Batam 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00
101.0301.03.12. | Fenyusunan DED Jembatan/Pelantar 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00
Beton Kota Batam
101.03.01.03.43, | Fembangunan Jembatan/Pelantar 4.496.090.668,20 6.395.160.921,00 1.899.070.252,80
Beton Kota Batam
10103.01.03.44, | Feningkatan Jalan Kota Batam (DAK 6.163.505.970,00 5.792.698.997,00 -370.806.973,00
Penugasan)
1.01.03.01.03.15, Eembang“”a” Jalan Kota Batam (DAK 10.008.494.030,00 9.298.248.193,00 -710.245.837,00
enugasan)
1.01.03.01.04. Program Peningkatan Sarana dan 30.100.055.781,00 |  29.620.455.560,00 (9.488.600.221,00)

Prasarana Kebinamargaan

1.01.03.01.04.01.

Pembangunan Lampu PJU Wilayah |
Kota Batam

1.387.953.635,00

2.093.821.160,00

705.867.525,00

1.01.03.01.04.02.

Pembangunan Lampu PJU Wilayah I
Kota Batam

1.720.557.111,00

1.729.358.829,00

8.801.718,00

Pembangunan Lampu PJU Wilayah Il

1.01.03.01.04.03, 1.757.291.751,15 2.036.412.797,00 279.121.045,85
Kota Batam

1.01.03.01.04.04. Eggﬁf‘”g“”a” Lampu High Mast Kota 1.210.000.000,00 0,00 -1.210.000.000,00

1.01.03.01.04.05. Pembangunan Lampu Hias Kota Batam 1.910.000.000,00 0,00 -1.910.000.000,00

1.01.03.01.0406. | Pemeliharaan Lampu PJU Kota Batam 5.288.077.200,00 4.622.163.665,00 -665.913.535,00
Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah |

10103010407, | foroomeS 1410.262.146,35 1.658.448.549,00 248.186.402,65

101.03.01.04.08, | ehablitasi Jaringan PJU Wilayah Il 1.389.913.305,00 1402.913.821,00 13.000.516,00

Kota Batam

1.01.03.01.04.09.

Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah Il
Kota Batam

1.387.438.232,50

1.348.120.231,00

-39.318.001,50

Penyusunan DED Pembangunan

1.01.03.01.04.10. Lampu PJU Kota Batam 350.000.000,00 245.250.000,00 -104.750.000,00
1.01.03.01.04.11. Pemeliharaan Rutin Alat Berat 1.175.000.000,00 1.153.613.000,00 -21.387.000,00
1.01.03.01.04.13. Operasional Alat Berat 8.847.562.400,00 5.474.464.000,00 -3.373.098.400,00
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101.03.01.0414. | Pengadaan Alat Berat 11.275.000.000,00 7.855.889.508,00 -3.419.110.492,00
Program Pengendalian Banjir dan
1.01.03.01.05. Perbakan Jacmean Penaan 32.683.575.790,10 |  35.949.633.932,00 3.266.058.141,90
1.01.03.01.05.01. Eggﬁf‘”g“”a” Drainase Wilayah 1 Kota 8.154.997.100,30 8.343.153.596,00 188.156.495,70
10103010502 | Fembangunan Drainase Wilayah 2 Kota 1.408.000.000,00 2.669.925.903,00 1.261.925.903,00

Batam

1.01.03.01.05.03.

Pembangunan Drainase Wilayah 3 Kota
Batam

3.169.523.583,30

4.163.945.374,00

994.421.790,70

1.01.03.01.05.04.

Pembangunan Drainase Wilayah 4 Kota
Batam

2.350.107.058,50

3.285.159.673,00

935.052.614,50

Pembangunan Drainase Wilayah 5 Kota

10103010505 | £ 474.000.000,00 1.155.385.194,00 681.385.194,00
10103010506, | Fempangunan Drainase Wiyah 6 Kota 495.000.000,00 492.025.000,00 2.975.000,00
10103010507, | Fempangunan Drainase Wiayah 7 Kota 7.177.500.000,00 6.734.366.600,00 -443.133.400,00
10103010508, | Fempangunan Drainase Wiayah 6 Kota 491.000.000,00 488.045.000,00 2.955.000,00
1.01.03.01.05.00. | Fembangunan Drainase Wilayah 9 Kota 2.744.000.000,00 2.672.940.648,00 -71.059.352,00

Batam

1.01.03.01.05.10.

Pemeliharaan Rutin Drainase Kota
Batam

1.906.448.048,00

1.884.691.283,00

-21.756.765,00

1.01.03.01.05.11. Penyusunan DED Drainase Kota Batam 2.958.000.000,00 2.763.000.000,00 -195.000.000,00
Pembangunan Pengaman Tebing i

1.01.03.01.05.12. Pantai Kota Batam 1.355.000.000,00 1.296.995.661,00 58.004.339,00
Program Pembangunan Infrastruktur

1.01.03.01.06. dan Sarana Prasarana Hinterland 10.571.054.508,55 9.982.778.328,00 (588.276.180,55)

1.01.03.01.06.01. Eg?;”g:f‘;;” Jalan Wilayah Hinterland 3.570.000.000,00 6.857.256.250,00 3.287.256.250,00
Pembangunan Jembatan/Pelantar

1.01.03.01.06.02. Beton Wilayah Hinteriand 5.114.994.508,55 2.397.313.043,00 -2.717.681.465,55
Pembangunan Lampu PJU Wilayah i

1.01.03.01.06.03. Hinterland Kota Batam 1.120.000.000,00 0,00 1.120.000.000,00
Pemeliharaan Lampu PJU Wilayah

1.01.03.01.06.04. Hinterland Kota Batam 766.060.000,00 728.209.035,00 -37.850.965,00
Program Pengembangan Kinerja ] }

1.01.03.02.07. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi i}
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA

1.01.03.02. RUANG KOTA BATAM 51.381.309.725,00 49.528.678.018,88 (1.852.631.706,12)
Program Peningkatan Pelayanan

1.01.03.02.01. Administrasi Perkantoran 2.378.825.560,00 1.832.052.780,00 (546.772.780,00)

101.03.0201.01. | Feningkatan Pelayanan Administrasi 2.378.825.560,00 1.832.052.780,00 546.772.780,00
Perkantoran

1.01.03.02.02. Program Peningkatan Sarana dan 1.932.926.425,00 2.002.724.728,95 69.798.303,95
Prasarana Aparatur

1.01.03.02.02.01. f\gg'r’;?l'jfta” Sarana dan Prasarana 432.406.425,00 37.391.200,00 -395.015.225,00

101.03.0202.02 | Feningkatan Sarana dan Prasarana 1.500.520.000,00 1.965.333.528,95 464.813.528,95

Perkantoran Pemerintah

Program Pengembangan Kinerja

1.01.03.02.03, Pereololaan it Bereit dan Santasi 47.049.007.740,00 |  45.673.813.500,03 (1.375.194.230,07)
1.01.03.02.0301. | Operasional UPT Air Bersih 4.524.840.000,00 4.441.177.845,00 -83.662.155,00
101.03.02.03.02, | Feningkatan dan Pemelinaraan Sarana 7.245.000.000,00 6.853.341.549,00 -391.658.451,00

Air Bersih

1.01.03.02.03.03.

Penyusunan DED Air Bersih/Air Minum
dan Sanitasi

1.050.000.000,00

1.050.000.000,00

0,00

-V.14-
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URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

Rencana Perubahan

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TA 2018 APBD TA 2018 Selisih (+/-)
1 2 3 4 5
Peningkatan Pelayanan UPT
1.01.03.02.03.04. Pengelolaan Air Bersih BLUD 2.332.167.740,00 2.619.459.849,00 287.292.109,00

Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air

1.01.03.02.03.05. Minum Wilayah Hinterland Kota Batam 10.310.000.000,00 9.739.619.001,21 -570.380.998,79
Pemasangan SR (Sambungan Rumah) .

1.01.03.02.03.06. Wilayah Hintertand Kota Batam 280.000.000,00 271.488.498,72 8.511.501,28
Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air

1.01.03.02.03.07. Minum (DAK Penugasan) 5.000.000.000,00 4.693.979.118,00 -306.020.882,00
Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air

1.01.03.02.03.08. Minum (DAK Reguler) 2.307.000.000,00 2.236.746.342,00 -70.253.658,00
Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air

1.01.03.02.03.09. Minum (DAK Afirmasi) 5.000.000.000,00 4.768.001.307,00 -231.998.693,00
Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah

1.01.03.02.03.10. Lingkungan (DAK Penugasan) 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00
Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah

1.01.03.02.03.11. Lingkungan (DAK Afirmasi) 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00
Program Perencanaan dan

1.01.03.02.04. Pengendalian Tata Ruang 20.550.000,00 20.087.000,00 (463.000,00)

10103020401, | Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang 20.550.000,00 20.087.000,00 463.000,00
Kota Batam
PERUMAHAN RAKYAT DAN

1.01.04. KAWASAN PERMUKIMAN 221.066.284.371,17 213.197.103.640,51 (7.869.180.730,66)
DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN

1.01.04.01. DAN PERTAMANAN KOTA BATAM 109.907.127.747,00 104.682.115.653,00 (5.225.012.094,00)
Program Peningkatan Pelayanan

1.01.04.01.01. Administrasi Perkantoran 3.077.838.520,00 1.476.486.700,00 (1.601.351.820,00)

1.01.0401.01.01. | Feningkatan Pelayanan Administrasi 3.077.838.520,00 1.476.486.700,00 1.601.351.820,00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan

1.01.04.01.02. Prasarana Aparatur 782.639.000,00 467.200.000,00 (315.439.000,00)

1.01.04.01.02.01. f\gg'r’;?l'jfta” Sarana dan Prasarana 782.639.000,00 467.200.000,00 315.439.000,00
Program Pembangunan,
Pemeliharaan dan Pengembangan

1.01.04.01.03. Infrastruktur Sarana Prasarana 105.717.183.492,00 101.076.674.716,00 (4.640.508.776,00)
Permukiman dan Perumahan
Pembangunan / Rehabilitasi Jalan

1.01.04.01.03.01. Lingkungan Dikawasan Permukiman 11.763.085.000,00 10.902.830.100,00 -860.254.900,00

Perkotaan Wilayah |

1.01.04.01.03.02.

Pembangunan / Rehabilitasi Jalan
Lingkungan Dikawasan Permukiman
Perkotaan Wilayah ||

12.206.710.000,00

10.972.950.700,00

-1.233.759.300,00

1.01.04.01.03.03.

Pembangunan / Rehabilitasi Jalan
Lingkungan Dikawasan Permukiman
Perkotaan Wilayah Il

8.638.160.000,00

8.476.340.320,00

-161.819.680,00

1.01.04.01.03.04.

Pembangunan / Rehabilitasi Jalan
Lingkungan Dikawasan Permukiman
Perkotaan Wilayah IV

14.715.850.000,00

15.775.712.131,00

1.059.862.131,00

1.01.04.01.03.05.

Pembangunan / Rehabilitasi Jalan
Lingkungan Dikawasan Permukiman
Perkotaan Wilayah V

19.037.980.000,00

18.946.362.020,00

-91.617.980,00

1.01.04.01.03.06.

Pembangunan Drainase/ Saluran
Lingkungan di Kawasan Permukiman
Perkotaan

11.119.303.742,00

11.632.956.738,00

513.652.996,00

1.01.04.01.03.07.

Pembangunan/ Rehabilitasi Turap/
Talud/ Bronjong Permukiman dan
Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan

9.336.318.250,00

8.221.148.692,00

-1.115.169.558,00

1.01.04.01.03.08.

Operasional Rusunawa

8.151.962.400,00

7.674.570.865,00

-477.391.535,00
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URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

Rencana Perubahan

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TA 2018 APBD TA 2018 Selisih (+/-)
1 2 3 4 5
10104010300, | pombangunan Bangunan PSU 2.192.080.000,00 1.267.868.000,00 -924.212.000,00
usunawa
1.01.04.01.03.10. Pemeliharaan Rusunawa 1.436.214.000,00 795.753.000,00 -640.461.000,00
Fasilitasi Perencanaan dan
1.01.04.01.03.11. Keterpaduan Infrastruktur Kawasan 435.000.000,00 278.344.800,00 -156.655.200,00

Permukiman

1.01.04.01.03.12.

Fasilitasi Program Pembangunan
Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat

2.382.486.100,00

1.615.716.000,00

-766.770.100,00

Penyediaan Pengembangan Sarana

1.01.04.01.03.13. Prasarana dan Utilitas Perumahan 267.500.000,00 100.000.000,00 -167.500.000,00

1.01.04.01.03.14. Pengendalian Perumahan 392.534.000,00 108.500.000,00 -284.034.000,00
Pembangunan/Pemeliharaan Sarana

1.01.04.01.03.15. Penerangan Fasilitas Umum 3.493.450.000,00 4.159.071.350,00 665.621.350,00
Lingkungan Kawasan Permukiman
Peningkatan Kualitas Perumahan

1.01.04.01.03.16. Swadaya (DAK Afirmasi) 148.550.000,00 148.550.000,00 0,00
Program Pembangunan,

1.01.04.01.04. pemeliharaan dan pengembangan 329.466.735,00 1.661.754.237,00 1.332.287.502,00
infrastruktur sarana dan prasarana
perumahan di hinterland
Pembangunan / Rehabilitasi Jalan

1.01.04.01.04.01. Lingkungan di Kawasan Permukiman 329.466.735,00 1.661.754.237,00 1.332.287.502,00

Wilayah Hinterland

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA

1.01.04.02. PUANG KOTA BATAM 111.159.156.624,17 |  108.514.987.987,51 (2.644.168.636,66)
Program Pembangunan, Peningkatan

1.01.04.02.01. Kualtas dan Pencowason Bancunan | 111:159156.62417 | 108.514.987.987,51 (2.644.168.636,66)

10104020101, | Fembangunan Mesjid Agung Kota 96.913.776.400,00 | 96.913.776.400,00 0,00

Batam

1.01.04.02.01.02.

Pembangunan dan Peningkatan
Fasilitas Umum Perkotaan

14.148.985.224,17

11.504.816.587,51

-2.644.168.636,66

Pembinaan dan Pengawasan

1.01.04.02.01.03. Bangunan Gedung dan Menara 96.395.000,00 96.395.000,00 0,00
Telekomunikasi
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
1.01.05. UMUM SERTA PERLINDUNGAN 24.592.464.598,96 21.982.066.230,22 (2.610.398.368,74)
MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.05.01. KOTA BATAM 20.125.540.560,00 18.919.410.870,00 (1.206.129.690,00)
Program Peningkatan Pelayanan
1.01.05.01.01. Administrasi Perkantoran 18.816.650.560,00 17.972.862.870,00 (843.787.690,00)
101.05.01.01.01. | Feningkatan Pelayanan Administrasi 18.816.650.560,00 |  17.972.862.870,00 -843.787.690,00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
1.01.05.01.02. Prasarana Aparatur 425.694.000,00 173.913.000,00 (251.781.000,00)
1.01.05.01.02.01. f\gg'r’;?l'jfta” Sarana dan Prasarana 425.694.000,00 173.913.000,00 -251.781.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan
1.01.05.01.03. Kenyamanan Lingkungan 883.196.000,00 772.635.000,00 (110.561.000,00)
Masyarakat
Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar Di
1.01.05.01.03.01. Lahan Milik Pemerintah 257.136.000,00 237.370.000,00 -19.766.000,00
10105010302 | Operasi Yustisi Terhadap Peraturan 207.960.000,00 160.895.000,00 -47.065.000,00
Daerah Kota Batam
Pengawasan Tempat Hiburan Malam
1.01.05.01.03.03. Selama Bulan Suci Ramadhan 125.500.000,00 122.500.000,00 -3.000.000,00
1.01.05.01.03.04. Pengamanan Objek Vital dan Tempat 218.500.000,00 203.000.000,00 -15.500.000,00
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KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TA 2018 APBD TA 2018 Selisih (+/-)
1 2 3 4 5

Strategis Pemerintah Kota Batam
Pembinaan Siskamling dan Peringatan

1.01.05.01.03.05. Hut SatLinmas 74.100.000,00 48.870.000,00 -25.230.000,00
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.01.05.02. KOTA BATAM 4.466.924.038,96 3.062.655.360,22 (1.404.268.678,74)
Program Peningkatan Pelayanan

1.01.05.02.01. Administrasi Perkantoran 1.245.291.338,96 859.333.804,22 (385.957.534,74)

1.01.05.0201.01. | Feningkatan Pelayanan Administrasi 1.245.291.338,96 859.333.804,22 -385.957.534,74
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan

1.01.05.02.02. Prasarana Aparatur 219.407.100,00 209.190.556,00 (10.216.544,00)

1.01.05.02.02.01. f\gg'r’;?l'jfta” Sarana dan Prasarana 219.407.100,00 209.190.556,00 -10.216.544,00
Program Penanganan dan

1.01.05.02.03. Penanggulangan Kebakaran 3.002.225.600,00 1.994.131.000,00 (1.008.094.600,00)
Pembinaan, Pengawasan dan

1.01.05.02.03.01. Pencegahan Kebakaran 158.900.000,00 98.210.000,00 -60.690.000,00
Peningkatan Pelayanan i

1.01.05.02.03.02. Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1.710.807.000,00 1.631.071.000,00 79.736.000,00
Pemeliharaan Sarana Prasarana

1.01.05.02.03.03. Penanggulangan Bencana dan 278.468.600,00 251.350.000,00 -27.118.600,00
Kebakaran
Pengadaan Sarana Prasarana

1.01.05.02.03.04. Penanggulangan Bencana dan 854.050.000,00 13.500.000,00 -840.550.000,00
Kebakaran

1.01.06. SOSIAL 11.273.984.740,00 9.620.207.990,00 (1.653.776.750,00)
DINAS SOSIAL DAN

1.01.06.01. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 11.273.984.740,00 9.620.207.990,00 (1.653.776.750,00)
KOTA BATAM
Program Peningkatan Pelayanan

1.01.06.01.01. Administrasi Perkantoran 2.027.183.540,00 1.650.798.890,00 (376.384.650,00)

1.01.06.01.01.01. | Feningkatan Pelayanan Administrasi 2.027.183.540,00 1.650.798.890,00 -376.384.650,00
Perkantoran

1.01.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 658.952.000,00 455.637.000,00 (203.315.000,00)
Prasarana Aparatur

1.01.06.01.02.01. f\gg'r’;?l'jfta” Sarana dan Prasarana 658.952.000,00 455.637.000,00 -203.315.000,00
Program Penanganan Penyandang

1.01.06.01.03. Masalah Kesejahteraan Sosial 8.587.849.200,00 7.513.772.100,00 (1.074.077.100,00)
(PMKS)
Verifikasi dan validasi data Penyandang i

1.01.06.01.03.01. Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 358.730.000,00 130.850.000,00 227.880.000,00
Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah

1.01.06.01.03.02. Tidak Layak Huni Wilayah Perkotaan 1.186.000.000,00 1.186.000.000,00 0,00
Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah

1.01.06.01.03.03. Tidak Layak Huni Wilayah Pesisir dan 1.746.000.000,00 1.972.599.000,00 226.599.000,00
Perbatasan

10106010304, | Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat 275.980.000,00 252.750.000,00 -23.230.000,00
Korban Bencana
Bimbingan terhadap Organisasi Sosial /

1.01.06.01.03.05. Orsos, (Karang Taruna, TKSK, Peksos 150.000.000,00 152.835.500,00 2.835.500,00
lainya)

1.01.06.01.03.06. Penguatan Program Keluarga Harapan 235.199.200,00 221.199.200,00 -14.000.000,00
Bantuan Pemulangan Orang Terlantar

1.01.06.01.03.07. dan Penanganan Korban Tindak 101.980.000,00 58.380.000,00 -43.600.000,00
Kekerasan

1.01.06.01.03.08. | Femakaman bagi Tunawan (Orang 152.250.000,00 101.500.000,00 -50.750.000,00

terlantar)
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Pelayanan Sosial bagi Anak dan Lanjut R

1.01.06.01.03.09. Usia (Lansia) 3.315.685.000,00 2.555.416.000,00 760.269.000,00
Bimbingan dan Ketrampilan

1.01.06.01.03.10. Penyandang Masalah Kesejahteraan 620.200.000,00 472.377.400,00 -147.822.600,00
Sosial (PMKS)

1.01.06.01.03.11. Pengendalian dan Pengawasan PMKS 182.680.000,00 146.720.000,00 -35.960.000,00

10106010312, | Fe2yanan Sosial Penyandang 263.145.000,00 263.145.000,00 0,00

1.0.2 gﬁgﬁﬁ" WAJIB NON PELAYANAN 377.330.554.283,68 | 326.129.019.961,79 |  (51.210.534.321,89)

1.02.01. TENAGA KERJA 21.420.000.000,00 18.676.090.692,00 (2.743.909.308,00)

1.02.01.01. DNp [ NAGA KERJAKOTA 21.420.000.000,00 |  18.676.090.692,00 (2.743.909.308,00)
Program Peningkatan Pelayanan

1.02.01.01.01. Administrasi Perkantoran 2.098.542.790,00 1.365.454.492,00 (733.088.298,00)

10201010101, | Feningkatan Pelayanan Administrasi 2.098.542.790,00 1.365.454.492,00 733.088.298,00
Perkantoran

1.02.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 1.352.415.510,00 819.007.000,00 (533.408.510,00)
Prasarana Aparatur

1.02.01.01.02.02. f\gg'r’;?l'jfta” Sarana dan Prasarana 1.352.415.510,00 819.007.000,00 533.408.510,00
Program Peningkatan Kualitas,
Produktivitas, Penempatan dan

1.02.01.01.03. PengembanganPerluasan 16.856.741.700,00 15.607.529.200,00 (1.249.212.500,00)
Kesempatan Kerja
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan

1.02.01.01.03.01. Bagi Pencari Kerja 6.582.619.200,00 6.112.369.200,00 -470.250.000,00
Pelatihan dan Peningkatan

1.02.01.01.03.02. Kemampuan Tenaga Kerja 7.820.670.000,00 7.820.670.000,00 0,00

10201010303 | Pembinaan Kelembagaan Pelatihan 719.065.000,00 719.065.000,00 0,00
Kerja dan Instruktur

1.02.01.01.03.04. (F’Beﬂ‘(t)’anguna” Balai Latihan Kerja 696.262.500,00 0,00 4696.262.500,00

102.01.01.03.05, | Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja 82.700.000,00 0,00 82.700.000,00
Khusus (BKK)

1.02.01.01.03.06. Pelatihan Kewirausahaan 527.900.000,00 527.900.000,00 0,00
Sosialisasi dan Pembinaan

1.02.01.01.03.07. Penempatan Tenaga Kerja Asing dan 165.175.000,00 165.175.000,00 0,00
Pendamping
Sosialisasi Pembinaan Penempatan

1.02.01.01.03.08. dan Perlindungan Tenaga Kerja 129.375.000,00 129.375.000,00 0,00
Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS
Sosialisasi pembinaan penempatan

1.02.01.01.03.09. tenaga kerja dalam negeri danlembaga 132.975.000,00 132.975.000,00 0,00
penempatan tenaga kerja swasta

1.02.01.01.04. Peningkatan Hubungan Industrial 1.112.300.000,00 884.100.000,00 (228.200.000,00)
yang Harmonis

10201010401, | Fenvelesaian Kasus Perselisihan 111.600.000,00 48.600.000,00 463.000.000,00
Hubungan Industrial
Sosialisasi Berbagai Peraturan

1.02.01.01.04.02. Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 152.575.000,00 152.575.000,00 0,00
Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan i

1.02.01.01.04.03. Bimtek LKS Bipartit Kota Batam 188.330.000,00 151.330.000,00 37.000.000,00
Penyusunan dan Perumusan Upah

1.02.01.01.04.04. Minumum Kota (UMK) dan Upah 240.670.000,00 112.470.000,00 -128.200.000,00
Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

102.01.01.04.05 | Bimiek Pembuatan Peraturan 181.875.000,00 181.875.000,00 0,00

Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja
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Bersama (PKB)

1.02.01.01.04.06. Egﬁz‘ape”‘”gkata” Kesejahteraan 237.250.000,00 237.250.000,00 0,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

1.02.02. PR NN A 6.646.881.810,00 3.455.800.310,00 | (3.191.081.500,00)
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

1.02.02.01. ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK 6.646.881.810,00 3.455.800.310,00 | (3.191.081.500,00)
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
BATAM
Program Peningkatan Pelayanan

1.02.02.01.01. Feogrem PerlngHaian Fe 1.955.804.110,00 1.055.736.610,00 (900.067.500,00)

10202010101, | Feningkatan Pelayanan Administrasi 1.955.804.110,00 1.055.736.610,00 -900.067.500,00
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan

1.02.02.01.02. racarana Abaatur 490.700.000,00 91.311.000,00 (399.389.000,00)

1.02.02.01.02.01. igg'r’;?l'jfta” Sarana dan Prasarana 490.700.000,00 91.311.000,00 -399.389.000,00
Program Peningkatan Peran Serta

1.02.02.01.03. dan Kesetaraan Gender Dalam 3.042.147.700,00 1.732.722.700,00 (1.309.425.000,00)

Pembangunan

1.02.02.01.03.01. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 651.517.700,00 651.517.700,00 0,00

1.02.02.01.03.02. | Pembinaan Organisasi Perempuan 603.175.000,00 258.260.000,00 -344.915.000,00
Peningkatan Peranan Stakeholder

10202010303 | o e PUG 324.640.000,00 279.820.000,00 -44.820.000,00
Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi

10202010804 | oot en o o 1.202.815.000,00 422.610.000,00 -780.205.000,00

10202010305, | Fenyediaan dan Pengembagan Data 260.000.000,00 120.515.000,00 -139.485.000,00
Gender dan Anak
Peningkatan Kualitas Hidup,

1.02.02.01.04. Perlindungan Perempuan dan Anak 1.158.230.000,00 576.030.000,00 (582.200.000,00)
Konseling dan Pendampingan Korban

1.02.02.01.04.01. Tindak Kekerasan Terhadap 511.700.000,00 245.950.000,00 -265.750.000,00
Perempuan dan Anak
Pembentukan dan Fasilitasi

1.02.02.01.04.02. | Kota/Kecamatan/Kelurahan Layak Anak 646.530.000,00 330.080.000,00 -316.450.000,00
(KLA) Kota Batam

1.02.03. PANGAN 3.109.331.480,00 2.120.174.887,50 (989.156.592,50)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

1.02.03.01. PERTANIAN KOTA BATAM 3.109.331.480,00 2.120.174.887,50 (989.156.592,50)
Program Peningkatan Pelayanan

1.02.03.01.01. P otoran 2.045.472.855,00 1.471.950.775,00 (573.522.080,00)

10203010101, | Feningkatan Pelayanan Administrasi 2.045.472.855,00 1.471.950.775,00 -573.522.080,00
Perkantoran

1.02.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 236.360.000,00 112.840.000,00 (123.520.000,00)
Prasarana Aparatur

1.02.03.01.02.01, igg'r’;?l'jfta” Sarana dan Prasarana 236.360.000,00 112.840.000,00 -123.520.000,00

1.02.03.01.03. g;‘r"%fr"“ Peningkatan Ketahanan 827.498.625,00 535.384.112,50 (292.114.512,50)

1.02.03.01.03.01. Egzgﬁm;anga” Penganekaragaman 643.763.625,00 401.414.512,50 -242.349.112,50
Pengembangan Agrobisnis Pertanian i}

10203010302 | gl B 183.735.000,00 133.969.600,00 49.765.400,00

1.02.04. PERTANAHAN 1.408.239.465,00 508.700.500,00 (899.538.965,00)

1.02.04.01. DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM 1.408.239.465,00 508.700.500,00 (899.538.965,00)
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URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

Rencana Perubahan

KODE REKENING O CRAM DAN REGIATAN APBD TA 2018 T ot Selisih (+/-)
1 2 3 4 5

Program Peningkatan Pelayanan

1.02.04.01.01. ogram Penngkatan Pel 580.687.365,00 303.911.500,00 (276.775.865,00)

10204.01.01.01, | Feningkatan Pelayanan Administrasi 580.667.365,00 303.911.500,00 -276.775.865,00
Perkantoran

1.02.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 146.207.100,00 88.639.000,00 (57.568.100,00)
Prasarana Aparatur

1.02.04.01.02.01, f\gg'r’;?l'jfta” Sarana dan Prasarana 146.207.100,00 88.639.000,00 -57.568.100,00

1.02.04.01.03. Program Penataan Tata Guna Tanah 681.345.000,00 116.150.000,00 (565.195.000,00)
Pengadaan Dokumen Lahan Aset

10204010301, | pengacean jomen 325.000.000,00 10.000.000,00 -315.000.000,00
Identifikasi dan Inventarisasi Lahan

10204010302, | entieas can 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00
Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi Lahan

10204010303 | s 111.300.000,00 106.150.000,00 5.150.000,00

10204010304, | Penataan Lahan Kampung Tua 45.045.000,00 0,00 -45,045.000,00

1.02.04.01.03.05. Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00

1.02..05. LINGKUNGAN HIDUP 104.612.344.435,56 | 95.942.065.808,00 (8.670.278.627,56)

1.02..05.01. gk‘T“}ASML'NGKUNGAN HIDUP KOTA 67.963.224.776,00 |  64.985.972.148,00 (2.977.252.628,00)
Program Peningkatan Pelayanan

1.02.05.01.01. ogram Penngkatan Pel 3.555.873.575,00 2.717.484.300,00 (838.389.275,00)

10205.01.01.01. | Feningkatan Pelayanan Administrasi 3 555.873.575,00 2.717.484.300,00 -838.389.275,00
Perkantoran

1.02.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 781.470.000,00 153.107.760,00 (628.362.240,00)
Prasarana Aparatur

10205010201, | Feningkatan Sarana dan Prasarana 781.470.000,00 153.107.760,00 -628.362.240,00

Aparatur

Program Pengendalian Pencemaran

1.02.05.01.03. dan Perusakan Lingkungan Hidup 2.384.044.185,00 1.157.071.330,00 (1.226.972.855,00)
Penyelenggaraan Komisi Penilai
1.02.05.01.03.01. AMDAL dan Rapat Tim Teknis Serta 106.152.074,00 15.282.500,00 -90.869.574,00
Izin PPLH
1.02.05.01.03.02. Operasi Penaatan Lingkungan 203.234.000,00 0,00 -203.234.000,00
1,02.05.01.03.03. ﬁfgiﬁa”a” Pos Pengaduan Lingkungan 149.350.000,00 120.070.000,00 -29.280,000,00
1.02.05.01.03.04. Pemulihan Lingkungan Hidup 330.533.000,00 0,00 -330.533.000,00
Pemantauan Pengelolaan Lingkungan i
1.02.05.01.03.05. Hidup di Kota Batam 78.780.000,00 62.560.000,00 16.220.000,00
1.02.05.01.03.06. Operasional Laboratorium Lingkungan 450.604.000,00 717.290.830,00 266.686.830,00
10205010307, | pengawasanfzin Lingkungan dan [zi 32.020.000,00 750.000,00 31.270,000,00
Sosialisasi dan Peran serta Masyarakat
1.02.05.01.03.08. dalam Perlindungan dan Pengelolaan 345.270.000,00 98.108.000,00 -247.162.000,00
Lingkungan Hidup
Inventarisasi Emisi dan GRK (Gas
1.02.05.01.03.09. Rumah Kaca) Kota Batam 124.360.000,00 0,00 -124.360.000,00
102.05.01.03.10. | Fengelolaan dan Rehabiltasi Ekosistem 120.250.861,00 85.000.000,00 -35.250.861,00
Darat, Pesisir dan Laut
Sistem Informasi Lingkungan Hidup E
1.02.05.01.03.11. Daerah (SILHD) Kota Batam 64.500.000,00 35.760.000,00 28.740.000,00
1.02.05.01.03.12. Kajian Lingkungan Hidup 293.051.250,00 0,00 -293.051.250,00
Pengawasan dan Pembinaan Air
102.05.01.03.13. | Limbah, Emisi Udara dari Sumber Tidak 85.939.000,00 22.250.000,00 63.689.000,00

Bergerak dan Bahan Perusak Ozon
(BPQ) di Kota Batam
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1 2 3 4 5
1.02.05.01.04. Program Lingkungan Sehat 1.236.827.080,00 1.137.838.540,00 (98.988.540,00)
102.05.01.0401. | Gerakan Batam Bersih Dan Hiau 328.000.600,00 283.079.700,00 -44.920.900,00
1.02.05.01.04.02. Pengelolaan Lingkungan dan 3 R 908.826.480,00 854.758.840,00 -54.067.640,00

Program Pengembangan Kinerja
1.02..05.03.02. o alolaan Bareamaton 60.005.000.936,00 |  59.820.470.218,00 (184.539.718,00)
1.02..05.03.02.01. gz'tgﬁ”a” Pengangkutan Sampah Kota | - o4 809 118.384.00 | 21.846.868.384,00 37.750.000,00
1.02..05.03.02.02. gz?aar?}ga”a” Kebersihan Jalan Kota 9.044.438.400,00 9.042.593.400,00 -1.845.000,00
Pembersihan Drainase, Parit dan
102050302038, | goioriion Danase 4.227.290.176,00 4.226.625.176,00 -665.000,00
102.05.03.0204. | Denataan dan Pemeliharaan TPA 3.432.640.940,00 3.432.705.472,00 64.532,00
Telaga Punggur
Persiapan Pelaksanaan Pengadaan
Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan
10205080205, | P L e 251.250.000,00 0,00 -251.250.000,00
Batam
Pemungutan dan Monitoring Retribusi i
102.05.030206. | Smungutan dan Honi 3.710.610.240,00 3.690.395.240,00 20.215.000,00
1.02..05.03.02.07. Egggfgﬁ:g Sarana dan Prasarana 1.566.000.000,00 779.090.900,00 -786.909.100,00
1.02..05.03.02.08. gsggf;'ﬁgﬁ' dan Pemelinaraan Armada 15.884.596.796,00 |  16.735.710.896,00 851.114.100,00
102.05.03.02.09. | Operasi Yustisi Kebersihan 79.065.000,00 66.480.750,00 -12.584.250,00
1.02..05.02. DINAS PERIKANAN KOTA BATAM i . .
Program Peningkatan pengelolaan
1.02.03.01.01. Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil - - -
berbasis konservasi
DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN
1.02..05.03. DN BERTAMANAN Ko BATAM 18.587.764.603,00 |  13.003.897.800,00 (5.583.866.803,00)
Program Peningkatan dan
1.02..05.03.01. Pengelolaan ruang terbuka hijau 18.587.764.603,00 |  13.003.897.800,00 (5.583.866.803,00)
(RTH)
1.02..05.03.01.01. Eﬁ’r‘é’;ﬂfata” dan Pengembangan 881.978.800,00 846.905.800,00 -35.073.000,00
102.05.03.01.02. | Peningkatan dan Penataan Taman kota 6.162.824.000,00 1.500.835.520,00 -4.661.988.480,00
1.02..05.03.01.03. Eggeg;‘g;a” Taman Jalan dan Taman 6.869.267.003,00 6.628.283.630,00 -241.003.373,00
1.02..05.03.01.04. ?;g‘:”gkasa” Rumput Ruang Mill 2.607.222.800,00 2 553.865.000,00 -53.357.800,00
102.05.03.01.05. | Penataan Lahan Taman Pemakaman 406.320.000,00 420.120.000,00 13.800.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.02..05.03.01.06. Pertamanan dan Pemakaman Kota 393.250.000,00 344.250.000,00 -49.000.000,00
Batam
102.05.03.01.07. | Fengelolaan dan Fasiltasi 1.266.882.000,00 709.637.850,00 -557.244.150,00

Pengembangan Kebun Raya Batam

1.02..05.04 KECAMATAN BATU AMPAR 1.187.172.272,00 1.185.734.072,00 (1.438.200,00)

1.02..05.04.01. Program Pengembangan Kinerja 1.187.172.272,00 1.185.734.072,00 (1.438.200,00)
Pengelolaan Persampahan

102.05.0401.01. | Operasional Pelayanan Sampah 1.187.172.272,00 1.185.734.072,00 -1.438.200,00

1.02..05.05. KECAMATAN LUBUK BAJA 1.138.896.640,00 1.132.698.640,00 (6.198.000,00)
Program Pengembangan Kinerja

1.02..05.05.01. Perelolaan Bereameanan 1.138.896.640,00 1.132.698.640,00 (6.198.000,00)

1.02.05.05.01.01. | Operasional Pelayanan Sampah 1.138.896.640,00 1.132.698.640,00 6.198.000,00
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1.02..05.06. KECAMATAN SEKUPANG 2.744.644.872,00 2.739.639.872,00 (5.005.000,00)
Program Pengembangan Kinerja

1.02..05.06.01. Pengelolaan Persampahan 2.744.644.872,00 2.739.639.872,00 (5.005.000,00)

1.02..05.06.01.01. Operasional Pelayanan Sampah 2.744.644.872,00 2.739.639.872,00 -5.005.000,00

1.02..05.07. KECAMATAN SUNGAI BEDUK 1.477.445.800,00 1.477.202.400,00 (243.400,00)
Program Pengembangan Kinerja

1.02..05.07.01 Pengelolaan Persampahan 1.477.445.800,00 1.477.202.400,00 (243.400,00)

1.02..05.07.0101. Operasional Pelayanan Sampah 1.477.445.800,00 1.477.202.400,00 -243.400,00

1.02..05.08. KECAMATAN NONGSA 1.735.128.448,00 1.708.326.448,00 (26.802.000,00)
Program Pengembangan Kinerja

1.02..05.08.01. Pengelolaan Persampahan 1.735.128.448,00 1.708.326.448,00 (26.802.000,00)

1.02..05.08.01.01. Operasional Pelayanan Sampah 1.735.128.448,00 1.708.326.448,00 -26.802.000,00

1.02..05.09. KECAMATAN BENGKONG 2.440.385.712,00 2.409.330.212,00 (31.055.500,00)
Program Pengembangan Kinerja

1.02..05.09.01. Pengelolaan Persampahan 2.440.385.712,00 2.409.330.212,00 (31.055.500,00)

1.02..05.09.01.01. Operasional Pelayanan Sampah 2.440.385.712,00 2.409.330.212,00 -31.055.500,00

1.02..05.10. KECAMATAN BATAM KOTA 1.348.328.368,00 1.337.689.868,00 (10.638.500,00)
Program Pengembangan Kinerja

1.02..05.10.01. Pengelolaan Persampahan 1.348.328.368,00 1.337.689.868,00 (10.638.500,00)

1.02..05.10.01.01. Operasional Pelayanan Sampah 1.348.328.368,00 1.337.689.868,00 -10.638.500,00

1.02..05.11. KECAMATAN BATU AJI 2.480.952.576,00 2.455.053.576,00 (25.899.000,00)

1.02.05.11.01. Program Pengembangan Kinerja 2.480.952.576,00 2.455.053.576,00 (25.899.000,00)
Pengelolaan Persampahan

1.02..05.11.01.01. Operasional Pelayanan Sampah 2.480.952.576,00 2.455.053.576,00 -25.899.000,00

1.02..05.12. KECAMATAN SAGULUNG 2.897.134.752,56 2.895.255.156,00 (1.879.596,56)
Program Pengembangan Kinerja

1.02..05.12.01. Pengelolaan Persampahan 2.897.134.752,56 2.895.255.156,00 (1.879.596,56)

1.02..05.12.01.01. Operasional Pelayanan Sampah 2.897.134.752,56 2.895.255.156,00 -1.879.596,56

1.02..05.13. KECAMATAN BELAKANG PADANG 611.265.616,00 611.265.616,00 -
Program Pengembangan Kinerja i}

1.02..05.13.01. Pengelolaan Persampahan 611.265.616,00 611.265.616,00

1.02..05.13.01.01. Operasional Pelayanan Sampah 611.265.616,00 611.265.616,00 0,00

1.02..05.14. KECAMATAN BULANG - - -
Program Pengembangan Kinerja ] } i}

1.02.05.14.01. Pengelolaan Persampahan
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1.02.06. DAN PENCATATAN SIPIL 5.145.306.198,00 5.663.824.920,00 518.518.722,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN

1.02.06.01. PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM 5.145.306.198,00 5.663.824.920,00 518.518.722,00
Program Peningkatan Pelayanan

1.02.06.01.01. Administrasi Perkantoran 2.148.454.798,00 3.188.357.920,00 1.039.903.122,00

1.02.06.01.01.01, | Peningkatan Pelayanan Administrasi 214845479800 | 3.188.357.920,00 1,039.903.122,00

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan

1.02.06.01.02, Pracarana Abaatur 562.909.400,00 41.525.000,00 (521.384.400,00)

1.02.06.01.02.01. igg'r’;?l'jfta” Sarana dan Prasarana 562.909.400,00 41.525.000,00 -521.384.400,00

1.02.06.01.03. Program Penataan Administrasi 2.433.942.000,00 2.433.942.000,00 0,00
Kependudukan

102.06.01.03.01. | Delayanan Administrasi Kependudukan 2.433.942.000,00 2.433.942.000,00 0,00
(DAK Non Fisik)

1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 142.055.252.360,54 |  120.449.335.854,92 |  (22.505.916.514,62)
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DAN DESA
1.02.07.01. KECAMATAN BATU AMPAR 9.635.249.152,00 6.788.560.562,00 |  (2.846.679.590,00)
1.02.07.01.01. Program Peningkatan Pelayanan 1.847.064.152,00 1.608.104.612,00 (238.959.540,00)

Administrasi Perkantoran

1.02.07.01.01.01.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran

1.216.426.224,00

1.038.954.060,00

-177.472.164,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.02.07.01.01.02. Perkantoran Kelurahan Sungai Jodoh 157.377.620,00 143.050.720,00 -14.326.900,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.02.07.01.01.03. Perkantoran Kelurahan Kampung 153.143.640,00 137.637.520,00 -15.506.120,00
Seraya
Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.02.07.01.01.04. Perkantoran Kelurahan Batu Merah 157.369.052,00 141.106.812,00 -16.262.240,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.02.07.01.01.05. Perkantoran Kelurahan Tanjung 162.747.616,00 147.355.500,00 -15.392.116,00
Sengkuang

1.02.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 730.100.000,00 338.079.000,00 (392.021.000,00)
Prasarana Aparatur

1.02.07.01.02.01, f\gg'r’;?l'jfta” Sarana dan Prasarana 730.100.000,00 338.079.000,00 -392.021.000,00
Program Peningkatan Pemberdayaan

1.02.07.01.03. Masyarakat dan Partisipasi 2.658.085.000,00 2.108.125.300,00 (549.959.700,00)
Masyarakat
Pengembangan Partisipasi Masyarakat

1.02.07.01.03.01. Dalam Perumusan Progam dan 1.522.180.000,00 1.512.215.000,00 -9.965.000,00
Kebijakan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Event Tingkat )

1.02.07.01.03.02. Kecamatan dan Kelurahan 1.135.905.000,00 595.910.300,00 539.994.700,00

1.02.07.01.04. Program Percepatan Infrastrukur 4.400.000.000,00 2.734.260.650,00 (1.665.739.350,00)

Kelurahan (PIK)

1.02.07.01.04.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Batu
Merah (PM-PIK Batu Merah)

1.747.550.500,00

1.438.364.700,00

-309.185.800,00

1.02.07.01.04.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai
Jodoh (PM-PIK Sungai Jodoh)

890.660.000,00

0,00

-890.660.000,00

1.02.07.01.04.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan
Tanjung Sengkuang (PM-PIK Tanjung
Sengkuang)

1.300.160.000,00

1.295.895.950,00

-4.264.050,00

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan

1.02.07.01.04.04. Permukiman Wilayah Kelurahan 461.629.500,00 0,00 -461.629.500,00
Kampung Seraya (PM-PIK Kampung
Seraya)
1.02.07.02. KECAMATAN LUBUK BAJA 10.737.824.540,00 9.268.504.790,00 (1.469.319.750,00)
Program Peningkatan Pelayanan
1.02.07.02.01. Administrasi Perkantoran 2.288.844.540,00 2.113.815.640,00 (175.028.900,00)
10207.02.01.01, | Peningkatan Pelayanan Administrasi 1.472.488.240,00 1.375.587.840,00 -96.900.400,00
Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi i
1.02.07.02.01.02. Perkantoran Kelurahan Tanjung Uma 160.891.260,00 145.125.560,00 15.765.700,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi
1.02.07.02.01.03. Perkantoran Kelurahan Baloi Indah 162.091.260,00 146.475.560,00 -15.615.700,00
1.02.07.02.01.04. Peningkatan Pelayanan Administrasi 161.491.260,00 145.875.560,00 -15.615.700,00

-V.23-




PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

KODE REKENING

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

APBD TA 2018

Rencana Perubahan
APBD TA 2018

Selisih (+/-)

1

2

3

4

5

Perkantoran Kelurahan Batu Selicin

1.02.07.02.01.05.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Lubuk Baja
Kota

170.491.260,00

154.875.560,00

-15.615.700,00

1.02.07.02.01.06.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Kampung Pelita

161.391.260,00

145.875.560,00

-156.515.700,00

1.02.07.02.02.

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

441.700.000,00

392.575.000,00

(49.125.000,00)

1.02.07.02.02.01.

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

441.700.000,00

392.575.000,00

-49.125.000,00

1.02.07.02.03.

Program Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat

2.507.280.000,00

2.227.305.000,00

(279.975.000,00)

1.02.07.02.03.01.

Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Dalam Perumusan Progam dan
Kebijakan Pelayanan Publik

1.696.325.000,00

1.694.250.000,00

-2.075.000,00

1.02.07.02.03.02.

Penyelenggaraan Event Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan

810.955.000,00

533.055.000,00

-277.900.000,00

1.02.07.02.04.

Program Percepatan Infrastrukur
Kelurahan (PIK)

5.500.000.000,00

4.534.809.150,00

(965.190.850,00)

1.02.07.02.04.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Lubuk
Baja Kota (PM-PIK Lubuk Baja Kota)

495.865.000,00

385.775.000,00

-110.090.000,00

1.02.07.02.04.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan
Tanjung Uma (PM-PIK Tanjung Uma)

1.845.893.250,00

1.577.592.400,00

-268.300.850,00

1.02.07.02.04.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Baloi
Indah (PM-PIK Baloi Indah)

1.134.156.750,00

1.134.156.750,00

0,00

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan

1.02.07.02.04.04. Permukiman Wilayah Kelurahan Batu 1.241.473.000,00 859.973.000,00 -381.500.000,00
Selicin (PM-PIK Batu Selicin)
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
1.02.07.02.04.05. Permukiman Wilayah Kelurahan 782.612.000,00 577.312.000,00 -205.300.000,00
Kampung Pelita (PM-PIK Kampung
Pelita)
1.02.07.03. KECAMATAN SEKUPANG 14.204.452.729,00 10.970.572.929,00 (3.233.879.800,00)
Program Peningkatan Pelayanan
1.02.07.03.01. Administrasi Perkantoran 2.074.327.229,00 1.861.728.929,00 (212.598.300,00)
Peningkatan Pelayanan Administrasi i
1.02.07.03.01.01. Perkantoran 1.067.275.880,00 940.410.580,00 126.865.300,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi i
1.02.07.03.01.02. Perkantoran Kelurahan Tanjung Pinggir 131.936.860,00 122.927.360,00 9.009.500,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi i
1.02.07.03.01.03. Perkantoran Kelurahan Tanjung Riau 137.541.860,00 125.338.860,00 12.203.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi i
1.02.07.03.01.04. Perkantoran Kelurahan Sungai Harapan 159.869.660,00 148.142.660,00 11.727.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi i
1.02.07.03.01.05. Perkantoran Kelurahan Patam Lestari 142.299.989,00 128.240.589,00 14.059.400,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi i
1.02.07.03.01.06. Perkantoran Kelurahan Tiban Baru 147.292.560,00 132.469.760,00 14.822.800,00
102.07.03.01.07. | Feningkatan Pelayanan Administrasi 146.574.860,00 135.026.360,00 -11.548.500,00

Perkantoran Kelurahan Tiban Lama
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1.02.07.03.01.08.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Tiban Indah

141.535.560,00

129.172.760,00

-12.362.800,00

1.02.07.03.02.

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

323.978.000,00

211.178.000,00

(112.800.000,00)

1.02.07.03.02.01.

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

323.978.000,00

211.178.000,00

-112.800.000,00

1.02.07.03.03.

Program Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat

4.106.147.500,00

3.944.575.000,00

(161.572.500,00)

1.02.07.03.03.01.

Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Dalam Perumusan Progam dan
Kebijakan Pelayanan Publik

3.449.950.000,00

3.446.800.000,00

-3.150.000,00

1.02.07.03.03.02.

Penyelenggaraan Event Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan

656.197.500,00

497.775.000,00

-1568.422.500,00

1.02.07.03.04.

Program Percepatan Infrastrukur
Kelurahan (PIK)

7.700.000.000,00

4.953.091.000,00

(2.746.909.000,00)

1.02.07.03.04.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai
Harapan (PM-PIK Sungai Harapan)

1.153.000.000,00

1.153.000.000,00

0,00

1.02.07.03.04.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Patam
Lestari (PM-PIK Patam Lestari)

1.109.400.000,00

506.630.000,00

-602.770.000,00

1.02.07.03.04.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan
Tanjung Pinggir (PM-PIK Tanjung
Pinggir)

27.000.000,00

27.000.000,00

0,00

1.02.07.03.04.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan
Tanjung Riau (PM-PIK Tanjung Riau)

1.126.100.000,00

916.711.000,00

-209.389.000,00

1.02.07.03.04.05.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Tiban
Baru (PM-PIK Tiban Baru)

1.483.500.000,00

655.100.000,00

-828.400.000,00

1.02.07.03.04.06

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Tiban
Indah (PM-PIK Tiban Indah)

1.369.200.000,00

704.300.000,00

-664.900.000,00

1.02.07.03.04.07.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Tiban
Lama (PM-PIK Tiban Lama)

1.431.800.000,00

990.350.000,00

-441.450.000,00

1.02.07.04.

KECAMATAN SUNGAI BEDUK

10.261.329.939,00

9.304.459.335,00

(956.870.604,00)

1.02.07.04.01.

Program Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran

1.998.909.939,00

1.800.023.935,00

(198.886.004,00)

1.02.07.04.01.01.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran

1.376.091.724,00

1.262.586.820,00

-113.504.904,00

1.02.07.04.01.02.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Tanjung Piayu

155.006.110,00

133.810.060,00

-21.196.050,00

1.02.07.04.01.03.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Duri Angkang

157.144.185,00

136.231.335,00

-20.912.850,00

1.02.07.04.01.04.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Mangsang

158.681.385,00

136.089.735,00

-22.591.650,00

1.02.07.04.01.05.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Muka Kuning

151.986.535,00

131.305.985,00

-20.680.550,00
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1.02.07.04.02.

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

607.020.000,00

247.050.000,00

(359.970.000,00)

1.02.07.04.02.01.

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

607.020.000,00

247.050.000,00

-359.970.000,00

1.02.07.04.03.

Program Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat

3.255.400.000,00

2.857.385.400,00

(398.014.600,00)

1.02.07.04.03.01.

Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Dalam Perumusan Progam dan
Kebijakan Pelayanan Publik

2.345.450.000,00

2.326.181.600,00

-19.268.400,00

1.02.07.04.03.02.

Penyelenggaraan event tingkat
kecamatan dan kelurahan

909.950.000,00

531.203.800,00

-378.746.200,00

1.02.07.04.04.

Program Percepatan Infrastrukur
Kelurahan (PIK)

4.400.000.000,00

4.400.000.000,00

1.02.07.04.04.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan
Tanjung Piayu (PM-PIK Tanjung Piayu)

1.252.042.000,00

1.252.042.000,00

0,00

1.02.07.04.04.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan
Mangsang (PM-PIK Mangsang)

1.463.720.000,00

1.463.720.000,00

0,00

1.02.07.04.04.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Muka
Kuning (PM-PIK Muka Kuning)

102.204.000,00

102.204.000,00

0,00

1.02.07.04.04.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Duri
Angkang (PM-PIK Duri Angkang)

1.582.034.000,00

1.582.034.000,00

0,00

1.02.07.05.

KECAMATAN NONGSA

8.824.080.930,00

6.616.060.575,00

(2.208.020.355,00)

1.02.07.05.01.

Program Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran

1.596.881.180,00

1.394.765.575,00

(202.115.605,00)

1.02.07.05.01.01.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran

1.155.470.000,00

993.840.170,00

-161.629.830,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.02.07.05.01.02. Perkantoran Kelurahan Kabil 102.922.355,00 94.138.030,00 -8.784.325,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi i
1.02.07.05.01.03. Perkantoran Kelurahan Batu Besar 102.436.510,00 93.162.445,00 9.274.065,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi i
1.02.07.05.01.04. Perkantoran Kelurahan Sambau 100.525.405,00 89.748.620,00 10.776.785,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi i
1.02.07.05.01.05. Perkantoran Kelurahan Ngenang 135.526.910,00 123.876.310,00 11.650.600,00
Program Peningkatan Sarana dan
1.02.07.05.02. Prasarana Aparatur 374.700.000,00 181.698.000,00 (193.002.000,00)
1,02.07.05.02.01. f\gg'r’;?l'jfta” Sarana dan Prasarana 374.700.000,00 181.698.000,00 -193.002.000,00
Program Peningkatan Pemberdayaan
1.02.07.05.03. Masyarakat dan Partisipasi 2.452.499.750,00 2.155.357.500,00 (297.142.250,00)
Masyarakat
Pengembangan Partisipasi Masyarakat
1.02.07.05.03.01. Dalam Perumusan Progam dan 1.676.400.000,00 1.672.770.000,00 -3.630.000,00
Kebijakan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Event Tingkat R
1.02.07.05.03.02. Kecamatan dan Kelurahan 776.099.750,00 482.587.500,00 293.512.250,00
1.02.07.05.04. Program Percepatan Infrastrukur 4.400.000.000,00 2.884.239.500,00 (1.515.760.500,00)

Kelurahan (PIK)

1.02.07.05.04.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan

1.119.220.000,00

1.009.552.000,00

-109.668.000,00
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Permukiman Wilayah Kelurahan
Sambau (PM-PIK Sambau)

1.02.07.05.04.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Kabil
(PM-PIK Kabil)

1.070.961.000,00

727.205.000,00

-343.756.000,00

1.02.07.05.04.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Batu
Besar (PM-PIK Batu Besar)

1.124.000.000,00

828.575.000,00

-295.425.000,00

1.02.07.05.04.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan
Ngenang (PM-PIK Ngenang)

1.085.819.000,00

318.907.500,00

-766.911.500,00

1.02.07.06. KECAMATAN BENGKONG 8.925.790.020,00 7.275.991.320,00 (1.649.798.700,00)
Program Peningkatan Pelayanan
1.02.07.06.01. Administrasi Perkantoran 1.616.560.020,00 1.388.192.820,00 (228.367.200,00)
102.07.0601.01, | Feningkatan Pelayanan Adminisirasi 1.032.122.180,00 859.611.780,00 -172.510.400,00
Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi
1.02.07.06.01.02. Perkantoran Kelurahan Bengkong Laut 148.363.760,00 130.754.160,00 -17.609.600,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi i
1.02.07.06.01.03. Perkantoran Kelurahan Bengkong Indah 144.113.960,00 138.939.360,00 5.174.600,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi i
1.02.07.06.01.04. Perkantoran Kelurahan Sadai 142.501.560,00 127.203.160,00 15.298.400,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi
1.02.07.06.01.05. Perkantoran Kelurahan Tanjung 149.458.560,00 131.684.360,00 -17.774.200,00
Buntung
Program Peningkatan Sarana dan
1.02.07.06.02. Prasarana Aparatur 67.300.000,00 42.775.000,00 (24.525.000,00)
1.02.07.06.02.01, f\gg'r’;?l'jfta” Sarana dan Prasarana 67.300.000,00 42.775.000,00 24.525.000,00
Program Peningkatan Pemberdayaan
1.02.07.06.03. Masyarakat dan Partisipasi 2.841.930.000,00 2.612.550.000,00 (229.380.000,00)
Masyarakat
Pengembangan Partisipasi Masyarakat
1.02.07.06.03.01. Dalam Perumusan Progam dan 2.252.200.000,00 2.247.500.000,00 -4.700.000,00
Kebijakan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Event Tingkat R
1.02.07.06.03.02. Kecamatan dan Kelurahan 589.730.000,00 365.050.000,00 224.680.000,00
1.02.07.06.04. Program Percepatan Infrastrukur 4.400.000.000,00 3.232.473.500,00 (1.167.526.500,00)

Kelurahan (PIK)

1.02.07.06.04.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan
Tanjung Buntung (PM-PIK Tanjung
Buntung)

1.119.220.000,00

1.020.562.000,00

-98.658.000,00

1.02.07.06.04.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Sadai
(PM-PIK Sadai)

1.070.961.000,00

542.301.000,00

-528.660.000,00

1.02.07.06.04.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan
Bengkong Indah (PM-PIK Bengkong
Indah)

1.124.000.000,00

686.991.500,00

-437.008.500,00

1.02.07.06.04.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan

1.085.819.000,00

982.619.000,00

-103.200.000,00
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Bengkong Laut (PM-PIK Bengkong
Laut)
1.02.07.07. KECAMATAN BATAM KOTA 12.837.533.290,00 |  10.000.451.040,00 (2.837.082.250,00)
1.02.07.07.01. Program Peningkatan Pelayanan 1.851.788.290,00 1.699.347.740,00 (152.440.550,00)

Administrasi Perkantoran

1.02.07.07.01.01.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran

1.177.505.050,00

1.069.994.000,00

-107.511.050,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.02.07.07.01.02. Perkantoran Kelurahan Sungai Panas 98.496.280,00 90.695.680,00 -7.800.600,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.02.07.07.01.03. Perkantoran Kelurahan Baloi Permai 139.079.560,00 130.964.560,00 -8.115.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.02.07.07.01.04. Perkantoran Kelurahan Taman Baloi 98.496.280,00 89.310.630,00 -9.185.650,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.02.07.07.01.05. Perkantoran Kelurahan Teluk Tering 138.479.560,00 129.053.060,00 -9.426.500,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.02.07.07.01.06. Perkantoran Kelurahan Sukajadi 89.960.780,00 84.314.030,00 -5.646.750,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi )

1.02.07.07.01.07. Perkantoran Kelurahan Belian 109.770.780,00 105.015.780,00 4.755.000,00

1.02.07.07.02. Program Peningkatan Sarana dan 83.700.000,00 35.080.000,00 (48.620.000,00)
Prasarana Aparatur

1,02.07.07.02.01. f\gg'r’;?l'jfta” Sarana dan Prasarana 83.700.000,00 35.080.000,00 -48.620,000,00
Program Peningkatan Pemberdayaan

1.02.07.07.03. Masyarakat dan Partisipasi 4.302.045.000,00 4.041.625.000,00 (260.420.000,00)
Masyarakat
Pengembangan Partisipasi Masyarakat

1.02.07.07.03.01. Dalam Perumusan Progam dan 3.697.755.000,00 3.641.775.000,00 -565.980.000,00
Kebijakan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Event Tingkat E

1.02.07.07.03.02. Kecamatan dan Kelurahan 604.290.000,00 399.850.000,00 204.440.000,00

1.02.07.07.04. Program Percepatan Infrastrukur 6.600.000.000,00 4.224.398.300,00 (2.375.601.700,00)

Kelurahan (PIK)

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan

20T 0T 0401, | por e e e Kelrnan o 1.168.854.100,00 795.500.100,00 -373.354.000,00
Tering (PM-PIK Teluk Tering)
Pemberdayaan Masyarakat dalam

10207.07.04.02. | Fercepatan Infrastruktur Lingkungan 1.531.345.000,00 1.180.620.000,00 -350.725.000,00

Permukiman Wilayah Kelurahan Belian
(PM-PIK Belian)

1.02.07.07.04.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Taman
Baloi (PM-PIK Taman Baloi)

1.032.674.000,00

561.214.000,00

-471.460.000,00

1.02.07.07.04.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Baloi
Permai (PM-PIK Baloi Permai)

1.401.650.000,00

657.050.000,00

-744.600.000,00

1.02.07.07.04.05.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan
Sukajadi (PM-PIK Sukajadi)

513.020.000,00

513.020.000,00

0,00

1.02.07.07.04.06.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai
Panas (PM-PIK Sungai Panas)

952.456.900,00

516.994.200,00

-435.462.700,00

1.02.07.08.

KECAMATAN BATU AJI

10.064.951.484,10

7.764.161.089,48

(2.300.790.394,62)
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URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

Rencana Perubahan

KODE REKENING e T APBD TA 2018 APED TA 2018 Selisih (+-)
1 2 3 4 5
1.02.07.08.01. Program Peningkatan Pelayanan 1.520.591.484,10 1.449.516.089,48 (71.075.394,62)

Administrasi Perkantoran

1.02.07.08.01.01.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran

1.015.819.848,10

972.825.391,88

-42.994.456,22

1.02.07.08.01.02.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Kibing

131.149.284,00

124.857.134,40

-6.292.149,60

1.02.07.08.01.03.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Bukit Tempayan

132.457.984,00

124.790.234,40

-71.667.749,60

1.02.07.08.01.04.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Tanjung
Uncang

122.141.984,00

114.946.934,40

-7.195.049,60

1.02.07.08.01.05.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Buliang

119.022.384,00

112.096.394,40

-6.925.989,60

1.02.07.08.02.

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

104.700.000,00

43.865.000,00

(60.835.000,00)

1.02.07.08.02.01.

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

104.700.000,00

43.865.000,00

-60.835.000,00

1.02.07.08.03.

Program Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat

4.039.660.000,00

3.803.235.000,00

(236.425.000,00)

1.02.07.08.03.01.

Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Dalam Perumusan Progam dan
Kebijakan Pelayanan Publik

3.405.500.000,00

3.405.150.000,00

-350.000,00

1.02.07.08.03.02.

Penyelenggaraan Event Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan

634.160.000,00

398.085.000,00

-236.075.000,00

1.02.07.08.04.

Program Percepatan Infrastrukur
Kelurahan (PIK)

4.400.000.000,00

2.467.545.000,00

(1.932.455.000,00)

1.02.07.08.04.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Bukit
Tempayan (PM-PIK Bukit Tempayan)

1.100.000.000,00

523.830.000,00

-576.170.000,00

1.02.07.08.04.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan
Buliang (PM-PIK Buliang)

1.100.000.000,00

1.065.120.000,00

-34.880.000,00

1.02.07.08.04.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Kibing
(PM-PIK Kibing)

1.100.000.000,00

591.628.000,00

-508.372.000,00

1.02.07.08.04.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan
Tanjung Uncang (PM-PIK Tanjung
Uncang)

1.100.000.000,00

286.967.000,00

-813.033.000,00

1.02.07.09.

KECAMATAN SAGULUNG

14.214.236.356,00

12.639.938.935,00

(1.574.297.421,00)

1.02.07.09.01.

Program Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran

1.925.784.356,00

1.688.307.935,00

(237.476.421,00)

Peningkatan Pelayanan Administrasi

10207000101, | poninokater 1.082.079.176,00 915.596.660,00 -166.482.516,00
1.02.07.09.01.02. Eg?&’;ﬂfgg‘ E;'jéahlan”émgi:imi 134.214.600,00 120.129.860,00 -14.084.740,00
10207000103 | penndeatan E;'jg’aahr;anns’*udn’gg‘iimfi 128.454.600,00 118.888.910,00 19.565.690,00
1.02.07.09.01.04. Eg;‘;’;ﬂ't‘j::: E§|Séahlann§1dngg}iitéizL 156.845.800,00 147.360.365,00 9.485.435,00
10207000105 | penndeatan E;'jryaahr;anns’*a%’ﬂ:ﬂfgfgta 119.540.080,00 109.952.960,00 19.587.120,00
102.07.00.01.06. | Feningkatan Pelayanan Administrasi 143.032.300,00 124.421.040,00 -18.611.260,00

Perkantoran Kelurahan Sungai Langkai
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KODE REKENING

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

APBD TA 2018

Rencana Perubahan
APBD TA 2018

Selisih (+/-)

1

2

3

4

5

1.02.07.09.01.07.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Sungai
Pelunggut

161.617.800,00

151.958.140,00

-9.659.660,00

1.02.07.09.02.

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

551.787.000,00

72.155.000,00

(479.632.000,00)

1.02.07.09.02.01.

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

551.787.000,00

72.155.000,00

-479.632.000,00

1.02.07.09.03.

Program Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat

5.136.665.000,00

4.889.876.000,00

(246.789.000,00)

1.02.07.09.03.01.

Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Dalam Perumusan Progam dan
Kebijakan Pelayanan Publik

4.413.405.000,00

4.411.355.000,00

-2.050.000,00

1.02.07.09.03.02.

Penyelenggaraan Event Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan

723.260.000,00

478.521.000,00

-244.739.000,00

1.02.07.09.04.

Program Percepatan Infrastrukur
Kelurahan (PIK)

6.600.000.000,00

5.989.600.000,00

(610.400.000,00)

1.02.07.09.04.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai
Binti (PM-PIK Sungai Binti)

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

0,00

1.02.07.09.04.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai
Pelunggut (PM-PIK Sungai Pelunggut)

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

0,00

1.02.07.09.04.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan
Sagulung Kota (PM-PIK Sagulung Kota)

1.100.000.000,00

1.001.900.000,00

-98.100.000,00

1.02.07.09.04.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai
Lekop (PM-PIK Sungai Lekop)

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

0,00

1.02.07.09.04.05.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan
Tembesi (PM-PIK Tembesi)

1.100.000.000,00

587.700.000,00

-512.300.000,00

1.02.07.09.04.06.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai
Langkai (PM-PIK Sungai Langkai)

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

0,00

1.02.07.10.

KECAMATAN BELAKANG PADANG

9.910.270.512,00

9.212.863.333,00

(697.407.179,00)

1.02.07.10.01.

Program Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran

1.856.755.512,00

1.601.516.053,00

(255.239.459,00)

1.02.07.10.01.01.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran

878.147.012,00

752.744.560,00

-125.402.452,00

1.02.07.10.01.02.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya

158.467.940,00

144.323.935,00

-14.144.005,00

1.02.07.10.01.03.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari

156.077.740,00

138.557.358,00

-17.520.382,00

1.02.07.10.01.04.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Pemping

165.968.940,00

139.967.880,00

-26.001.060,00

1.02.07.10.01.05.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Kasu

163.961.740,00

140.909.880,00

-23.051.860,00

1.02.07.10.01.06.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Pecong

166.407.740,00

140.255.870,00

-26.151.870,00

1.02.07.10.01.07.

Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Pulau Terong

167.724.400,00

144.756.570,00

-22.967.830,00

-V.30-




PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2018

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

Rencana Perubahan

KODE REKENING e APBD TA 2018 B e e Selisih (+-)
1 2 3 4 5
1.02.07.10.02 Program Peningkatan Sarana dan 55.800.000,00 24.400.000,00 (31.400.000,00)
e Prasarana Aparatur T RN ’ ’
10207.10.02.01, | Feningkatan Sarana dan Prasarana 55.800.000,00 24.400.000,00 -31.400.000,00

Aparatur

1.02.07.10.03.

Program Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat

1.397.715.000,00

1.231.446.280,00

(166.268.720,00)

1.02.07.10.03.01.

Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Dalam Perumusan Progam dan
Kebijakan Pelayanan Publik

801.885.000,00

801.885.000,00

0,00

1.02.07.10.03.02.

Penyelenggaraan Event Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan

595.830.000,00

429.561.280,00

-166.268.720,00

1.02.07.10.04.

Program Percepatan Infrastrukur
Kelurahan (PIK)

6.600.000.000,00

6.355.501.000,00

(244.499.000,00)

1.02.07.10.04.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Wilayah Kelurahan
Tanjung Sari (PM-PIK Tanj